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Pengantar Penerbit 


Sebagai penerbit ilmiah, LIPI Press mempunyai tanggung jawab 
untuk menyediakan terbitan ilmiah yang berkualitas. Upaya tersebut 
merupakan salah satu perwujudan tugas LIPI Press untuk turut serta 
mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang diamanatkan 
dalam pembukaan UUD 1945. 


Buku bunga rampai ini merupakan satu dari 12 seri buku hasil 
pemikiran para pelajar Indonesia yang sedang menempuh studi di luar 
negeri, dengan tujuan untuk menggariskan konsep “Indonesia Emas 
Berkelanjutan 2045” Isu yang dibahas adalah Sustainable Development 
Goals (SDGs) disertai dengan analisis dan rekomendasi untuk meraih 
“Indonesia Emas Berkelanjutan 2045” Kelebihan bunga rampai ini 
adalah memiliki perspektif lintas disiplin. 

Seri Pendidikan berbicara tentang kaitan pendidikan di dalam 
negeri dengan isu SDGs, yang merupakan isu global. Bunga rampai 
ini memberikan pandangan unik, pengalaman, serta lesson-learned 
dari peserta didik yang sudah mengalami pendidikan di luar negeri. 
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Agar dapat terwujud pendidikan nasional yang inklusif, merata, dan 
mendukung pembelajaran sepanjang hayat. 

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak 
yang telah membantu proses penerbitan buku bunga rampai ini. 
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Kata Pengantar 
Koordinator PPI Dunia 2020-2021 


Perjalanan sejarah bangsa Indonesia tidak bisa dilepaskan dari peran 
intelektual anak bangsanya. Bermula dari perhimpunan yang ber- 
nama Indische Vereeniging yang dibentuk di negeri penjajah, para 
pelajar seperti Mohammad Hatta, Soetomo, dan Achmad Soebardjo 
mengubah organisasi tersebut menjadi lebih revolusioner. Pada tahun 
1922 organisasi ini berubah nama menjadi Indonesische Vereeniging 
dan sejak Januari 1923 mendaulat Hatta untuk merevitalisasi majalah 
Hindia Poetra sebagai media perlawanan terhadap pemerintah kolo- 
nial. Sepulang para pelajar itu ke tanah air, mereka menjadi tulang 
punggung pergerakan perjuangan bangsa Indonesia. 


Hari ini, pada tahun 2021 atau tepat 99 tahun sejak PPI diinisiasi 
oleh Hatta dan rekan-rekannya, PPI Dunia mencoba meneruskan 
semangat juang, ide, dan pemikiran Hatta dan Habibie serta untuk 
meneruskan inisiasi para pendahulu, PPI Dunia berkolaborasi de- 
ngan PPI Negara yang tersebar di seluruh dunia menerbitkan buku 
dengan judul Indonesia Emas Berkelanjutan 2045: Kumpulan Pe- 
mikiran Pelajar Indonesia Sedunia Seri 5 Pendidikan sebagai refleksi 


xiii 


kepedulian seluruh mahasiswa Indonesia di luar negeri terhadap 
perkembangan dan kemajuan bangsa menuju Indonesia Emas 2045. 
Selain itu, mencermati laporan Price Waterhouse Coopers pada 2017 
yang menyebutkan bahwa Indonesia akan menjadi negara besar 
dunia dan menghasilkan GDP terbesar keempat di dunia di bawah 
Tiongkok, Amerika Serikat, dan India, PPI Dunia berpendapat bahwa 
sudah seharusnya mahasiswa Indonesia di luar negeri berkontribusi 
langsung terhadap pembangunan berkelanjutan di Indonesia untuk 
mencapai tujuan Indonesia Emas 2045 dan menjadi negara terbesar 
keempat di dunia tahun 2050. 


PPI Dunia, yang saat ini memosisikan diri sebagai expert com- 
munity yang intelektual dan akademis, mencoba memberikan sum- 
bangsih pemikiran melalui buku ini sebagai expert opinions kepada 
policy makers dan stakeholders di Indonesia. Buku ini menggunakan 
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development 
Goals (SDGs) yang merupakan rencana aksi global 2030 yang disepa- 
kati untuk meningkatkan kualitas hidup manusia di seluruh dunia 
serta untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan 
melindungi lingkungan berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan 
bagi generasi sekarang maupun yang akan datang dengan berprinsip 
tanpa mengeksploitasi penggunaan sumber daya alam melebihi kapa- 
sitas dan daya dukung bumi. Melalui Direktorat Penelitian dan Kajian 
PPI Dunia, buku ini merepresentasikan 17 tujuan dalam SDGs yang 
terbagi dalam berbagai bab dan ditulis oleh perwakilan mahasiswa 
Indonesia di luar negeri dari berbagai negara. 


Ide sederhana dari buku ini adalah menyalurkan energi positif 
para pelajar Indonesia sebagai social capital yang luar biasa untuk 
berkontribusi langsung terhadap pembangunan masyarakat dan 
bangsa Indonesia. Pelajar Indonesia di luar negeri adalah bagian dari 
masyarakat yang memiliki kewajiban untuk menjaga kesejahteraan 
dan keberlanjutan pembangunan di Indonesia. Buku ini adalah 
bentuk tanggung jawab dan upaya untuk membayar utang kepada 
negara atas kesempatan yang kami dapatkan sebagai mahasiswa untuk 
melanjutkan studi ke luar negeri. 
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Kami ucapkan terima kasih atas dukungan dan kontribusi 
PPI Dunia Kawasan Amerika Eropa, PPI Dunia Kawasan Asia- 
Oseania, dan PPI Dunia Kawasan Timur Tengah Afrika serta 60 PPI 
Negara yang ikut serta memberikan pemikiran, dukungan moral, 
serta dukungan SDM hingga buku ini bisa terwujud. Kami ucapkan 
terima kasih serta penghormatan yang setinggi-tingginya kepada 
Kepala LIPI beserta jajarannya yang ikut ambil bagian dan menjadi 
penerbit buku ini sehingga buku ini bisa menambah khazanah baru 
pemikiran pembangunan bagi kemajuan bangsa. Dengan mengucap 
syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan teriring harap, semoga buku 
ini dapat memberikan manfaat besar dan langsung bagi kemajuan 
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Choirul Anam, 


Charles University, Ceko 
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Kata Pengantar 
Direksi Direktorat Penelitian dan 
Kajian PPI Dunia 2020-2021 


Para pembaca yang kami hormati, 


Atas nama Direktorat Penelitian dan Kajian (Ditlitka) PPI Dunia 
2020-2021, kami ingin menyampaikan rasa syukur atas terbitnya 
rangkaian buku ini dengan tema “Mewujudkan Indonesia Emas 
Berkelanjutan 2045: Kumpulan Pemikiran Pelajar Indonesia Sedunia, 
Buku ini merupakan rangkaian tulisan pemikiran pelajar Indonesia 
yang tersebar di seluruh dunia, dalam rangka memberikan sumbang- 
sih konsep untuk mempersiapkan Indonesia menjadi negara maju 
pada tahun 2045. 


Rangkaian buku ini terdiri dari 12 judul. Sebanyak 11 buku 
berfokus pada definisi Indonesia sebagai negara maju yang berori- 
entasi berkelanjutan dalam melaksanakan pembangunannya. Dari 
sisi konten, bahasan setiap bab dalam 11 buku ini terkait erat dengan 
capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Landasan pemikiran 
kami sangat sederhana bahwa Indonesia emas haruslah berkelanjutan 
dan proses pembangunan haruslah bertahap. Di samping itu, terdapat 


xvii 


1 buku yang berfokus pada kajian keislaman dan Timur Tengah dalam 
kaitannya dengan konteks Indonesia. 


Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh penulis yang 
telah terlibat aktif dalam penulisan buku ini. Tak lupa juga kepada 
LIPI Press yang berkenan menerbitkan buku kami serta seluruh 
jajaran pengurus Ditlitka PPI Dunia 2020-2021 yang berjumlah lebih 
dari 130 orang. Suatu kehormatan bagi kami bisa bekerja bersama 
dengan insan cemerlang Indonesia yang tersebar di seluruh dunia 
untuk menuntut ilmu. 

Terakhir, kami tentu berharap rangkaian buku ini bisa berman- 
faat bagi banyak pihak, khususnya pemangku kepentingan di bidang 
pembangunan di Indonesia. Semoga rangkaian buku ini bisa menjadi 
literatur yang baik dan menjadi catatan sejarah kontribusi pemikiran 
para pemuda Indonesia yang peduli pada negara dan bangsanya. 
Untuk Indonesia Jaya! 


Hormat kami, 


Direksi 


xviii 


Kata Pengantar 
Prof. Dr. Arif Satria’ 


Era Revolusi Industri 4.0 yang ditandai dengan kecepatan perkem- 
bangan teknologi secara eksponensial, telah membawa tantangan- 
tantangan baru yang belum pernah dibayangkan sebelumnya. Kontri- 
busi para anak muda Indonesia dalam menghadapi ragam tantangan 
tersebut sangat dibutuhkan, terutama dalam usia satu abad Indonesia 
menuju Indonesia Emas 2045. 


Salah satu tantangan terbesar bangsa kita saat ini adalah bagaima- 
na menciptakan SDM-SDM ungggul berdaya saing dan andal. Yang di 
satu sisi bisa membantu menyelesaikan masalah-masalah mendasar, 
memenuhi kebutuhan dasar rakyat tetapi di sisi yang lain kita juga 
butuh SDM yang mampu memenangkan persaingan dan kompetisi 
global. Kunci untuk itu semua adalah pendidikan. 

Pendidikan memainkan peran penting dalam menciptakan 
SDM unggul berdaya saing. Oleh karena itu, saya menyambut baik 
karya kolektif yang ditulis oleh para anak muda diaspora yang ter- 
gabung dalam PPI Dunia ini. Buku yang berjudul “Indonesia Emas 


1 Rektor Universitas IPB; Ketua Forum Rektor Indonesia 
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Berkelanjutan 2045: Kumpulan Pemikiran Pelajar Indonesia Sedunia 
Seri 5 Pendidikan” menjadi salah satu cara mahasiswa di luar negeri 
berkontribusi untuk kemajuan pendidikan Indonesia. 

Kepada para penulis dan penyunting buku ini, saya sampaikan 
apresiasi yang setinggi-tingginya atas kerja kerasnya menyusun buku 
ini. Saya yakin buku ini akan menginspirasi para generasi muda 
Indonesia untuk memajukan pendidikan di tanah air. Semoga Allah 
Swt meridhoi segala upaya kita untuk memajukan bangsa yang kita 
cintai ini. 


Bogor, 12 Juni 2021 
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Sekilas Pandang Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan 
Nomor 4 

Afifah Muharikah 


Sustainable Development Goals atau Tujuan Pembangunan Berkelan- 
jutan (TPB) telah dicanangkan sebagai tujuan global dalam mencip- 
takan kedamaian dan keadilan di dunia. Pun di Indonesia, TPB telah 
menjadi rujukan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional (RPJMN) 2020-2024. TPB merupakan target pembangunan 
global yang disepakati oleh 193 kepala negara yang hadir pada sidang 
umum PBB pada September 2015. Tertuang di dalam dokumen ber- 
judul “Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable 
Development” (United Nations, 2015), TPB memuat 17 tujuan dan 
169 sasaran. Dengan prinsip “No One Left Behind” dan prinsip 5P 
(People, Planet, Prosperity, Peace, dan Partnership), implementasi 
TPB global dimonitori oleh setidaknya 242 indikator keberhasilan. 
Walaupun TPB tidak bersifat mengikat secara hukum, beberapa 
negara konsisten memberikan laporan implementasi TPB mereka 
kepada dunia melalui forum-forum tahunan yang diselenggarakan 
oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). Di Indonesia, pemerintah telah 
merespons keikutsertaannya dalam mencapai sasaran TPB dengan 


mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang 
Pelaksanaan dan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 
(Perpres TPB). 


Informasi di atas adalah fakta yang saya temukan setelah saya 
tergugah untuk mencari secara detail tentang TPB ketika saya menulis 
tentang esai sebagai persyaratan untuk melamar sebagai ketua komisi 
bidang Pendidikan Perhimpunan Pelajar Indonesia pada akhir 2020. 
Sebelum saya memutuskan melanjutkan studi doktoral, saya adalah 
praktisi pendidikan di bidang Bahasa Kedua di berbagai jenjang 
pendidikan, termasuk perguruan tinggi. Isu-isu yang diangkat di 
dalam TPB adalah isu-isu yang sudah lama menjadi sorotan pen- 
didikan di Indonesia. Akan tetapi, belum pernah saya menilik secara 
detail bagaimana tujuan, sasaran, dan TPB dalam bidang pendidikan 
dirancang secara global dan memayungi tujuan pembangunan banyak 
negara di dunia. Untuk pertama kali, saya merasa semua negara me- 
miliki ‘tolok ukur’ yang sama di semua sektor. Tanpa mengategorikan 
apakah itu negara maju, berkembang, atau tertinggal, semua negara 
memiliki tujuan dan dievaluasi berdasarkan pada indikator yang 
sama. Tidak dimungkiri bahwa implementasi TPB di setiap negara 
bersifat majemuk, yaitu bergantung pada keragaman tantangan yang 
mereka miliki, tetapi semangat usaha negara-negara tersebut dalam 
mewujudkan kesetaraan dan perdamaian dunia makin kentara. 


A. TPB NO. 4: PENDIDIKAN YANG INKLUSIF DAN 
MERATA BAGI SEMUA 


Dari 17 TPB, PBB mencatat bahwa TPB No. 4, yaitu sektor pendidikan, 
memiliki 10 sasaran dan 11 indikator. Ke-10 sasaran tersebut diadopsi 
oleh Indonesia sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Presiden 
Nomor 59 Tahun 2017. Beberapa indikator global telah diadopsi dan 
dikembangkan sehingga melahirkan 20 indikator yang tertuang di 
dalam perpres tersebut. Sepuluh sasaran TPB No. 4 yang tertuang 
dalam Perpres No. 59/2017 adalah sebagai berikut. 


41 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan 
laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa 


2 Indonesia Emas Berkelanjutan ... 


4.2 


4.3 


dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada 
capaian pembelajaran yang relevan dan efektif. 


4.1.1 Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) 
tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 
yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) 
membaca, (ii) matematika. 
4.1.1.(a) Persentase SD/MI berakreditasi minimal B. 
4.1.1.(b) Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B. 
4.1.1.(c) Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B. 
4.1.1.(d) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MT/sederajat. 
4.1.1.(e) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ 
sederajat. 
4.1.1.(f) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ 
sederajat. 
4.1.1.(g) Rata-rata lama sekolah penduduk umur 215 
tahun. 
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan 
laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan 
anak usia dini, pengasuhan, pendidikan prasekolah dasar yang 
berkualitas sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan 
dasar. 


42.1 Proporsi anak usia di bawah 5 tahun yang berkembang 
dengan baik dalam bidang kesehatan, pembelajaran, dan 
psikososial, menurut jenis kelamin. 

4.2.2 Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang teroganisir 
(satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis 
kelamin. 
4.2.2.(a) Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak 

Usia Dini (PAUD). 

Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua pe- 

rempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan 

dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau 
dan berkualitas. 
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4.4 


4.5 


4.6 


4 


4.3.1 Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan 
dan pelatihan formal dan nonformal dalam 12 bulan 
terakhir, menurut jenis kelamin. 
4.3.1.(a) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/ MA/ 

sederajat. 
4.3.1.(b) Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi 
(PT). 

Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda 

dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, 

termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, 
pekerjaan yang layak dan kewirausahaan. 


4.4.1 Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi 
informasi dan komunikasi (TIK). 

Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pen- 

didikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat 

pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan 

termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan 

anak-anak dalam kondisi rentan. 


4.5.1 Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki- 
laki di (1) SD/MI/ sederajat, (2) SMP/MTs/sederajat; (3) 
SMA/SMK/MA/sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi 
Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi. 

Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi 

kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, 

memiliki kemampuan literasi dan numerasi. 


4.6.1 Persentase remaja/dewasa pada kelompok usia tertentu, 
paling tidak mahir/mampu pada level tertentu dalam 
keterampilan (i) membaca dan (ii) menghitung, menurut 
jenis kelamin. 
4.6.1.(a) Persentase angka melek aksara penduduk umur 

215 tahun. 
4.6.1.(b) Persentase angka melek aksara penduduk umur 
15-24 tahun dan umur 15-59 tahun. 


Indonesia Emas Berkelanjutan ... 


4.7 Pada tahun 2030, menjamin semua peserta didik memperoleh 
pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk me- 
ningkatkan pembangunan berkelanjutan, termasuk antara lain, 
melalui pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan dan gaya 
hidup yang berkelanjutan, hak asasi manusia, kesetaraan gender, 
promosi budaya damai dan non-kekerasan, kewarganegaraan 
global dan penghargaan terhadap keanekaragaman budaya dan 
kontribusi budaya terhadap pembangunan berkelanjutan. 


4.7.1 Pengarusutamaan pada semua jenjang pendidikan, (i) 
pendidikan kewargaan dunia, (ii) pendidikan untuk pem- 
bangunan berkelanjutan termasuk kesetaraan gender dan 
hak asasi manusia pada (a) kebijakan pendidikan nasional, 
(b) kurikulum, (c) pendidikan guru, (d) penilaian siswa. 
4.a Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan 

yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan 
gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang 
aman, antikekerasan, inklusif, dan efektif bagi semua. 
4.a.1 Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) 
internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer 
untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan 
materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air 
minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis 
kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri atas 
air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH). 
4.b Pada tahun 2020, secara signifikan memperluas 
secara global, jumlah beasiswa bagi negara berkem- 
bang, khususnya negara kurang berkembang, negara 
berkembang pulau kecil, dan negara-negara Afrika, 
untuk mendaftar di pendidikan tinggi, termasuk 
pelatihan kejuruan, teknologi informasi dan komu- 
nikasi, program teknik, program rekayasa dan ilmiah, 
di negara maju dan negara berkembang lainnya. 
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4.b.1 Jumlah bantuan resmi Pemri kepada Mahasiswa 
Asing Penerima Beasiswa Kemitraan Negara 
Berkembang. 

4.c Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan 
pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerja 
sama internasional dalam pelatihan guru di negara 
berkembang, terutama negara kurang berkembang, 
dan negara berkembang kepulauan kecil. 

4.c.1 Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan 
PLB yang bersertifikat pendidik 


Setiap tujuan pada TPB No. 4 merangkum tiga tujuan prioritas 
yang terkandung ke dalam prinsip TPB nomor 4, yaitu mewujudkan 
pendidikan yang inklusif, merata, dan mendukung pembelajaran 
sepanjang hayat bagi semua. Terkait pendidikan inklusif dan merata, 
TPB No. 4 mendorong terbukanya akses pendidikan pada semua 
jenjang pendidikan yang dapat menjangkau semua orang, terlepas 
dari pengategorian pada gender, usia, kemampuan/disabilitas, lokasi, 
ataupun keadaan sosial. Selain itu, TPB No. 4 ini menekankan penge- 
tahuan yang berkualitas yang dapat didukung dengan meningkatkan 
kualitas akses, pengajar, pembelajaran, dan sarana/fasilitas sekolah. 


Analisis keterkaitan antar-TPB oleh Bappenas dalam Roadmap of 
TPB Indonesia towards 2030 (hlm. 145) menunjukkan bahwa TPB No. 
4 merupakan salah satu target independen yang memiliki pengaruh 
kuat terhadap target-target TPB lainnya. Indikator terkuatnya, selain 
indikator pada bidang energi (yaitu efisiensi energi/7.3), adalah 
indikator 4.1, yaitu pemenuhan akses pendidikan dasar dan mene- 
ngah yang berkualitas dan merata bagi seluruh anak perempuan dan 
laki-laki. Fakta ini menjadi landasan dominasi topik pada buku ini, 
yang menitikberatkan pada indikator-indikator yang berhubungan 
langsung dengan poin 4.1. Sebagai contoh, indikator 4.2, yaitu terkait 
pendidikan usia dini, bertujuan meningkatkan kualitas peserta didik 
sebelum mereka masuk ke pendidikan dasar. Demikian pula indikator- 
indikator lain, seperti indikator 4.5 tentang penghilangan disparitas 
gender dan masyarakat rentan, indikator 4.6 tentang kemampuan 
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literasi dan numerasi, serta indikator 4.7 terkait pengetahuan dalam 
peningkatan pembangunan berkelanjutan yang dapat dimulai dituju 
sejak para peserta didik berada di tingkat pendidikan dasar dan me- 
nengah. Kemudian, terkait dengan kualitas pengajaran dan fasilitas 
pada pendidikan dasar dan menengah, indikator 4.c tentang kualitas 
guru serta indikator 4.a tentang fasilitas pendidikan merupakan in- 
dikator penting terkait kualitas pengajaran di pendidikan dasar dan 
menengah. 


Beberapa indikator pada TPB No. 4 memang belum menjadi 
prioritas utama di 2030. Namun, Arah Peta Pendidikan Indonesia 
2045 tampaknya sudah mulai memasukkannya sebagai indikator 
prioritas. Indikator-indikator tersebut mencakup kemampuan literasi 
teknologi (indikator 4.4: 4.b) dan akses perguruan tinggi (indikator 
4.3). Dengan mengangkat isu-isu yang menjadi prioritas pada 2045, 
diharapkan buku ini dapat menjangkau lebih luas isu-isu yang muncul 
tidak hanya dalam waktu dekat, tetapi juga di waktu yang akan datang. 


B. PRIORITAS DI ATAS PRIORITAS 


Berada pada peringkat ke-69 dari 127 negara berdasarkan pada pe- 
nilaian kualitas pendidikan internasional (Education Development 
Index, 2011), arah kebijakan dan strategi yang telah dirancang di 
atas diharapkan mampu meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia 
di mata dunia melalui peningkatan pemerataan layanan pendidikan 
berkualitas di kelima bidang prioritas yang disebutkan di atas. Dari 
kelima area tersebut, dua area merupakan area dominan, yaitu kualitas 
akses dan pendidik. 


Tolok ukur yang dijabarkan dalam Peraturan Presiden No. 
59 Tahun 2017 dalam mengukur kualitas pendidikan adalah 
meningkatnya angka partisipasi sekolah, akreditasi sekolah, dan 
kemampuan literasi serta numerasi warga negara usia produktif. 
Dalam target jangka menengah, (RPJMN 2020-2024), Indonesia 
menargetkan kenaikan hingga 9,18 tahun rata-rata lama pendidikan 
anak sekolah dari sebelumnya 8,25 tahun pada 2018. Kemudian, 
Indonesia juga menargetkan naiknya angka harapan lama sekolah 
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hingga hampir satu tahun, angka kelulusan pada semua jenjang dari 
3-15%, angka partisipasi kasar (APK) perguruan tinggi hingga 7% 
dan PAUD hingga 9%, dan kenaikan rata-rata skor Programme for 
Internasional Student Assessment (PISA) pada bidang membaca, 
matematika, dan sains dalam kisaran 25, 8, dan 6 untuk tiap bidang 
secara berurutan. Untuk mencapai target-target ini, upaya prioritas 
harus dikedepankan. Indonesia mencanangkan lima arah kebijakan 
dan strategi, sebagaimana tercantum pada RPJMN 2020-2024, yang 
mencakup a) peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran; b) 
peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang 
dan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun; c) peningkatan 
profesionalisme, kualitas, pengelolaan, serta penempatan pendidik 
dan tenaga kependidikan yang merata; d) penguatan penjaminan 
mutu pendidikan untuk meningkatkan pemerataan kualitas layanan 
antarsatuan pendidikan dan antarwilayah; serta e) peningkatan tata 
kelola pembangunan pendidikan, strategi pembiayaan, dan pening- 
katan efektivitas pemanfaatan anggaran pendidikan. 


Dari kelima arah strategis dan kebijakan di atas, kata akses dan 
kualitas pengajaran menjadi salah satu kata kunci yang mendomi- 
nasi. Akses pendidikan untuk anak-anak merupakan hak dasar yang 
wajib negara berikan. UNICEF, dalam For Every Child, Every Right: 
The Convention on the Rights of the Child at a Crossroads (2019), 
menyatakan bahwa memperlebar akses pendidikan dasar untuk anak- 
anak, terutama anak perempuan, adalah kesuksesan terbesar dalam 
mengembangkan manusia sepanjang setengah abad sejarah dunia. 
Namun, masih terdapat faktor yang mengancam kesempatan anak- 
anak untuk mengakses pendidikan. Dua di antaranya adalah kualitas 
sekolah dan akses untuk anak-anak kelompok terpinggirkan, seperti 
anak-anak dengan disabilitas dan yang tinggal di daerah yang rawan 
bencana atau konflik. Banyak sekolah, menurut UNICEF (2019), 
yang memiliki pengajaran yang belum mampu membekali kompe- 
tensi dasar anak-anak. Untuk itu, penting bagi pemerintah (tentunya 
dengan keterlibatan banyak pihak) untuk memilah prioritas di antara 
prioritas dalam mengatasi isu ini. Satu upaya harus dilakukan untuk 
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meningkatkan kualitas sekolah agar mampu membekali kemampuan 
dasar, seperti literasi dan numerasi, yang berkualitas kepada anak- 
anak. Sekolah pun harus mampu membuka akses untuk anak-anak 
yang terpinggirkan, seperti anak-anak penyandang disabilitas. 

Kaitannya dengan kualitas sekolah, Education for All (EFA) 
Monitoring Report (2002) mencantumkan beberapa faktor yang 
memengaruhi kualitas pendidikan. Dua poin teratas di antaranya 
meliputi birokrasi dan kompetensi guru. Mengacu pada dua faktor 
tersebut, menilik peran pemerintah dan pengajar di Indonesia dapat 
menjadi pijakan awal untuk memulai langkah strategi sebagaimana di- 
tawarkan dalam RPJMN 2020-2024. Untuk itu, buku ini mengangkat 
tema-tema yang berkaitan dengan isu yang dapat menjadi masukan 
bagi pemerintah dan para pengajar. 


C. TPB NO. 4 DARI KACAMATA PELAJAR INDONESIA: 
SEBUAH PERSPEKTIF 


Buku ini merupakan kumpulan pemikiran para pelajar Indonesia 
terkait isu-isu yang diangkat dalam indikator-indikator TPB No. 4. 
Pembahasan buku mencakup semua indikator yang ada pada TPB No. 
4. Satu bab dapat mencakup dua atau tiga indikator sekaligus. Seperti 
yang sudah dikemukakan sebelumnya, indikator 4.1 merupakan indi- 
kator yang mendominasi konteks pada kebanyakan artikel di buku ini. 
Misalnya, Alim dkk. pada Bab IV mengangkat permasalahan tentang 
pengembangan profesi guru di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal 
(3T). Pembahasan pada artikel ini mencakup indikator 4.c, tetapi 
dengan konteks pengajar pada jenjang pendidikan dasar menengah di 
daerah yang dianggap kurang strategis, yang artinya juga menyentuh 
indikator 4.1, yaitu berkaitan dengan pendidikan dasar menengah 
yang berkualitas dan merata. 


Beberapa artikel yang membahas berbagai indikator TPB No. 4, 
yang juga beririsan dengan indikator 4.1, adalah artikel-artikel yang 
ditulis oleh Ramdani (Bab II) yang mengangkat tema terkait adaptasi 
kurikulum pada masa pandemi Covid-19 pada tingkat sekolah dasar. 
Selain itu, Maftukhah dan Ariani pada Bab III membahas pendidikan 
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karakter pada sekolah, serta Sandra yang membahas evaluasi digitali- 
sasi pada sekolah (Bab X). 


Pembelajaran literasi dan numerasi kini menjadi fokus peme- 
rintah terkait usaha meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi 
siswa di sekolah dasar dan menengah dengan tolak ukur peningkatan 
skor. Terdapat setidaknya empat artikel dalam buku ini yang secara 
khusus membahas tema literasi dan numerasi. Dua dari empat artikel 
tersebut secara khusus membahas intervensi yang dapat diadopsi 
oleh para pendidik dalam meningkatkan keefektifan pembelajaran 
numerasi dan literasi di sekolah. Qisti dkk. pada Bab VIII membahas 
intervensi pada pengajaran literasi, sedangkan Matualesy pada Bab IX 
membahas intervensi untuk pembelajaran numerasi. Terkait kebijakan, 
Rangkuti membahas komparasi kebijakan negara-negara tetangga dan 
negara-negara dengan PISA tertinggi sebagai landasan rekomendasi 
kepada pemangku kebijakan terkait target peningkatan kemampuan 
literasi anak-anak di Indonesia (Bab VI). Tema ini kemudian ditutup 
oleh Limanta yang menggagas revolusi kebijakan terkait pembelajaran 
literasi dan numerasi (Bab VII). 


Walaupun pendidikan dasar dan menengah dianalisis menjadi 
salah satu indikator terpenting terkait pencapaian TPB secara global 
di Indonesia, pendidikan pra dan pasca-pendidikan dasar dan me- 
nengah menjadi sangat krusial karena dapat memengaruhi performa 
seorang peserta didik di sekolah nanti. Terdapat dua bab khusus yang 
membahas tema pendidikan pra sekolah, yaitu artikel yang ditulis 
oleh A. Utami terkait akses terkini pendidikan usia dini atau PAUD 
di Indonesia serta artikel yang ditulis oleh Mediana dan Astuti terkait 
peran berbagai pihak dalam pendidikan PAUD di Indonesia. Keduanya 
secara spesifik mengangkat isu indikator 4.2. Sementara itu, terkait 
pendidikan pascapendidikan dasar dan menengah, terdapat artikel 
yang ditulis oleh D.F. Utami terkait pendidikan teknologi pada sekolah 
kejuruan dan Musyafak yang berfokus pada kurikulum pendidikan 
vokasi. 


Beberapa bab lain juga yang merupakan irisan antarsatu indikator 
TPB 4 dengan indikator TPB 4 lain, tetapi tidak terfokus pada indika- 
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tor fokus 4.1. Pertama, terdapat irisan indikator terkait pendidikan 
pada anak-anak yang masuk kategori rentan, penyandang disabilitas, 
dan penduduk asli (indikator 4.5) dengan indikator 4.3 terkait pen- 
didikan tinggi dan 4.a terkait infrastruktur pendidikan. Muharikah 
menulis bagaimana peran perguruan tinggi dapat memperluas akses 
pendidikan bagi mahasiswa penyandang disabilitas. Masih terkait 
penyandang disabilitas, Bab XV, Darmawansyah dkk. membahas 
paradigma dunia terhadap pendidikan inklusi dan kaitannya dengan 
infrastruktur pendidikan yang inklusif sebagaimana dijabarkan di 
indikator 4.a. Adapun terkait masyarakat rentan dan penduduk asli, 
Natsir mengangkat isu peran berbagai pihak dalam meningkatkan 
pendidikan di daerah 3T (Bab V). 


Artikel opini dalam buku ini memiliki ruang lingkup terbatas 
pada perspektif pelajar Indonesia di luar negeri. Pada setiap artikel, 
penulis akan mengemukakan secara general permasalahan yang 
diangkat dan kaitannya dengan indikator TPB utama yang dibahas. 
Kemudian, para penulis memberikan rekomendasi berdasarkan 
pada observasi, analisis, atau kajian literatur terkait. Mengacu pada 
penjabaran irisan indikator yang diangkat, buku kumpulan opini 
ini terbagi ke dalam empat tema besar. Tema pertama terdiri atas 
artikel-artikel opini terkait pendidikan dasar dan menengah. Kedua, 
terdapat kategori yang tergabung ke dalam tema pendidikan literasi 
dan numerasi yang juga pada dasarnya berfokus kepada pendidikan 
dasar dan menengah. Adapun tema ketiga mencakup pendidikan 
vokasi dan kejuruan. Terakhir, buku ini mengelompokkan beberapa 
artikel ke dalam tema pendidikan anak usia dini dan inklusif. 


D. KACAMATA MAJEMUK PELAJAR INDONESIA DI 
LUAR NEGERI: SEBUAH PROSES PEMBELAJARAN 


Artikel-artikel dalam tulisan ini merupakan opini murni para pelajar 
Indonesia di luar negeri dari berbagai jenjang pendidikan dan latar 
belakang pendidikan. Beberapa penulis dalam buku ini merupakan 
pelajar jenjang S-1, S-2, dan S-3. Beberapa di antara kami berkolabo- 
rasi dalam penulisan dan beberapa orang yang lain merupakan penulis 
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tunggal. Proses penulisan buku ini merupakan proses pembelajaran 
bagi semua penulis, terlepas dari jenjang dan latar belakang pendidik- 
an kami. Di sela kesibukan para penulis sebagai pelajar dan bagian 
dari organisasi PPI di berbagai belahan negara, tulisan ini dapat 
rampung setelah melewati proses yang memakan waktu tidak sedikit. 
Sebelum penulisan berlangsung, para penulis menerima pelatihan 
terkait TPB secara global dan spesifik (TPB 4) oleh tim-tim ahli yang 
didatangkan oleh Direktorat Kajian dan Penelitian PPI Dunia dan 
khusus. Selain itu, kami diberi pelatihan penulisan terkait penulisan 
opini akademis yang diisi oleh para anggota PPI yang sudah malang 
melintang di dunia penulisan. 


Seperti halnya yang terjadi pada saya sebagaimana saya kemuka- 
kan di awal, proyek kumpulan opini perhimpunan pelajar Indonesia 
ini telah menjadi pemantik kesadaran berbangsa para pelajar 
Indonesia di luar negeri melalui pemahaman TPB di Indonesia. Kami 
berharap proses pembelajaran ini menjadi salah satu langkah kami 
untuk berkontribusi kepada bangsa Indonesia melalui pemikiran dan 
menjadi pengalaman yang berharga sebagai bagian dari modal kami 
ketika kami berinvestasi kontribusi dalam bentuk yang lebih luas nanti 
ketika kembali ke Tanah Air. Kamu pun berharap modal ini juga dapat 
bermanfaat bagi para pembaca, khususnya para aktor pendidikan, 
dalam mewujudkan tujuan TPB No. 4, yaitu mewujudkan pendidikan 
yang inklusif, merata, dan mendukung pembelajaran sepanjang hayat. 
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Proses belajar dan mengajar di semua jenjang sekolah di Indone- 
sia tak terhindar dari dampak pandemi Coronavirus Disease 2019 
(Covid-19). Semua jenjang pendidikan, dari dasar hingga perguruan 
tinggi, “terpaksa” harus mentransformasi proses pembelajaran yang 
semula luring (luar jaringan/offline) menjadi daring (dalam jaringan/ 
online). Perubahan yang signifikan ini melahirkan tidak sedikit ken- 
dala, terutama bagi para guru. Kendala-kendala tersebut mencakup 
pengetahuan teknis dan nonteknis seperti terbatasnya literasi digital 
dan pengoperasian alat teknologi. 


Pembelajaran berbasis daring memerlukan tidak hanya kom- 
petensi pedagogik, tetapi juga kompetensi dalam mengintegrasikan 
teknologi. Pembelajaran daring melibatkan metode yang berbeda 
dengan metode ajar luring, khususnya dalam penyajian aktivitas 
pembelajaran, model asesmen, dan interaksi kelas (Canals & Al- 
Rawashdeh, 2019: Osman, 2020). Fasilitas seperti gawai dan akses 
internet juga menjadi isu penting yang menjadi sorotan. Terlebih, 
terdapat tuntutan bagi guru untuk mengadaptasi kurikulum pem- 


belajaran yang semula dirancang untuk pembelajaran luring ke daring. 
Untuk itu, sinergi antara guru dan peserta juga perlu menjadi poin 
yang patut diperhatikan dalam proses tersebut (Moorhouse, 2020). 


Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) 
Indonesia telah mengambil langkah dalam merespons pandemi. 
Langkah tersebut diambil dengan menerbitkan Keputusan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (2020) yang berisi 
tentang panduan untuk para guru dalam implementasi kurikulum 
pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus. Kemendikbud men- 
yarankan agar seluruh satuan pendidikan mengimplementasikan 
kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi peserta 
didik pada saat pandemi ini. Adapun acuan kurikulum yang dapat 
digunakan pada situasi khusus adalah: 


1. Kurikulum nasional: 
2. Kurikulum darurat, 
3. Penyederhanaan kurikulum secara mandiri. 


Setiap satuan pendidikan dapat merujuk ke salah satu acuan yang 
dianjurkan oleh Kemendikbud tersebut. Rujukan itu selaras dengan 
konsep Merdeka Belajar yang saat ini diusung Kemendikbud, yang 
“.. memberikan peluang kepada guru dan kepala sekolah untuk 
menyesuaikan kurikulum dengan mengidentifikasi materi-materi 
esensial yang ada di dalam kompetensi dasar pada setiap tingkatan 
sekolah” (Hastuti, 2020, 89). 


Meskipun panduan adaptasi kurikulum telah diberikan, guru 
menjumpai banyak kendala di lapangan. Kendala tersebut berkaitan 
dengan beberapa faktor, seperti letak demografis, kondisi peserta 
didik, dan orang tua. Selain itu, interpretasi terhadap konsep Merdeka 
Belajar masih belum seragam karena tantangan para guru di tatanan 
mikro dalam mengidentifikasi materi pendidikan utama yang sangat 
heterogen. 


Dibandingkan peserta didik pada jenjang menengah ke atas, 
peserta didik pada tingkat dasar memiliki independensi dalam belajar 
yang lebih terbatas. Adaptasi kurikulum pada jenjang ini tentu lebih 
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menantang karena peserta didik memerlukan monitor lebih dalam 
proses pembelajaran di rumah. Kreativitas guru pun dituntut lebih 
tinggi untuk meningkatkan partisipasi dan motivasi anak-anak pada 
jenjang dasar ini (Lau & lee, 2020). Oleh karena itu, tulisan ini akan 
berfokus pada proses adaptasi kurikulum pada jenjang sekolah dasar. 


Tulisan ini dibagi menjadi dua bagian. Pertama, penulis akan 
membahas tantangan dalam proses adaptasi kurikulum di pendidikan 
dasar. Kemudian, rekomendasi untuk membangun agensi di kalangan 
para guru dalam adaptasi kurikulum dengan melakukan penelitian 
berbasis praktisi (exploratory practice) akan dijabarkan pada bagian 
kedua tulisan ini. 


A. ADAPTASI KURIKULUM: TANTANGAN PADA 
KONTEKS PENDIDIKAN DASAR 


Kurikulum merupakan pedoman atau acuan satuan pendidikan 
dalam kegiatan pembelajaran untuk pencapaian tujuan pendidikan 
tertentu. Remillard dan Heck (2014) berpendapat bahwa kurikulum 
adalah panduan tertulis yang berisi komponen-komponen (contohnya 
tujuan pembelajaran, strategi pembelajaran, dan cakupan bahan ajar) 
yang perlu diajarkan kepada peserta didik dan dijadikan sebagai 
standar acuan (silabus), baik dalam tatanan regional maupun nasional. 
Tujuan pembelajaran yang tercantum pada kurikulum dapat dievalu- 
asi dengan melihat pengalaman belajar peserta didik. 


Kurikulum juga merupakan rencana yang didesain untuk proses 
pembelajaran di bawah naungan lembaga pendidikan dengan tujuan 
memberikan berbagai pengalaman belajar bagi peserta didik (Taba, 
1962: Wheeler, 1967). Tanner dan Tanner (1975) berpendapat bahwa 
kurikulum dapat diartikan sebagai perencanaan sistematis guna mem- 
berikan pengalaman pembelajaran bagi peserta didik. Perencanaan 
ini didesain secara berkesinambungan dengan bantuan satuan pen- 
didikan (sekolah) untuk membangun kompetensi personal dan sosial 
di kalangan peserta didik. Adapun Kemendikbud mendefinisikan 
kurikulum sebagai “seperangkat rencana dan pengaturan mengenai 
tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai 
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pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai 
tujuan pendidikan tertentu” (Kemendikbud, 2020, 1). Pencapaian atau 
keberhasilan tujuan dalam kurikulum itu sendiri dapat dilihat melalui 
alat evaluasi yang telah didesain (Hastuti, 2020). 


Terkait transformasi kurikulum, Synder dkk. (1992) mendefini- 
sikan bahwa adaptasi kurikulum merupakan proses penyesuaian 
satu kurikulum pada satuan pendidikan atau konteks kelas yang 
dilakukan oleh para pengembang kurikulum (peneliti) dan pelaksana 
kurikulum. Dalam prosesnya, peneliti dan para guru terlibat bersama 
dengan memperhatikan konteks lokal atau satuan pendidikan ter- 
tentu. Dengan kata lain, dalam proses adaptasi kurikulum, para guru 
tidak hanya berperan sebagai curriculum transmitter (agen pasif dari 
kurikulum yang sudah ditentukan), tetapi juga berperan aktif sebagai 
perancang atau pengembang kurikulum yang memiliki kapabilitas 
dalam menyesuaikan kurikulum agar sesuai dengan konteks kelas 
masing-masing dan memperhatikan kebutuhan peserta didiknya 
(Shawer, 2010). 


Proses adaptasi kurikulum juga terjadi karena adanya proses 
interaksi dan negosiasi antara guru dan para peserta didik pada saat 
implementasi materi kurikulum itu sendiri di dalam kelas. Proses 
pengembangan kurikulum terjadi dalam dua fase yang berbeda (Ben- 
Peretz, 1990; Remillard, 1999). Pada fase pertama, para ahli kurikulum 
(contohnya peneliti dan pemangku kebijakan) menerjemahkan atau 
menginterpretasikan beberapa kompetensi, pengetahuan, dan nilai 
menjadi sebuah dokumen resmi yang dijadikan sebagai acuan oleh 
setiap satuan pendidikan. Pada fase kedua, para guru kemudian 
menerapkan dan diharapkan mengembangkan panduan yang telah 
didesain pada fase pertama oleh para ahli kurikulum. 

Terkait dengan adaptasi kurikulum dari implementasi luring 
ke daring, peran guru sebagai perancang kurikulum memerlukan 
beberapa kompetensi utama. Kompetensi-kompetensi tersebut terdiri 
sebagai berikut: 

1. Kompetensi kurikulum; 
2. Kompetensi pengelolaan/manajerial, 
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Kompetensi pedagogic umum dan khusus; 
Kompetensi asesmen dan evaluasi; 
Kompetensi penelitian; 

Kompetensi teknologi; dan 

Kompetensi refleksi (Widodo, 2017). 


Ogee 


Pada bagian latar belakang tulisan ini telah diulas secara singkat 
bahwa setiap satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan, dari 
sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sampai se- 
kolah menengah atas (SMA), diperbolehkan untuk memilih salah satu 
skema kurikulum yang diusung Kemendikbud pada situasi khusus 
(pandemi). Salah satu alternatif yang ditawarkan oleh Kemendikbud 
ialah mengurangi kompetensi dasar (KD) dalam mata pelajaran ter- 
tentu hingga 30% mulai SD sampai SMA. Kemendikbud beranggapan 
bahwa pengurangan KD tersebut dapat mengurangi beban psikososial 
bagi para guru, peserta didik, dan orang tua peserta didik (Junaidi, 
2020). 


Beban psikososial tersebut dapat meliputi pembengkakan biaya 
pendidikan terkait akses internet (pulsa atau kuota), terbatasnya 
akses teknologi, dan stres di kalangan peserta didik. Ditambah lagi, 
pada konteks pendidikan dasar (SD), peserta didik di kelas I-III 
masih perlu didampingi oleh orang tua masing-masing. Padahal, 
tidak semua orang tua memiliki waktu luang untuk mendampingi 
mereka karena adanya kewajiban untuk kebutuhan primer (pangan) 
bagi keluarganya. Spektrum kemampuan orang tua sangat beragam 
terkait teknologi dan manajerial pendidikan memengaruhi keefektifan 
pengurangan KD yang dianjurkan Kemendikbud, yang ditujukan 
untuk membantu proses adaptasi kurikulum. 


Penyederhanaan kurikulum secara mandiri dapat menjadi 
alternatif yang fleksibel bagi para guru. Adaptasi kurikulum secara 
mandiri akan memberikan keleluasaan bagi satuan pendidikan, 
terutama para guru dalam menyesuaikan kurikulum sesuai dengan 
kebutuhan belajar peserta didik mereka. Junaidi (2020) menambah- 
kan, penyederhanaan kurikulum secara mandiri memberikan ruang 
bagi satuan pendidikan dalam melakukan pemetaan materi ajar tanpa 
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menggunakan teknologi yang mahal. Implementasi kurikulum secara 
mandiri dapat mendorong para guru untuk lebih berkreasi dalam 
mendesain penugasan dan memanfaatkan bahan ajar yang sudah 
ada di sekolah. Dengan demikian, setiap satuan pendidikan tidak 
perlu khawatir dengan infrastruktur yang kurang memadai untuk 
melakukan pembelajaran jarak jauh. Hal ini terjadi karena satuan 
pendidikan lebih cenderung mengoptimalkan sumber atau bahan 
ajar yang ada. Penyederhanaan kurikulum ini dapat mengurangi 
beban peserta didik dan guru dalam menuntaskan capaian kurikulum 
dengan memberikan pengalaman belajar mandiri yang bermakna. 
Apalagi, pemerintah pun telah melakukan relaksasi bagi para guru 
pada masa pandemi ini bahwa beban kerja guru tidak harus 24 jam 
tatap muka dalam satu minggu (Putsanra, 2020). 


Salah satu cara untuk mengimplementasikan kurikulum mandiri 
tidak akan terlepas dari strategi pembelajaran. Sebagai contoh, para 
guru dapat mengintegrasikan pembelajaran berbasis proyek (Bell, 
2010; Chu, Tse, & Chow, 2011). Penerapan metode ini menitikberat- 
kan pembelajaran yang terpusat pada peserta didik dengan mengajak 
mereka untuk memetakan permasalahan lokal (di lingkungan sekitar 
mereka) dan kemudian mengidentifikasi sebuah proyek untuk me- 
ngatasi permasalahan tersebut. Misalnya, sekolah di daerah pedesaan, 
yang mata pencahariannya sebagian besar bercocok tanam, dapat 
mengarahkan siswanya untuk menyusun sebuah proyek guna menge- 
tahui bagaimana dampak pandemi ini terhadap kehidupan mereka. 
Siswa kemudian dapat dibimbing untuk Menyusun laporan dalam 
poster ataupun cerita berbasis digital (Niemi & Multisilta, 2016; 
Widodo, 2016). Pembelajaran seperti ini tentunya tidak memerlukan 
teknologi mahal yang akan memberatkan peserta didik dan orang 
tua. Bahkan, proses ini mampu mengasah kemampuan berpikir kritis 
dan kreativitas serta meningkatkan motivasi dan partisipasi belajar 
di kalangan peserta didik. 


Meskipun skema-skema kurikulum yang ditawarkan pemerintah 
dapat menjadi solusi dalam pelaksanaan pendidikan pada kondisi 
khusus (pandemi Covid-19), ada tiga potensi kendala yang cukup 
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krusial akan dihadapi oleh para guru, terutama dalam tatanan teknis 
adaptasi kurikulum ini. 


Potensi kendala pertama dapat ditemukan pada saat para guru 
akan memilih salah satu alternatif kurikulum, para guru perlu 
melakukan analisis kebutuhan (Bosher & Smalkoski, 2002). Para 
guru perlu memperhatikan heterogenitas peserta didik. Penerapan 
metode one size fits all tentunya tidak akan tepat. Untuk mengantisi- 
pasi kendala pada proses ini, penelitian dan refleksi perlu dilakukan 
(Farell, 2012; 2013). Namun, sayangnya, tidak sedikit para guru yang 
memiliki keterbatasan pada dua kemampuan ini karena rendahnya 
partisipasi guru di Indonesia dalam program pengembangan profesi 
guru. Sebuah studi oleh Zein (2016) menunjukkan tidak meratanya 
tingkat partisipasi program pengembangan profesi guru di tingkat 
pendidikan dasar di Indonesia, yang mana lebih banyak dilakukan 
oleh guru dengan status pegawai negeri sipil (PNS). Padahal, terdapat 
setidaknya 50% guru non-PNS di Indonesia (jpnn.com, 2019). Selain 
itu, proses identifikasi dan analisis kebutuhan ini memakan waktu 
(proses penelitian), sehingga para guru yang belum berpengalaman 
dalam melakukan analisis kebutuhan akan mengalami kendala. 
Kolaborasi antara universitas (melibatkan para peneliti independen) 
dan setiap sekolah untuk membantu para guru dalam melakukan 
penelitian perlu diinisiasi dan digalakkan (Wang & Zhang, 2014). 


Kedua, para guru di tingkat SD juga perlu memperhatikan karak- 
ter peserta didik sebelum melakukan adaptasi kurikulum pada situasi 
kritis. Karakter peserta didik akan sangat menentukan cakupan materi, 
topik pembelajaran, aktivitas pembelajaran, dan asesmen. Tabel 2.1 di 
bawah ini memaparkan secara singkat mengenai karakteristik peserta 
didik pada tingkat SD berdasarkan pada umur (diterjemahkan ke 
dalam bahasa Indonesia oleh penulis). 
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Tabel 2.1 Karakter Peserta Didik di Pendidikan Dasar Berdasarkan Umur 


Karakter anak usia 2-7 tahun Karakter anak usia 8-12 tahun 
1. Mengandalakan hafalan 1. Mengandalkan analisis 
Fokus pada kemampuan berbi- 2. Fokus pada kemampuan membaca 
cara dan menyimak dan menulis 
Fokus pada satu aspek tugas 3. Fokus pada beberapa aspek tugas 
Kemampuan terbatas pada evalu- 4. Kemampuan baik pada evaluasi 
asi kemajuan dan unjuk kerja kemajuan dan unjuk kerja 
5. Pola pertemanan acak dan ber- 5. Pertemanan mengacu kepada ke- 
dasarkan kedekatan percayaan, dukungan, dan keterta- 
rikan yang sama 
Kontrol emosi yang terbatas 6. Kontrol emosi yang lebih baik 
Motivasi tinggi 7. Motivasi menurun 
Gambaran diri umumnya positif, 8. Gambaran diri lebih kompleks, suka 
dan optimis membandingkan dan kurang positif, 
9. Belum sadar penggunaan bahasa 9. Mulai sadar penggunaan bahasa 
dan memiliki kompetensi bahasa dan memiliki kompetensi bahasa 
pertama yang rendah pertama yang rendah 


Sumber: Pinter (2012, 107) 


Para guru perlu memiliki inovasi dan kreativitas dalam mende- 
sain aktivitas dan model asesmen dengan memperhatikan beberapa 
komponen karakter peserta didik ini. Para peserta didik dengan 
karakter yang berbeda sebaiknya diberi penugasan yang berbeda. 
Selain mempertimbangkan karakter-karakter di Tabel 2.1, aspek lain, 
seperti letak demografis, akses dan literasi teknologi (bagi sekolah 
di daerah pedalaman), serta kemampuan ekonomi orang tua untuk 
pembelajaran jarak jauh, mesti dipertimbangkan. 


Selanjutnya, para guru juga harus dibekali dengan kompetensi 
asesmen yang baik ketika sekolah memilih melakukan penyederha- 
naan kurikulum. Misalnya, ketika para guru akan menerapkan 
PBL, mereka perlu memperhatikan rubrik untuk PBL tersebut dan 
mempersiapkan pendekatan alternatif apabila apabila ada peserta 
didik tidak mampu melakukan proyeknya secara individu. Tentunya 
situasi-situasi ini bisa saja terjadi, mengingat kondisi peserta didik 
yang sangat dipengaruhi oleh situasi keluarga. Tidak sedikit anggota 


24 Indonesia Emas Berkelanjutan ... 


keluarga, seperti para tulang punggung, yang terkena dampak ke- 
sehatan dan ekonomi akibat pandemi. 


Meskipun pemerintah menyediakan modul yang dapat di- 
manfaatkan oleh peserta didik dan orang tua, perbedaan karakter 
dan konteks situasi akan menjadi kendala tatkala para guru diha- 
dapkan pada situasi pandemi ini. Para guru perlu didorong untuk 
melakukan kolaborasi dengan para peserta didik. Bahkan, orang 
tua dapat dilibatkan dalam proses exploratory practice (EP) terkait 
dengan adaptasi kurikulum pada situasi pandemi ini. EP merupakan 
salah satu bentuk penelitian untuk para praktisi (guru atau dosen) 
dengan mengintegrasikan penelitian dan pengajaran pada konteks 
mikro (kelas). Dikembangkan oleh Dick Allwright pada 1990-an di 
Rio de Janeiro (Brasil), di dalam EP, kolaborasi antar-praktisi (guru 
dan peserta didik) menjadi komponen utama dalam merefleksi yang 
bertujuan untuk memahami dan meningkatkan kualitas kehidupan di 
kelas (Allwright & Hanks, 2009; Soomro, 2018). EP ini akan dibahas 
pada bagian akhir tulisan ini. 


B. REKOMENDASI 


Dengan mengintegrasikan penelitian dan pengajaran, guru dapat 
melakukan EP dengan menggunakan aktivitas pengajaran yang biasa 
digunakan untuk menginvestigasi teka-teki yang guru maupun para 
peserta didik temukan di dalam kelas. EP pada dasarnya berbeda 
dengan penelitian kelas pada umumnya yang bertujuan mengidentifi- 
kasi dan memecahkan masalah (Hanks, 2017). EP menekankan pada 
investigasi pemahaman yang komprehensif dan melibatkan peran 
yang integratif dari aktor-aktor yang terlibat di dalam kelas. Aspirasi 
peserta didik memiliki peran yang penting dalam EP sebagai validitas 
ekologi agar tercipta “saling memahami/pengertian” dan kualitas 
kehidupan di kelas antara guru dan peserta didik (Allwright, 2003; 
Allwright & Hanks, 2009). Hargreaves (1994) berpendapat bahwa 
aspirasi tersebut sebaiknya tidak sekadar untuk didengar, tetapi juga 
harus direspons, diteliti, dan dikritisi. Dengan kata lain, kontribusi 
(suara/aspirasi) peserta didik sangat berdampak agar terciptanya 
sinergi dalam proses pembelajaran di kelas. 
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Berkaitan dengan proses adaptasi kurikulum pada masa pandemi 
ini, para guru dapat melakukan EP dengan tujuan memahami secara 
komprehensif situasi kelas yang mereka ajar dengan memperhatikan 
prinsip-prinsip EP. Allwright dan Hanks (2009) menjabarkan empat 
prinsip EP, yaitu a) memprioritaskan kualitas kehidupan di kelas, b) 
berfokus untuk memahami situasi kelas sebelum memikirkan solusi: 
c) bekerja secara kolaborasi dengan melibatkan setiap orang (guru, 
peserta didik, dan orang tua pada konteks ini) untuk mencapai “saling 
memahami/pengertian”, dan d) tidak melakukan EP sebagai beban 
dan kerja ekstra bagi guru. 


Hal terpenting dalam EP adalah menyelesaikan pelaksanaan 
pem-belajaran bukan penelitian. Sebagai contoh, secara berkolaborasi, 
guru dan peserta didik dapat memulai dengan memetakan agenda 
penelitian masing-masing. Guru dapat mengajak para peserta didik, 
bahkan dengan melibatkan orang tuanya (khusus bagi peserta didik 
pada kelas I-III) yang masih memerlukan pendampingan untuk meng- 
eksplorasi teka-teki yang mereka alami, terutama pada saat pandemi ini. 
Para guru bisa memfokuskan cakupan materi yang berkaitan dengan 
adaptasi kurikulum ini agar dapat memahami teka-teki yang dialami 
para peserta didik dan mereka selaku guru. Tabel 2.2 merupakan daftar 
teka-teki bagi guru dan peserta didik sebagaimana penulis adaptasi dari 
Hanks (2017) menyesuaikan dengan konteks Indonesia. 


Tabel 2.2 Contoh Teka-Teki Bagi Guru dan Peserta Didik 


Teka-Teki Guru Teka-Teki Peserta Didik 
Mengapa siswa sulit untuk termotivasi pada Mengapa saya harus mengerjakan 
saat pembelajaran berbasis daring? banyak pekerjaan rumah? 
Mengapa kita harus mengurangi KD dalam Mengapa saya mengalami banyak 
pembelajaran pada saat pandemi ini? kendala dalam belajar menulis? 
Mengapa para siswa memiliki kesulitan Bagaimana agar saya memahami 
untuk belajar secara mandiri? materi yang diberikan guru saya? 
Bagaimana melibatkan orang tua sebagai Mengapa orang tua saya sedikit 
pendamping dalam pembelajaran berbasis memiliki waktu yang luang untuk 
daring ini? mendampingi saya pada saat belajar? 
Mengapa kita masih dilema dengan adaptasi Mengapa saya sulit fokus belajar 
kurikulum pada saat pandemi? dirumah pada saat pandemi? 


Sumber: Adaptasi dari Hanks (2017) 
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Setelah itu, para guru menentukan strategi pembelajaran (poten- 
tially exploitable pedagogical activities) yang biasa diimplementasikan 
dalam kelasnya, misalnya diskusi secara daring, bermain peran, 
bercerita, permainan, proyek, diari, umpan balik secara langsung, dan 
wawancara. Strategi-strategi pembelajaran ini dapat berperan sebagai 
alat untuk menginvestigasi teka-teki yang dialami dirinya sendiri 
dan peserta didik. Guru bersama-sama dengan peserta didik dan 
atau orang tua dapat berkolaborasi untuk mengeksplorasi teka-teki 
tersebut. Pada akhir tahapan EP, guru, peserta didik, dan orang tua 
bertukar pikiran berkaitan dengan teka-teki dalam proses pembela- 
jaran pada masa pandemi ini. Proses inilah yang akan memberikan 
dampak yang signifikan karena para guru dan peserta didik saling 
bertukar pikiran untuk menciptakan sinergi dalam pembelajaran. Para 
peserta didik bukan hanya sebagai penerima pengetahuan saja, tetapi 
mereka juga sebagai agen aktif yang berhak memberikan suaranya 
(aspirasi) dalam pembelajaran di kelas. 


Setelah pemahaman secara komprehensif teridentifikasi, para 
guru dapat melanjutkan inovasinya dengan melakukan beberapa 
perubahan dari hasil masukan peserta didik dan/atau bersama orang 
tuanya dari kurikulum yang telah didesain sebelumnya. Dengan de- 
mikian, adaptasi kurikulum menjadi agenda pembelajaran bersama di 
antara guru, peserta didik, dan bahkan orang tua. Hal ini dapat men- 
ciptakan sinergi dalam pelaksanaan pendidikan di satuan pendidikan. 
Namun, perlu ditekankan bahwa dalam melakukan EP, peneliti tidak 
perlu menjabarkan rangkaian langkah-langkah yang sifatnya wajib 
diikuti (Hanks, 2017). Hal yang paling utama adalah mengajak para 
guru untuk melihat situasi di sekitar kelas serta berpikir bagaimana 
untuk memahaminya dan meningkatkan kualitas kehidupan di kelas 
(Hanks, 2017) dan memperhatikan prinsip-prinsip EP (Allwright & 
Hanks, 2009). 
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Studi mengenai implementasi dan efektivitas pendidikan karakter 
telah banyak dilakukan di Indonesia. Namun, pendidikan karakter 
terus bertumbuh seiring dengan berkembangnya zaman dan adanya 
pengaruh dari berbagai fenomena sosial. Dalam pertumbuhan terse- 
but, pemerintah mengeluarkan Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018 
yang mengatur Program Penguatan Pendidikan Karakter di sekolah. 
Program ini diharapkan dapat membantu siswa untuk mengem- 
bangkan potensi yang ada serta memperkuat karakter melalui olah 
hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga. Dengan program tersebut, 
idealnya kemampuan siswa untuk memahami, merasakan, dan 
bertindak sesuai dengan norma yang berlaku. Harapan ini diamini 
dengan pernyataan Kementerian Pendidikan Nasional dalam Pusat 
Kurikulum (2010) yang mendefinisikan karakter sebagai hasil inter- 
nalisasi berbagai kebajikan dan mendasari cara individu memandang, 
berpikir, bersikap, serta bertindak yang sesuai dengan nilai, moral, 
dan norma. 
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Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa harapan ini 
masih belum berhasil secara merata di Indonesia. Studi yang dilakukan 
oleh OECD (2019) menunjukkan bahwa pada 2018, terhitung 41% 
siswa di Indonesia dilaporkan mengalami perundungan setidaknya 
beberapa kali dalam sebulan. Berdasarkan pada keterangan pers 
yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Republik Indonesia, ditemukan pada 2016-2020 
bahwa sebanyak 84% siswa pernah mengalami kekerasan di sekolah. 
Dari persentase tersebut, 40% siswa berusia 13-15 tahun melapor- 
kan pernah mengalami kekerasan fisik yang dilakukan oleh teman 
sebaya. Selain itu, ditemukan bahwa 7596 siswa mengaku pernah 
melakukan kekerasan di sekolah (Kemen PPPA, 2019). Selain itu, 
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat adanya 2.473 
laporan untuk kasus perundungan (KPAI, 2020). Berdasarkan pada 
temuan-temuan tersebut, terdapat kesenjangan di antara harapan 
dan kenyataan di lapangan saat ini. Dalam praktiknya, implementasi 
pendidikan karakter di satuan pendidikan formal di Indonesia masih 
belum berhasil menjangkau semua elemen siswa. Untuk itu, tulisan 
ini berfokus pada tantangan-tantangan yang dihadapi dalam integrasi 
dan implementasi pendidikan karakter di kebijakan Merdeka Belajar. 


A. PENGERTIAN PENDIDIKAN KARAKTER 


Pendidikan karakter adalah suatu usaha yang bertujuan mengajarkan 
nilai-nilai kebaikan demi membentuk karakter yang kuat (Lickona, 
1999). Lickona (1999) juga berpendapat bahwa kebaikan di sekolah 
umumnya merujuk pada rasa hormat, tanggung jawab, dan memiliki 
tiga elemen penting, yaitu kemampuan untuk memahami, kemam- 
puan untuk merasakan, dan kemampuan untuk melakukan tindak- 
an. Dalam perannya, pendidikan karakter bukan hanya membantu 
peserta didik agar dapat menjadi manusia yang baik. Akan tetapi, 
pendidikan karakter berfungsi sebagai media yang mengajari mereka 
bagaimana untuk bekerja keras, mengembangkan kemampuan dan 
potensi sehingga nantinya dapat membuat perubahan yang baik dalam 
komunitas daerah maupun negara (Baehr, 2017). 
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Pendidikan karakter yang efektif adalah yang memberikan ke- 
sempatan kepada peserta didik untuk melakukan sebuah tindakan 
yang didasari sebuah pemahaman akan nilai dari kebaikan itu sendiri 
(Berkowitz, 2011). Dalam hal ini, pendidik dituntut untuk dapat 
memberikan edukasi bahwa peserta didik merupakan bagian dari 
solusi untuk isu-isu dan masalah yang ada di masyarakat (Lickona, 
1996). Maka, pendidikan karakter bukan hanya sebatas ucapan dan 
pembelajaran di kelas, tetapi juga sebuah tindakan dan pembiasaan 
dalam kehidupan sehari-hari (Rokhman dkk., 2014). Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas juga 
menyatakan bahwa di Indonesia, kehadiran pendidikan karakter 
berawal dari kebutuhan untuk meningkatkan kesiapan masukan dan 
kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan 
kepribadian yang bermoral. 


Di Indonesia, program pendidikan karakter yang sedang ber- 
langsung adalah Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). Program 
ini didasari oleh adanya kualitas karakter yang dibutuhkan bagi 
individu untuk membangun Generasi Emas 2045, antara lain religius, 
nasionalis, mandiri, gotong-royong, dan berintegritas (Kemendikbud, 
2021). Kebutuhan ini lahir dari kesadaran akan tantangan di masa 
depan yang makin kompleks dan tidak pasti serta perlunya mengasah 
harapan untuk masa depan bangsa (Kemendikbud, 2021). Untuk itu, 
penting bagi kepala sekolah untuk memahami latar belakang, urgensi, 
dan konsep dasar PPK agar dapat menerapkannya dengan konteks 
pendidikan di daerah masing-masing (Kemendikbud, 2021). 


B. KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR 


Empat pokok kebijakan pendidikan “Merdeka Belajar” diluncurkan 
oleh Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, pada 
Desember 2019 (Kemendikbud, 2019a). Pokok-pokok kebijakan baru 
ini, antara lain, adalah adanya ujian sekolah berstandar nasional 
(USBN), perubahan penyelenggaraan UN mulai 2021, penyeder- 
hanaan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), serta adanya 
peraturan penerimaan peserta didik baru (PPDB) zonasi. Penguatan 
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pendidikan karakter disinggung sebagai salah satu kemampuan 
bernalar yang akan dinilai dalam Asesmen Kompetensi Minimum 
dan Survei Karakter sebagai pengganti UN (Kemendikbud, 2019a). 


Kebijakan tersebut memberikan kebebasan pada guru sekolah 
untuk mendesain bahan ajar dan bahan evaluasi anak didik. Nadiem 
Makarim percaya bahwa tujuan pembelajaran hanya bisa dicapai 
apabila guru diberi kepercayaan dan kebebasan untuk menjalankan 
pembelajaran: dari perencanaan bahan ajar hingga evaluasi hasil be- 
lajar anak didik (Kemendikbud, 2019b). Selain itu, Nadiem Makarim 
(dalam Kemendikbud, 2019b) menyatakan bahwa “.. guru-guru 
melewati proses pemikiran, proses reinterpretasi, proses penciptaan 
kurikulum, dan penilaian sendiri. Kalau guru-guru tidak mulai mele- 
wati proses ini, proses pembelajaran di dalam kelas tidak akan terjadi. 
Ini adalah kuncinya. Pernyataan tersebut menunjukkan tentang posisi 
guru sebagai kunci keberhasilan pendidikan di sekolah. Selain itu, 
Nadiem Makarim menekankan pentingnya interaksi, gotong royong, 
debat dan diskusi, serta berpikir kritis (Kemendikbud, 2019b). 


Pemikiran-pemikiran ini kemudian ditunjukkan dalam Surat 
Edaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Merdeka Belajar 
dalam Penentuan Kelulusan Peserta Didik dan Pelaksanaan Pene- 
rimaan Peserta Didik Baru tahun ajaran 2020/2021. Surat edaran 
tersebut menyatakan bahwa kelulusan ditentukan melalui ujian se- 
kolah yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan berdasarkan 
pada penilaian hasil belajar yang dilakukan oleh guru. Evaluasi untuk 
kelulusan dibuat oleh guru pada tiap satuan pendidikan dan diberikan 
kebebasan dalam pemilihan format evaluasi seperti tes tertulis, porto- 
folio, penugasan, dan/atau bentuk kegiatan lain. Selain itu, dalam surat 
edaran tersebut dijelaskan, apabila guru belum siap membuat bahan 
evaluasi, mereka dapat menggunakan bahan penilaian dari berbagai 
sumber seperti kelompok kerja guru dan musyawarah guru mata 
pelajaran. Poin penting mengenai evaluasi hasil belajar siswa lainnya 
adalah dinas pendidikan tidak dapat memaksa satuan pendidikan 
untuk menggunakan bahan tertentu dalam pelaksanaan ujian sekolah. 
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C. TANTANGAN PENDIDIKAN KARAKTER DI 
INDONESIA 


Merujuk pada Kebijakan Pemerintah tentang Penguatan Pendidikan 
Karakter (PPK) yang tertuang dalam Perpres Nomor 87 Tahun 2017, 
pemerintah menekankan pada integrasi nilai-nilai karakter dalam 
proses pembelajaran, pembiasaan dalam keseharian di sekolah, dan 
penguatan peran orang tua serta masyarakat. Dalam hal ini, konsep 
Merdeka Belajar memberikan kebebasan berproses pada guru dalam 
pembelajaran di sekolah. Kebebasan tersebut didukung adanya 
pelatihan-pelatihan dan ruang bagi guru untuk melihat potensi gerak 
dan berkreasi dalam prosesnya. Namun, dalam praktiknya, dukung- 
an tersebut tidak sebanding dengan jumlah keseluruhan guru di 
Indonesia per Januari 2021, yaitu 3.263.828 (Kemendikbud, 2021). 
Kemendikbud mencatat, dalam kurun 2015-2019, jumlah guru yang 
mengikuti pelatihan hanya sebanyak 1.828.914 orang (Kemendikbud, 
2020). Dalam kata lain, upaya pemerintah dalam pemerataan fasilitas 
dan aksesibilitas pada guru belum mampu menjangkau semua daerah. 


Selain masalah dukungan dari pemerintah, adanya perubahan 
kurikulum membuat guru memerlukan waktu untuk belajar dan 
pembiasaan terhadap kurikulum tersebut. Pergantian kurikulum ini 
merupakan tantangan yang tidak baru, tetapi tidak menjadi lebih 
mudah untuk guru. Selama 20 tahun terakhir, Indonesia mengalami 
lima kali pergantian kurikulum oleh pemerintah yang mengakibatkan 
banyak guru kebingungan dan mengalami disinformasi (Meri, 2020). 
Pergantian kurikulum dalam rentang waktu yang tidak panjang me- 
nyebabkan guru perlu belajar dari awal dan membiasakan diri agar 
pembelajaran lebih efektif. Walaupun dukungan terkait pergantian 
kebijakan dilakukan dengan cara memberikan pelatihan dan gerakan 
dorongan untuk guru, tidak adil untuk mengharapkan perubahan 
yang efektif dan cepat dari guru. Pertama, akses terhadap kebijakan 
dan dukungan untuk guru tersebut tidak merata. Hal ini terbukti 
oleh beberapa perubahan kebijakan sebelumnya. Sebagai contoh, 
ketika guru-guru di kota besar sudah menerapkan kurikulum 2013, 
banyak guru di daerah yang masih menggunakan kurikulum 2006 
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(KTSP) (Habiby dkk., 2017) karena kurangnya kemampuan guru 
dalam memahami kurikulum 2013 (Krissandi & Rusmawan, 2015). 
Perlu diingat bahwa, selain sebagai pengajar, guru memiliki identitas 
lain sebagai pembelajar serta memerlukan waktu untuk memahami, 
mempelajari, berkreasi, dan merefleksikan perubahan kurikulum atau 
kebijakan yang berhubungan langsung dengan pengajaran di kelas. 


Kedua, Merdeka Belajar menitikberatkan peran guru sebagai 
tombak utama pembelajaran di sekolah. Kebijakan yang baru mem- 
berikan kebebasan dan ruang untuk guru berkreasi di kelas. Namun, 
kebebasan ini menjadi pedang bermata dua karena masih banyak 
guru yang lebih berfokus pada penyampaian materi dengan metode 
ceramah dan cenderung menggunakan teacher-centered learning 
(Wijanarti, dkk., 2019). Selain itu, tantangan lain datang dari fokus 
pembelajaran di kelas. Merdeka Belajar mengutamakan pembelajaran 
yang holistik serta berfokus pada perkembangan literasi, numerasi, 
dan karakter siswa. Sementara selama ini guru masih terpaku dengan 
hasil akhir atau ujian sebagai evaluasi utama hasil belajar siswa. Dalam 
konteks ini, tantangan guru menjadi kompleks karena sebagian besar 
guru di Indonesia berpengalaman diajar dan mengajar dengan cara 
ceramah atau cara belajar dengan guru sebagai pusat pembelajaran. 
Walaupun tidak menampik adanya guru dari generasi yang berbeda 
atau guru yang terus memperkaya pengetahuan mengajar, transisi 
cara mengajar guru-guru di sekolah bukan hal yang mudah untuk 
dilakukan. Freire (1970) membahas tentang banking education yang 
merupakan proses pembelajaran dengan tujuan menyampaikan, 
padahal pendidikan adalah penyelesaian masalah yang berfokus 
pada proses transformasi individu dengan memberikan kebebasan 
untuk berpikir. Tujuan pembelajaran yang diungkapkan oleh Freire 
mirip dengan tujuan kebijakan Merdeka Belajar. Sayangnya, banking 
education adalah model pembelajaran yang paling banyak tersedia 
bagi sebagian besar masyarakat di Indonesia. Dengan demikian, pola 
pembelajaran melalui ceramah satu arah berulang menjadi sebuah 
siklus. Tentu tidak mudah untuk menghentikan siklus dalam waktu 
singkat dan dengan hanya mengandalkan satu pihak sebagai pelaku 
aktif perubahan. 
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Ketiga, tantangan bagi guru dalam pendidikan karakter adalah 
kurangnya waktu untuk mengenal siswa lebih dalam dan mengin- 
tegrasikannya dalam pembelajaran sehari-hari. Pembelajaran yang 
holistik memerlukan perhatian guru akan kebutuhan setiap siswanya 
tanpa mengindahkan kebutuhan umum siswa di kelas. Hal ini bukan 
perkara mudah karena guru masih memiliki tuntutan administratif 
yang menyita waktu untuk dapat merencanakan pembelajaran di 
kelas, mempersiapkan kegiatan belajar-mengajar, dan menganalisis 
karakter setiap siswa (La ode Onde dkk., 2020). Walaupun dibantu 
dengan adanya laman Guru Berbagi yang disediakan oleh pemerintah 
agar guru bisa saling berbagi dan menggunakan rencana pelaksanaan 
pembelajaran, guru tetap harus memodifikasi rencana tersebut untuk 
memenuhi kebutuhan siswa di kelasnya. Berkaitan dengan tantangan 
ini, kemampuan guru untuk menggunakan media elektronik juga 
menjadi tantangan dalam penguatan pendidikan karakter di sekolah. 
Maraknya perundungan siber membuat guru harus lebih awas dalam 
memperhatikan kesejahteraan siswa. Hal ini juga bergantung pada 
kecakapan guru dalam menggunakan gawai. Apalagi, ketika dukung- 
an dari pemerintah dan ruang belajar untuk guru pada umumnya 
tersedia secara daring. Sayangnya, kemampuan kebanyakan guru di 
Indonesia untuk menggunakan media elektronik masih kurang hingga 
saat ini (Dewia & Alam, 2020). Beban pada guru bertambah dengan 
adanya harapan agar guru cakap menggunakan teknologi. Pun tidak 
adil bahwa semua guru dapat mengakses ruang dan dukungan yang 
sama ketika infrastruktur di daerah belum mampu mendukung akses 
tersebut. 


Beberapa poin di atas merupakan tantangan yang dihadapi oleh 
guru dalam mengintegrasikan dan mengimplementasikan penguatan 
pendidikan karakter dalam kurikulum Merdeka Belajar. Penguatan 
karakter dalam pembelajaran di satuan pendidikan merupakan upaya 
yang penting bagi transformasi individu yang lebih bermoral dan 
berwelas asih untuk mengimbangi perkembangan kognisi dan psiko- 
motor siswa. Namun, perlu disadari bahwa dengan menitikberatkan 
posisi guru sebagai tombak pembelajaran dalam penguatan pendidik- 
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an karakter ini perlu diimbangi dengan dukungan yang tepat guna. 
Proses pembelajaran yang umum di sekolah-sekolah di Indonesia 
sudah lama menggunakan sistem ceramah satu arah. Akibatnya, 
diskusi jarang terjadi. Padahal, inti penguatan pendidikan karakter 
berdasarkan pada diskusi dan interaksi antara guru dan siswa serta 
antarsiswa di kelas. Dalam hal ini, harapan yang diberikan kepada 
guru harus realistis bahwa mengubah proses yang telah menahun dan 
diwariskan secara generasi bukan perkara mudah. Guru sebaiknya 
diberi waktu untuk bernapas dan dukungan yang diberikan sebaiknya 
disesuaikan dengan kemampuan guru yang ada sekarang. Pemerintah 
perlu menganalisis kemampuan guru saat ini secara merata, baik di 
kota-kota besar maupun di daerah, dan menyesuaikan dukungan 
sesuai dengan keadaan dan tujuan daerah masing-masing. Perlu 
diingat bahwa guru memiliki identitas selain pengajar. yaitu sebagai 
pembelajar, dan memiliki beban yang sama dengan siswa. 


Selain tantangan pada pengajar, tantangan lain datang dari 
bagaimana sekolah mengimplementasikan pendidikan karakter dalam 
kurikulum di sekolah. Dalam hal ini, terdapat Pedoman Praktik Baik 
(PPK) yang merupakan implementasi pendidikan karakter dalam 
kegiatan sehari-hari di sekolah, baik tingkat dasar maupun menengah 
pertama. Dalam pedoman PPK bagi kepala sekolah yang ditulis oleh 
Andin (2018), dijelaskan bahwa menteri pendidikan dan kebudayaan 
saat itu berharap model pendidikan yang digunakan adalah broad 
based learning. Model ini diharapkan dapat melibatkan siswa pada 
aktivitas-aktivitas untuk membiasakan nilai-nilai tersebut dalam 
kegiatan sehari-hari. Sayangnya, dalam praktiknya, aktivitas-aktivitas 
PPK di sekolah bisa dibilang performatif dan seragam. Dalam buku 
mengenai pilihan contoh-contoh Praktik Baik dari berbagai daerah di 
Indonesia yang ditulis oleh Rohanim dkk. (2018), terdapat kemiripan 
antara program satu dan lainnya, terutama dalalm nilai nasionalis. 
Kegiatan upacara, senyum-salam-sapa, serta pengenalan lagu-lagu na- 
sional dan daerah menjadi salah satu Praktik Baik yang acap ditemui 
lintas daerah. Untuk tingkatan dasar program-program yang telah ada 
sebelum adanya PPK ini dapat dinilai wajar. Dalam Rohanim dkk. 
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(2018) rata-rata kepala sekolah sudah memberikan makna yang sesuai 
pada kegiatan-kegiatan tersebut sesuai dengan nilai yang diusung oleh 
kebijakan Merdeka Belajar. Sayangnya, siswa tidak diberi kesempatan 
untuk memberikan makna tersendiri dalam kegiatan tersebut. Begitu 
pun kesempatan bagi siswa untuk memahami makna kegiatan tersebut 
dengan guru atau kepala sekolah karena kegiatan tersebut berhenti 
pada aktivitas saja dan tidak ada refleksi atau diskusi lanjutan. 


Aktivitas performatif ini tidak sesuai dengan harapan pedoman 
PPK yang ingin menstimulasi nalar dan pola pikir siswa di sekolah. 
Selain kebutuhan moral, PPK lahir dari kebutuhan manusia untuk 
dapat berpikir kritis dan mengasah nalar untuk kebutuhan di masa 
mendatang (Andin, 2018). Aktivitas performatif seperti menyanyikan 
lagu daerah atau upacara di sekolah terdengar mengondisikan perilaku 
siswa kurang memantik nalar atau cara berpikir siswa yang nantinya 
diharapkan dapat memahami dan mempraktikkan perilaku-perilaku 
yang sesuai dengan nilai-nilai harapan PPK. Untuk mendesain 
aktivitas yang ideal memang tidaklah mudah, apalagi ketika tim 
pembina PPK terdiri atas guru-guru yang juga memiliki tanggung 
jawab utama sebagai pengajar yang mengerjakan tugas administratif. 
Namun, dengan adanya kebijakan pelibatan sekolah, orang tua, dan 
pihak ketiga, diharapkan ada kerja sama tripusat pendidikan untuk 
memfasilitasi PPK sesuai dengan yang harapan. 


D. REKOMENDASI 


Kebijakan pendidikan yang baru ini memberikan harapan transfor- 
masi sumber daya manusia yang berkembang tidak hanya secara 
kognitif dan psikomotorik, tetapi juga secara moral dan afeksi. Demi 
mewujudkan harapan pendidikan Indonesia yang sesuai dengan 
amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tersebut, pemerin- 
tah, menurut Najeela Shihab (2020, dalam Fathurrohman, 2020), 
seyogianya memiliki cetak biru yang menjadi landasan arah dan 
tujuan berbagai instrumen pergerakan dalam memajukan pendidikan 
Indonesia sehingga terjadi harmonisasi dalam pendistribusian segala 
bentuk gerakan kepada masyarakat sesuai dengan target sasaran. Hal 


Tantangan Integrasi dan ... 39 


ini dibenarkan oleh Nadiem Makarim kendati selama ini pendidikan 
di Indonesia belum memiliki arah yang jelas, sedangkan kebijakan 
pendidikan yang ada kerap kali berubah-ubah. 


Di sisi lain, sosialisasi kebijakan baru oleh pemerintah dan 
pelatihan untuk guru harus dilakukan secara masif dan berkala di 
semua daerah yang kemudian hasil dari serangkaian program itu 
ditindaklanjuti oleh komunitas guru yang tersebar di setiap daerah. 
Dengan demikian, tidak ada lagi disinformasi yang terjadi pada guru 
yang mengakibatkan adanya kesenjangan dan ketertinggalan dalam 
integrasi proses pembelajaran antara siswa di kota dan di daerah. 
Selain itu, pemerintah diharapkan memberikan dukungan secara 
merata berupa pembinaan dan penyebaran komunitas belajar bagi 
tripusat pendidikan yang memiliki peranan penting dalam keberlang- 
sungan pengintegrasian dan penerapan nilai-nilai karakter pada siswa, 
sehingga dapat mendorong timbulnya aksi nyata untuk menghadapi 
perubahan arah pendidikan karakter di Indonesia di kemudian hari. 
Dalam hal ini, tren konsumsi masyarakat di daerah tersebut dapat 
dijadikan acuan dalam penyebaran informasi yang merangsang kesa- 
daran mereka akan pentingnya pendidikan karakter pada anak melalui 
berbagai media yang ramah terhadap masyarakat. Selain itu, sosialisasi 
kebijakan baru dan pelatihan untuk guru sebaiknya didesain sebagai 
proses pembelajaran yang holistik dengan memperhatikan kebutuhan 
setiap guru atau daerah tujuan pelatihan. 


Seperti harapan yang diberikan agar guru dapat memperhatikan 
karakter siswanya, pemerintah sebaiknya memberikan perhatian yang 
sama dengan sekolah-sekolah atau daerah-daerah. Dengan demikian, 
segala bentuk pergerakan dan kebijakan baru dapat dijangkau dengan 
mudah oleh seluruh kalangan masyarakat. Maka, kesadaran akan 
pengintegrasian nilai pendidikan karakter pada konsep merdeka 
belajar dalam satuan pendidikan formal maupun nonformal akan 
meningkat, yang kemudian dengan hal ini diharapkan dapat melahir- 
kan tindakan berupa penerapan nilai-nilai karakter dengan metode 
yang ramah dan sesuai dengan kebutuhan siswa. 


40 Indonesia Emas Berkelanjutan ... 


Capaian siswa dalam memahami nilai-nilai karakter dan me- 
nerapkannya dalam kehidupan sehari-hari pun akan meningkat 
apabila proses pengintegrasian nilai karakter berjalan dengan baik. 
Hal ini dapat menekan angka kekerasan dan intoleransi yang kerap 
dilakukan siswa, baik dalam lingkungan sekolah maupun luar sekolah. 
Di samping itu, pemahaman guru akan kebutuhan siswa pada nilai 
karakter dapat mengasah dan meningkatkan kecakapan mereka yang 
akan berguna untuk menjawab tantangan dan persoalan masyarakat 
di kemudian hari. 


Integrasi nilai karakter juga membutuhkan kerja sama antarpihak 
untuk dapat terealisasi dengan baik dan sesuai dengan tujuan adanya 
pendidikan karakter. Tripusat pendidikan merupakan salah satu 
kunci keberhasilan praktik pendidikan karakter di sekolah. Seperti 
yang sudah dijelaskan di bagian diskusi, guru sebagai tombak utama 
keberhasilan praktik pendidikan ini tidak dapat bergerak sendiri. 
Tanggung jawab sebagai guru mata pelajaran dan tugas administratif 
cukup banyak. Sementara rata-rata tim pembina PPK adalah guru- 
guru di sekolah. Untuk itu, kerja sama antara orang tua, sekolah, dan 
pihak ketiga sungguh diperlukan. Orang tua ada untuk menguatkan 
nilai-nilai yang diharapkan, kontribusinya bisa dimulai dengan se- 
derhana: memberi contoh perilaku ideal, memulai percakapan yang 
menstimulasi nalar siswa. Pihak ketiga dapat mengembangkan ide-ide 
intervensi perilaku yang didasari oleh pengamatan guru di kelas untuk 
mencapai tujuan yang diinginkan. Ini merupakan contoh kerja sama 
yang dapat dilakukan apabila tripusat pendidikan tercapai. Dengan 
adanya dukungan dari berbagai pihak, harapannya pendidikan karak- 
ter dapat terlaksana seperti apa yang dicita-citakan sesuai dengan 
pedoman yang ada dan konteks masing-masing daerah. 
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BAB IV 


Pengembangan Profesi Guru di 
Daerah 3T: Tantangan dan Upaya 


Siti Fadlilah, Naufal Rizkulloh, & Sahirul Alim 


Guru merupakan unsur penting dalam dunia pendidikan karena ber- 
fungsi sebagai pengajar, pendidik, dan pembimbing bagi masyarakat, 
terutama bagi pelajar. Maka dari itu, guru dituntut harus memiliki 
kompetensi tertentu, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan perilaku 
dalam menjalankan tugas profesionalnya. Dari hal tersebut, perlu ada 
peningkatan kualitas dengan pengembangan profesi guru. 


Lalu apa makna dari pengembangan profesi bagi guru? Pengem- 
bangan profesi adalah kegiatan guru dalam pengamalan ilmu dan 
pengetahuan, teknologi, serta keterampilan untuk meningkatkan 
mutu, baik bagi proses belajar-mengajar maupun profesionalisme 
tenaga kependidikan lainnya (Putri & Imaniyati, 2017). Dari penger- 
tian tersebut, dapat kita ambil makna bahwa pengembangan profesi 
guru merupakan kegiatan pengamalan ilmu, pengetahuan, teknologi, 
dan keterampilan guna meningkatkan mutu belajar-mengajar dan 
menghadapi perubahan serta tuntutan yang besar pada proses karier 
yang panjang sebagai guru dalam menyempurnakan cara mengajar 
untuk memenuhi kebutuhan siswa. 
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Untuk mewujudkan pengembangan profesi guru, pemerintah 
Indonesia juga ikut andil dalam hal ini dengan membuat program 
yang disebut sebagai Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) 
bagi guru dan tenaga pendidik, yaitu pengembangan kompetensi yang 
dilakukan guru sesuai dengan kebutuhan, bertahap, dan berkelanjutan 
sehingga dapat meningkatkan profesionalitasnya (PermenPAN-RB, 
2009). Tujuan dari program tersebut adalah meningkatkan kualitas 
layanan sebagai guru kepada siswa dan masyarakat di sekolah sehingga 
menciptakan peningkatan mutu pada pendidikan. 


Adapun tujuan pengembangan profesi guru adalah meningkatkan 
kompetensi dalam perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan 
seni untuk memfasilitasi proses pembelajaran peserta didik, memper- 
dalam komitmen pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, memelihara 
cinta dan kebanggaan terhadap profesi guru, serta meningkatkan 
citra, harkat, dan martabat profesi guru di masyarakat (Ditjen GTK 
Kemendikbud, 2016). 


Namun, hakikat dari tujuan PKB bagi guru masih memungkin- 
kan belum terpenuhi seluruhnya, setidaknya masih ada tiga masalah 
utama pada kesejahteraan guru sebagaimana yang dikatakan oleh 
Ketua Komisi X DPR. Pertama, pengangkatan guru honorer menjadi 
Aparatur Sipil Negara masih menjadi isu yang problematik. Kedua, 
distribusi penempatan guru yang yang terfokus pada daerah-daerah 
yang belum diprioritaskan. Ketiga, pemerintah belum secara intensif 
membantu peningkatan kompetensi guru (Putra, 2021). 


Kemudian, dalam pengembangan profesi guru, perlu ada kom- 
ponen atau unsur yang berkaitan untuk mendukung kegiatan dalam 
penerapannya sehingga mencapai standar kompetensi guru sesuai 
dengan Pasal 10 UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 
yang meliputi kompetensi pedagogik atau seni menjadi pengajar, kom- 
petensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional 
(Mulyani, 2009). Menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009, 
unsur kegiatan PKB meliputi kegiatan-kegiatan berikut ini. 
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A. PENGEMBANGAN DIRI 


Pengembangan diri bisa diartikan sebagai usaha-usaha yang dilaku- 
kan oleh guru untuk meningkatkan profesionalisme agar memiliki 
kompetensi yang baik sesuai dengan standar perundang-undangan 
dan diharapkan mampu melaksanakan tugas-tugas pokok dan 
kewajibannya, seperti mengajar, mendidik, dan membimbing siswa 
dalam sekolah, serta diharapkan dapat melakukan tugas tambahan 
dan fungsional di sekolah. 

Pengembangan diri meliputi dua jenis kegiatan, yaitu pendidikan 
dan pelatihan (diklat) fungsional, keikutsertaan guru dalam pen- 
didikan, pelatihan, serta workshop sebagai upaya mencapai standar 
kompetensi profesi yang telah ditetapkan oleh satuan pendidikan, 
kegiatan kolektif guru, kegiatan bersama yang dilakukan guru atau 
mengikuti pertemuan-pertemuan ilmiah untuk meningkatkan 
wawasan dan kemampuan yang sesuai dengan standar kompetensi. 
Kegiatan ini meliputi kegiatan lokakarya guru, menjadi pemateri atau 
peserta pada seminar, diskusi, atau pertemuan ilmiah, dan kegiatan- 
kegiatan kolektif lainnya. 


B. PUBLIKASI ILMIAH 


Publikasi ilmiah adalah penyebarluasan karya ilmiah yang dilakukan 
oleh guru kepada masyarakat sebagai bentuk kontribusi terhadap pe- 
ningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah dan pengembangan 
dunia pendidikan secara umum. Publikasi yang dimaksudkan seperti 
publikasi ilmiah melalui hasil penelitian atau gagasan inovatif dan 
publikasi buku teks pelajaran, buku pengayaan, dan pedoman untuk 
guru. Contoh publikasi ilmiah bagi guru ialah mempresentasikan hasil 
laporan kegiatan, membuat karya tulis ilmiah, dan membuat modul 
atau buku pembelajaran. 


C. KARYA INOVATIF 


Karya inovatif merupakan karya pengembangan, modifikasi, atau 
penemuan baru sebagai bentuk kontribusi guru yang berguna 
untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah ataupun di 
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dunia pendidikan, sains, teknologi, dan seni. Karya inovatif meliputi 
penemuan teknologi tepat guna, penciptaan karya seni, pembuatan 
atau pemodifikasian alat pelajaran atau peraga atau praktikum, serta 
mengikuti pengembangan penyusunan standar, pedoman, soal, dan 
sejenisnya. 

Kemudian, tiga komponen di atas direalisasi dalam ranah 
pengembangan profesi bagi guru. Menurut Yusutria (2017), ada 
empat ranah dalam pengembangan profesi guru, yaitu penyediaan 
guru berbasis perguruan tinggi, induksi guru pemula berbasis sekolah, 
profesionalisasi guru berbasis prakarsa institusi, serta profesionalisasi 
berbasis individu. 


Pengembangan profesi guru di Indonesia sendiri masih belum 
merata ke seluruh daerah atau wilayah, terutama di daerah 3T (ter- 
depan, terluar, dan tertinggal). Sebagaimana diungkap oleh Ditjen 
GTK Kemendikbud soal adanya ketimpangan kompetensi guru 
di daerah dengan melihat kesempatan dalam membuat pelatihan- 
pelatihan yang meningkatkan kompetensi guru masih sangat sedikit. 
Hal ini terjadi karena ada Program Profesi Guru (PPG) yang ber- 
tujuan menyamakan kompetensi para tenaga pendidik antara yang 
di perkotaan dan di daerah terpencil (JPNN, 2018). Maka dari itu, 
diperlukan pembahasan tentang bagaimana pengembangan profesi 
guru di daerah 3T agar bisa diketahui oleh masyarakat luas dan bisa 
mendorong pengembangan profesi guru agar mencapai pada sasaran 
yang diharapkan oleh seluruh masyarakat dalam usaha peningkatan 
mutu pendidikan di Indonesia. 


D. KARAKTERISTIK DAERAH 3T 


Daerah 3T adalah daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Menurut 
Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015, daerah tertinggal adalah 
daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkem- 
bang dibandingkan daerah lain. Suatu daerah dapat dikatakan terting- 
gal apabila daerahnya masuk kriteria berikut ini: a) perekonomian 
masyarakatnya masih rendah; b) sumber daya manusia masih kurang, 
c) sarana dan prasarana masih minim: d) kemampuan keuangan 
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daerah masih rendah dibandingkan daerah lain, e) aksesibilitas; serta 
f) karakteristik daerah masih sulit dijangkau. Di Indonesia, ada 62 
daerah yang ditetapkan sebagai daerah tertinggal berdasarkan pada 
Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020. Daerah tersebut tersebar 
ke beberapa provinsi, seperti Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku 
Utara, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, 
Lampung, Sumatra Selatan, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara. 


Pada tulisan sebelumnya, telah dibahas secara singkat mengenai 
kegiatan pengembangan profesi guru yang meliputi tiga komponen, 
yaitu 1) Pengembangan diri; 2) Publikasi ilmiah; dan 3) Karya ilmiah. 
Sebagai salah satu wujud pengembangan diri pada guru, pemerintah 
melalui Uji Kompetensi Guru (UKG) berusaha mengetahui pemetaan 
kompetensi guru sebagai kegiatan pengembangan profesi berkelan- 
jutan, sebagai titik masuk Pendidikan dan Pelatihan Profesi Guru 
(PLPG), serta sebagai penilaian kinerja guru menurut Peraturan Men- 
teri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2012. Hasil UKG di 
daerah 3T terlihat masih rendah (Patty, 2015). Dari hasil UKG 2015, 
Provinsi Maluku mendapatkan 34,5 persen dan menjadikan Maluku 
sebagai provinsi dengan posisi terendah secara nasional. Sementara 
itu, rata-rata nasional pada UKG 2015 adalah 53,02 (Maulipaksi, 
2016). 


Meskipun hasil pengembangan diri dari guru di daerah 3T masih 
terlihat rendah, kegiatan guru dalam pengembangan profesi di daerah 
3T masih terus berlanjut. Hal ini dapat dilihat pada acara Inovasi 
Pembelajaran 2018, yakni guru daerah 3T mampu menghasilkan 
inovasi perangkat edukatif yang membantu siswa lebih memahami 
pelajaran. Dengan implementasi pembelajaran Metode Penelitian dan 
Penemuan, guru terbantu dalam penggunaan media pembelajaran di 
kelas biologi SMAN Probur. Sebagaimana dilansir Kompas Klasika 
(2018) pada laman Kompas.id terkait inovasi Arif Darmadiansah 
ini, sebagai bentuk salah satu Pengembangan Profesi Guru pada 
komponen Karya Inovatif di daerah 3T. 
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1. Perkembangan Profesi Pengajar Daerah 3T di Beberapa 
Negara 

Selain meninjau bagaimana pengembangan guru di daerah 3T, bagian 

ini meninjau bagaimana perkembangan guru dari perspektif luar. 

Menurut International Labour Organization (ILO) (2016), untuk 

mengembangkan dan meningkatkan kualitas pelatihan guru di 

pedesaan Afrika dapat melalui implementasi program berikut ini. 


a. Kursus yang Didedikasikan untuk Mempersiapkan Guru di 
Pedesaan 


Tujuannya adalah memberikan bekal untuk mengelola sekolahan, 
mengajar kelas rangkap, mengatasi ketidaksesuaian antara usia 
kronologis siswa dan tingkat pembelajaran (ketika siswa mungkin 
memerlukan perbaikan dalam keterampilan dasar), mempersiapkan 
guru untuk memahami atribut tertentu komunitas seperti bahasa 
dan budaya, serta memahami keseimbangan antara tanggung jawab 
guru di kelas dan sebagai pendukung, serta fasilitator dalam masalah 
kesehatan dan kesejahteraan di sisi lain. 


b. Meningkatkan Akses ke Pelatihan Guru 

Mengatasi kekurangan guru sekolah di pedesaan dan daerah tertinggal 
lainnya dengan menawarkan program pelatihan guru jangka pendek 
yang memberi relawan lokal dan guru yang kurang berkualitas atau 
tidak terlatih akses ke kualifikasi profesional formal. 


c. Meningkatkan Kualifikasi Guru yang Memenuhi Syarat dan 
Tidak Memenuhi Syarat 

Hal ini berguna untuk menyediakan program pelatihan yang disusun 

dengan baik untuk guru yang kurang berkualitas atau tidak terlatih 

dan memastikan bahwa program tersebut selaras dengan kualifikasi 

formal. 


d. Mengembangkan Situs Pembelajaran 


Membangun pusat guru serta satelit perguruan tinggi dan universitas 
di pedesaan dapat mengurangi biaya pelatihan untuk pendidikan guru 
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awal serta melanjutkan pengembangan profesional dan mendukung 
kolegialitas di antara guru di daerah pedesaan. Proyek semacam itu 
juga dapat bertujuan secara aktif merekrut calon pelatihan guru dari 
masyarakat pedesaan. 


e. Memperkuat Bekal Guru dalam Menangani Perkembangan 
Anak Usia Dini 


Hal ini penting untuk mempersiapkan guru menjadi andal dalam 
memperbaiki dasar belajar yang buruk pada siswa dari latar belakang 
yang kurang beruntung dengan memperluas akses ke perkembangan 
anak usia dini. 


2. Peran Pemerintah dalam Pengembangan Profesi Pengajar 
untuk Daerah 3T 
di Indonesia 


Setelah melihat dari perspektif ILO, ada tiga program yang relevan 
dengan program pengembangan guru di Indonesia, yaitu program no- 
mor dua, tiga, dan empat. Program yang dimaksudkan adalah Musya- 
warah Guru Mata Pelajaran (MGMP), yang bertujuan meningkatkan 
kompetensi pembelajaran pada guru. Menurut Soebari dan Aldridge 
(2016), program MGMP difokuskan pada pengembangan model 
belajar-mengajar dalam upaya membantu guru untuk mempersiapkan 
siswa yang kreatif, kritis, dan terampil, dengan tujuan meningkatkan 
prestasi siswa. Menurut Ditjen GTK Kemendikbud (2019), MGMP 
dilaksanakan dengan sistem IN, ON, IN, ON yang setara dengan 82 
jam pelajaran atau terakui dengan dua kredit. Harapannya, dengan 
pendekatan ini, guru mendapat wadah untuk meningkatkan mutu 
dan kompetensinya dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. IN 
(In service learning) dilaksanakan oleh kelompok kerja dalam zonasi, 
yakni para guru berdiskusi mengenai pembelajaran dengan tujuan 
meningkatkan kualitas pembelajaran dan penilaian yang berorientasi 
pada cara berpikir level tinggi/HOTS (GTK Kemendikbud, 2019). 
Adapun ON (on the job learning) merupakan hasil pertemuan di 
kelompok kerja dalam zonasi yang diimplementasikan dalam proses 
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pembelajaran di kelas sesuai dengan mata pelajarannya (GTK Ke- 
mendikbud, 2019). 


Namun, menurut Maskur (2016), pengembangan diri guru di 
daerah 3T melalui MGMP kabupaten/kota sukar diwujudkan karena 
kemajemukan masalah yang dihadapi para guru, bahkan ketika para 
guru itu mengampu mata pelajaran yang sama. Dengan demikian, 
hasil dari MGMP kabupaten/kota sulit diterapkan di sekolah asal 
karena perbedaan yang sangat mencolok dalam hal sarana-prasarana 
serta kondisi lapangan pada siswa dan sekolah yang jauh berbeda. 
Meskipun program MGMP masih kurang efektif untuk pengembang- 
an guru di daerah 3T (Maskur, 2016), pemerintah telah berupaya 
meningkatkan kualitas guru di daerah 3T melalui program-program 
pengiriman guru ke daerah 3T pada beberapa tahun belakang. Salah 
satu program pemerintah adalah Program Sarjana Mendidik di 
daerah 3T (SM3T), program Guru Garis Depan (GGD), Program 
Bina Kawasan, dan Program Satu Atap (Kemendikbud, 2017). Tiga 
program pertama yang disebutkan terkait langsung dengan PKB. 


3. Program Sarjana Mendidik (SM3T) 


Program ini dirancang untuk para sarjana yang sudah menyelesaikan 
kuliahnya dan siap mengabdi di daerah 3T selama satu tahun yang 
dilanjutkan dengan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG). Tujuan 
dari program ini adalah mengatasi permasalahan kurangnya tenaga 
pendidikan di daerah 3T serta memberikan pengalaman kepada 
sarjana pendidikan untuk membantu menyelesaikan permasalahan 
pendidikan di daerah 3T. Kegiatan ini hanya ditunjukkan bagi sarjana 
pendidikan dari luar daerah, yang ketika program selesai, sarjana akan 
kembali ke daerah asal. Dari kegiatan ini, guru di daerah 3T memang 
akan belajar dari sarjana yang ditugaskan. Namun, alangkah baiknya 
program seperti ini dibuat sedemikian rupa untuk guru/sarjana dari 
penduduk lokal yang berada di daerah 3T untuk merasakan pelatihan 
dan pendidikan ke kota kemudian diimplementasikan di sekolahan 
untuk periode ini karena guru penduduk lokal, maka akan menetap 
dan pengembangan profesi guru di daerah 3T juga akan berkualitas. 
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4. Guru Garis Depan (GGD) 


Dalam program ini, guru yang berpartisipasi adalah mereka yang 
sudah berkomitmen untuk menetap dengan jangka panjang di dae- 
rah 3T dan mereka merupakan guru yang sudah diangkat menjadi 
pegawai negeri sipil (PNS). Kegiatan ini hanya diperuntukkan bagi 
pegawai negeri sipil, sedangkan guru swasta yang mempunyai minat 
dan nasionalisme tinggi untuk mengabdi tidak memiliki kesempatan 
untuk mengikuti program ini. Maka dari itu, sebaiknya pemerintah 
memberikan peluang yang sama kepada semua guru karena faktanya 
guru PNS belum tentu berkualitas. 


5. Program Bina Kawasan 


Program ini digagas oleh Kementerian Agama melalui Ditjen Pendi- 
dikan Islam untuk menumbuhkan komitmen terhadap nilai kebang- 
saan dan keislaman. Program ini merupakan program pengiriman 
guru honorer pendidikan agama Islam (PAI) yang akan dilaksanakan 
selama 12 bulan atau satu tahun. Dalam praktiknya, para guru wajib 
mengajarkan pendidikan agama Islam pada sekolah di daerah 3T. 


E. KENDALA YANG DIHADAPI 


Pemerataan akses pendidikan, khususnya di daerah 3T, merupakan 
hal mutlak yang harus dilakukan. Menurut Syafii (2018), proses 
pemerataan pendidikan tidak harus hanya bersandar pada pemerin- 
tah dan negara. Keterlibatan berbagai pihak harus dilakukan dalam 
usaha mewujudkan pengembangan profesi guru yang efektif. 
Selain pemerintah, masyarakat sipil menjadi kekuatan yang dapat 
mendorong terciptanya pengembangan profesi guru. Organisasi 
kemasyarakatan ataupun lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang 
ada juga berperan penting dalam proses ini. Syafii juga menambahkan 
bahwa pengembangan profesi guru sebaiknya melibatkan masyarakat 
3T sehingga, apabila pengembangan profesi guru ini dapat tercapai, 
hal itu akan menjadi kekuatan modal pembangunan bangsa Indonesia 
ke depan melalui pendidikan, apalagi bonus demografi yang sudah 
menunggu di depan mata. Subarkah (2016) berpendapat bahwa 
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masih ada beberapa permasalahan mengenai pengembangan profesi 
guru di daerah 3T yang ada di Indonesia hingga saat ini, beberapa 
permasalahan tersebut terdapat pada pendidik, seperti kekurangan 
jumlah, distribusi tidak seimbang, kualifikasi yang belum memenuhi 
standar, kurang kompetensi, serta ketidaksesuaian antara kualifikasi 
pendidikan dan bidang yang diampu. 


Namun, pemerintah patut diapresiasi karena telah bekerja keras 
dalam meningkatkan pengembangan profesi guru di daerah 3T 
dengan beberapa program yang telah dicanangkan, seperti SM3T, 
Guru Garis Depan, dan Program Bina Kawasan. Beberapa program 
swasta pun bisa disebut di sini, seperti Indonesia Mengajar (Anies 
Baswedan), Sekolah Guru Indonesia (Dompet Dhuafa), Gerakan 
1.000 Guru Mengajar, Guru Penggerak Mengajar (UGM), dan Sar- 
jana Mengajar. Program-program tersebut merupakan program yang 
banyak diketahui oleh masyarakat. Tentunya masih banyak program 
serupa yang kurang terliput oleh media, tetapi tetap memiliki visi yang 
sama, yaitu memajukan pendidikan masyarakat daerah 3T. Sebaran 
wilayah yang dikunjungi pun meliputi semua wilayah tertinggal yang 
ada di Indonesia. Tentunya banyak sekali dampak positif dari program 
ini. Penghargaan dan apresiasi pun patut disematkan kepada para 
guru dan semua pihak, seperti penggagas, panitia, dan donatur, karena 
kesanggupan serta keikhlasannya untuk mengabdi demi kemajuan 
Indonesia. Tidak jarang, karena faktor alam, perbedaan budaya, 
dan bahasa guru dengan daerah tujuan dan lainnya, nyawa menjadi 
taruhan. Belum lagi soal fasilitas dan kebutuhan dasar yang terbatas, 
seperti listrik dan air bersih. Beda sekali dengan kehidupan guru 
sebelumnya. Mengirimkan guru ke daerah pedalaman merupakan 
solusi sementara yang bisa dilakukan saat ini. Dapat diketahui ber- 
sama bahwa para guru hanya akan berada di daerah untuk sementara 
waktu. Selanjutnya, mereka akan pergi setelah enam bulan atau satu 
tahun mengajar. Hal ini merupakan solusi sementara yang belum 
bisa memecahkan masalah dari akarnya. Sepi guru, rindu guru. Siswa 
merasakan pendidikan dan bahagia hanya sesaat. Tidak mudah bagi 
guru muda bertahan melebihi batas waktu, atau kembali lagi ke se- 
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kolah sasaran karena di daerah 3T fasilitas kesehatan dan pendidikan 
kurang, apalagi bagi mereka yang akan segera menikah. 


F. 


REKOMENDASI 


Untuk mengatasi permasalahan akibat tidak meratanya pendidikan di 
Indonesia yang berdampak terhadap pengembangan profesi pengajar 
yang ada, diperlukan perhatian khusus dan perbaikan pendidikan di 
daerah terbelakang, terdepan, dan tertinggal, yang secara garis besar 
ada beberapa cara. Berikut ini beberapa rekomendasi yang dapat kami 
sampaikan. 


a. 


Pemerintah memperluas jangkauan program PKB yang sudah 
ada ke daerah-daerah yang menjadi prioritas pembangunan, 
seperti Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara. Dalam Rencana Pem- 
bangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, pemerintah 
memprioritaskan pembangunan infrastruktur ekonomi, kesehat- 
an, dan pendidikan pada wilayah-wilayah tersebut. Jika ketiga 
unsur ini sudah dilaksanakan, tentunya ini akan menarik minat 
para lulusan sarjana atau guru di daerah yang lebih berkembang 
untuk mengikuti program PKB yang ditawarkan pemerintah dan 
bersedia untuk ditempatkan di daerah-daerah tersebut. 


Pemerintah harus memberikan penghargaan bagi para guru agar 
memotivasi mereka untuk dapat mengajar di daerah-daerah 
terpencil, mengingat peran mereka sangat penting dalam pem- 
erataan pendidikan dan mengurangi angka putus sekolah. 


Sebaiknya mahasiswa yang belajar di fakultas pendidikan ataupun 
mahasiswa non-keguruan yang nantinya akan menjadi seorang 
guru kelak bersedia ditugaskan di daerah-daerah terpencil guna 
meningkatkan pendidikan di sana, baik untuk sementara waktu 
maupun permanen. Tentunya dengan tunjangan dan akomodasi 
yang mendukung. 


Mempersiapkan putra terbaik daerah sebagai calon guru profe- 
sional. Pemerintah daerah diharapkan dapat bersinergi dengan 
SMA/MA/SMK di wilayahnya dan lembaga pendidikan tenaga 
keguruan terdekat dengan mengirimkan putra-putri terbaiknya 
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untuk kuliah sebagai calon guru dengan beasiswa penuh. Mata 
kuliah tentang kebudayaan dan karakter masyarakat daerah pun 
perlu untuk diajarkan. Mahasiswa ini berstatus ikatan dinas. 
Pemerintah pusat diharapkan mendukung pemda yang memiliki 
PAD yang rendah. 


Pemerintah dianjurkan mengadakan tes calon pegawai negeri 
sipil (CPNS) pada guru di daerah 3T setiap tahun dengan cara 
mengundang para sarjana guru pendidikan terbaik di daerah 
3T untuk mengikuti seleksi CPNS. Para pelamar guru ini di 
prioritaskan putra daerah masing-masing, untuk alumni guru 
yang pernah mengajar di daerah 3T dari beragam program di 
atas bisa dipertimbangkan. Guru yang sudah lulus tidak diizinkan 
untuk pindah ke sekolah kota meskipun sudah mengabdi selama 
lima tahun ataupun lebih, sehingga program ini tidak dijadikan 
sebagai batu loncatan. 


Memanggil guru atau putra daerah yang sedang mengajar di luar 
daerah serta pemutasian guru-guru PNS dari kota atau sekolah 
yang berlebih guru sangat mungkin dilakukan. Pemanggilan 
guru ini harus dibarengi dengan komitmen pemerintah daerah 
dan pemerintah pusat untuk memberikan jaminan kesejahteraan 
kepada guru 3T, seperti tunjangan khusus, beasiswa pendidikan 
putra-putri guru, dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, 
serta asuransi kesehatan. Tentunya sangat sulit memanggil para 
guru yang telah nyaman dan tinggal di kota jika pemerintah 
belum menyediakan fasilitas dan kesejahteraan yang masih jauh 
dari harapan, kecuali mungkin segelintir guru saja. 
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BAB V 


Meneropong Masa Depan 
Pendidikan 3T 


Sunarto Natsir 


Masyarakat Indonesia kembali disuguhi kisah pilu perjuangan siswa 
di daerah terpencil, terluar, dan terdepan (3T). Laman Liputan 6 me- 
ngabarkan tentang perjuangan puluhan pelajar SMK Negeri 1 Mangoli 
di Kepulauan Sula, Maluku Utara, yang tiap hari harus bertaruh nyawa 
untuk menyeberangi sungai demi mendapatkan layanan pendidikan 
(Hiar, 2020). Mereka harus mengangkat celana dan melepaskan 
sepatunya agar tidak terkena air. Belum lagi jika arus deras, mereka 
harus lebih berhati-hati untuk bisa sampai ke seberang. 


Kondisi ini tak jauh berbeda dengan nasib yang dialami oleh 
murid sekolah dasar di Negeri 1 Campoan Kabupaten Situbondo, Jawa 
Timur. Seperti dilaporkan oleh Aini (2017) pada laman Republika. 
co.id, para murid harus melewati tebing yang curam dan juga menye- 
berangi sungai yang memiliki arus deras untuk mendapatkan layanan 
pendidikan. Tidak hanya itu, mereka juga menempuh perjalanan yang 
jauh karena letak sekolahnya berada di daerah pegunungan. 


Kisah di atas hanyalah kepingan kecil dari ribuan fakta per- 
juangan pelajar di daerah 3T dalam mendapatkan akses pendidikan 
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di sekolah formal. Tentunya ini menjadi sebuah ironi bagi bangsa 
Indonesia. Kita ketahui bersama bahwa salah satu janji kemerdekaan 
ialah mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun 75 tahun Indonesia 
sudah merdeka, tetapi kita masih saja disuguhi potret pendidikan di 
daerah 3T yang masih jauh dari kata layak. 


Jika kita melihat situasi Indonesia yang katanya akan mengalami 
bonus demografi, ini akan menjadi momentum yang baik. Bonus 
demografi ditandai dengan peningkatan jumlah penduduk usia 
produktif yang mencapai 181,3 juta jiwa (68,6%) pada 2018. Tentunya 
kondisi ini akan sangat menguntungkan bagi kemajuan negara ini. 


Bahkan, beberapa negara di dunia yang telah mendapatkan bonus 
demografi sukses memajukan negaranya. Contohnya, pada 1970, 
Jepang mampu memajukan perekonomiannya dengan memanfaat- 
kan kondisi bonus demografi. Hal serupa terjadi di Cina dan Korea. 
Tentunya hal ini pula yang diharapkan terjadi pada Indonesia ketika 
puncak bonus demografi. 


Sayangnya, persoalan bonus demografi tidak hanya menjadi 
angin segar bagi bangsa ini. Di sisi lain, perlu persiapan dan strategi 
tertentu agar bonus demografi ini bisa dimaksimalkan karena jika 
kita salah dalam mengelolanya, yang terjadi malah sebaliknya, yaitu 
bencana demografi. 


Salah satu hal yang mendapat peranan penting ialah sektor 
pendidikan. Hal ini menjadi layanan dasar bagi Indonesia. Maka, 
wajar jika sektor pendidikan menjadi salah satu hal yang ingin dicapai 
beberapa pemimpin negara di dunia melalui program Sustainable 
Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 
(TPB). Dari 17 tujuan yang telah dicantumkan, poin ke-4 menyepakati 
adanya pendidikan yang bermutu. Program ini diharapkan mampu 
mengurangi angka kemiskinan, mengurangi kesenjangan, serta 
melindungi lingkungan. Harapannya, hal ini dapat tercapai pada 2030, 
ketika Indonesia mendapatkan bonus demografi. 


Pendidikan di Indonesia telah dijamin oleh Undang-Undang 
Dasar 1945, hal ini tertuang pada pasal 31. Dalam pasal ini, dinyata- 
kan bahwa setiap warga negara punya hak yang sama mendapatkan 
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layanan pendidikan. Selain itu, pendidikan dasar dibiayai oleh peme- 
rintah. Melalui pasal ini juga, pemerintah pusat ataupun pemerintah 
daerah diharapkan menyediakan anggaran minimal 20% dari APBN 
ataupun APBD. 


Di samping itu, perhatian pemerintah terhadap pendidikan juga 
dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
(RPJMN) 2020-2024. Dalam dokumen ini, tercatat bahwa pemerintah 
Indonesia berkomitmen untuk terus melakukan pengembangan sum- 
ber daya manusia (SDM), baik melalui bidang pendidikan, kesehatan, 
maupun kependudukan, dan lain-lain. Di sektor pendidikan, dalam 
RPJMN ini dijelaskan arah kebijakan dan strategi pemerintah, yaitu: 


1. Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran, 


2. Peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan di semua 
jenjang dan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun, 


3. Peningkatan profesionalisme, kualitas, pengelolaan, serta penem- 
patan pendidik dan tenaga kependidikan yang merata, 


4. Penguatan penjaminan mutu pendidikan untuk meningkatkan 
pemerataan kualitas layanan antarsatuan pendidikan dan antar- 
wilayah, 

5. Peningkatan tata kelola pembangunan pendidikan, strategi 
pembiayaan, dan peningkatan efektivitas pemanfaatan anggaran 
pendidikan. 


Secara regulasi, Indonesia punya tujuan luhur untuk memaju- 
kan bangsa lewat sektor pendidikan. Namun sayangnya, kondisi di 
lapangan masih sangat jauh dari apa yang diharapkan (Syafaruddin, 
2015) sehingga wajar jika kita masih sangat mudah melihat layanan 
pendidikan yang tidak merata, khususnya di daerah 3T. Menurut 
Dudung dkk. (2018), beberapa masalah pendidikan yang ada di 
daerah 3T, seperti kurangnya tenaga pendidik, distribusi tenaga 
pendidik tidak seimbang, kualifikasi pendidik tidak sesuai, pendidik 
kurang kompeten, dan kualifikasi pendidikan pendidik dengan mata 
pelajaran yang diajarkan tidak sesuai. Permasalahan terkait pendidik 
ini hampir ditemui di setiap sekolah 3T. 
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Selain permasalahan pendidik, masih ada beberapa masalah pen- 
didikan yang harus diselesaikan di daerah 3T, yaitu angka putus sekolah 
yang sangat tinggi, rendahnya partisipasi sekolah, kurangnya sarana 
dan prasarana pembelajaran, serta infrastruktur untuk mendapatkan 
akses pendidikan yang masih sangat sulit (Sunarto & Zulfikar, 2021). 


Tentunya kondisi ini menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia 
untuk meningkatkan mutu pendidikan. Di sisi lain, pendidikan 
di Indonesia tidak hanya bisa dilihat sejauh mana perkembangan 
sekolah-sekolah yang ada di perkotaan, tetapi juga harus lebih fokus 
untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah 3T (Kaliwardana, 
2019). Hal ini sangat penting agar pemerataan layanan pendidikan 
seperti yang telah digaungkan oleh Indonesia tercapai. 


Berbicara tentang daerah 3T tak lepas dari kondisi geografis 
Indonesia yang begitu luas serta banyaknya pulau yang dimiliki oleh 
Indonesia. Hal ini menjadi kendala pemerintah dalam melakukan 
program pembangunan yang merata di tiap daerah. Jika kita melihat 
fakta, pembangunan khususnya di bidang pendidikan hanya terpusat 
di wilayah perkotaan saja. Khususnya di Pulau Jawa (Maukar, 2016), 
meskipun tidak dimungkiri masih ada daerah-daerah terpencil di 
Pulau Jawa yang juga butuh perhatian khusus. 


Namun, hal itu bukanlah sebuah alasan pembenaran untuk tidak 
melakukan perbaikan di daerah 3T. Jika kita melihat Jepang, meskipun 
tak seluas Indonesia, Jepang juga termasuk negara kepulauan. Namun, 
kualitas pendidikan Jepang selalu berada di level atas dunia. 


Tentunya kita tidak harus membandingkan Indonesia dan 
Jepang. Akan tetapi, melalui fakta ini, pemerintah punya harapan 
untuk memperbaiki kondisi pendidikan di daerah 3T. Daerah 3T 
atau daerah khusus meliputi daerah yang terpencil atau terbelakang, 
daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah per- 
batasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana (alam 
dan sosial) dan daerah yang berada dalam keadaan darurat, dan/ 
atau daerah pulau kecil terluar. Hal ini sesuai dengan Permendikbud 
No. 34 Tahun 2012 tentang Kriteria Daerah Khusus dan Pemberian 
Tunjangan Khusus bagi Guru. 
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Tabel 5.1 Jumlah Daerah 3T pada 2014 


Status Daerah Provinsi Kabupaten/kota 
Terluar 9 20 
Terdepan 8 23 
Tertinggal 22 99 


Sumber: Bappenas (2014, sebagaimana dikutip oleh Kemendikbud 2016) 


Lebih lanjut, ada enam kriteria dasar sebuah daerah dikatakan se- 
bagai daerah tertinggal, yaitu melihat dari perekonomian masyarakat, 
sumber daya manusia, prasarana (infrastruktur), kemampuan keuang- 
an lokal (fiskal), aksesibilitas, dan karakteristik daerah (Dudung 
dkk., 2018). Merujuk pada surat yang dikeluarkan oleh Kementerian 
Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pem- 
bangunan Nasional (Bappenas) pada 2015 (sebagaimana dikutip oleh 
Kemendikbud, 2016) menyebutkan bahwa wilayah 3T di Indonesia 
terdiri dari 26 provinsi, 142 kabupaten/kota. Adapun detailnya dapat 
dilihat pada Tabel 5.1. 


Jika merujuk pada Tabel 5.1, Jumlah daerah 3T di Indonesia 
cukup besar. Kondisi ini menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia, 
meskipun pada 2020 Presiden Joko Widodo telah menetapkan Pera- 
turan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan 
Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024. Melalui regulasi ini, pemerintah 
memperbarui data daerah tertinggal. Dalam lampirannya, ada 63 
daerah dengan status tertinggal sehingga ada penurunan jumlah 
sebaran daerah 3T. Namun, hal itu bukan berarti pekerjaan rumah 
pemerintah dalam hal pemerataan pendidikan telah selesai. 


Menurut Syafii (2018), pendidikan di Indonesia memiliki be- 
berapa tantangan besar, yaitu ketersediaan akses pendidikan bagi 
semua orang, belum meratanya kualitas pendidikan, dan keseriusan 
pemerintah daerah untuk ikut meningkatkan kualitas pendidikan 
di daerah, baik berupa kebijakan maupun melalui alokasi anggaran. 

Di samping itu, tantangan lain adalah sulitnya koordinasi dan 
keterpaduan kebijakan antara pusat dan daerah sehingga diperlukan 
kemauan politik yang terstruktur dengan baik untuk melakukan 
pemerataan pendidikan. 
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Untuk itu, dalam artikel ini, akan dijelaskan tentang faktor-faktor 
kesenjangan pendidikan di daerah 3T. Selain itu, tulisan ini mengulas 
tentang peran pemerintah dan lembaga swasta dalam memajukan 
pendidikan di Indonesia, khususnya di daerah 3T, serta beberapa 
tawaran dari penulis untuk peningkatan kualitas pendidikan di daerah 
3T. 


A. FAKTOR-FAKTOR KESENJANGAN DI DAERAH 3T 


Jika kita mengurai lebih dalam lagi tentang kondisi pendidikan di 
daerah 3T, kita akan menemukan berbagai kesenjangan. Menurut 
Syafii (2018), kesenjangan yang terjadi dalam wilayah pendidikan 
tersebut disebabkan oleh berbagai macam faktor, sebagai berikut. 


1. Faktor Sumber Daya Manusia 


Hal ini mencakup kepala sekolah dan guru yang ada di daerah 3T. 
Masih banyak ketimpangan yang terjadi di sekolah, seperti kurangnya 
tenaga pendidik, distribusi pendidik tidak seimbang, kualifikasi 
pendidik tidak sesuai, pendidik kurang kompeten, dan kualifikasi 
pendidikan pendidik dengan mata pelajaran yang diajarkan tidak 
sesuai. Hal yang sama menimpa posisi kepala sekolah sehingga 
membuat manajemen sekolah di daerah 3T tidak terurus dengan baik. 


2. Faktor Sarana dan Prasarana Pendidikan 


Faktor ini pula yang sering menjadi sorotan utama di daerah 3T, 
bukan hanya kondisi gedung, atau media pembelajaran, tetapi akses 
untuk menuju sekolah pun masih sangat sulit. Belum lagi masih ada 
daerah yang belum memiliki listrik sehingga hal ini membuat sekolah 
di daerah 3T makin sulit untuk bisa mengatasi ketertinggalannya, 
baik dalam administrasi pendidikan maupun dalam proses belajar- 
mengajar. 


3. Faktor Kinerja dan Kesejahteraan Guru yang Belum 
Optimal 


Kesejahteraan guru juga masih sangat kurang. Meskipun pemerintah 
telah menyediakan tunjangan khusus untuk daerah 3T, hal itu hanya 
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beberapa orang yang menerimanya dalam satu sekolah. Selain itu, 
kebanyakan guru di daerah 3T masih berstatus non-PNS sehingga 
selain mengajar di sekolah, mereka harus mencari pekerjaan lain 
untuk tetap mencukupi kebutuhannya sehari-hari, seperti bertani, 
berkebun, atau melaut. Kondisi ini akan berdampak pada kinerjanya 
karena terkadang, pada musim tanam, guru tersebut tidak hadir di 
sekolah. Hal ini sangat dilematis karena guru non-PNS yang sukarela 
untuk mengajar hanya mendapat upah dari dana BOS yang tidak 
seberapa itu pun dibayarkan per triwulan. 


4. Faktor Proses Pembelajaran yang Masih Konvensional 


Tidak bisa dimungkiri bahwa kurangnya sarana dan prasarana di 
sekolah ikut membuat daya kreativitas guru di daerah 3T menurun 
sehingga mereka mengajar seadanya saja. Dengan kata lain, mereka 
masuk di kelas, menjelaskan, membacakan buku, meminta siswa 
menyalin, dan memberi tugas kepada siswa. Tentunya ini membuat 
para siswa merasa bosan dengan model pembelajaran seperti ini. 


5. Jumlah dan Kualitas Buku yang Belum Memadai 


Kehadiran sumber bacaan ataupun perpustakaan di sekolah 
menjadi salah satu sarana penunjang bagi siswa untuk menambah 
pengetahuannya. Namun, kondisi sekolah di daerah 3T begitu miris. 
Jangankan buku bacaan sebagai tambahan, buku pelajaran sebagai 
pedoman siswa saja masih kurang. Apalagi, jika berbicara tentang 
adanya gedung perpustakaan. Kalaupun ada perpustakaan di sekolah, 
itu pun memanfaatkan ruangan lain yang disekat sedemikian rupa. 
Secara umum, sekolah di daerah 3T masih banyak yang tak memiliki 
gedung perpustakaan. 


6. Lemahnya Kemampuan Sistem Pendidikan Nasional 


Pendidikan memang bukanlah hal yang statis, tetapi beberapa kalang- 
an, terutama pendidik di daerah 3T, sering merasa kebingungan 
dengan pergantian kurikulum dengan begitu cepatnya. Bahkan, ada 
beberapa sekolah belum mendapatkan sosialisasi kurikulum yang 
lama, malah kurikulum diganti dengan kurikulum baru sehingga 
wajar jika ada sebuah istilah “ganti menteri ganti kurikulum”. 
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7. Keterbatasan Anggaran yang Dimiliki 


Amanat UUD telah menjelaskan tentang porsi anggaran 2096 untuk 
pendidikan. Meskipun pemerintah pusat telah melakukannya. Na- 
mun, di sisi lain, pemerintah daerah yang melakukan hal ini masih 
sangat kurang dengan dalih anggaran APBD sangat sedikit. Maka, hal 
ini berdampak dalam peningkatan kualitas pendidikan di daerah 3T. 


8. Pendidikan yang Belum Berbasis pada Masyarakat dan 
Potensi Daerah 


Pendidikan di daerah 3T masih sangat kurang dalam menginte- 
grasikan kearifan lokal ke dalam pendidikan di sekolah. Meskipun 
di sekolah terdapat pelajaran muatan lokal, terkadang pelajaran itu 
hanyalah formalitas semata, bahkan ada beberapa sekolah menjadikan 
pelajaran bahasa Inggris sebagai mata pelajaran muatan lokal. Hal 
ini terjadi karena para pendidik di daerah 3T kurang paham dalam 
mengoptimalkan kearifan lokal dalam pelajaran. Selain itu, keaktifan 
masyarakat dan keluarga masih sangat kurang dalam hal memajukan 
pendidikan di daerah 3T. 


B. KOLABORASI UNTUK MEMAJUKAN PENDIDIKAN 
3T 

Kondisi pendidikan di daerah 3T yang serba kekurangan secara 

langsung berdampak pada angka partisipasi pelajar. Maka, wajar jika 

angka putus sekolah di daerah 3T cukup tinggi. Bukan hanya karena 

faktor sosial kemasyarakatan, tetapi juga faktor kualitas pendidikan. 

Melihat hal ini, pemerintah Indonesia tidak hanya berpangku 
tangan. Hal itu terlihat dari upaya pemerintah Presiden Joko Widodo 
memasukkan permasalahan pendidikan ini ke RPJMN 2020-2024 
dalam salah satu klausulnya, “Meningkatkan Sumber Daya Manusia 
yang Berkualitas dan Berdaya Saing” 

Selain itu, pemerintah meluncurkan program Nawacita. Dalam 
program ini, terdapat poin terkait pendidikan, yaitu pemerintah akan 
meningkatkan kualitas pendidikan serta akan melakukan penataan 
kurikulum nasional untuk gerakan revolusi karakter bangsa. 
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Program Nawacita kemudian direspons oleh Kemendikbud 
dengan melakukan program maju bersama mencerdaskan Indonesia. 
program ini diharapkan mampu menjadi solusi untuk pendidikan di 
daerah 3T ( Kemendikbud, 2016). Ada beberapa program yang telah 
dilakukan, yaitu 


1. Program Pendidikan Profesi Guru Terintegrasi dengan 
Kewenangan Tambahan (PPGT), 


Program Sarjana Mendidik di daerah 3T (SM-3T) 


Program Kuliah Kerja Nyata di daerah 3T dan PPGT (KKN-3T 
PPGT), 


4. Program Pendidikan Profesi Guru Terintegrasi Kolaboratif 
(PPGT Kolaboratif), 


5. Program S1 Kependidikan dengan Kewenangan Tambahan (S-1 
KKT). 


Selain itu, beberapa tahun belakangan, pemerintah aktif mengi- 
rimkan guru-guru muda ke daerah 3T melalui program Guru Garis 
Depan (GGD) yang berstatus pegawai negeri. Di sisi lain, pemerintah 
giat menyelesaikan permasalahan pendidikan di sekolah 3T. Namun, 
masalah di daerah 3T bukan hanya tentang kekurangan pendidik. 
Lebih dari itu, pendidikan di daerah 3T butuh dukungan sarana dan 
prasarana yang layak, seperti bantuan dana program kerja sekolah, 
karena jika hanya mengandalkan dana BOS dengan perhitungan 
jumlah siswa, penerimaan sekolah di daerah 3T akan selalu sedikit. 
Tak jarang pihak bendahara sekolah harus mengutang ke beberapa 
tempat untuk menutupi biaya operasional. 


Menjadikan pendidikan di Indonesia agar setara dan layak dari 
Sabang sampai Merauke bukan hanya tugas atau tanggung jawab 
pemerintah. Dibutuhkan peran berbagai pihak, terutama lembaga 
ataupun organisasi lain. Untungnya, begitu banyak lembaga nonpe- 
merintah yang terlibat untuk memajukan pendidikan Indonesia. baik 
yang skala nasional maupun skala lokal. Sebagai contoh, kita dapat 
melihat kinerja lembaga Indonesia Mengajar yang beberapa tahun 
belakangan mengirim para pengajar muda untuk mengajar di daerah 
31. 
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Dikutip dari laman Kompas (Gabrillin, 2016), selama lima tahun 
(2010-2015), mereka mengirim 671 pengajar muda untuk men- 
jangkau 24 daerah 3T di Indonesia. Mereka percaya bahwa dengan 
terjun langsung akan ada interaksi, sehingga interaksi ini merupakan 
kunci dari pendekatan perbaikan pendidikan. Dengan moto “setahun 
mengajar seumur hidup menginspirasi” diharapkan mampu memo- 
tivasi para pengajar muda untuk memaksimalkan potensi mereka 
selama bertugas di daerah 3T. 


Selain itu, ada Program Sabang Merauke yang dilakukan oleh 
Yayasan Seribu Anak Bangsa. Program ini memberikan kesempatan 
kepada pelajar di 3T untuk menikmati kondisi pendidikan di kota. 
Program yang dimulai pada 2012 ini tidak hanya melakukan pertu- 
karan semata, tetapi lebih fokus membina dasar kebinekaan Indonesia 
kepada para peserta yang mengikuti program ini. 

Di sisi lain, Hoshizora Foundation dengan program kakak asuh 
dan adik asuh juga terlibat aktif dalam pendidikan di Indonesia. 
Lembaga yang pada awalnya diinisiasi oleh para pelajar Indonesia 
yang ada di Jepang sampai sekarang makin berkembang. Dikutip dari 
website resmi Hoshizora Foundation, mereka memiliki visi memberi- 
kan bantuan kepada setiap anak untuk mendapatkan pendidikan dan 
mengembangkan potensinya. Pihak Hoshizora memberikan beasiswa 
kepada anak berprestasi dan mempunyai semangat untuk melanjutkan 
pendidikan, tetapi terkendala keuangan. 


Selain lembaga nonpemerintah di atas, masih ada nama besar 
lembaga Tanoto Foundation yang bergerak tidak hanya di sektor 
pendidikan yang ada di kota, tetapi juga merambah ke daerah 3T. Ten- 
tunya peran lembaga nonpemerintah ini memberikan dampak positif 
bagi tingkat partisipasi para pelajar di daerah 3T. 

Lembaga-lembaga tersebut meningkatkan mutu pendidikan dari 
berbagai sisi sesuai dengan visi-misi organisasi mereka. Namun, secara 
garis besar, peranan lembaga nonpemerintah di daerah 3T dapat kita 
klasifikasikan sebagai berikut: 


1. menyediakan pendidik berkualitas, 
2. memberikan bantuan dana untuk siswa, 
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3. memberikan sarana dan prasarana, 
melakukan pelatihan untuk pendidik, dan 
5. meningkatkan motivasi pelajar 3T. 


> 


Tentunya semangat untuk memajukan pendidikan di daerah 
3T tidak hanya dipegang oleh pemerintah, tetapi juga oleh berbagai 
pihak. Namun, terkadang sinergi antara pemerintah dan lembaga lain 
tidak berjalan beriringan. Pemerintah dan lembaga lainnya sama- 
sama bekerja untuk pendidikan daerah 3T. Namun, terkadang mereka 
tidak bekerja sama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dalam 
hal ini belum ada masterplan dalam sinergi peran masing-masing. 


Jika kolaborasi antara pemerintah dan lembaga nonpemerintah 
kuat dan memiliki peta jalan yang jelas dalam meningkatkan kualitas 
pendidikan di daerah 3T, secara bertahap pendidikan di daerah 3T 
akan mengalami peningkatan yang signifikan. 


C. REKOMENDASI 


Melihat kondisi pendidikan di daerah 3T yang butuh penanganan 
khusus, tentunya pemerintah dan lembaga lainnya sangat memer- 
lukan pendekatan ataupun strategis khusus untuk ikut ambil bagian 
dalam memajukan pendidikan di negara ini. Ada beberapa tawaran 
dari penulis untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam memajukan 
pendidikan di daerah 3T. 


Pemerintah seharusnya mengoptimalkan koordinasi antarke- 
menterian dalam rangka percepatan dan pembangunan di daerah 
3T. Hal ini sudah menjadi hal yang wajar di negara-negara maju, 
seperti Amerika, Singapura, Inggris, Finlandia, dan beberapa negara 
di Eropa, yang mempunyai kerangka kerja berisi bentuk program 
antarkementerian dalam memajukan pendidikan di negara tersebut. 

Selain itu, keterlibatan pihak nonpemerintah dalam perbaikan 
pendidikan di daerah 3T harus terus dilanjutkan, kalau bisa pemerin- 
tah memberikan ruang sebesar-besarnya untuk mereka. Bahkan, 
melibatkan perusahaan-perusahaan besar untuk ikut membantu 
pendidikan di daerah 3T. Seperti yang dilakukan pemerintah Jepang 
dengan program sharing untuk pendidikan dari perusahaan. Jadi, jika 
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seseorang akan membeli produk di toko retail ataupun supermarket, 
di dalam bungkus produk tersebut terdapat kode tertentu. Pihak 
sekolah meminta para siswa mengumpulkan kode-kode tersebut, 
setelah terkumpul kode tersebut bisa ditukarkan dengan media 
ataupun sarana pembelajaran yang telah disiapkan oleh perusahaan 
untuk sekolah sehingga sarana dan media pembelajaran di sekolah 
bisa mendapat bantuan dari program ini. 


Di samping itu, pemerintah juga harus memperhatikan 
kesejahteraan guru di daerah 3T yang berstatus non-PNS, untuk 
dilakukan rekrutmen. Kemudian memberikan apresiasi kepada para 
guru yang telah mengabdi di daerah 3T, misalnya pemberian beasiswa 
melanjutkan studi, penyediaan perumahan di sekolahan khusus guru, 
serta kenaikan pangkat khusus. 


Dari sisi pendanaan, pemerintah sebaiknya mempertimbangkan 
adanya dana BOS khusus untuk daerah 3T, yang tidak lagi dihitung 
berdasarkan pada jumlah siswa, tetapi lebih pada pemenuhan sarana 
dan prasarana pembelajaran. Selain itu, terkhusus pemerintah dae- 
rah diharapkan agar lebih mengalokasikan anggaran khusus untuk 
sekolah-sekolah yang berada di wilayah 3T. 


Jika berbagai strategi ini dilakukan secara maksimal dan berkesi- 
nambungan, cita-cita pemerataan pendidikan di Indonesia akan 
terwujud. Selain itu, visi-misi yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024 
dapat dicapai sehingga ini menjadi titik tolak untuk mencapai sasaran 
pada visi 2045, yaitu Indonesia menjadi negara maju. 
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Komparasi dan Analisis 
Kemampuan Literasi Negara- 
Negara Peraih Peringkat 
PISA Tertinggi 


Muhammad Aswin Rangkuti 


The Program for International Student Assessment (PISA) merupa- 
kan salah satu program yang dikeluarkan oleh The Organisation for 
Economic Co-operation and Development (OECD) dalam mengukur 
kemampuan siswa berumur 15 tahun dalam hal literasi matematika, 
sains, dan membaca. Survei yang dilakukan setiap tiga tahun sekali 
semenjak 2000 sampai terakhir kali pada 2018 menunjukkan bahwa 
posisi Indonesia selalu menempati urutan 10 terbawah dari semua 
negara yang berpartisipasi. Hasil PISA terakhir yang dipublikasikan 
pada 2019 tetap menunjukkan Indonesia berada di urutan ke-74 dari 
total 79 negara. Secara spesifik, nilai rata-rata literasi membaca adalah 
371 dengan rata-rata skor OECD sebesar 487, nilai rata-rata literasi 
matematika adalah 379 dengan skor rata-rata OECD 487, serta nilai 
rata-rata untuk literasi sains adalah 371 dengan skor rata-rata OECD 
489 (Schleicher, 2019). 
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Gambar 6.1 Tren Kemampuan Literasi PISA di Indonesia Semenjak Tahun 2000 


Gambar 6.1 di atas menunjukkan nilai rata-rata tiga kemampuan 
literasi yang diukur oleh PISA sejak 2000. Indonesia menjadi salah 
satu negara yang semenjak awal berpartisipasi dalam penilaian PISA. 
Grafik menunjukkan bahwa rata-rata nilai dari ketiga skill bersifat 
sedikit fluktuatif, tetapi nilainya masih jauh di bawah rata-rata nilai 
OECD, yaitu berkisar 500. Tren yang paling menonjol dapat dilihat 
pada kemampuan membaca yang menurun cukup tajam. Rata-rata 
nilai kemampuan membaca pada kemampuan ini menunjukkan tren 
penurunan yang cukup drastis pada 2018. Bahkan, nilai rata-rata pada 
2018 menunjukkan hasil yang sama persis ketika pada 2000, yaitu 
371. Sementara itu, kemampuan matematika dan sains menunjukkan 
tren dengan fluktuasi yang tidak terlalu signifikan dan cenderung 
menurun. Hasil ini menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan 
yang harus diselesaikan untuk meningkatkan performa pendidikan di 
Indonesia terhadap kemampuan tiga aspek literasi yang diukur PISA. 

Selama hampir dua dekade terakhir, negara-negara Eropa dan 
Asia mendominasi peringkat teratas PISA. Tentu saja peringkat PISA 
bukan berarti persaingan negara untuk mendapat peringkat tertinggi, 
namun hasil ini dapat dijadikan refleksi dalam hal ukuran kualitas 
pendidikan, solusi kebijakan masalah pendidikan, dan dampaknya 
terhadap ekonomi sebuah negara (Grey & Morris, 2018). Di beberapa 
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negara Eropa, hasil PISA bahkan menjadi kejutan yang besar bagi 
sistem pendidikan mereka yang pada akhirnya berdampak pada 
perdebatan kebijakan pendidikan mereka (Grek, 2009; Michel, 2017). 
Secara bertahap negara-negara yang menggunakan hasil PISA dalam 
mereformasi sistem pendidikan mereka pada akhirnya memperoleh 
peringkat PISA yang makin baik. Secara khusus, negara China yang 
pada 2015 mendapat peringkat ke-10, kemudian melesat menjadi 
peringkat pertama pada penilaian 2018. Finlandia dan Singapura 
juga konsisten menempati peringkat sepuluh besar dalam beberapa 
kali evaluasi. Kajian teoritis pada Bab ini akan mengomparasi literasi 
saintifik PISA pada beberapa negara dan strategi-strategi yang diha- 
rapkan dapat diimplementasikan ke depannya untuk meningkatkan 
kemampuan literasi siswa di Indonesia. 


A. RESPONS AWAL BEBERAPA NEGARA TERHADAP 
HASIL PISA 


Respons negara-negara ketika hasil PISA pertama kali dipublikasikan 
pada 2000 berbeda-beda. Pada banyak negara Eropa, hasil PISA men- 
jadi alarm bagi sistem pendidikan dan menjadi perdebatan panjang 
tentang keefektifan sistem pendidikan mereka saat itu. Jerman, con- 
tohnya, secara sosial dianggap sebagai negara yang dipandang cukup 
bermartabat dalam hal pendidikan memandang hasil PISA yang 
dikeluarkan pertama kali sebagai sebuah kejutan karena peringkat 
negaranya tidak masuk 10 peringkat teratas. Banyak media Jerman 
yang membahas fenomena ini sehingga menimbulkan perdebatan 
yang cukup besar walaupun tidak berdampak pada perubahan kebi- 
jakan secara signifikan pada waktu itu (Martens & Niemann, 2013). 
Namun, fenomena ini menjadikan gambaran pemerintah untuk 
meningkatkan martabatnya sebagai negara yang cukup terpandang di 
bidang keilmuan. Gambar 6.2 menunjukkan performa PISA di Jerman 
terus meningkat semenjak terjadinya fenomena kejutan pada 2000. 
Tren penurunan terlihat pada 2012 walaupun semua kemampuan 
yang diuji hampir selalu mendapat di atas rata-rata nilai OECD. 
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Gambar 6.2 Tren Kemampuan Literasi PISA di Jerman Semenjak Tahun 2000 


Respons yang kontras ditemukan di negara Amerika Serikat. 
Negara ini juga tidak masuk sebagai negara-negara teratas peraih nilai 


PISA tertinggi di penilaian pada 2000. Namun fenomena ini tidak 


terlalu menjadi perhatian publik pada saat itu (Martens & Niemann, 
2013). Sampai penilaian terakhir, Amerika Serikat jarang menduduki 
peringkat sepuluh teratas PISA. Gambar 6.3 menunjukkan hampir 
tidak ada fluktuasi terhadap perubahan skor rata-rata literasi PISA 
di Amerika Serikat sampai 2018. 
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Gambar 6.3 Tren Kemampuan Literasi Saintifik di Amerika Serikat Semenjak 


Tahun 2000 
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Kedua tren ini menjadi gambaran pentingnya respons publik ter- 
hadap hasil PISA. Di Indonesia sendiri, respons terhadap PISA sendiri 
cukup besar. Semenjak berpartisipasi pertama kali, terjadi perubahan 
kurikulum 2004 berbasis kompetensi (KBK) dan hasil PISA menjadi 
salah satu pertimbangan dalam penyusunannya. Pengembangan 
kurikulum 2013 salah juga mengambil PISA sebagai faktor eksternal 
dalam penyusunannya (Pratiwi, 2020). Terakhir, untuk mencapai 
kesinambungan di antara soal PISA, pemerintah juga mencanangkan 
penggunaan soal dengan model Higher Order Thinking Skill (HOTS) 
untuk diimplementasikan pada evaluasi pembelajaran siswa (Dinni, 
2018). Namun, permasalahan mulai muncul seperti tidak siapnya 
siswa menjawab soal berbasis HOTS ketika ujian nasional karena 
merasa terlalu sulit (Dinni, 2018; Ralmugiz, 2020). Salah satu permasa- 
lahan klasik juga masih muncul, yaitu tidak meratanya pendidikan 
di Indonesia (Aditomo & Faridz, 2018). Respons Indonesia terhadap 
PISA sebenarnya sudah masif, termasuk mengubah kebijakan melalui 
kurikulum, tetapi implementasinya menjadi kendala yang cukup besar 
yang harus terus dievaluasi oleh pemerintah. 


B. PEMERATAAN PENDIDIKAN TERHADAP 
PERINGKAT PISA 


Permasalahan klasik, yaitu pemerataan pendidikan, masih men- 
jadi kendala terbesar di Indonesia. Berkaca dari hasil infografis di 
Indonesia yang dikeluarkan oleh Balitbang Kemendikbud, masih ter- 
jadi ketimpangan antara hasil siswa di DKI Jakarta dan DI Yogyakarta 
terhadap rata-rata nilai kemampuan literasi PISA nasional. 


Komparasi dan Analisis ... 81 


= @x 
B ==] MEMBACA @ MATEMATIKA IA SAINS 
TH 339 N 352 a 357 
| indonesa 371 | indonesia 379 | indonesia LA 
P5 416 DH) Jakarta 424 
Ne «03 —-———|——wi—-— 414 —— 75 
CITT 410 Ku «22 See 43 
CITITE 411 a 429 CEIT 434 
N it) ——— X0 KE «35 
SS TA Sc? Ne,» 
© Filipina E Thailand IM Brunei Darussalam E Malaysia B Singapura 


Sumber: Kemdikbud (2019) 
Gambar 6.4 Disparitas Hasil PISA di Indonesia dan Beberapa Negara ASEAN 


Gambar 6.4 menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan 
rata-rata nilai kemampuan literasi PISA siswa di DKI Jakarta dan 
DI Yogyakarta terhadap nilai rata-rata nasional. Ketiga literasi kedua 
daerah ini memiliki nilai yang hampir sama dengan negara-negara 
ASEAN lain walaupun masih tertinggal jauh dengan Singapura. 
Namun, rata-ratanya mendekati nilai yang dikeluarkan OECD pada 
2018, yaitu 487. Fenomena ini salah satu indikator yang menunjuk- 
kan ketimpangan performa pendidikan di Indonesia. Penelitian 
yang dilakukan oleh Aditomo dan Faridz (2018) menemukan bahwa 
sekolah menengah di Indonesia dengan kategori rendah memiliki 
ketertinggalan selama 2,5-4 tahun terhadap sekolah berkategori tinggi 
dengan jumlah sekolah berkategori rendah yang cukup besar tersebar 
di seluruh Indonesia. 


Salah satu faktor penyebab ketimpangan pendidikan yang berefek 
pada kemampuan literasi siswa adalah perbedaan status ekonomi dan 
sosial siswa. Siswa dengan status ekonomi sosial yang tinggi cen- 
derung memiliki literasi yang tinggi pula. Kesenjangan pendidikan 
sebenarnya sudah menjadi salah satu fokus perhatian pemerintah 
sejak dulu. Akhir-akhir ini, pemerintah menerapkan sistem zonasi 
dalam sistem pendidikan di Indonesia. Namun, kebijakan ini menuai 
pro dan kontra di kalangan masyarakat. Beberapa penelitian menun- 
jukkan dampak positif dalam meningkatkan pemerataan pendidikan 
di kalangan siswa untuk mengurangi dikotomi sekolah unggulan dan 


82 Indonesia Emas Berkelanjutan ... 


non unggulan (Datuk, 2020; Nida Pangaribuan & Hariyati, 2019; 
Perdana, 2019). Namun, hal ini juga menimbulkan dilema bahwa 
sistem zonasi ini hanya berfokus pada distribusi siswa, tetapi tidak 
berfokus pada kesenjangan kompetensi guru pada setiap sekolah 
(Mahpudin, 2020). 

Program SM3T yang mengirim guru-guru ke daerah tertinggal, 
terpencil, dan terbelakang menjadi salah satu solusi yang ditawarkan 
pemerintah untuk mengatasi kesenjangan pendidikan. Bahkan, 
jalur penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) khusus dibuka 
untuk guru-guru yang telah selesai mengikuti program ini. Namun, 
sekali lagi implementasi selalu menjadi perhatian utama. Apakah 
guru-guru yang dikirim tersebut sudah cukup kompeten dalam 
mengajar? Apakah mereka siap mengajar dengan lingkungan sosial 
budaya yang benar-benar berbeda? Atau apakah program ini bersifat 
berkelanjutan? Pertanyaan dan dilema inilah yang perlu diperhatikan 
oleh pemerintah dalam upaya meningkatkan kesenjangan pendidikan 
yang nantinya perlahan-lahan akan meningkatkan literasi siswa di 
Indonesia. 


C. BERKACA DARI KURIKULUM NEGARA PERAIH 
PISA TERTINGGI 


Singapura sebagai salah satu negara tetangga Indonesia selalu me- 
nempati 10 besar peringkat PISA. Pembelajaran berbasis penyelesaian 
masalah (problem solving) sudah diimplementasikan pada kurikulum 
matematika pada awal 1990-an (Toh dkk., 2019). Di Indonesia sen- 
diri, pada masa itu, diterapkan kurikulum berbasis caturwulan yang 
berorientasi pada isi materi pelajaran yang cukup banyak dan berlaku 
universal untuk semua siswa dan mata pelajaran. Contohnya, dalam 
pembelajaran matematika, terdapat perbedaan konten kurikulum 
berbasis pemecahan masalah matematika di Singapura yang tidak 
ada di Indonesia dan hal ini berpotensi menjadi salah satu alasan 
kenapa nilai PISA literasi matematika Indonesia jauh tertinggal di 
Indonesia (Rott, 2019). Di bawah ini adalah contoh soal matematika 
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di Singapura yang didesain berdasarkan pada tingkat kelas siswa dan 
level kesulitan yang diatur secara kontinu. 


Soal matematika level mudah untuk siswa kelas III: 


“Seorang pria menjual 230 balon pada sebuah taman bermain pada pagi 
hari. Kemudian dia menjual 86 balon lagi di malam hari. Berapa banyak 
balon yang dijual secara keseluruhan?” (Hoven & Garelick, 2007). 


Soal matematika level sulit untuk siswa kelas VI: 


“Lauren menghabiskan 20 persen uangnya untuk membeli sebuah 
baju. Kemudian dia menghabiskan 2/5 sisanya untuk membeli buku. 
Sekarang dia mempunyai sisa uang $72. berapa uang yang dimiliki 
Lauren mula-mula?” (Hoven & Garelick, 2007). 


Soal di atas menunjukkan konsep pembelajaran matematika 
untuk anak sekolah dasar di Singapura, tetapi desain diawal meng- 
gunakan soal-soal berbasis pemecahan masalah yang diselesaikan 
dengan menggunakan teknik model batang (Hoven & Garelick, 2007). 
Teknik ini diperkenalkan di Singapura semenjak dini sehingga siswa 
dapat menyelesaikan soal-soal berbasis kalimat dan memvisualisasi 
dalam bentuk batang-batang. Misalnya, untuk soal level 3 di atas, 
penyelesaiannya sangat sederhana dengan hanya menjumlahkan dua 
bilangan tersebut. Namun, tidak dengan siswa-siswa di Singapura. 
Mereka diajak untuk merepresentasikan bilangan-bilangan tersebut 
dengan menggambar batang-batang. Berdasarkan pada gambar 
tersebut, siswa diminta untuk menganalisis dan menjawab pertanya- 
an. Proses ini terlihat kompleks, tetapi sebenarnya teknik ini akan 
mengajak siswa untuk melatih kemampuan analisis dan pemecahan 
masalah mereka. 


Penelitian menunjukkan teknik model batang akan melatih siswa 
untuk memahami soal-soal berbasis pemecahan masalah dengan 
menggambar kotak-kotak dan menganalisis soal-soal di atas sampai 
pada akhirnya siswa menjawab pertanyaan tersebut (Osman dkk., 
2018). Pada kelas tiga, siswa dihadapkan dengan soal matematika yang 
simpel, kemudian di kelas IV dan V dengan soal yang lebih sulit, dan 
pada akhirnya soal matematika level tersulit dihadapkan pada siswa 
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kelas VI, tetapi tetap menggunakan pendekatan teknik model batang 
ini (Hoven & Garelick, 2007). 


Pada 1990-an, siswa di Indonesia masih dihadapkan pada 
pembelajaran matematika bersifat tradisional. Matematika pada 
saat itu hanya berfokus pada ilmu hitung dan cara berhitung, lebih 
mengutamakan hafalan daripada keterampilan berhitung (Alhaddad, 
2016). Pada saat itu, siswa akan dianggap kompeten pada pelajaran 
matematika ketika mereka dapat menghafal perkalian sederhana atau 
dapat menyelesaikan proses perhitungan secara tradisional dengan 
mengalikan bilangan dan menjumlahkan untuk mendapatkan hasil 
akhir. Proses berpikir seperti ini membuat siswa kehilangan proses 
kreativitasnya dalam berpikir dalam menyelesaikan masalah. Padahal, 
proses penyelesaian masalah menjadi indikator utama dalam penilaian 
literasi PISA. 


Selain Singapura, Finlandia menjadi salah satu negara yang selalu 
mendapatkan nilai PISA teratas, termasuk dalam hal literasi sains. 
Ilmu pengetahuan alam terintegrasi diajarkan di kurikulum pendidik- 
an Finlandia pada siswa kelas I-IV. Kemudian, pembelajaran tersebut 
dipisahkan menjadi dua bagian, yaitu fisika dan kimia serta biologi 
dan geografi. Selanjutnya, pada kelas VII-IX, ilmu sains dipisahkan 
menjadi fisika, kimia, biologi, dan pendidikan kesehatan (Lavonen & 
Laaksonen, 2009). Sama halnya dengan Singapura, kurikulum sains 
di Finlandia sejak 1990-an telah koheren dengan kerangka berpikir 
PISA. Siswa-siswa diajak untuk berpikir dengan situasi yang berbeda, 
menginterpretasi tabel dan grafik. Pengetahuan kuantitatif tidak 
menjadi prioritas utama seperti hafalan rumus dan persamaan, tetapi 
lebih membawa siswa mengaplikasikannya dalam proses pemecahan 
masalah (Ahtee dkk., 2008). 

Indonesia juga sebenarnya sudah mulai mengadopsi beberapa 
sistem pembelajaran negara-negara yang memiliki sistem pendidikan 
terbaik di dunia. Proses belajar di sekolah dasar sekarang sudah 
menggunakan prinsip pembelajaran tematik yang menggabungkan 
beberapa unsur dan tema beberapa mata pelajaran sehingga hasil 
pembelajaran menjadi bermakna. Soal-soal evaluasi juga sudah 
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ditekankan berbasis HOTS yang menuntut cara berpikir tingkat 
tinggi. Namun, titik awal perubahan ini cukup tertinggal jauh dari 
negara-negara di atas yang telah memulainya semenjak beberapa 
dekade yang lalu. Secara sederhana, sistem pendidikan kita sudah 
tertinggal berpuluh-puluh tahun, jika dianalisis dari faktor lain, 
tampaknya jurang ketertinggalan itu menjadi jauh lebih besar. 


D. MENGEMBANGKAN KEMAMPUAN LITERASI 
SEMENJAK DINI 


Fase umur 3-6 tahun menjadi momen yang penting dalam kehidupan 
seorang anak. Fase itu merupakan fondasi ketika seorang anak dalam 
proses mengembangkan beberapa kemampuannya dan jika fase pen- 
ting ini tidak dijalankan dengan baik, akan sulit bagi anak tersebut 
untuk mengatasi ketertinggalannya (Wildova & Kropatkova, 2015). 
Oleh sebab itu, menanamkan kemampuan literasi semenjak dini 
menjadi proses yang krusial bagi guru dan orang tua. Dalam hal ini, 
pemerintah perlu memperhatikan proses dan kualitas pembelajaran 
di tingkat pendidikan anak usia sini (PAUD). 


Berdasarkan pada Permendikbud No. 137 Tahun 2014 dan 
Permendiknas No. 56 Tahun 2009, untuk menjadi guru PAUD, kua- 
lifikasi pendidikan harus minimal diploma empat (D-4) atau sarjana 
(S-1) di bidang PAUD atau yang relevan dari program studi yang 
terakreditasi serta memiliki sertifikat Pendidikan Profesi Guru (PPG). 
Guru pendamping berkualifikasi pendidikan minimal D-2 atau SMA 
dan harus memiliki sertifikat pelatihan/pendidikan/kursus PAUD. 
Namun, berdasarkan pada data dapodik tahun 2016, 7596 guru PAUD 
belum memiliki kualifikasi S-1. Fenomena ini tentu menjadi permasa- 
lahan serius jika terus dibiarkan karena guru-guru yang mengajar 
saat itu harus mempunyai profesionalitas yang tinggi untuk kualitas 
pembelajaran yang maksimal sehingga masa-masa emas anak-anak 
tidak terlewatkan. Pemerintah dalam hal ini juga telah mendorong gu- 
ru-guru PAUD yang belum berkualifikasi S-1 untuk melanjutkan pen- 
didikan dengan berbagai bantuan yang disediakan. Namun, beberapa 
masalah muncul, termasuk kesejahteraan guru PAUD yang memiliki 
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gaji minim. Hal ini menjadi makin kompleks ketika faktor-faktor 
seperti fasilitas sekolah, motivasi, dan kepercayaan diri guru PAUD 
ikut diperhatikan. Tiga pilar kebijakan pemerintah terhadap PAUD 
berupa perluasan dan pemerataan akses PAUD, peningkatan mutu, 
relevansi dan daya saing, serta penguatan tata kelola, akuntabilitas, 
dan citra publik yang dituangkan dalam rencana strategis pendidikan 
tahun 2005-2009 akan menemui banyak tantangan. 


Siswa belajar semenjak dini dan proses berpikirnya akan diten- 
tukan semenjak awal mereka menjalani proses transfer ilmu. Proses 
pembelajaran yang kurang tepat akan menjadi sulit untuk diubah 
ketika anak tersebut sudah tumbuh. Oleh sebab itu, perhatian kom- 
prehensif pemerintah perlu diterapkan pada semua lini pendidikan, 
tidak hanya pada jenjang pendidikan tertentu. 


E. PERAN LPTK MENGATASI SISTEM PENDIDIKAN 
FEODALISTIK 


Sistem pendidikan di Indonesia cenderung mengekang kebebasan ber- 
pikir siswa. Siswa kesulitan dalam mengaplikasikan pengetahuannya 
dalam konteks baru dan mengaplikasikannya untuk berpikir kreatif 
(Tanudjaya & Doorman, 2020). Padahal, cara berpikir kreatif meru- 
pakan salah satu indikator utama bahwa siswa mampu menerapkan 
kemampuan literasi pada cara berpikirnya. Fenomena ini tentunya 
menjadi salah satu kondisi yang harus diperhatikan oleh guru dalam 
proses pembelajaran di kelas. Lembaga Pendidikan Tenaga Kependi- 
dikan (LPTK) sebagai institusi yang mencetak calon pendidik tentunya 
berperan besar dalam mendukung perbaikan kualitas pendidikan 
di Indonesia. Tidak dimungkiri, kualitas guru menjadi salah satu 
faktor utama di bidang pendidikan. Contohnya Finlandia, Prancis, 
dan Jerman, untuk menjadi seorang guru dibutuhkan pelatihan dan 
uji yang komprehensif sebelum mereka benar-benar bisa mengajar 
di dalam kelas dan hal ini berpengaruh signifikan terhadap penca- 
paian belajar siswa (Andere, 2015). Di China, perombakan sistem 
pendidikan guru terus-menerus terjadi sejak 1974 sampai terciptanya 
sistem pendidikan yang stabil, kurikulum dan program pendidikan 
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guru yang secara menerus, serta upaya penyediaan pelatihan untuk 
meningkatkan kapasitas guru yang dilaksanakan secara kontinu 
(Andere, 2015). 


Di Indonesia, salah satu cara pemerintah untuk menjamin mutu 
guru secara profesional dan pedagogik adalah melakukan program 
sertifikasi guru. Dalam beberapa tahun terakhir, guru harus mengikuti 
Ujian Kompetensi Guru (UKG) sebagai salah satu syarat agar diakui 
sebagai guru yang profesional. Namun, UKG yang dilakukan pada 
2019 menunjukkan nilai rata-rata 53,02 secara nasional. Padahal, nilai 
minimum yang dibutuhkan untuk lulus UKG adalah 80. Hasil ini 
menunjukkan bahwa masih banyak guru di Indonesia yang belum 
mampu memenuhi syarat profesional minimum yang ditetapkan 
pemerintah. Jika dilihat lebih rinci pada beberapa daerah seperti 
ditunjukkan pada gambar 6.5 di atas, DKI Jakarta menempati urutan 
dengan rata-rata tertinggi yaitu 62,58 walaupun akumulasinya masih 
di bawah rata-rata nilai minimum. Empat daerah lain menunjukkan 
rata-rata di bawah DKI Jakarta dengan nilai di bawah 54. Dari data ini 
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pula, sekali-kali terlihat kesenjangan kualitas guru yang akan sangat 
memengaruhi kualitas pembelajaran (Dewi, 2017). 


LPTK sebagai kampus berbasis pendidikan keguruan mempunyai 
peranan penting dalam menyikapi permasalahan pendidikan di 
Indonesia. Salah satu kontribusi yang dapat dilakukan adalah me- 
laksanakan penelitian-penelitian berkualitas yang dapat dijadikan 
referensi dalam pengembangan proses pembelajaran dan pendidikan 
di Indonesia. Mincu (2015) menemukan bahwa riset memegang 
peranan dalam mempromosikan keefektifan guru dalam mengajar 
di kelas serta membantu sekolah dalam meningkatkan tata kelolanya. 
Riset dalam hal ini tidak terbatas hanya mengenai pendidikan, tetapi 
juga riset-riset yang bersifat keilmuan profesional. Oleh sebab itu, 
peran ini tidak hanya dipegang oleh LPTK, tapi juga semua universitas 
umumnya di Indonesia. Selain riset, LPTK dapat mempertimbangkan 
beberapa kondisi lain. Pembenahan proses seleksi guru sebaiknya 
tidak hanya menggunakan asas kuantitas, tetapi juga kualitas. Gu- 
ru-guru yang direkrut harus mempunyai kualitas yang mumpuni 
secara profesional dan pedagogik. Kurikulum juga perlu dievaluasi 
terus-menerus sesuai dengan standar isi dan proses. Selain secara 
profesional dan pedagogik, calon guru-guru perlu dibekali keahlian 
lain di luar ilmu profesional mereka dengan harapan mereka akan 
mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman ketika terjun di 
dunia kerja nantinya. Pentingnya guru vokasi juga dapat menjadi 
perhatian kampus-kampus LPTK untuk mewujudkan guru yang dapat 
menghadapi zaman industri kreatif (Arifian, 2019). 


F. REKOMENDASI 


Peringkat literasi PISA di Indonesia yang tidak menunjukkan 
perubahan signifikan semenjak 2000 mengindikasikan adanya 
problematika pendidikan di Indonesia. Pemerintah memang terus 
mengevaluasi kurikulum pendidikan untuk bisa meningkatkan ke- 
mampuan literasi pelajar di Indonesia, tetapi tampaknya masih banyak 
faktor lain yang masih menghambat keberhasilan tujuan pendidikan 
secara menyeluruh. Dari ketidakmerataan kualitas pendidikan dari 


Komparasi dan Analisis ... 89 


sisi guru dan siswa, masih diterapkannya sistem pembelajaran yang 
menghambat perkembangan kemampuan literasi, ketidaksiapan 
siswa dalam perubahan cara belajar yang mendadak, sampai tenaga 
pendidik yang mengajar tidak cukup berkompetensi. Oleh sebab itu, 
keberhasilan sistem pendidikan di Indonesia dalam meningkatkan 
kemampuan literasi nasional tidak hanya bertumpu pada tanggung 
jawab pemerintah, tetapi juga dari semua lapisan pemangku kepen- 
tingan di bidang pendidikan, dari siswa, guru-guru PAUD sampai 
SMA, hingga dosen-dosen di universitas. 


Pemerintah diharapkan terus mengawasi kualitas pendidikan 
dengan memberikan pelatihan-pelatihan secara reguler kepada 
guru-guru yang masih tertinggal kompetensinya dalam mengajar. 
Analisis mendalam dan komprehensif perlu dilakukan untuk 
menganalisis kebutuhan-kebutuhan guru yang berbeda pada setiap 
daerah. Hasil-hasil penelitian yang dipublikasikan oleh akademisi 
yang berkualitas dan inovatif juga dapat disaring oleh pemerintah 
dan disebarkan kepada tenaga pendidik agar menjadi referensi dan 
inovasi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. 
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BAB VII 


Menggagas Revolusi Literasi 
dan Numerasi 


Kevin Mandira Limanta 


Salah satu amanat yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang 
Dasar Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. 
Dalam perjalanan menuju 100 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, 
amanat ini masih relevan. Bahkan, urgensinya menjadi makin tinggi 
dalam menyongsong cita-cita bangsa sebagaimana terangkum di 
dalam empat pilar Visi Indonesia 2045. 


Pilar pertama Visi Indonesia 2045 secara khusus berbunyi 
pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan 
teknologi (Bappenas, 2020). Untuk mencapainya, pemerintah 
melalui Kemendikbud menggadang-gadang visi terciptanya pelajar 
Indonesia sebagai Pelajar Pancasila, yaitu pelajar sepanjang hayat yang 
berkompetensi global dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. 
Salah satu ciri yang melekat pada seorang Pelajar Pancasila adalah 
kemampuannya untuk bernalar kritis. Pelajar dengan kemampuan 
ini dituntut untuk sanggup mengolah informasi kualitatif ataupun 
kuantitatif dan membangun keterkaitan antarinformasi. 
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Pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan 
merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kemajuan suatu 
bangsa. Tantangan revolusi industri 4.0 dan tantangan global lain yang 
dihadapi dunia ini memaksa setiap negara untuk bergerak dengan 
lebih cepat, kalau tidak mau tertinggal. Tanggapan positif Indonesia 
akan tantangan ini tecermin dari keikutsertaan pemerintah Indonesia 
dalam perumusan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau 
Sustainable Development Goals (SDGs) oleh Perserikatan Bangsa- 
Bangsa pada 2015. SDGs berisi 17 tujuan yang ketercapaiannya sudah 
terukur dan diharapkan akan terlaksana pada 2030. Perumusan tujuan 
yang tertuang dalam SDGs ini memperdalam delapan Tujuan Pem- 
bangunan Milenium atau Millennium Development Goals (MDGs) 
yang diinisiasi pada 2000 dan berakhir pada 2015. 


Salah satu dari 17 tantangan yang harus dilaksanakan adalah 
menciptakan pendidikan yang bermutu. Guna menjawab tantangan 
tersebut, dibutuhkan modal manusia. Penduduk dengan usia produk- 
tif di Indonesia bisa membuka potensi untuk meraih bonus demografi 
(demographic dividend) yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. 


Melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
2020-2024, pemerintah mencatat, per 2018, penduduk usia produk- 
tif di Indonesia mencapai 68,6% atau 181,3 juta jiwa dengan angka 
ketergantungan usia muda dan tua yang rendah (Bappenas, 2020). 
Ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya sa- 
ing menjadi syarat utama ketersediaan bonus demografi. Sayangnya, 
rendahnya modal manusia (human capital) adalah salah satu masalah 
yang dihadapi Indonesia. Indonesia berada pada peringkat ke-96 
untuk Human Capital Index (HCI) dari 174 negara (Bank Dunia, 
2020). Pendidikan menjadi bagian integral untuk masalah ini. 


Suatu faktor fundamental yang mencerminkan majunya pen- 
didikan suatu bangsa adalah kemampuan manusia di dalamnya 
untuk bernalar. Kemampuan bernalar seseorang pada dasarnya 
tecermin dari tingkat literasi dan numerasinya. Ironisnya, meskipun 
kedua kemampuan tersebut merupakan roda penggerak suatu bangsa, 
keduanya masih belum menjadi prioritas di pendidikan Indonesia. 
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Padahal, banyak masalah di Indonesia terjadi karena kurangnya 
kemampuan masyarakat di dua hal tersebut. 


A. PERMASALAHAN LITERASI DAN NUMERASI 
INDONESIA 


Jumlah penduduk Indonesia yang buta huruf cenderung mengalami 
penurunan dari tahun ke tahun. Pada akhir 2020, Badan Pusat Statistik 
(2020) mencatat hanya 0,80% penduduk usia 15-44 tahun yang masih 
buta huruf. Persentase yang masih besar masih dilihat di kategori 
penduduk berusia 45 tahun ke atas. Namun, jumlah ini bisa ditekan 
di bawah 10% dalam dua tahun belakangan. Meskipun demikian, 
angka ini tidak serta-merta memberikan gambaran komprehensif 
akan tingkat literasi dan numerasi penduduk Indonesia. 


Orang acap kali mengasosiasikan literasi dan numerasi kepada 
melek huruf dan angka. Pandangan demikian tidak salah, tetapi juga 
tidak sepenuhnya benar. Makna literasi dan numerasi sesungguhnya 
jauh lebih dalam, bukan sekadar mampu membaca dan berhitung. 


Literasi dan numerasi sejatinya adalah ukuran kemampuan in- 
terpretasi. Literasi mengukur kemampuan interpretasi seseorang akan 
teks tertulis, sedangkan numerasi mengukur informasi matematis. 
Seseorang tidak hanya dituntut untuk bisa membaca suatu informasi, 
tetapi juga dituntut untuk menganalisis dan mengambil kesimpulan 
dari informasi yang diberikan. Sebagai contoh, jika seseorang diberi 
suatu tabel jumlah populasi penduduk setiap provinsi di Indonesia 
dari tahun ke tahun, ia tidak hanya dituntut untuk bisa membaca dan 
melakukan operasi aritmatika dasar terhadap angka-angka yang ada, 
tetapi juga mesti mampu menginterpretasikan provinsi mana yang 
laju pertumbuhan penduduknya paling tinggi. 

Tidak sedikit penelitian yang mengaitkan literasi dan numerasi 
ke aspek kehidupan berbangsa dan bernegara lainnya. Ada penelitian 
yang menunjukkan kaitan yang mendalam antara tingkat literasi serta 
numerasi dan performa ekonomi suatu bangsa (Robinson, 1998). Se- 
lain itu, literasi memegang peran aktif dalam perkembangan karakter 
seseorang (Almerico, 2014). 
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Terdapat beberapa instrumen yang digunakan untuk mengukur 
tingkat literasi dan numerasi siswa. Beberapa di antaranya adalah 
Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia (AKSI) dan skor Programme 
for International Student Assessment (PISA). AKSI dikelola oleh 
Kemendikbud, sedangkan PISA adalah program yang digagas oleh 
badan ekonomi antarpemerintah, The Organisation for Economic and 
Cooperation Development (OECD). Keduanya mengukur kemam- 
puan membaca, matematika, dan sains siswa dengan memberikan 
masalah-masalah yang disajikan dalam berbagai konteks sehingga 
tidak ada soal yang secara spesifik mengukur penguasaan konten 
suatu mata pelajaran. 


Sayangnya, kita masih melihat statistik yang kurang menggem- 
birakan terkait performa pelajar Indonesia pada bidang ini. Pe- 
ngelompokan hasil AKSI berdasarkan pada pulau-pulau di Indonesia 
menunjukkan adanya ketimpangan antara pulau di bagian timur 
Indonesia, seperti Sulawesi, Maluku, serta Papua, dan Pulau Jawa, 
terutama Provinsi DKI Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang 
merupakan dua provinsi dengan capaian nilai AKSI tertinggi (Pusat 
Penilaian Pendidikan, 2019). 


Dibanding dengan beberapa negara lainnya, Indonesia termasuk 
salah satu negara yang menempati posisi terendah dalam konteks 
yang sama. Dari 78 negara yang berpartisipasi dalam asesmen PISA 
yang dilakukan pada 2018, Indonesia menempati posisi 10 terbawah 
dalam bidang membaca, matematika, dan sains. Skor PISA Indonesia 
juga cenderung menunjukkan tren yang stagnan. 


Rendahnya skor di atas bukan tanpa alasan. Sarana-prasarana 
pendidikan di Indonesia masih jauh dari memadai. Sekolah, yang 
notabene merupakan salah satu garda terdepan pertukaran informasi, 
masih mengalami kendala akses informasi, baik digital maupun 
nondigital. Akses pelajar ke buku perpustakaan, misalnya, masih 
terbatas. Hampir sepertiga jumlah sekolah di Indonesia belum 
memiliki perpustakaan (Pusat Data dan Teknologi Informasi, 2019). 
Mirisnya, sekolah dasar termasuk salah satu kategori sekolah dengan 
rasio jumlah perpustakaan paling sedikit. 
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Meminjam terminologi yang dicetuskan oleh filsuf Kanada 
Marshall McLuhan dalam bukunya, The Making of Typographic Man 
dan Understanding Media, saat ini kita sedang hidup di perkampungan 
global (global village), yang di dalamnya semua bagian dunia ter- 
hubung satu sama lain melalui internet dan interkoneksi komunikasi 
elektronik. Benar saja, internet telah sedemikian rupa mengakar di 
kehidupan manusia. Hampir setiap orang di dunia dapat mencari 
informasi apa pun yang mereka inginkan hanya dengan beberapa 
sentuhan jari tangan. Kemudahan ini belum sepenuhnya dirasakan 
di Indonesia, yang belum sepenuhnya terjangkau internet. Banyak 
sekolah yang belum sepenuhnya terhubung dengan internet. Lebih 
dari 40% sekolah tidak punya akses internet, terutama sekolah dasar 
(Badan Pusat Statistik, 2018). Angka penetrasi internet yang masih 
rendah juga masih tercatat di Indonesia bagian timur, terutama 
Maluku dan Papua. Hanya kurang dari seperempat sekolah di sana 
yang memiliki akses internet. Minimnya akses internet ini tentu mem- 
buat kegiatan belajar-mengajar tidak ideal. Dua atau tiga dekade yang 
lalu, hal ini bukan suatu masalah besar. Namun, di zaman teknologi 
informasi seperti sekarang, ketersediaan internet memegang peranan 
besar dalam penguatan literasi dan numerasi. 


B. KEBIJAKAN PENGUATAN LITERASI DAN 
NUMERASI DI INDONESIA 


Dalam beberapa waktu terakhir, literasi dan numerasi telah men- 
jadi salah satu isu yang disorot pemerintah yang pengembangan 
kualitasnya terus diupayakan. Pemerintah telah menginisiasi program 
pendidikan keaksaraan yang diatur dalam Permendikbud Nomor 86 
Tahun 2014 dan Permendikbud Nomor 42 Tahun 2015. Program ini 
bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat buta aksara untuk belajar 
membaca, menulis, dan berhitung. 

Pendidikan keaksaraan dibagi menjadi dua, yaitu pendidikan 
keaksaraan dasar dan lanjutan. Pendidikan lanjutan bertujuan supaya 
peserta pendidikan keaksaraan dasar tidak buta aksara kembali mela- 
lui Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM) yang berfokus pada 
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pengenalan kemampuan berusaha serta Pendidikan Multikeaksaraan 
yang berfokus lebih pada minat peserta didik. Pemerintah juga telah 
memberikan layanan bantuan melalui Bantuan Operasional Pe- 
nyelenggaraan (BOP) Pendidikan Keaksaraan yang targetnya adalah 
penduduk buta aksara berusia 15-59 tahun (Direktorat Pendidikan 
Masyarakat dan Pendidikan Khusus, t.t.). 


Selain itu, Festival Literasi Sekolah yang digagas beberapa tahun 
belakangan, misalnya, merayakan tumbuhnya budaya literasi di 
kalangan sekolah. Acara yang diikuti berbagai sekolah, komunitas, 
lembaga pemerintah, dan penerbit ini diisi berbagai kegiatan, se- 
perti diskusi, pelatihan literasi, bedah buku, bazar, peluncuran film 
bertemakan literasi, dan masih banyak lagi. Pemerintah juga meng- 
apresiasi pegiat aktivis literasi melalui Anugerah Aksara: anugerah 
ini juga diberikan kepada pemerintah daerah yang dinilai berhasil 
mengeradikasi buta aksara di daerahnya. 


Peningkatan kemampuan literasi dan numerasi secara khusus 
menjadi salah satu arah kebijakan dan strategi Kemendikbud untuk 
periode 2020-2024. Beberapa langkah yang digadang-gadang adalah 
penyesuaian kurikulum untuk memberikan waktu lebih besar untuk 
pengembangan literasi dan numerasi, pengembangan kompetensi 
guru sekolah dasar terutama di kelas awal, serta menjamin keterse- 
diaan sumber bacaan (Renstra Kemendikbud 2020-2024). 


Pemerintah juga telah menargetkan adanya peningkatan nilai 
rata-rata PISA, proporsi anak di atas standar kompetensi minimum, 
baik untuk PISA maupun AKSI untuk tahun 2014, berkaca pada hasil 
tahun 2019 dalam RJPMN 2020-2024 (Bappenas, 2020). Target yang 
lebih tinggi dipasang pemerintah secara khusus pada proporsi anak di 
atas batas kompetensi minimal dalam AKSI, yakni 61,2% dari 53,2% 
untuk bidang literasi dan sebesar 30,196 dari 22,9% untuk bidang 
numerasi. 

Pembangunan perpustakaan dan penyediaan akses internet yang 
lebih menyeluruh perlu menjadi prioritas dalam beberapa tahun ke 
depan. Berdasarkan pada survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet 
Indonesia (APJII), pengguna internet di Indonesia pada 2020 adalah 
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73,7% dari total populasi Indonesia. Jumlah ini naik sekitar 9% dari 
2019. Jumlah ini, meskipun begitu, lebih rendah dari pertumbuhan 
jumlah pengguna internet pada 2018, yang sebesar 10%. Jumlah 
pustakawan Indonesia yang masih tergolong rendah juga harus diberi 
perhatian khusus. Menurut data Perpustakaan Nasional, per Februari 
2021, Indonesia memiliki kurang dari 4.000 pustakawan. Negara 
tetangga, seperti Malaysia, menggandeng pustakawan yang tergabung 
dalam Persatuan Pustakawan Malaysia (PPM) untuk mencapai tingkat 
literasi 100 persen (Kadir, 2002). 


C. REVOLUSI BUDAYA BERNALAR: SEBUAH 
REKOMENDASI 


1. Pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini 


Banyak studi menunjukkan bahwa usia lima tahun pertama sese- 
orang adalah masa-masa krusial dalam tumbuh kembang seseorang. 
Perkembangan otak berjalan paling cepat di rentang usia ini diban- 
dingkan di masa lain dalam hidup seseorang. Ini sebabnya usia 0-5 
tahun disebut sebagai usia emas tumbuh kembang anak. Lima tahun 
pertama seseorang memberikan fondasi yang membentuk kesehat- 
an, kebahagiaan, dan perkembangan belajar seseorang nantinya. 
Ini sebabnya pendidikan anak usia dini (PAUD) memiliki peranan 
yang sangat penting dalam mempertajam kemampuan literasi dan 
numerasi seseorang. 

Tingkat partisipasi PAUD di Indonesia, sayangnya, masih 
terbilang rendah. Fenomena ini menjadi salah satu masalah yang 
dirumuskan Kemendikbud dalam mengupayakan peningkatan 
mutu pendidikan dan kebudayaan (Rencana Strategis Kemendikbud 
2020-2024). Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD di Indonesia masih 
terbilang rendah jika dibanding dengan negara-negara tetangga. APK 
Indonesia pada 2020 berkisar 37% (Badan Pusat Statistik, 2020). 
Sebagai pembanding, APK PAUD di Filipina sudah lebih dari 80%, 
padahal produk domestik bruto (PDB) per kapita Indonesia lebih 
tinggi dari Filipina (Bank Dunia, 2019). 
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Selain itu, ketersediaan lembaga PAUD di Indonesia masih 
rendah. Masih ada sekitar 25 ribu desa di Indonesia yang belum 
memiliki lembaga PAUD yang memadai. Kurangnya lembaga PAUD 
bisa ditangani dengan menyatukan TK dan SD di beberapa sekolah 
dengan mengoptimalkan peran guru kelas I atau II SD. Selain itu, 
pemberian subsidi kepada keluarga kurang mampu bisa berpotensi 
mendorong angka partisipasi PAUD. 


2. Membangkitkan Gairah Belajar 


Salah satu keluhan yang kerap didengar dari anak didik adalah betapa 
membosankannya proses belajar-mengajar di sekolah. Pengetahuan 
baru cenderung disajikan sebagai sesuatu yang harus diingat dan 
dihafal. Kegiatan belajar masih menjadi suatu momok, hal yang perlu 
dipaksa untuk dijalani, dan terkadang tidak dilakukan tanpa pamrih. 
Selain itu, penyajian metode pembelajaran yang repetitif tanpa mem- 
perhatikan tingkat pemahaman siswa juga menjadi masalah. 


Tidaklah mengherankan jika metode pembelajaran yang ada 
mematikan hasrat siswa untuk belajar. Meminjam istilah Pranoto 
(2019), guru besar matematika ITB, kita ingin membuat siswa 
kasmaran berilmu pengetahuan, terminologi yang beliau tuangkan 
sebagai judul bukunya yang terbaru. Menurut beliau, gairah belajar 
akan tumbuh seiring perubahan paradigma pembelajaran. Siswa perlu 
didorong untuk menyuarakan pemikiran dan mengkritisi materi yang 
diberikan di ruang kelas, tidak hanya menyalin apa yang di papan 
tulis dan membeo apa yang disampaikan oleh guru. 

Perubahan cara berpikir ini akan menelurkan guru yang lebih 
berhati-hati dalam menyalahkan murid hanya karena perbedaan cara 
pandang serta, lebih penting lagi, menjadikan anak didik lebih percaya 
diri, kreatif, dan suka belajar. 


3. Mengasah Kemampuan Bernalar Melalui Matematika 


Matematika tidak jarang disebut sebagai ibu ilmu pengetahuan karena 
posisinya yang sentral dalam himpunan disiplin keilmuan. Matematika 
pada hakikatnya mempelajari struktur dan abstraksi. Tidak seperti 
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cabang ilmu lain, yang kebenaran dari suatu pernyataan yang diberi- 
kan bisa berubah, matematikawan bekerja dari sekelompok aturan 
yang sudah disepakati sebelumnya dan membangun matematika 
dari sana. Tidak sedikit yang menyamakan bermatematika dengan 
melakukan suatu permainan: ikuti aturan yang sudah dibuat. Orang 
yang bermatematika akan memiliki pola pikir yang struktural, logis, 
dan runut. Lebih lanjut, ia tidak serta-merta percaya akan keabsahan 
suatu pernyataan. 


Seperti yang dikatakan Soemantri Brodjonegoro dalam opininya 
di harian Kompas (2020), salah satu ciri kita hidup di perkampungan 
global adalah tidak adanya kendala dan kendali informasi. Informasi 
yang berseliweran membaur dengan hoaks atau kebohongan. Dibu- 
tuhkan mentalitas skeptis untuk memilah informasi yang tersedia 
karena tidak sedikit bukti yang menunjukkan betapa mudahnya 
perpecahan dapat dipicu hanya karena seseorang percaya begitu 
saja akan informasi yang diberikan. Sayangnya, belum banyak insti- 
tusi pendidikan yang menanamkan pentingnya skeptisisme. Mereka 
menjejali murid-muridnya dengan ilmu pengetahuan, tetapi tak acuh 
untuk menekankan kepada para murid pentingnya mempertanyakan 
kebenaran informasi yang didapatkan. 


Fenomena ini memberikan alasan yang makin kuat untuk 
melakukan perubahan struktural akan bagaimana matematika 
seharusnya diajarkan. Pendekatan yang selama ini dipakai dalam 
memperkenalkan matematika adalah melalui sekumpulan rumus yang 
mesti dihafal. Inilah sebabnya banyak siswa yang merasa matematika, 
selain mungkin aritmatika dasar, tidak berguna. 


Sejatinya, bermatematika adalah proses bernalar. Matematika 
perlu dikenalkan sebagai proses eksplorasi, bukan sebagai sekum- 
pulan rumus. Perbanyak tipe soal yang melibatkan pembuktian atau 
penurunan rumus yang memberikan kesempatan kepada pemela- 
jarnya untuk bereksplorasi, bukan soal yang sifatnya repetitif yang 
penyelesaiannya hanya melibatkan penggunaan rumus yang sama. 
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D. REKOMENDASI 


Permasalahan rendahnya tingkat literasi dan numerasi di Indonesia 
disebabkan oleh banyak faktor, dari hal yang sifatnya konkret se- 
perti minimnya sarana prasarana sampai ke hal yang lebih filosofis 
seperti masih lemahnya strategi pembelajaran yang mengedepankan 
penajaman kemampuan bernalar. Untungnya, pemerintah mulai 
menganggap masalah ini sebagai suatu prioritas. Hal ini tecermin dari 
banyaknya kajian atau kebijakan yang diinisiasi pemerintah dalam 
beberapa tahun belakangan. Meskipun Indonesia tergolong cukup 
tertinggal dibandingkan negara-negara lain, perubahan ini tentu jauh 
lebih baik daripada tidak melakukan apa pun sama sekali. 


Peningkatan mutu literasi dan numerasi suatu bangsa harus 
didorong oleh revolusi budaya bernalar di sekolah. Kemampuan 
kolektif masyarakat untuk bernalar memegang roda kendali kualitas 
sumber daya manusia suatu bangsa, menjadikannya suatu prioritas 
untuk mencapai apa yang dicita-citakan bangsa ini pada 100 tahun 
kemerdekaannya. Pendidikan berperan besar dalam mengemudikan 
revolusi budaya bernalar sehingga desakan untuk mengubah para- 
digma pembelajaran menjadi pembelajaran berbasis partisipasi aktif. 
Gairah belajar perlu dirangsang melalui peran aktif guru sebagai 
fasilitator pembelajaran, bukan hanya penerus ilmu pengetahuan. 


Pendidikan anak usia dini memiliki posisi yang sentral dalam 
revolusi ini. Lima tahun pertama usia emas tumbuh kembang anak 
harus didukung oleh sistem pendidikan yang terstruktur sekaligus 
menyenangkan. Mata pelajaran matematika juga perlu diposisikan 
sebagai salah satu mata pelajaran yang strategi pembelajarannya perlu 
digarap secara lebih serius. 

Keikutsertaan Indonesia secara aktif dalam revolusi industri 4.0 
melalui pencapaian Visi Indonesia 2045 dan TPB 2030 bermula dari 
peningkatan mutu literasi dan numerasi rakyatnya. Kemendikbud 
melalui Kebijakan Merdeka Belajar memiliki cita-cita mulia yang per- 
juangannya membutuhkan kerja sama semua pihak. Roda pendidikan 
berputar secara abadi, setiap putaran harus menelurkan manusia yang 


102 Indonesia Emas Berkelanjutan ... 


lebih berkualitas. Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk 
bersaing sejajar dengan negara adidaya lainnya melalui sumber daya 
manusianya yang berkualitas global. Tidak ada kata terlambat untuk 
berbenah diri. 
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BAB VIII 
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M. Rinaldy Usni Pratama 


Kita dihadapkan pada sebuah paradoks: “Apakah pendidikan meru- 
pakan masalah atau solusi dalam bekerja menuju masa depan yang 
berkelanjutan? Jika pendidikan adalah solusinya, maka diperlukan 
kritik yang lebih dalam dan visi yang lebih luas untuk masa depan” 
(UNESCO, 59). Kata-kata di atas berasal dari publikasi UNESCO dari 
2005 dan banyak yang telah terjadi sejak “pendidikan untuk pemba- 
ngunan berkelanjutan” sering menjadi agenda selama dekade terakhir. 
UNESCO mendesak pemerintah dan mitra untuk menggabungkan 
kekuatan untuk Literasi Universal sebagai komponen kunci dari 
“masa depan yang kita inginkan”, United Nations menekankan bahwa 
melek huruf sangat penting untuk mencapai Sustainable Development 
Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang 
baru diusulkan dalam mempromosikan pendidikan berkualitas dan 
pembelajaran seumur hidup yang inklusif dan setara untuk semua. 
Untuk mencapai TPB, komunitas internasional harus memerangi 
kemiskinan, meningkatkan ketahanan pangan, melestarikan ling- 
kungan, dan mempromosikan kesetaraan gender. Lalu, salah satu 
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landasan untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 
adalah pendidikan—terutama satu tujuan yang secara urgen perlu 
dicapai: literasi. 

Dalam tulisan ini, kami akan membahas program pendidikan 
dan intervensi pengajaran untuk meningkatkan kemampuan literasi 
di Indonesia. Beberapa metode diambil dari jurnal ilmiah yang diang- 
gap bisa diimplementasikan dalam usaha meningkatkan literasi di 
Indonesia. Dimulai ketika definisi literasi dan data yang ada mengenai 
kemampuan literasi di Indonesia, lalu pembahasan intervensi literasi 
keluarga dalam peningkatan pembelajaran literasi awal pada anak- 
anak dan dilanjutkan dengan pembahasan metode pengajaran atau 
intervensi pengajaran untuk literasi dasar di sekolah. 


A. DEFINISI LITERASI 


Apa itu literasi? Selama ini kata literasi mungkin identik dengan 
hal yang berbau menulis dan membaca. Namun, sebenarnya literasi 
lebih dari itu. Literasi juga mencakup kemampuan dalam memahami 
informasi yang diperoleh. Selain kemampuan membaca dan menulis 
yang merupakan fondasi dari literasi itu sendiri, ia berarti proses 
berpikir yang bisa menjadikan seseorang mengubah kehidupannya. 
Hal ini didukung oleh Deklarasi Praha pada 2003, yang menyebutkan 
bahwa literasi juga mencakup bagaimana seseorang berkomunikasi 
dalam masyarakat (UNESCO, 2003), yang juga bermakna praktik dan 
hubungan sosial yang terkait dengan pengetahuan, bahasa, dan bu- 
daya (UNESCO, 2003). UNESCO juga menambahkan bahwa literasi 
informasi terkait pula dengan kemampuan untuk mengidentifikasi, 
menentukan, menemukan, mengevaluasi, menciptakan secara efektif 
dan terorganisasi, serta menggunakan dan mengomunikasikan infor- 
masi untuk mengatasi berbagai permasalahan. Apabila kemampuan 
literasi generasi Indonesia baik, tentunya dapat mengembangkan 
keterampilan kognitif dan sosial-emosional dasar yang lebih kompleks 
saat mereka tumbuh dewasa, memperluas cakrawala pengetahuan, 
memberikan inspirasi atau solusi, bahkan membuka banyak peluang 
baru. 
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Pada penelitian Programme for International Student Assessment 
(PISA) 2018 yang diinisiasi oleh negara-negara yang tergabung dalam 
The Organisation for Economic Co-operation and Development 
(OECD), Indonesia berada pada peringkat keenam dari bawah alias 
peringkat ke-74. Pada kategori kemampuan membaca, Indonesia 
meraih skor rata-rata, yaitu 371, jauh di bawah rata-rata OECD, yakni 
487. OECD mencatat hanya 30% siswa di Indonesia yang kemampuan 
membacanya berada di tingkat cukup tinggi atau berada di level 2. 
Padahal, rata-rata OECD 77% siswa. 


B. PENERAPAN METODE MEMBACA LANTANG 
OLEH ORANG TUA DI RUMAH 


Kontribusi keluarga dalam perkembangan literasi anak usia dini 
dinilai memengaruhi kualitas pendidikan, prestasi siswa, dan pening- 
katan literasi. Hal ini didukung oleh pernyataan Yildirim (2009) 
menggunakan data PISA 2006 dan menemukan bahwa faktor yang 
menentukan kualitas pendidikan di Turki adalah faktor keluarga 
(52%). Dari beberapa data yang telah disebutkan, ternyata peran 
keluarga sangat mendominasi dalam membantu mengembangkan 
kemampuan literasi. Bukti yang mengelilingi hubungan positif 
antara keterlibatan orang tua dalam pembelajaran literasi anak-anak 
dan kesuksesan berbasis sekolah juga telah terbukti. Steiner (2014) 
menyatakan bahwa pengalaman khusus seputar membaca, terutama 
membacakan buku cerita untuk anak-anak dan mendiskusikan buku- 
buku ini, adalah peristiwa penting yang mempersiapkan anak-anak 
kecil untuk pembelajaran literasi berbasis sekolah. 


Memang ada hubungan yang kuat antara intervensi untuk keter- 
libatan orang tua dan keberhasilan anak-anak di sekolah, terutama 
ketika program ini menargetkan seni membaca dan bahasa. Penelitian 
telah menunjukkan bahwa intervensi yang menawarkan pengajaran 
kepada orang tua tentang bagaimana mengintegrasikan kegiatan 
literasi berbasis sekolah telah terbukti memiliki manfaat untuk 
pencapaian literasi anak-anak, terutama di bidang pengembangan 
bahasa (Jeynes, 2012). Jeynes menemukan bahwa intervensi dalam 
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literasi keluarga membantu orang tua tetap aktif dalam belajar literasi 
untuk anak-anak mereka dan meningkatkan dorongan anak untuk 
membaca. 


Fokus studi A Family Literacy Intervention to Support Parents 
in Children’s Early Literacy Learning yang diteliti oleh Steiner (2014) 
adalah intervensi literasi keluarga di mana orang tua belajar tentang 
cara memasukkan praktik literasi sekolah ke dalam praktik literasi 
rumah. Studi ini membantu untuk mendorong partisipasi orang tua 
yang berkelanjutan dalam pengembangan literasi anak-anak mereka 
dan meningkatkan efikasi diri orang tua seputar peran mereka dalam 
mendukung pembelajaran literasi anak-anak. Dalam studi ini, inter- 
vensi orang tua difokuskan pada dua peristiwa literasi: (a) membaca 
buku cerita karena praktik literasi awal ini berkorelasi tinggi dengan 
pencapaian literasi awal (Teale & Sulzby, 1986), dan (b) percakapan 
seputar buku cerita karena mereka telah terbukti mempromosikan 
perkembangan bahasa anak-anak (Jordan, Snow, & Porche, 2000). 


Selama setiap sesi pelatihan, orang tua diberi: (a) petunjuk 
dalam menggunakan strategi membaca lantang yang efektif dan cara 
untuk melibatkan anak-anak mereka dalam menanggapi buku dan 
(b) pilihan buku anak-anak. Sesi pelatihan orang tua diadakan di 
sekolah agar orang tua dapat mengenal budaya sekolah. Orang tua 
juga secara kolaboratif memilih waktu dan hari yang sesuai dengan 
jadwal mereka. Untuk menciptakan lingkungan tempat orang tua da- 
pat berbagi pengalaman seputar pembelajaran literasi anak di rumah, 
semua orang tua bertemu pada waktu yang sama. Orang tua dan wali 
anak juga diundang oleh peneliti untuk terlibat dalam percobaan di 
mana mereka akan belajar bagaimana mengintegrasikan membaca 
buku cerita dan diskusi buku ke dalam rutinitas sehari-hari mereka. 
Pada awal penelitian, orang tua di kedua kelompok diminta untuk 
berpartisipasi dalam membaca buku bersama anak-anak mereka yang 
direkam dengan audio, dan buku yang digunakan adalah buku yang 
sama di dua kelompok. Orang tua diberi tahu bahwa sesi membaca 
termasuk membaca buku cerita dan diskusi yang dilakukan orang tua 
dan anak setelah membaca tentang buku tersebut. 
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Buku yang dipilih untuk digunakan dalam intervensi adalah 
buku yang berhubungan dengan topik dan unit pembelajaran yang 
dipelajari siswa di sekolah. Buku-buku tersebut merepresentasikan 
jenis buku fiksi dan nonfiksi yang biasa ditemukan di dalam kelas, 
baik dengan membaca bersama, saat sesi membaca lantang, maupun 
di perpustakaan kelas. Buku cerita utama dan pelatihan berkelanjutan 
dalam teknik membaca lantang yang produktif dan cara menanggapi 
buku anak-anak diberikan kepada orang tua setiap minggu. Strategi 
yang diajarkan dapat dimasukkan ke kerangka buku cerita tertentu 
dan mencerminkan strategi yang digunakan dan diajarkan guru. 
Berikut ini adalah daftar strategi yang ditekankan selama intervensi: 
(a) membuat prediksi, (b) bertanya dan menjawab pertanyaan, (c) 
membuat koneksi, (d) menggunakan ilustrasi, (e) menceritakan 
kembali, serta (f) kembali ke teks setelah membaca. 


Pada pertemuan mingguan, orang tua didorong untuk berbagi 
peristiwa yang diperincikan dalam format tanggapan pembaca, seperti 
cerita dan gambar anak-anak mereka, mendiskusikan pertemuan lite- 
rasi yang mereka alami dengan anak-anak mereka, dan mengomentari 
pentingnya peristiwa literasi tersebut dalam kehidupan anak-anak 
mereka. Berbagi dan diskusi dimaksudkan untuk memungkinkan 
orang tua mempelajari bagaimana orang tua lain memasukkan diskusi 
seputar buku cerita dan menggunakan strategi dasar. 


Kolaborasi sekolah dan orang tua siswa bisa menjadi metode 
yang efektif dalam membantu perkembangan literasi anak. Orang tua 
memiliki peran penting dalam keberhasilan anak dalam keterampilan 
literasinya. Intervensi membaca lantang tidak mustahil untuk diim- 
plementasikan di Indonesia, dan bisa dicoba untuk diterapkan sebagai 
pendukung pembelajaran literasi anak di Indonesia. 


1. Penerapan Metode Membaca Lantang di Sekolah 

Metode membaca lantang juga diterapkan di sekolah untuk membantu 
meningkatkan kemampuan literasi murid pada tingkat pendidikan 
dasar. Finlandia sebagai salah satu negara dengan sistem pendidikan 
yang maju juga menerapkan metode membaca lantang tersebut di 
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sekolah-sekolahnya. Finlandia yang kerap dijadikan percontohan 
sistem pendidikan, berada di peringkat ketujuh dengan skor rata-rata 
520. Pada pembahasan berikut, kami akan membahas faktor-faktor 
yang mendukung Finlandia dalam kesuksesannya membangun sistem 
pendidikan literasi pada tingkat pendidikan dasar. 


Pada penelitian terhadap kurikulum Finlandia (Early Literacy 
Practices and the Finnish National Core Curriculum, oleh Korkeamäki 
& Dreher, 2011), terdapat anjuran konsep pembelajaran dengan siswa 
menjadi peserta aktif dalam pembelajaran mereka sendiri, baik secara 
individu maupun sosial. Siswa harus menjadi pemecah masalah, dan 
dengan bimbingan guru, membangun pengetahuan baru berdasarkan 
pada pengetahuan mereka sebelumnya dalam interaksi dengan teman 
sebayanya. Pembelajaran harus mempunyai tujuan dan berorientasi 
pada tujuan. Dalam membangun pengetahuan, lingkungan belajar 
memainkan peran sentral, hal itu harus mendorong keingintahuan, 
minat, dan motivasi siswa. Dengan metode seperti ini, siswa mampu 
memahami konsep secara menyeluruh dan mengembangkan ke- 
terampilan menyimaknya. Lalu, lingkungan fisik juga diperlukan, 
seperti bahan, alat kerja, bahan ajaran, dan layanan perpustakaan, 
yang semuanya harus digunakan untuk memberikan pendekatan studi 
yang beragam dan mendorong keterlibatan aktif siswa. 


Untuk tiap tujuan ini, tujuan yang lebih spesifik ditentukan, 
seperti keterampilan interaksi siswa harus berkembang sehingga 
mereka “belajar untuk bertanya dan menjawab pertanyaan”; siswa 
“mempelajari keterampilan dasar membaca dan menulis” dan “kon- 
vensi teks tertulis” serta bagaimana memantau membaca dan menulis 
mereka, dan siswa “menjadi akrab dengan bentuk bahasa tertulis 
melalui mendengarkan dan membaca” sehingga meningkatkan kosa 
kata, ekspresi, dan imajinasi mereka, serta belajar untuk memilih buku 
yang menarik pada tingkat membaca yang sesuai. 

Metode yang digunakan untuk mendukung pembelajaran ini 
adalah membaca lantang. Namun, berbeda dengan metode mem- 
baca lantang yang diimplementasikan di Indonesia, siswa juga diberi 
kesempatan untuk membaca dengan suara keras bersama seluruh 
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kelompok. Dalam situasi membaca seluruh kelompok, siswa ber- 
giliran membaca beberapa kalimat sekaligus dan lebih sering siswa 
membaca secara berpasangan. Mereka juga diperbolehkan memilih 
tempat untuk membaca, bahkan di aula yang terdapat meja, kursi, 
dan sofa kecil. Kegiatan ini diamati sangat sukses dan berorientasi 
pada tujuan, meskipun guru tidak dapat memantau setiap pasangan 
membaca seketat di kelas selama membaca. Para siswa juga dapat me- 
negosiasikan giliran mereka untuk membaca lebih dari satu kalimat 
sekaligus seperti fenomena yang dilampirkan oleh Korkeamäki dan 
Dreher (2011) di bawah ini; 


Siswa 1: Mari membaca bersama. 


Siswa 2: Tidak, jangan dibaca berbarengan. Saya akan membaca 
keseluruhan halamannya sendiri, lalu Anda membacanya sendiri (siswa 
1 setuju dan mereka membacanya). 


Siswa 1: Sekarang mari bergiliran, saya akan membaca baris ini 
dulu, lalu Anda yang satu dan saya yang ini. 


Siswa 2: Ya, ayo lakukan itu. 


Persetujuan siswa tidak diterima begitu saja. Mereka bernegosiasi 
dan menemukan cara yang memuaskan kedua siswa. Pengamatan 
menunjukkan bahwa siswa tetap pada tugas dan tidak menyalahguna- 
kan waktu dalam membaca berpasangan, menunjukkan bahwa mem- 
baca berpasangan adalah cara yang efektif untuk melatih kefasihan 
karena memberi setiap siswa lebih banyak waktu. Pada saat yang sama, 
membaca berpasangan juga memberikan peluang untuk interaksi dan 
negosiasi teman tanpa masukan dari guru. Setelah itu, guru biasanya 
juga mengajukan pertanyaan pemahaman terkait cerita setelah siswa 
menyelesaikan bacaannya secara berpasangan. Penggunaan kegiatan 
drama, teater boneka, dan improvisasi juga digunakan dalam satu 
bagian pelajaran. 

Kurikulum Finlandia ini sudah banyak dibahas sebelumnya. 
Beberapa aspek dari kurikulum Finlandia dapat dicontoh dan 
disesuaikan dengan kondisi di Indonesia. Guru mendorong siswa 
untuk lebih interaktif dalam lingkungan sosialnya dan dapat me- 
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nuntaskan keterampilan menyimaknya. Hal tersebut terjadi karena 
pembelajaran di Finlandia berfokus agar siswa menjadi peserta aktif 
dalam pembelajaran mereka sendiri, baik secara individu maupun 
sosial. 


C. PENGGUNAAN MODEL MENTAL PADA TEKS 
BACAAN UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN 
MEMBACA 


Dalam aktivitas yang sudah dibahas di atas, tentunya siswa perlu un- 
tuk memahami teks atau bacaan yang diberikan. Ada dalam beberapa 
kasus yang diteliti oleh Oakhill, Cain, dan Elbro (2014), ketika dua 
anak diberi teks bacaan untuk mempraktikkan metode membaca 
nyaring. Kasus yang terjadi adalah satu anak yang membaca lebih 
lancar daripada anak yang lain, ternyata mempunyai pemahaman 
yang lemah terhadap apa yang dibacanya dibandingkan anak yang 
membaca teks lebih terbata-bata. 


Telah diketahui selama bertahun-tahun bahwa apa yang di- 
ingat pembaca tentang sebuah teks bukanlah kata-katanya, tetapi 
maknanya (Oakhill dkk., 2014). Oakhill dkk. juga menyimpulkan 
bahwa hanya dalam waktu yang sangat singkat, orang lupa cara persis 
sesuatu diutarakan (“bentuk linguistik”), tetapi masih sangat pandai 
mengingat artinya. Namun, tentunya, jika pembaca tidak mampu 
membaca kata-kata di dalamnya, memahami teks tertulis tidak akan 
berkembang jauh. Pembaca juga perlu mengenali arti dari kata-kata 
tersebut untuk memahaminya, dan jika sebagian besar arti dari kata 
tersebut tidak diketahui, akan sulit untuk memahami teks secara 
keseluruhan (Oakhill dkk., 2014). Untuk membangun model mental 
dari isi teks, pengetahuan kosakata yang mendalam sangat penting. 
Ini karena beberapa arti dari kata lebih ditekankan daripada yang 
lain ketika kata-kata dirangkai menjadi sebuah kalimat. Contohnya, 
dalam bahasa Indonesia, kata “jatuh” biasanya bermakna (terlepas 
dan) turun atau meluncur ke bawah dengan cepat karena gravitasi 
bumi. Namun, kata “jatuh” dapat berubah maknanya jika frasa yang 
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digunakan adalah “jatuh cinta. Maka, maknanya menjadi menaruh 
perasaan (cinta) kepada seseorang/sesuatu. 


Rangkaian aktivitas dari penggunaan model mental pada teks 
bacaan (the Mental Model of the Text) oleh Oakhill dkk. (2014) dapat 
menjadi latihan yang membantu anak untuk memahami bacaan secara 
menyeluruh. Mengaktifkan arti kata adalah salah satu aktivitas yang 
diusulkan oleh Oakhill dkk., yakni siswa dilatih untuk mencari tahu 
makna dari sebuah kalimat dengan mengaktifkan kata yang di tar- 
getkan. Contohnya: Apa arti kata merah di setiap kalimat ini? (a) Ibu 
marah melihat rapotku yang nilainya berwarna merah. Pada kalimat 
(a) Ibu marah melihat rapotku yang nilainya berwarna merah, merah 
di sini mempunyai arti nilai rapot yang jelek, karena nilai yang jelek 
biasa teridentifikasi dengan warna merah. (b) Wajahnya masam dan 
merah saat melihat kejadian itu. Lalu, pada kalimat (b), merah di kali- 
mat ini menandakan bahwa karakter yang digambarkan pada kalimat 
sedang marah. (c) Ijat sangat sedih karena rumahnya habis dilalap si 
jago merah. Dan pada kalimat (c), kata merah di sini berbentuk frasa 
“jago merah” yang bermakna api kebakaran (Oakhill dkk., 2014, 14). 
Siswa diberi kesempatan untuk mengidentifikasi terlebih dahulu, lalu 
guru dapat menjelaskan secara detail seusai aktivitas. 


Metode ini dapat diaplikasikan pada tingkat sekolah dasar (SD) 
ataupun tingkat menengah (SMP), yakni ketika siswa telah belajar 
memahami bahwa satu kata dapat memiliki makna ganda. Dalam hal 
ini, guru wajib mempunyai kemampuan dan pengetahuan tentang 
beragam kata yang mempunyai makna ganda dan rangkaian teks 
yang juga kaya akan budaya. Guru juga dapat melibatkan teks dalam 
bahasa asing, misalnya bahasa Inggris, untuk jenjang yang lebih tinggi 
(SMU). Teks dapat diolah dan dimodifikasi sesuai dengan tingkatan 
pendidikan yang sedang ditempuh. Makin tinggi tingkatan pendidik- 
annya, teks yang diberikan makin kompleks dan bisa melibatkan 
budaya asing. 
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D. QUESTION-ANSWER RELATIONSHIP (QAR) 
UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN 
MEMBACA 


Question-Answer Relationship (QAR) oleh Green (2016) juga meru- 
pakan salah satu strategi yang sudah digunakan guru untuk mem- 
bantu pembaca menemukan informasi untuk menjawab pertanyaan 
dalam proses pemahaman bacaan dan dalam meningkatkan nilai 
ujian. Metode ini dapat membantu meningkatkan pemahaman dalam 
proses membaca dengan mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan 
yang berhubungan dengan dua sumber utama bahan bacaan dan latar 
belakang pengetahuan pembaca. Pertanyaan QAR dibagi menjadi 
dua tipe pertanyaan, yaitu "Pertanyaan Di Dalam Buku" (In the Book 
Question) dan "Pertanyaan Di Dalam Kepala" (In My Head Question). 


Pertanyaan Di Dalam Buku bersifat literal karena jawabannya ada 
di dalam teks. Berikut ini dua jenis pertanyaan Di Dalam Buku, yaitu 


e Di Sana (Right There): Jawabannya dapat ditemukan di satu 
tempat di teks. 


e Pikirkan dan Cari (Think and Search): Jawabannya dapat 
ditemukan di beberapa tempat di teks. 


Sementara itu, pertanyaan Di Dalam Kepala bersifat inferensial 
karena jawabannya membutuhkan informasi yang tidak terkandung 
dalam teks. Berikut ini dua jenis pertanyaan Di Dalam Kepala: 


e Penulis dan Anda (Author and You): Jawabannya tidak dapat 
ditemukan dalam teks. Pembaca harus menggunakan informasi 
di dalam teks dan menemukan jawabannya di kepala mereka. 


e Saya Sendiri (On My Own): Jawabannya tidak dapat ditemukan 
dalam teks. Jawabannya dikembangkan dari latar belakang 
pengetahuan pembaca. 

Implementasi metode QAR dilakukan secara bertahap agar siswa 
dapat memahami instruksi yang diberikan. Dalam usaha meningkat- 
kan pemahaman membaca siswa dan nilai ujian siswa menggunakan 
strategi OAR, Green (2016) mengusulkan empat tahap yang terdiri 
atas 10 pelajaran dilaksanakan selama delapan minggu, dengan pre- 
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test dan post-test dilakukan untuk menentukan hasil percobaan 
persentase kelulusan tes siswa. Berikut ini adalah empat tahap dalam 
implementasi metode QAR. 


1. Tahap 1: Perkenalan dan Pemodelan QAR 


Pada penggunaan peta jangkar OAR, siswa diperkenalkan pada dua 
tipe OAR: Di Dalam Buku (coba untuk membaca ulang, jawabannya 
terdapat dalam teks), dan Di Dalam Kepala (coba untuk membaca 
ulang dan berusaha untuk berpikir karena jawaban terdapat dalam 
kepala Anda). Definisi tersebut diimplementasikan dengan membaca 
suatu bagian bersama dan berhenti secara teratur untuk mengajukan 
pertanyaan sesuai dengan kosakata QAR. 

Rouselle (2011) memberikan contoh teks pada bukunya, Baltic 
Rescue (halaman 4), yang berisi; “Tanpa peringatan, es tempat an- 
jing itu berdiri terlepas dari daratan. Anjing itu tersapu ke sungai 
di atas sekotak es berukuran setengah lapangan sepak bola. Anjing 
yang ketakutan itu mencari cara untuk kembali ke pinggiran, tetapi 
dia terjebak di atas es. Sungai itu terlalu dingin bagi anjing untuk 
berenang ke tempat yang aman.” 

Contoh pertanyaan Di Dalam Buku, yang meniru bagian dalam 
buku Baltic Rescue (halaman 4) oleh Rousselle (2011): 


“Mengapa anjing tidak bisa berenang ke tempat yang aman?” 


Jawabannya bisa dilihat pada teks bacaan yang bisa langsung 
dikutip. 
Contoh pertanyaan Di Dalam Kepala: 


“Menurutmu mengapa anjing itu semakin lemah?” 


Jawabannya hanya dapat disimpulkan oleh siswa secara tidak 
langsung dari petikan tersebut. 


Pada akhir fase ini, siswa diharapkan memahami dan memahami 
konsep “Di Dalam Buku” dan “Di Dalam Kepala” 
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2. Tahap 2: Model QAR dengan Subkategori 


Untuk tahap kedua, keempat subkategori Di Dalam Buku dan Di 
Dalam Kepala diperkenalkan melalui membaca dan mengajukan 
pertanyaan berdasarkan pada kosakata QAR pada buku yang sama 
dengan tahap pertama. Dalam tahap ini, Rousselle (2011) kembali 
memberikan contoh teks dan pertanyaannya, “Pada awalnya, orang- 
orang di kapal mengira hewan itu adalah anjing laut. Mereka takjub 
ketika mendekat dan melihat bahwa “anjing laut” itu memiliki empat 
kaki, telinga terkulai, dan satu ekor. Mereka telah menemukan seekor 
anjing mengambang di atas es, 15 mil (24 km) dari darat!” (halaman 
10). 

Contoh tipe pertanyaan untuk “Di Sana”: Jawabannya dapat 
ditemukan di satu tempat di teks. 


“Pada awalnya, apa yang dikira orang-orang di kapal tentang hewan 
itu?” 


Contoh tipe pertanyaan untuk “Pikirkan dan Cari”: Jawabannya 
dapat ditemukan di beberapa tempat dalam teks. 


“Apa beberapa hal yang para pelaut lakukan untuk menyelamatkan 
anjingnya?” 


Contoh tipe pertanyaan untuk “Penulis dan Anda”: Jawabannya 
tidak dapat ditemukan di teks. Pembaca harus menggunakan infor- 
masi di dalam teks dan menemukan jawabannya di kepala mereka. 


“Menurut Anda, bagaimana perasaan kru tentang anjing itu?” 


Pada studi Rousselle (2011) tersebut, fokus tidak diberikan 
pada tipe pertanyaan “Saya Sendiri” karena kurangnya pertanyaan 
berdasarkan pada pendapat sendiri pada contoh di atas. Pada akhir 
fase ini, siswa diharapkan untuk memahami dan memahami konsep 
“Di Sana’, “Pikirkan dan Cari”, serta “Penulis dan Anda”. 
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3. Tahap 3: QAR Independen dengan Bagian Teks yang 
Berbeda 


Untuk tahap 3, grafik disediakan sebagai pedoman bagi siswa untuk 
secara mandiri membuat dan menjawab pertanyaan berbasis OAR. 
Pada akhir tahap ini, siswa diharapkan menguasai konsep OAR 
sepenuhnya dan menerapkannya secara pribadi pada teks yang 
benar-benar baru. 


4. Tahap 4: QAR dengan contoh pertanyaan teks 


Untuk tahap akhir dari intervensi, QAR digunakan untuk mengklasi- 
fikasikan pertanyaan pada tes membaca standar. Hal ini dilakukan 
dengan memberikan formulir tes akhir yang dirilis untuk dilakukan 
oleh siswa serta memberikan klasifikasi pertanyaan dan konsep OAR 
terkait yang digunakannya dengan memberi label pada pertanyaan 
dengan singkatan konsep (misalnya DS untuk “Di Sana’, P&C untuk 
“Pikirkan dan Cari”, P&A untuk “Penulis dan Anda”) dan memung- 
kinkan mereka menjawab pertanyaan dengan benar sesuai dengan 
konsep yang diajarkan sebelumnya. 


Metode OAR ini sangat menarik untuk meningkatkan pemaham- 
an membaca siswa. Namun, metode ini terbilang kompleks untuk 
dipahami siswa dasar. Oleh karena itu, guru wajib memahami konsep 
QAR secara menyeluruh agar tahap 1 dalam metode QAR dapat di- 
jalani dengan baik. Dalam penjelasan metode QAR (Tahap 1), guru 
dapat menggunakan grafik atau peta pikiran (mind-mapping) untuk 
memudahkan siswa dalam memahami metode. Guru juga harus 
menyesuaikan tingkat kesulitan teks dan pertanyaan sesuai dengan 
kemampuan atau tingkat pendidikan siswa. Contohnya, untuk siswa 
SD, guru harus memilih teks sederhana dan didukung oleh gambar 
yang relevan agar membantu siswa dalam memahami. Jika pendekatan 
ini digunakan di sekolah menengah, guru dapat memilih teks yang 
biasa diterapkan pada kehidupan siswa sehari-hari. Hal tersebut 
akan menarik perhatian mereka dan memungkinkan mereka dengan 
mudah menautkan konten bacaan ke pengalaman mereka sendiri. 
Proses “Di Dalam Kepala” menstimulasi siswa untuk mengeksplor 
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konten bacaan lebih jauh dalam keadaan minat yang tinggi karena 
siswa memiliki pengalaman yang relevan dengan teks terkait. Teks 
yang bisa digunakan adalah teks yang relevan dengan pelajaran terkait 
yang sedang dipelajari. Melalui cara tersebut, siswa dapat menambah 
pemahaman tentang topik pembelajaran terkait. 


E. REKOMENDASI 


Untuk menyimpulkan, menjadi mahir dalam memahami bacaan 
merupakan tujuan penting dari pendidikan dasar. Pemahaman 
membaca, bagaimanapun, adalah proses yang kompleks dan mem- 
butuhkan beberapa keterampilan kognitif yang lebih tinggi (Nouwens 
dkk., 2021). Intervensi pengajaran yang telah dibahas di atas dapat 
dijadikan salah satu usaha dalam peningkatan kemampuan literasi 
anak di Indonesia demi memajukan Indonesia menjadi lebih baik 
karena anak yang sudah menguasai kemampuan literasi sejak dini 
akan menjadi seorang pembelajar sepanjang hidupnya, juga memberi 
dampak kemajuan literasi dalam menyongsong generasi emas 2045. 
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Program Pendidikan dan 
Intervensi Pengajaran dalam 
Usaha Meningkatkan Kemampuan 
Numerasi Antarjenjang di 


Indonesia 
Sary Matualesy 


Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menetapkan target-target 
untuk memajukan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa-bangsa 
di dunia yang dituangkan dalam Agenda 2030 Pembangunan yang 
Berkelanjutan (United Nations, t.t.). Dalam Agenda 2030 Pembangun- 
an Berkelanjutan tersebut, terdapat 17 Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan (TPB) yang menjadi kerangka acuan pemerintah dari 
negara-negara anggota PBB dalam melakukan pembangunan di 
negara masing-masing. 

Salah satu tujuan TPB yaitu tujuan ke-4, menyatakan untuk 
mewujudkan kualitas pendidikan yang setara dan inklusif serta men- 
dukung kesempatan memperoleh pendidikan yang berkelanjutan bagi 
individu (United Nations, t.t.). Tujuan TPB yang ke-4 tersebut kemu- 
dian lebih dipertajam pada bagian 4.6, yaitu mewujudkan proporsi 
yang seimbang pada generasi muda dalam kemampuan literasi dan 
numerasi, baik laki-laki maupun perempuan. Di masa mendatang, 
pencapaian tujuan 4.6 tersebut dapat dilihat melalui indikator TPB 
4.6.1, yang berupa persentase populasi laki-laki dan perempuan 
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dalam kelompok umur tertentu yang dapat mencapai tingkat standar 
kecakapan dalam kemampuan (a) literasi dan (b) numerasi. 


Kemampuan berhitung, atau disebut juga dengan kemampuan 
numerasi, adalah kemampuan individu untuk menggunakan prinsip 
matematika dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan numerasi 
mencakup kemampuan dalam menginterpretasikan data, grafik dan 
diagram, memproses informasi, menyelesaikan persoalan, memeriksa 
jawaban, memahami dan menjelaskan suatu solusi, serta membuat 
keputusan berdasarkan pada penalaran dan pemikiran yang logis 
(National Numeracy, 2018). 


Kita menggunakan kemampuan numerasi hampir di setiap situasi 
dalam kehidupan kita. Sebagai gambaran, kita menggunakan kemam- 
puan numerasi di pekerjaan (mengukur, menimbang, menggunakan 
lembar data, dan memahami data), kehidupan sehari-hari di dalam 
ataupun di luar rumah (memperkirakan berapa lama perjalanan yang 
akan kita tempuh, membayar tiket, dan menakar bahan resep), sebagai 
konsumen (memperkirakan berapa banyak kita berhemat dengan 
diskon 20%, menghitung uang kembalian, dan memperkirakan berapa 
memberi tip pada ojek online), pengelolaan keuangan (menyusun ang- 
garan bulanan keluarga, memahami bunga kartu kredit, memahami 
implikasi finansial ketika meminjam uang ke bank, dan memperkira- 
kan berapa uang asuransi yang harus dibayar untuk dana pensiun), 
sebagai orang tua (membantu anak menyelesaikan pekerjaan rumah 
dari sekolah, bermain board-games dengan anak), sebagai pasien ke- 
tika mengelola informasi kesehatan (mengelola pengaturan makanan 
dan nutrisi, membuat janji temu dengan dokter, mengukur dosis obat 
yang dikonsumsi), serta sebagai penduduk ketika memahami dunia 
sekitar kita (memahami informasi data statistik kependudukan dan 
grafik yang disiarkan berita, memahami informasi mengenai anggaran 
pemerintah). 

Ketika kita melihat betapa besar dampak kemampuan numerasi 
dalam kehidupan keseharian kita, tidaklah mengherankan jika PBB 
menjadikan kemampuan numerasi sebagai salah satu dari target 
pembangunan yang berkesinambungan di setiap negara di dunia. 
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PBB sebagai organisasi dunia sangat peduli terhadap pengembangan 
kesejahteraan dan kemakmuran manusia di dunia. Pertanyaannya 
sekarang adalah apakah Indonesia memiliki program pendidikan yang 
secara khusus membangun kemampuan numerasi yang langsung ber- 
sentuhan dengan aspek-aspek kehidupan sehari-hari penduduknya? 
Indonesia merupakan negara yang berada pada urutan ke-4 pada 
2020 dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia, yaitu 267 juta 
jiwa. Berdasarkan pada jumlah tersebut, dapat kita bayangkan betapa 
besarnya sumber daya manusia Indonesia. Kemampuan numerasi 
bukan hanya melibatkan pengetahuan terhadap angka atau pelajaran 
matematika yang perhitungannya rumit. Kemampuan numerasi ada- 
lah keterampilan praktis yang bisa dipelajari, dibuatkan standardisasi, 
dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Keterampilan 
numerasi pada individu bisa dibangun melalui program pendidikan 
yang tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan rakyat Indonesia. 


A. PENYUSUNAN PROGRAM PENDIDIKAN UNTUK 
MEMBANGUN KEMAMPUAN NUMERASI 
DENGAN PENDEKATAN ANALISIS PERILAKU 
TERAPAN (APPLIED BEHAVIOUR ANALYSIS/ABA) 


Pengetahuan yang diperoleh melalui pendidikan formal seyogianya 
sejalan dengan implementasi pengetahuan tersebut di kehidupan 
sehari-hari. Program pendidikan yang diberikan melalui pendidikan 
formal idealnya memiliki aspek-aspek pengetahuan praktis yang 
sebagian besar dapat dipahami dan diterapkan melalui contoh dalam 
aktivitas keseharian individu. 


Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, kemampuan 
numerasi adalah suatu bentuk keterampilan yang dapat dipelajari. 
Keterampilan (skills) adalah suatu perilaku yang dapat diamati 
dan dinilai. Pembelajaran suatu perilaku dapat dilakukan melalui 
pendekatan analisis perilaku terapan. Pendekatan analisis perilaku 
terapan memberikan referensi bahwa perilaku yang kompleks dapat 
dipecah menjadi unit perilaku yang lebih sederhana. Hal tersebut perlu 
dilakukan untuk memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran. 
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Pemecahan komponen perilaku itu disebut analisis tugas (task analy- 
sis) (Cooper dkk., 2014). Analisis tugas membantu pendidik untuk 
mempersiapkan peserta didik menguasai keterampilan numerasi yang 
ditargetkan secara bertahap. Unit-unit perilaku yang lebih sederhana 
akan menjadi sasaran pengajaran jangka pendek agar peserta didik 
lebih mudah menguasainya. 


Pemecahan komponen keterampilan numerasi yang kompleks 
melalui analisis tugas akan sangat membantu dalam penyusunan 
kerangka program pendidikan dalam membangun keterampilan 
numerasi. Hasil dari analisis tugas akan memberikan gambaran 
berupa definisi operasional dari perilaku (keterampilan numerasi) 
yang harus dipelajari. Hal tersebut akan memberikan arahan yang 
lebih jelas kepada pendidik untuk menyusun dan menyiapkan materi 
pembelajaran serta menetapkan standar penguasaan keterampilan 
yang dimaksud. 


Kerangka penyusunan program pendidikan dengan pendekatan 
analisis perilaku terapan tersebut juga memudahkan pendidik untuk 
menyusun program pembelajaran yang bersifat khusus (individual- 
ised) bagi peserta didik yang membutuhkan penanganan khusus. 
Para pendidik akan dapat memilihkan unit-unit perilaku sederhana 
(keterampilan numerasi) sebagai sasaran pengajaran jangka pendek 
sesuai dengan kemampuan kognitif dan kebutuhan individu. 


Pendekatan analisis perilaku terapan dapat memberikan 
alternatif solusi bagi penyusunan program pendidikan yang dapat 
membantu tercapainya tujuan TPB ke-4. Kesetaraan kualitas pen- 
didikan, inklusivitas, dan kesempatan dalam memperoleh pendidikan 
yang berkelanjutan menjadi hal mungkin untuk dapat dicapai oleh 
pemerintah Indonesia. Kerangka penyusunan program pendidikan 
untuk membangun kemampuan numerasi melalui pendekatan analisis 
perilaku terapan divisualisasi dalam Gambar 9.1. 
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Perilaku yang 


Analisis Tugas dipelajari 
(Task analysis) (unit perilaku 
sederhana) 


Sumber: Diadaptasi dari Cooper dkk. (2014, 437) 


Gambar 9.1 Kerangka Penyusunan Program Pendidikan Membangun 
Kemampuan Numerasi 


Ketika target perilaku sudah ditetapkan, langkah berikutnya 
diperlukan suatu standar kecakapan yang menjadi tolok ukur pengua- 
saan keterampilan yang dipelajari. Penetapan standar kecakapan 
dilakukan melalui metode kriteria rujukan (criterion referenced). Pada 
kriteria rujukan, kriteria penguasaan keterampilan telah ditetapkan 
dari awal. Dengan demikian, individu dapat mengacu pada kriteria 
tersebut untuk dinilai apakah ia sudah menguasai keterampilan 
yang dimaksud atau belum (Furr & Bacharach, 2014, 7-8). Standar 
kecakapan kemampuan numerasi ini dikatakan sebagai salah satu 
indikator pencapaian TPB nomor 4.6.1. 


Johnson dan Street (2013, 162-172) merupakan dua orang pen- 
diri suatu institusi pendidikan yang bernama Morningside Academy 
yang berada di Amerika Serikat. Institusi pendidikan tersebut 
memusatkan perhatian pada penanganan individu-individu yang 
memiliki kemampuan kognitif normal tetapi mengalami kesulitan 
dalam menguasai keterampilan akademik. Johnson dan Street (2013, 
162-172) mengemukakan bahwa individu yang mengalami kesulitan 
dengan kemampuan literasi dan numerasi telah mendapatkan manfaat 
melalui pembelajaran dengan pendekatan analisis perilaku terapan. 
Sasaran perilaku yang terukur telah memudahkan para guru mene- 
tapkan standar penguasaan keterampilan numerasi dan melakukan 
evaluasi terhadap kemajuan pembelajaran individu dari waktu ke 
waktu, bahkan dalam unit evaluasi harian. 
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Perbandingan 
E3 Persentase Pembagian (ratios) atau 
sederhana (fractions) Persamaan 
(equations) 


Sumber: Diadaptasi dari Johnson & Street (2013, 139) 
Gambar 9.2 Domain Konsep Dasar Matematika 


Keterampilan numerasi secara konseptual terdiri atas enam 
domain yang merupakan konsep dasar matematika, sebagaimana 
diilustrasikan pada Gambar 9.2. 


Tiap domain tersebut memiliki perangkat keterampilan yang 
harus dikuasai individu yang berupa: (1) Komputasi (penambahan, 
pengurangan, perkalian, pembagian, dan penyelesaian persamaan), 
serta (2) Pemecahan masalah dari soal cerita (Johnson & Street, 2013). 


Keseluruhan keterampilan tersebut harus dikuasai secara berurut- 
an sesuai dengan tahap perkembangan kognitif individu. Pengajaran 
keterampilan dengan memperhatikan tahap perkembangan kognitif 
individu menjadi penting karena terkait dengan bentuk dan penyajian 
materi yang diberikan. Sebagai contoh, pengenalan angka (number 
sense) yang berada pada domain pertama konsep dasar matematika 
sudah harus dimulai sejak kanak-kanak. Contoh, seorang anak berusia 
empat tahun mulai belajar bahwa setiap angka merepresentasikan 
kuantitas yang berbeda. Dia belajar mengenali bahwa tiga titik direpre- 
sentasikan oleh simbol “3”, lima titik direpresentasikan oleh simbol 
“5” Kemudian, anak tersebut mulai memahami besaran (magnitude) 
angka, yaitu bahwa 9 lebih banyak daripada 4. Ketika anak tersebut 
berusia enam tahun, ia kemudian mengenal konsep ikatan bilangan 
(number bond), misalnya 5 merupakan penjumlahan dari 2 dan 3 
atau 4 dan 1. Selanjutnya, anak belajar tentang garis bilangan yang 
memberikan ia pemahaman bahwa perbedaan antara 10 dan 12 sama 
dengan 24 dan 26. 


Dalam proses pembelajaran keterampilan numerasi, sering 
kali ditemukan individu yang mengalami kesulitan. Keterampilan 
numerasi merupakan bagian dari kemampuan akademik. Kesulitan 
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mempelajari kemampuan akademik merupakan kesulitan dari in- 
dividu yang berkebutuhan khusus. Kesulitan akademik merupakan 
salah satu dari kesulitan dari individu yang terdiagnosis dengan 
kesulitan belajar spesifik. Menurut survei statistik yang dilakukan 
National Center for Education Statistic (2020) di Amerika Serikat, 
terdapat 14% peserta didik berusia 3-21 tahun dari total populasi 
yang menerima layanan pendidikan berkebutuhan khusus. Dari 14% 
jumlah peserta didik yang berkebutuhan khusus tersebut, terdapat 
33% yang memiliki kesulitan belajar spesifik. 


Badan Pusat Statistik di Indonesia belum merilis secara resmi 
berapa jumlah peserta didik berkebutuhan khusus di antara seluruh 
pelajar dan mahasiswa di Indonesia. Namun, jika angka persentase 
14% tersebut kita terapkan pada jumlah populasi murid TK-SMA di 
Indonesia yang berjumlah sekitar 42 juta murid (Badan Pusat Statistik, 
2020), akan terdapat 5,88 juta peserta didik dengan kebutuhan khusus. 
Lebih spesifik lagi, dari 5,88 juta peserta didik yang berkebutuhan 
khusus tersebut terdapat 1,94 juta orang yang memiliki kesulitan 
belajar spesifik. Peserta didik dengan kesulitan belajar spesifik arti- 
nya memiliki kesulitan dalam pembelajaran keterampilan numerasi 
dan literasi. Peserta didik dengan kesulitan belajar spesifik tersebut 
tersebar di sekolah-sekolah umum dan sering kali tidak terdeteksi. 
Secara kasatmata, peserta didik dengan kesulitan belajar spesifik me- 
miliki penampilan fisik yang sama dengan anak normal. Hal tersebut 
membuat mereka sering kali terlabel sebagai individu yang bodoh atau 
malas belajar dan sering kali berakhir dengan kondisi putus sekolah. 

Angka perhitungan simulasi 1,94 juta peserta didik yang memiliki 
kesulitan belajar spesifik bukanlah angka yang kecil. Sebagian peserta 
didik tersebut memiliki kesulitan dalam pembelajaran keterampilan 
numerasi. Jumlahnya yang cukup besar menimbulkan kebutuhan akan 
suatu strategi penanganan. Strategi yang dipilih hendaknya memiliki 
implementasi praktis yang baik sehingga dalam penerapannya akan 
berdaya guna dalam pemerataan keterampilan numerasi dan kualitas 
sumber daya manusia Indonesia. Salah satu strategi intervensi dalam 
dunia pendidikan yang memiliki kerangka kerja sistematis yang da- 
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pat diterapkan dalam pembelajaran keterampilan numerasi adalah 
response to intervention (RTI). 


1. Response to Intervention (RTI) sebagai Kerangka 
Kerja dalam Intervensi Pengajaran untuk Membangun 
Kemampuan Numerasi 


Response to intervention (RTI) adalah suatu metode sistematis yang 
berbasis data untuk mengidentifikasi, mendefinisikan, dan membantu 
menyelesaikan permasalahan akademik dan/atau perilaku peserta 
didik. Pada perkembangannya, terdapat tambahan dua elemen kunci 
dalam definisi RTI, yaitu (1) Adanya kelengkapan instruksi belajar 
yang berkualitas tinggi dan/atau intervensi yang sesuai dengan 
kebutuhan peserta didik, serta (2) Menggunakan penilaian yang 
berkesinambungan dan tingkat kinerja murid dalam membuat 
keputusan keberlangsungan pendidikan murid (Johnson & Street, 
2013). Johnson dan Street (2013) juga menggambarkan bahwa RTI 
adalah suatu proses yang melibatkan pemberian instruksi pembela- 
jaran atau intervensi yang berbasis bukti ilmiah, monitor kemajuan 
murid, dan pembuatan keputusan berdasarkan pada data kemajuan 
murid. Definisi-definisi RTI tersebut menggambarkan bahwa RTI 
sebagai suatu kerangka kerja yang sistematis memiliki komponen 
data, instruksi pembelajaran yang berbasis bukti ilmiah, dan cara 
monitoring kemajuan murid yang berkesinambungan dari waktu ke 
waktu. 


Dalam implementasinya, RTI sebagai suatu kerangka kerja harus 
memiliki komponen-komponen sebagai berikut ini (Johnson & Street, 
2013): 


1. Identifikasi dini: 
2. Intervensi dini: 


3. Intervensi dan instruksi pembelajaran yang berbasis bukti serta 
berkualitas, 


4. Intervensi intensif yang diterapkan secara bertahap: 
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5. Monitoring kemajuan murid yang berkesinambungan dari waktu 
ke waktu; 


6. Pengambilan keputusan berbasis data. 


Komponen-komponen tersebut harus diterapkan secara menye- 
luruh dalam kerangka kerja RTI. Kehilangan salah satu komponen 
dalam penerapan kerangka kerja RTI akan memberikan hasil yang 
tidak optimal atau bahkan keliru. Sebagai contoh, penerapan RTI 
tanpa pembuatan instruksi pembelajaran yang berbasis bukti serta 
berkualitas tidak akan dapat memberikan suatu keputusan yang sahih 
terhadap kondisi murid. 


Seorang murid dikatakan gagal atau tidak mampu belajar hanya 
karena ia tidak mampu mengerjakan soal-soal latihan matematika 
yang diberikan. Padahal, guru sudah berulang kali mengajarkan 
konsep matematika terkait soal latihan yang diberikan kepada murid 
tersebut. Pada akhirnya kemudian sekolah mengambil keputusan 
bahwa murid tersebut tidak bisa lagi mengikuti pembelajaran di 
sekolah tersebut. Jika kasus ini dikaji dari kerangka kerja RTI, ada 
komponen yang memerlukan penjelasan lebih detail untuk menda- 
patkan gambaran permasalahan dengan lebih jelas, yaitu komponen 
instruksi pembelajaran. 


Pada kasus di atas, perlu dikaji lebih lanjut apakah instruksi 
pembelajaran yang diberikan (misalnya, cara guru menerangkan 
materi pembelajaran) sudah mengacu pada instruksi pengajaran 
keterampilan numerasi yang berbasis bukti. Guru yang bersangkutan 
perlu mencari tahu referensi ilmiah instruksi pembelajaran yang 
paling tepat untuk murid tersebut. Dengan mengacu pada referensi 
ilmiah yang berbasis bukti, instruksi pengajaran yang diberikan sudah 
terbukti secara ilmiah dapat diterapkan pada kondisi murid. Pene- 
rapan instruksi pembelajaran tanpa referensi berbasis bukti akan 
membuat proses pembelajaran seperti uji coba yang berkepanjang- 
an. Kita tidak akan pernah tahu apakah instruksi yang diberikan 
akan berhasil membuat murid paham atau tidak. Basis bukti ilmiah 
akan memberikan panduan pada para praktisi ketika mereka akan 
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menerapkan suatu metode. Dalam proses penelitian ilmiah, metode 
tersebut telah diuji dan diberi gambaran validitas atas keberhasilan 
atau kegagalannya. 


Tujuan utama dari kerangka kerja RTI adalah memastikan sekolah 
menggunakan skrining keterampilan-khusus. Skrining ini bertujuan 
menempatkan peserta didik dalam program pembelajaran, mengukur 
efek kurikulum, atau instruksi pembelajaran terhadap kemampuan 
akademik dan perilaku belajar, menggunakan ukuran yang jelas untuk 
mendeteksi kemajuan pembelajaran peserta didik, memilih intervensi 
yang berbasis bukti ilmiah pada peserta didik, memonitor kemajuan 
peserta didik berdasarkan pada target pembelajaran yang jelas, serta 
melakukan perubahan instruksi pengajaran jika diperlukan untuk 
menciptakan pengalaman belajar yang positif pada peserta didik. 


Logika penerapan RTI yang divisualisasi oleh Office of Special 
Education Programs (OSEP) Center on Positive Behavioral Interven- 
tion Supports tertuang dalam Gambar 9.3 berdasarkan pada Johnson 


dan Street (2013, 5). 
RTI Problem 
solving/analysis Tier 3: 1-5 


RTI Standard Protocol Tier 
2: 5-10% 


RTI Standard Protocol Tier 
1: 80-90% 


Sumber: Johnson & Street (2013) 
Gambar 9.3 Visualisasi Logika RTI 
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Tabel 9.1 Deskripsi Protokol Standar untuk Pengelompokan Murid Tiap Tingkatan 
Intervensi RTI 


Tingkatan Persentase jumlah 


(Tier) murid dalam tiap Sistem Perilaku Akademik 
tingkatan 
1 80 — 90% RTI standar protokol: 


Semua murid 
e Menggunakan program (kurikulum) 
berbasis bukti 
e Bersifat preventif, proaktif 
2 5-10% RTI standar protokol: 
e Murid dengan pola kesalahan yang sama 
e Diberikan pada suatu kelompok murid 
e Efisiensi tinggi 
e Respon cepat 
3 1-5% RTI analisis/penyelesaian masalah: 
e Asesment berbasis waktu yang intensif 
e Fokus pada identifikasi defisit keterampilan 
khusus dalam keterampilan numerasi 
(contoh: perkalian, geometri) 
e Intervensi individual dengan intensitas tinggi 


Sumber: Johnson & Street (2013) 


Implementasi RTI dapat dibagi dalam tiga tingkatan (tier) untuk 
diterapkan pada perilaku akademik dan perilaku sosial. Tiap tingkatan 
memiliki standar protokol yang disesuaikan dengan kondisi murid. 
Penjelasan mengenai gambaran peserta didik pada tiap tingkatan akan 
dijelaskan dalam Tabel 9.1. 


Pada penerapan RTI di sekolah, peserta didik dikelompokkan ke 
dalam tiga tingkatan sesuai dengan hasil skrining awal kemampuan 
numerasi. Standar protokol pengelompokan peserta didik dalam tiap 
tingkatan dapat dilihat dalam Tabel 9.1. 


Dengan pendekatan yang komprehensif, kerangka kerja RTI 
diharapkan dapat menjadi jawaban atas permasalahan kebutuhan in- 
tervensi pengajaran numerasi dalam sistem pendidikan di Indonesia. 
Kerangka kerja RTI yang sistematis merupakan adaptasi dari 
model intervensi yang juga sering digunakan dalam bidang kesehatan 
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masyarakat dan pencegahan penyakit yang telah teruji keberhasilan- 
nya (Johnson & Street, 2013). 


Pengelompokan peserta didik berdasarkan pada tingkat kesulitan 
yang dialami akan mempermudah guru dalam membuat instruksi 
pembelajaran khusus yang lebih spesifik. Instruksi tersebut diharap- 
kan dapat membantu peserta didik dengan tingkat kesulitan tinggi. 
Pengelompokan tersebut juga membuat peserta didik yang berada 
dalam tiap tingkatan memperoleh kesempatan melakukan pencapaian 
belajar sesuai dengan kemampuannya. Peserta didik yang memiliki 
tingkat kesulitan tinggi akan memperoleh kesempatan memahami 
konsep-konsep numerasi dengan cara yang ia butuhkan tanpa harus 
mengganggu proses pembelajaran teman-temannya yang lain. Kondisi 
ini sangat kondusif dalam membangun keterampilan numerasi bagi 
peserta didik yang kelak tumbuh menjadi individu-individu dewasa 
yang memiliki standar keterampilan numerasi sesuai dengan tujuan 
TPB pada 2030. 


2. Penerapan Precision Teaching (PT) dalam Response to 
Intervention (RTI) 


Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, salah satu komponen RTI 
adalah pemantauan kemajuan peserta didik yang berkesinambungan 
dari waktu ke waktu. Proses pemantauan membutuhkan perangkat 
yang tepat. Salah satu perangkat pemantauan kemajuan pembelajaran 
keterampilan akademik yang digunakan dalam penerapan RTI adalah 
precision teaching (PT). 


Precision teaching adalah suatu sistem pengukuran untuk mene- 
lusuri pembelajaran dan kinerja peserta didik. Teknik ini ditemukan 
oleh Ogden Lindsley—seorang psikolog dan professor administrasi 
pendidikan di University of Kansas. Teknik pengukuran precision 
teaching tersebut sangat bermanfaat dalam memantau kemajuan 
murid atas penguasaan keterampilan akademik yang ditargetkan. 
Dalam penerapan precision teaching, terdapat lima langkah yang 
harus ditempuh agar guru dapat mengambil keputusan yang tepat 
atas intervensi yang diberikan (Johnson & Street, 2013). 
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Langkah pertama, guru mendefinisikan target pembelajaran atau 
target perilaku yang akan diajarkan, atau disebut dalam precision 
teaching sebagai pinpoint. Langkah kedua, guru menyusun materi 
dan prosedur (instruksi pembelajaran) untuk diterapkan dalam proses 
pembelajaran dan mempraktikkan pinpoint. Langkah ketiga, guru 
dan murid bersama-sama mengukur waktu yang dibutuhkan dalam 
mempraktikkan pinpoint (mengukur performansi) dan menghitung 
frekuensinya. Biasanya waktu pengukuran berkisar 1-5 menit. 
Langkah keempat, guru dan murid menggambar grafik performansi 
murid (murid belajar menggambar grafik performansinya sendiri) 
menggunakan grafik terstandar yang bernama Standard Celeration 
Chart (SCC). Langkah kelima, guru dan murid bersama-sama mela- 
kukan tinjauan atas tren performansi murid dan membuat keputusan 
untuk memperbaiki performansi tersebut. Moto dari precision teaching 
adalah “pinpoint, time, record and chart, decide, and—as needed—try, 
try again” (Lindsley, 1990, seperti dikutip Johnson & Street, 2013, 20). 


Dalam precision teaching, prinsip yang diusung adalah kema- 
hiran (fluency). Dalam studinya, Gist dan Bulla (2020) menemukan 
bahwa penggunaan teknik precision teaching menitikberatkan pada 
pengembangan kemahiran. Hal ini dilihat dari frekuensi dilakukannya 
suatu keterampilan akademik. Cara ini terbukti sangat efektif dalam 
meningkatkan keterampilan akademik anak usia sekolah, yang di 
dalamnya tercakup keterampilan numerasi. 


Kemahiran diperoleh melalui keakuratan dan kecepatan, namun 
kecepatan disini bukanlah kompetisi kecepatan antar-peserta didik. 
Kecepatan yang diukur adalah kecepatan kinerja peserta didik dikait- 
kan dengan referensi standar dari target yang ingin dicapai. Penerapan 
prinsip kemahiran dalam membangun keterampilan numerasi yang 
diterapkan di Morningside Academy sejak 1980 di Amerika Serikat 
menunjukkan bukti bahwa kemahiran numerasi dapat dibangun 
melalui teknik precision teaching (Johnson & Layng, 1992). 


Penerapan precision teaching membutuhkan standar referensi 
dari unit-unit perilaku yang akan diukur secara normatif. Hal ini 
berarti ukuran standar pencapaian sasaran perilaku harus didasarkan 
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pada penelitian ilmiah berbasis bukti. Standar pengukuran perilaku 
keterampilan numerasi masih tergolong baru di Indonesia. Penerapan 
kerangka kerja RTI dan perangkat evaluasi kinerja precision teaching 
membutuhkan dukungan dari pemerintah agar sistem pendidikan di 
Indonesia memiliki ukuran-ukuran kinerja terstandar berdasarkan 
pada hasil penelitian ilmiah untuk populasi masyarakat Indonesia. 


B. REKOMENDASI 


Untuk mencapai tujuan TPB, khususnya dalam usaha meningkat- 
kan kemampuan numerasi antarjenjang pendidikan di Indonesia, 
pengajaran yang menitikberatkan pada penguasaan keterampilan 
numerasi merupakan suatu rekomendasi praktis. Program pengajaran 
penguasaan keterampilan yang dimaksud diterapkan dengan meng- 
gunakan pendekatan analisis perilaku terapan. Pendekatan analisis 
perilaku terapan memberikan panduan bagi pembuatan program 
pengajaran sekaligus evaluasi pencapaian implementasi program 
tersebut. Pendekatan analisis perilaku terapan memberikan panduan 
dalam penetapan target pembelajaran dalam bentuk indikator peri- 
laku yang jelas dan terukur. Pengukuran penguasaan keterampilan 
melalui kriteria referensi (criterion referenced) memberikan umpan 
balik yang objektif sebagai indikator pencapaian tujuan TPB yang 
terkait. 


RTI merupakan kerangka kerja dalam penerapan pendekatan 
analisis perilaku terapan untuk pengajaran keterampilan numerasi 
antarjenjang pendidikan. RTI dapat dikatakan sebagai suatu model 
dalam mengatasi masalah penguasaan keterampilan numerasi yang 
terjadi dalam penerapan program pembelajaran numerasi. Masalah 
penguasaan keterampilan sudah pasti akan muncul dalam penerapan 
suatu program pembelajaran di sekolah. Yang terpenting adalah 
pemilihan model yang tepat sebagai tindakan preventif agar per- 
masalahan yang muncul mendapatkan solusi. Sebagai suatu model 
intervensi yang menawarkan solusi, RTI menginginkan ada suatu 
standar dalam protokol penerapan program pengajaran keterampilan 
numerasi. Standar protokol tersebut mencerminkan prosedur pe- 
nerapan program sesuai dengan kondisi murid. 
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Standar protokol tingkat kesatu memberikan kejelasan prosedur 
program pengajaran numerasi bagi seluruh peserta didik tanpa kecuali 
(memberikan kurikulum pengajaran standar untuk kondisi peserta 
didik secara umum). Standar protokol tingkat kedua memberikan 
kejelasan prosedur program pengajaran numerasi bagi peserta didik 
yang memiliki pola kesulitan yang sama (memodifikasi kurikulum 
pengajaran standar bagi sekelompok peserta didik yang memiliki 
kesulitan yang sama). Sementara itu, standar protokol tingkat ketiga 
memberikan kejelasan prosedur identifikasi defisit keterampilan 
numerasi yang dialami peserta didik serta penyusunan kurikulum 
intervensi khusus yang bersifat individual. 


Sumber: Adaptasi dari konsep RTI dan Precision Teaching in Mathematics dalam Johnson 
& Street (2013) 


Gambar 9.4 Keterhubungan Antarkomponen: Pendekatan Analisis Perilaku 
Terapan, Kurikulum Standar Pengajaran Keterampilan Numerasi, Strategi 
Precision Teaching, Kerangka Kerja RTI, dan Pencapaian Tujuan TPB 


Sebagai kerangka kerja, RTI membutuhkan perangkat dalam im- 
plementasinya. Precision teaching merupakan perangkat atau strategi 
khusus yang berbasis analisis perilaku terapan untuk memonitor ke- 
majuan peserta didik secara berkesinambungan dalam kerangka kerja 
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RTI. Penerapan precision teaching dapat memantau proses intervensi 
pengajaran numerasi yang dilakukan pada tingkat kedua dan ketiga 
untuk meningkatkan dan memperbaiki kinerja murid-murid yang 
membutuhkan kurikulum khusus. 


Sebagai gambaran kesimpulan keseluruhan, keterhubungan 
antar-pendekatan analisis perilaku terapan, kerangka kerja RTI 
dan precision teaching dalam program pendidikan dan pengajaran 
kemampuan numerasi dapat dilihat pada Gambar 9.4. Gambar 9.4 
menggambarkan bahwa pendekatan analisis perilaku terapan men- 
dasari komponen penyusunan kurikulum standar pengajaran kete- 
rampilan numerasi dan strategi precision teaching. Kedua komponen 
tersebut diimplementasikan lewat kerangka kerja RTI dalam program 
pendidikan dan pengajaran numerasi. Melalui kerangka kerja RTI, 
diharapkan tujuan TPB dapat dicapai pada 2030. 


Akhir kata, melalui rekomendasi program pendidikan dan in- 
tervensi pengajaran yang telah dijabarkan di atas, penulis berharap 
penduduk Indonesia yang jumlahnya sangat besar kelak akan memiliki 
keterampilan numerasi yang andal yang dapat menjadi modal dasar 
bagi terciptanya sumber daya manusia yang unggul dan kompetitif. 
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| BABX 
Evaluasi Digitalisasi Pendidikan 
dan Kesiapannya dalam 
Mendorong Akselerasi Kompetensi 
Berbasis TIK 


Randi Proska Sandra 


Teknologi adalah salah satu aspek penting yang tidak dapat dilepaskan 
dari proses modernisasi pendidikan. Mempromosikan pembelajaran 
dan pendidikan berkelanjutan yang berkualitas dengan menghadirkan 
peran teknologi informasi dan komunikasi (TIK) juga salah satu fokus 
utama dalam The Education 2030 Framework for Action (FFA) yang 
dideklarasikan di Incheon pada 2015 oleh UNESCO dan beberapa 
badan tinggi PBB lainnya. Peran ini, lebih jauh, bertujuan memper- 
kuat sistem pendidikan, penyebaran pengetahuan, akses informasi, 
pembelajaran yang berkualitas dan efektif, peningkatan kompetensi 
dan peluang akses terhadap pekerjaan di masa depan, serta penye- 
diaan layanan pendidikan yang lebih tepat sasaran. 

Secara nasional, urgensi teknologi untuk dunia pendidikan ada- 
lah amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 
yang mengharuskan pembaharuan kurikulum pendidikan disusun 
sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan 
Republik Indonesia dengan memperhatikan 10 indikator, yang di 
antaranya adalah perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan 
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seni. Teknologi digital juga menjadi salah satu poin utama dalam ren- 
cana pembangunan jangka menengah pemerintah Indonesia dengan 
mengedepankan peningkatan pemanfaatan TIK dalam pembelajaran 
melalui sinergi pendidikan jarak jauh dan pembelajaran daring 
untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional (Narasi Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, 2020). 


Secara umum, pendekatan berbasis teknologi juga menyentuh 
hampir semua aspek Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB 
tujuan 4, yaitu pendidikan yang berkualitas. Namun, secara khu- 
sus, urgensi teknologi lebih ditonjolkan pada Indikator 4.4, yang 
mendorong pembangunan manusia, khususnya generasi muda usia 
remaja dan dewasa, untuk memiliki kompetensi berbasis TIK yang 
relevan sehingga mampu bersaing di skala lokal dan global dalam 
menanggapi perkembangan zaman. Dalam versi Indonesia, semua 
aspek ini terangkum dalam metadata indikator pilar pembangunan 
sosial bersama empat tujuan SDGs bidang sosial lainnya untuk 
remaja dan dewasa. Pengelompokan kategori ini mengindikasikan 
bahwa kompetensi TIK dibutuhkan dari semua lapisan masyarakat 
Indonesia yang berumur 15-59 tahun (Bappenas, 2020). Dalam dunia 
pendidikan, kelompok umur ini akan didominasi oleh generasi Z dan 
Y (milenial) atau generasi muda usia sekolah menengah atas (SMA) 
dan pendidikan tinggi. Namun, tantangan yang paling dominan 
adalah bagaimana mendorong integrasi teknologi di dunia pendidikan 
berjalan beriringan dengan peningkatan kompetensi berbasis TIK. 


A. EVALUASI KOMPETENSI DIGITAL GURU DALAM 
MENDORONG KETERAMPILAN BERBASIS TIK 


Permintaan akan pendidikan diprediksi makin meningkat seiring 
pertambahan jumlah populasi. Kondisi ini tidak dapat dipenuhi 
dengan hanya memperbanyak jumlah sekolah dan guru, tetapi juga 
diperlukan solusi yang lebih inovatif untuk mendukung proses pem- 
belajaran aktif dan berkelanjutan. Didukung dengan pertumbuhan 
penetrasi pengguna internet, penggunaan teknologi digital adalah 
salah satu sarana yang efektif untuk meningkatkan partisipasi aktif 
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masyarakat dalam dunia pendidikan. Selain mendorong pembaruan 
dalam berbagai aspek, teknologi memudahkan guru dalam proses 
pembelajaran yang berkualitas. Namun, hal ini memerlukan rencana 
strategis yang lebih terarah untuk mendukung penggunaan teknologi 
digital yang efektif. Tujuannya agar teknologi tidak hanya dipandang 
sebatas infrastruktur pendukung administrasi, tetapi secara masif 
dapat mengintegrasikan proses pembelajaran yang lebih modern di 
kelas. Secara lebih spesifik, integrasi tersebut juga harus mendorong 
guru dan peserta didik untuk makin mengembangkan kompetensinya 
secara digital. 


Di Indonesia, penggunaan teknologi untuk mendukung proses 
pembelajaran telah dimulai beberapa tahun setelah Indonesia menya- 
takan diri sebagai negara merdeka. Hal ini berawal dari program 
pelatihan guru korespondensi yang dilaksanakan secara jarak jauh 
pada 1950 di Bandung hingga pendirian perusahaan pendidikan 
jarak jauh di Jawa Barat pada 1951, yang menyediakan layanan radio 
pendidikan untuk guru-guru (Suparman dkk., 2004). Perkembangan 
ini terus berlanjut hingga pendirian Universitas Terbuka pada 1984, 
yang berfokus pada penyediaan program pendidikan jarak jauh. 
Pemerintah Indonesia juga mendirikan Jaringan Pendidikan Nasional 
(Jardiknas) pada 2007 sebagai infrastruktur jaringan pendidikan terin- 
tegrasi skala nasional yang menghubungkan semua institusi/lembaga 
pendidikan dari pusat hingga tingkat daerah, perguruan tinggi, dan 
sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. 


Pada tahun yang sama, Indonesia melalui Jardiknas juga berhasil 
menyelenggarakan program Hylite (Hybrid Learning for Indonesian 
Teachers) sebagai sebuah pelatihan guru berbasis TIK dengan melibat- 
kan 23 universitas dari seluruh Indonesia. Program yang dilaksanakan 
dengan pendekatan hybrid atau blended learning tersebut melibatkan 
30-79% proporsi penyampaian konten secara daring (Pannen dkk., 
2007). Hal ini mengindikasikan keseriusan pemerintah untuk men- 
dukung literasi teknologi bagi guru. Program ini juga berhasil men- 
dirikan banyak ICT centers sebagai pusat pelatihan guru diberbagai 
sekolah menengah kejuruan (SMK) di 12 provinsi. Selanjutnya, pada 
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2014, massive open online courses (MOOCs) platform pertama didi- 
rikan di Indonesia didukung dengan Peraturan Menteri Pendidikan 
(Permendikbud) No. 109 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak 
Jauh pada Pendidikan Tinggi yang diterbitkan satu tahun sebelumnya. 


Meski rencana strategis pemerintah telah dimulai bertahun-tahun 
dengan memodernisasi pendidikan, implementasi TIK dalam dunia 
pendidikan belum optimal untuk meningkatkan daya serap peserta 
didik Indonesia akan akses terhadap konten edukasi atau peningkat- 
an keterampilan berbasis TIK. Berdasarkan pada data Badan Pusat 
Statistik tahun 2018 tentang Penggunaan dan Pemanfaatan Teknologi 
Informasi dan Komunikasi (P2TIK), sektor pendidikan menunjukkan 
bahwa lebih dari 20% sekolah di Indonesia belum memiliki akses ter- 
hadap internet dan hanya 7,64% guru yang mengajarkan keterampilan 
komputer (BPS, 2018). Hal ini mengindikasikan bahwa pekerjaan 
rumah pemerintah untuk mempercepat pembangunan bidang pen- 
didikan melalui peran teknologi memerlukan perhatian serius. 


Sumber: BPS (2018) 


Gambar 10.1 Persentase Penggunaan dan Pemanfaatan TIK di Sekolah 
Berdasarkan Klasifikasi Wilayah 


Gambar 10.1 menunjukkan tingginya kesenjangan penggunaan 
dan pemanfaatan TIK antara sekolah di perkotaan dan pedesaan yang 
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mengindikasikan sekolah perkotaan memiliki fasilitas internet yang 
lebih memadai dibandingkan sekolah negeri. Data di atas juga menun- 
jukkan bahwa pengadaan internet dan komputer di sekolah tidak 
menjamin peningkatan kompetensi guru bidang TIK dan pengajaran 
keterampilan komputer. Terlihat jelas juga bahwa hampir 90% guru 
di Indonesia tidak memiliki kemampuan yang cukup di bidang TIK 
lantaran masih minimnya guru yang mengikuti pelatihan bidang TIK. 
Meskipun ada peluang meningkatkan keterampilan dengan cara lain, 
pelatihan terpusat dan terfokus adalah sebuah sarana penguasaan 
keterampilan TIK secara lebih komprehensif untuk tujuan pendidikan. 


Data lain dari sumber yang sama juga menunjukkan bahwa hanya 
14,43% guru SMA negeri yang telah mengikuti pelatihan pendidikan 
bidang TIK (BPS, 2018). Hal ini jauh tertinggal dibandingkan negara 
lainnya. Malaysia, contohnya, lebih dari 6196 guru SMA negeri telah 
mengikuti pelatihan di bidang TIK (Ebrahimi & Jiar, 2018). Hal ini 
menunjukkan ketertinggalan yang signifikan dari guru-guru SMA 
negeri di Indonesia terhadap literasi TIK. Kondisi ini bertolak be- 
lakang dengan program pemerintah yang menjadikan guru sebagai 
fokus utama integrasi teknologi di kelas. Program pemerintah yang 
lebih baru, seperti program pelatihan pembelajaran berbasis TIK 
(Pembatik), juga belum memenuhi pemerataan kompetensi guru 
bidang TIK. Dari total 2.654.945 guru layak mengajar per 2019/2020 
(BPS, 2020), hanya 1.020 dari 70.312 guru yang mengikuti pelatihan 
peningkatan pembelajaran berbasis TIK telah mencapai level 4 atau 
tahap berbagi (Kemendikbud, 2020). 


Melihat kondisi ini, guru dinilai belum memiliki kemampuan 
optimal untuk membantu meningkatkan kemampuan digital dan 
literasi informasi para peserta didik. Hal ini dilatarbelakangi oleh 
lemahnya minat guru untuk meningkatkan keterampilan komputer 
dan belum meratanya pelatihan berbasis komputer yang diberikan 
oleh Pemerintah. Selain itu, meski pelatihan yang diberikan oleh 
pemerintah telah menjadi acuan dalam beberapa dekade terakhir 
melalui berbagai program-program yang inovatif serta menggunakan 
media digital, konten pelatihan tampaknya masih tidak relevan dan 
belum menyesuaikan dengan perkembangan zaman. 
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Selain itu, tantangan penggunaan teknologi untuk pembelajaran 
daring masih sangat tinggi, di antaranya adalah lemahnya manaje- 
men dalam implementasi, kesiapan infrastruktur, serta minimnya 
penggunaan fasilitas-fasilitas yang tersedia di Learning Management 
System (LMS) untuk proses pembelajaran (Putra, 2018). Hal ini mem- 
buat Indonesia cenderung kurang responsif terhadap peningkatan 
literasi siswa di sekolah, padahal sekolah adalah pijakan awal untuk 
meningkatkan keterampilan berbasis TIK siswa. 


Fakta di lapangan juga cukup mencengangkan dengan adanya 
deretan panjang problematika digitalisasi pendidikan di Indonesia, 
seperti disparitas literasi digital perkotaan dan pedesaan, kesenjangan 
kompetensi TIK sekolah swasta dan negeri, serta kesenjangan akses 
internet siswa dan guru. Permasalahan ini makin terlihat ketika pan- 
demi Covid-19 yang mengharuskan sebagian besar daerah melakukan 
proses pembelajaran jarak jauh (PJJ). Segudang problematika terkait 
digitalisasi pendidikan muncul dan menunjukkan bahwa pembelajar- 
an online yang dilakukan tidak memiliki sistem yang jelas. Pengamat 
pendidikan menilai Indonesia tidak siap menghadapi abad ke-21 
(CNN, 2020). Hal ini dilatarbelakangi oleh fakta bahwa bukan hanya 
siswa yang belum kompeten dalam keterampilan dalam literasi dan 
kompetensi berbasis TIK, tetapi juga guru yang “kebingungan” dalam 
menghadirkan pendekatan pembelajaran yang inovatif dan efektif 
untuk digunakan selama pembelajaran daring. 


Budaya peserta didik dalam berinteraksi dengan teknologi juga 
masih sebatas pendukung aktivitas dasar sehari-hari, seperti akses 
konten hiburan dan komunikasi. Teknologi jarang sekali digunakan 
untuk mengakses konten pendidikan. Hal ini juga sejalan dengan 
hasil survei Status Literasi Digital Indonesia yang diterbitkan oleh 
Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) dan Katadata 
Insight Center yang menyatakan bahwa 3996 masyarakat Indonesia 
tidak pernah mengakses layanan pendidikan di internet. Sebanyak 
33,7% di antaranya berada pada level intensitas jarang dan sangat 
jarang mengakses layanan pendidikan (Kominfo, 2020). 
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B. KETIDAKMAMPUAN BERPIKIR KRITIS DI DUNIA 
DIGITAL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP 
KOMPETENSI BERBASIS TIK 


Kompetensi berbasis teknologi dapat berarti semua kemampuan atau 
keterampilan yang berhubungan dengan literasi digital, literasi media 
dan internet, analisis dan interpretasi data, serta pemrograman atau 
kemampuan membuat produk yang bersifat digital. Namun, dalam 
Incheon Declaration, sebagai pijakan dasar strategi pencapaian SDGs 
tujuan 4, keterampilan ini harus ditekankan pada pengembangan 
keterampilan kognitif tingkat tinggi dan keterampilan nonkognitif. 
Indikatornya adalah terampil dalam pemecahan masalah, pemikiran 
kritis, kreativitas, kerja tim, keterampilan komunikasi dan resolusi 
konflik, yang dapat digunakan di berbagai bidang pekerjaan. Selain 
itu, peserta didik harus diberi kesempatan untuk memperbarui 
keterampilan mereka secara terus-menerus melalui pembelajaran 
sepanjang hayat. Keterampilan-keterampilan ini juga dinilai sebagai 
keterampilan yang relevan pada abad ke- 21 (UNESCO, 2015). 

Di dalam kerangka kemampuan abad ke-21, literasi digital digam- 
barkan berpengaruh terhadap posisi seseorang sebagai warga negara, 
kehidupan, karier, serta tanggung jawab individu dan sosial. Selain 
itu, pembelajaran melalui jaringan digital dan pemecahan masalah 
secara kolaboratif memiliki korelasi terhadap perkembangan kognitif 
dan keterampilan sosial serta bagaimana seorang menempatkan diri 
sebagai produsen atau konsumen informasi di dalam kehidupan 
bermasyarakat (Griffin & Care, 2015). 


Selain itu, menurut The Organisation for Economic Co-operation 
and Development (OECD), selaku organisasi penerbit PISA, jumlah 
sumber daya TIK memiliki korelasi positif terhadap kinerja siswa 
dalam meningkatkan pencapaian di subjek lainnya. Sumber daya 
yang diinvestasikan dalam melengkapi kebutuhan teknologi digital 
di sekolah akan memberi manfaat pada hasil pembelajaran lainnya, 
seperti keterampilan digital, akses ke pekerjaan, atau keterampilan 
lain (OECD, 2015). Tercatat, di antara 2003 dan 2012, prestasi siswa 
dalam matematika memburuk di sebagian besar negara yang telah 
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mengurangi rasio siswa-komputer selama periode yang sama (se- 
telah memperhitungkan perbedaan dalam PDB per kapita). Hal ini 
mengindikasikan bahwa integrasi teknologi juga dapat mendorong 
peningkatan performa siswa dalam membaca, matematika, dan sains. 


Namun, kondisi digitalisasi pendidikan sekarang terbukti belum 
mampu mendorong keterampilan-keterampilan sebagaimana yang 
disebutkan di atas. Penelitian yang dilakukan oleh Fraillon, Ainley, 
Schulz, Friedman, & Duckworth (2020) menunjukkan skor yang ber- 
variasi dan perbedaan yang signifikan di dalam negara dibandingkan 
antarnegara terkait literasi komputer dan informasi sebagaimana 
terlihat pada Gambar 10.2 bagian kanan. Asesmen ini melaporkan 
hasil studi dalam beberapa level skor literasi komputer dan informasi, 
yaitu (1) pengetahuan tentang perangkat lunak dasar, (2) penggunaan 
dasar komputer sebagai sumber informasi, (3) pengetahuan dan ke- 
terampilan TIK yang memadai untuk pengumpulan dan penggunaan 
informasi, serta (4) berpikir kritis dan penilaian evaluatif saat mencari 
informasi secara daring. 


à 
3 
Average Cil score 


leveli Level2 Level3 — Level4 North fhine- 4 
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Sumber: Fraillon dkk. (2018) 


Gambar 10.2 Persentase Literasi Digital Rata-rata dari Seluruh Negara Responden ICILS 
2018 (Kanan) dan Variasi Skor Literasi Komputer dan Informasi Beberapa Negara (Kiri) 


Data pada Gambar 10.2 bagian kiri menunjukkan 36% siswa 
mencapai level 2 pada skala kemahiran digital, yang berarti peserta 
didik dapat menguasai komputer untuk menyelesaikan pengumpulan 
informasi dasar dan eksplisit serta untuk manajemen tugas. 
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Sebagian besar negara responden adalah negara dengan kualitas 
pendidikan terbaik, seperti Finlandia, Denmark, Korea Selatan, 
Jerman, dan Amerika Serikat, yang berada di peringkat 20 besar skor 
Programme for International Student Assessment (PISA). Data pada 
Gambar 10.2 (kanan) juga menunjukkan bahwa meskipun literasi 
komputer dan informasi beberapa negara pemuncak PISA lebih tinggi 
dibandingkan negara-negara dengan peringkat PISA rendah, secara 
umum pencapaian skor literasi komputer dan informasi pada level 
4 sangat rendah dan mengkhawatirkan. Dari 2% skor pada level 4, 
hanya Finlandia, Denmark, dan Korea Selatan yang dinilai memiliki 
kompetensi yang cukup dalam menerapkan kemampuan berpikir kri- 
tis di internet. Hasil ini membuktikan bahwa generasi yang tergolong 
digital native masih perlu diajarkan bagaimana berinteraksi dengan 
informasi digital. 


Di Indonesia, pemerintah mengembangkan indikator sendiri 
untuk mengevaluasi literasi digital masyarakat Indonesia yang di- 
dasarkan pada A Global Framework of Reference on Digital Literacy 
Skills yang diterbitkan UNESCO pada 2018. Evaluasi literasi digital 
ini dibagi ke dalam empat sub-indeks, yaitu (1) informasi dan literasi 
data, (2) komunikasi dan kolaborasi, (3) keamanan, serta (4) ke- 
mampuan teknologi. Berdasarkan pada hasil survei ini, kemampuan 
literasi digital Indonesia dinilai masih belum baik atau berada dalam 
kategori sedang. Sejalan dengan fakta global, literasi informasi dan 
data (sub-indeks 1) yang mencakup kemampuan berpikir kritis dan 
kemampuan mengolah informasi dan data berada pada posisi teren- 
dah. Survei Kominfo yang didominasi oleh lebih dari 5096 lulusan 
SMA/sederajat dan sebagian besar berusia 13-38 tahun (usia pelajar 
dan mahasiswa) membuktikan bahwa 88,8% masyarakat Indonesia 
berpengalaman menyebarkan hoaks atau berita bohong. Sebanyak 
68,4% masyarakat Indonesia beralasan bahwa menyebarkan berita 
hoaks hanya untuk meneruskan berita yang tersebar tanpa terlalu 
memikirkan apakah berita tersebut hoaks atau bukan (Kominfo, 
2020). 
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Selain itu, jenjang pendidikan secara jelas akan memengaruhi 
kompetensi berbasis TIK, pendidikan yang rendah menunjukkan ke- 
cenderungan memiliki indeks literasi digital yang rendah, sementara 
pendidikan tinggi cenderung memiliki indeks literasi digital yang 
tinggi. Kondisi ini membuat peran institusi/lembaga pendidikan men- 
jadi sangat penting dalam menyiapkan generasi muda yang memiliki 
kompetensi berbasis TIK yang relevan dengan perkembangan zaman. 


C. POLARISASI SEKOLAH DAN DUKUNGAN 
EKSTERNAL UNTUK PENINGKATAN 
KOMPETENSI BERBASIS TIK 


Arah kebijakan modernisasi pendidikan Indonesia ke depan harus 
memperhitungkan penguatan sekolah dalam upaya akselerasi kom- 
petensi berbasis TIK secara komprehensif sehingga mampu mendo- 
rong terciptanya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan 
memadai dalam merespons perkembangan zaman khususnya dalam 
bidang teknologi. 

Kemampuan yang diajarkan di sekolah sekarang masih berkisar 
pada keterampilan dasar, seperti penggunaan aplikasi perkantoran, 
pemrograman, desain grafis, dan keterampilan lain yang tergolong 
ke dalam kemampuan menggunakan teknologi dalam indeks literasi 
digital nasional (BPS, 2018). Hal ini berarti sekolah belum mengin- 
tegrasikan pembelajaran keterampilan berbasis TIK dengan kemam- 
puan-kemampuan yang berkorelasi dengan peningkatan cara berpikir 
saat menggunakan teknologi digital. Selain itu, meski proporsi remaja 
dan dewasa usia 15-59 tahun dengan keterampilan TIK mengalami 
peningkatan dari 40,48% pada 2017 menjadi 58,22% pada 2019 (BPS, 
2020), pada kondisi sekolah, secara rata-rata persentase keterampilan 
TIK belum mencapai 50%. Gambar 10.3 memuat ringkasan data 
terkait data siswa dan mata pelajaran TIK. 
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Sumber: BPS (2018) 


Gambar 10.3 Persentase Siswa dan sekolah yang Mendapat (Kanan)/Memberikan 
(Kiri) Pelajaran TIK 


Pengembangan framework pembelajaran yang sejalan dengan 
keterampilan abad ke-21 harus menjadi prioritas utama karena 
mampu mendukung generasi muda untuk berpikir secara kritis, 
lateral, dan sistemik, terutama dalam konteks pemecahan masalah 
(Khuriyana & Priyono, 2020). Generasi yang dapat berkomunikasi 
dan berkolaborasi secara efektif dengan berbagai pihak tidak hanya 
mampu mengembangkan kreativitas yang dimilikinya, tetapi juga 
menghasilkan berbagai terobosan yang inovatif dengan meman- 
faatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam meningkatkan 
kinerja dan aktivitas sehari-hari. Dengan demikian, generasi muda 
mampu menjalani aktivitas pembelajaran mandiri yang kontekstual 
sebagai bagian dari pengembangan pribadi. Penerapan berbagai media 
komunikasi juga harus tepat sasaran untuk menyampaikan beragam 
gagasan yang membangun negeri. 


Digitalisasi pendidikan sudah seharusnya disertai dengan pening- 
katan literasi dan kompetensi digital sehingga siswa memiliki kompe- 
tensi yang tinggi dalam mempelajari, mengakses, serta menggunakan 
berbagai produk teknologi komunikasi dan informasi secara kritis. 
Berkaca dari negara-negara peraih PISA tinggi, seperti Finlandia, 
literasi media telah berjalan seiring perkembangan teknologi media 
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hingga membuat makna literasi media berevolusi dari fungsional 
menjadi sosiokultural bahkan hingga menyentuh aspek ideologis. 
Berdasarkan pada data, 94% anak-anak Finlandia usia 6-17 tahun 
telah menggunakan internet (Tsatsou Pruulmann-Vengerfeldt, & 
Murru, 2009) dengan pendampingan dari orang tua. 


Melihat posisi internet sangat penting dalam menyatukan orang- 
orang untuk berpartisipasi, berbagi, berkolaborasi, memproduksi, serta 
mendistribusikan pengetahuan dan representasi media, peneliti dan 
praktisi pendidikan mendirikan Finnish Society of Media Education 
pada 2005. Hal ini berakibat pada peningkatan penelitian di bidang 
literasi media yang berfokus pada praktik literasi media di sekolah dan 
di rumah dalam konteks teknologi komunikasi pendidikan. Selain itu, 
literasi media telah menjadi topik interdisiplin, ketika tanggung jawab 
pendidikan literasi media telah dibagi di antara guru dari semua mata 
pelajaran dan menjadi bagian dari budaya sekolah Finlandia secara 
keseluruhan. Di sekolah menengah atas, siswa juga dapat mengambil 
diploma bidang media secara sukarela. Siswa diharapkan mendemon- 
strasikan pengetahuan media yang komprehensif dan menunjukkan 
budaya dan literasi media secara kritis (Kupiainen, 2011). 


Sementara itu, di Inggris, sebagian besar guru (99%) percaya 
bahwa mereka memiliki tanggung jawab terbesar untuk membantu 
anak-anak mengembangkan keterampilan literasi digital. Lebih dari 
setengahnya (54%) berpendapat bahwa kurikulum nasional tidak 
mengajarkan keterampilan literasi digital yang mereka butuhkan, dan 
lebih dari sepertiganya (35%) merasa bahwa keterampilan literasi di- 
gital yang diajarkan di sekolah tidak dapat dialihkan ke “dunia nyata” 
(National Literacy Trust, 2018). Guru-guru juga menilai sudah ter- 
lambat mengajarkan tentang peran siswa sebagai masyarakat digital di 
sekolah menengah. Hal ini mendorong Inggris menyinergikan peran 
orang tua, pemangku kebijakan, dan pendidik dalam meningkatkan 
literasi teknologi anak untuk bersikap kritis dalam lingkungan digital 
(Livingstone, Stoilova, & Nandagiri, 2021). Perkembangan literasi dan 
kompetensi digital juga telah lama menjadi fokus kalangan praktisi 
dan peneliti di Republik Cek, yang mendorong pemerintah membuat 
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kerangka yang lebih relevan dan konstitutif untuk mengembangkan 
pendidikan yang berkaitan dengan media dan teknologi komunikasi 
seperti kerangka “Digital Literacy Strategy in the Czech Republic from 
2015 to 2020” yang diterbitkan pada 2015 (Supa, Šťastná, & Jirak, 
2020). Di Indonesia, kerangka literasi dan kompetensi digital baru 
akan dikembangkan dengan mengacu pada hasil survei digital literasi 
nasional pada tahun 2020 sebagaimana disampaikan oleh humas 
Kominfo, Ferdinandus Setu (2020), dalam sebuah konferensi pers. 


D. REKOMENDASI 


Meninjau fakta-fakta yang dikemukakan sebelumnya, pihak eksternal 
atau pihak di luar sekolah, seperti orang tua, praktisi, dan peneliti, 
memiliki peran yang sangat penting dalam peningkatan literasi dan 
kompetensi digital di sekolah. Peneliti, secara khusus, berperan sangat 
besar dalam modernisasi dan mendigitalisasi pendidikan, terutama 
dalam membantu menciptakan suasana belajar berbasis digital 
yang nyaman dan “membahagiakan” untuk guru dan siswa melalui 
berbagai inovasi dan penelitian terbaru. Sementara itu, orang tua 
memiliki peranan yang besar dalam mengontrol keamanan berin- 
teraksi dalam lingkungan digital. Selain itu, peningkatan keterampilan 
dan kemampuan teknologi pada diri siswa harus ditingkatkan dari 
pembelajaran keterampilan dasar menjadi penguasaan teknologi 
yang lebih merespons perubahan zaman. Selain itu, siswa harus 
dapat menyesuaikan literasi teknologi unggulan revolusi Industri 
4.0, seperti pemrograman, pengolahan big data, kecerdasan buatan, 
komputasi awan atau jaringan, dan IoT (internet of things). Namun, 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) baru 
mendorong kompetensi guru pada teknologi unggulan ini pada 
sekolah-sekolah vokasional. Sementara itu, perkembangan teknologi 
dan dunia kerja menuntut penguasaan keterampilan ini hampir di 
semua level pekerjaan. Konsekuenasinya, urgensi implementasinya 
dalam kurikulum sekolah secara umum menjadi penting. 


Sebenarnya pemerintah telah berupaya maksimal untuk mendo- 
rong terciptanya sumber daya manusia yang mampu merespons per- 
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kembangan zaman melalui berbagai kebijakan digitalisasi pendidikan. 
Namun, kesiapannya dalam mendorong akselerasi literasi digital dan 
kompetensi berbasis TIK masih belum terlalu masif dan tidak merata 
di setiap sekolah. Kompetensi guru terkait teknologi komunikasi dan 
informasi juga belum cukup relevan dalam mendorong peningkatan 
indeks literasi digital. Melalui tulisan ini, penulis menggambarkan 
kompetensi berbasis TIK secara holistik yang mencakup literasi dan 
kompetensi digital, literasi media dan informasi, serta keterampilan 
penguasaan dan produksi teknologi seperti pemrograman (coding 
literacy). 


Selain itu, peran sekolah harus diprioritaskan dalam rangka 
penyusunan kerangka literasi digital Indonesia dengan tetap mem- 
perhatikan peran nonformal atau elemen masyarakat lainnya. Aspek 
lain yang juga sangat penting menjadi fokus pemerintah adalah 
bagaimana integrasi teknologi di kelas tidak hanya memudahkan 
guru dan siswa, tetapi juga bagaimana teknologi tersebut mendorong 
kemampuan kecerdasan tingkat tinggi. Hal ini dapat dilakukan 
dengan menghadirkan konsep pembelajaran berbasis teknologi 
yang lebih relevan dipraktikkan di kelas, seperti experiential learn- 
ing, cooperative learning, team-based learning, game-based learning, 
inquiry-based learning, personalized learning, dan sebagainya. Selain 
itu, guru perlu menciptakan proses pembelajaran yang mendorong 
peningkatan metakognisi siswa disertai evaluasi secara intensif (real- 
time evaluation) berbasis teknologi. Harapannya, modernisasi seperti 
ini dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa saat belajar 
melalui platform digital dan secara langsung berpengaruh terhadap 
peningkatan literasi dan kompetensi berbasis TIK. 
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Kiblat Lokal sebagai Arah Acuan 
Pelatihan Teknologi Informasi 
dan Komputer 

Diah Febri Utami 


Kebijakan kurikulum sekolah menengah kejuruan (SMK) sejak awal 
sudah terbilang mumpuni; diksinya pun terurai bak simbolisasi 
optimisme para pemangku demokrasi. Ironi terjadi manakala Badan 
Statistik Pusat alias BPS justru menyebut bahwa lulusan SMK—yang 
kurikulumnya sudah dirancang apik nan digadang-gadang mampu 
menjadi tenaga kerja terampil—justru “menyumbang” persentase 
terbesar angka tingkat pengangguran tertinggi (TPT). Pemerintah 
tentu tak tutup telinga. Paket-paket kebijakan tambahan diluncurkan 
demi mengikis jumlah pengangguran. Buah usaha mulai terlihat; 
Suhariyanto, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), menyatakan bahwa 
pada 2019 tercatat angka TPT lulusan SMK mencapai 8,63%, kemu- 
dian pada 2020 angkanya menjadi 8,49% (Victoria, 2020). Persentase 
pengangguran yang turun hampir 0,50% tersebut tentunya tetap wajib 
diapresiasi. 

Kiblat kebijakan terbaru terarah pada sinkronisasi dengan dunia 
industri. Digitalisasi, si saudara dekat otomatisasi di zaman industri 
4.0, turut dilirik pemerintah menjadi bagian dari kurikulum terkini. 
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Jurusan Teknologi Informatika (TI) yang menginduk pada ilmu kom- 
puter seyogianya menjadi salah satu jurusan yang paling “berbahagia” 
atas imbas digitalisasi karena “digital” sendiri merupakan produk 
dari teknologi informatika dan komputer (TIK). Acuan baru ke arah 
industri tersebut bukan tidak mungkin menjadi bias bagi TIK dalam 
hal sinkronisasi. 


Tulisan ini berusaha menyoroti kebijakan primer terkait sin- 
kronisasi-industri kurikulum SMK sekaligus memberikan umpan 
balik semata-mata demi mengulas keingintahuan: jika kebijakannya 
dirasa sudah mapan, pun turut didukung elite dari banyak kalangan, 
mengapa hasil masih jauh dari standar yang diharapkan? Uraian 
yang terulas diharapkan mampu menjadi referensi pemerintah dalam 
membentuk kebijakan terkait pelatihan bagi lulusan SMK, khususnya 
terhadap pelatihan TIK, karena pelatihan tersebut dirasa yang paling 
tepat dengan era digitalisasi. Pendapat dari sejumlah pengamat dan 
kebijakan pemerintah terkait dinamika SMK serta lika-liku digita- 
lisasi sebagai acuan kurikulum turut disebut sebelum masuk pada 
pembahasan inti. Fokus solusi terbagi menjadi dua sisi, yang pertama 
adalah penetrasi lokalisasi dalam pelatihan teknologi informasi yang 
mungkin terdampak dari sinkronisasi-industri dan ditutup dengan 
pendidikan etis di era digitalisasi. Pendidikan etis dalam pelatihan 
TIK menjadi penting karena luasnya cakupan dari TIK itu sendiri, 
dari membuat perangkat lunak hingga pengolahan data informasi. 
Melatih TIK pada generasi milenial, khususnya lulusan SMK tanpa 
sisipan etis di dalamnya, layaknya darmawisata ke hutan belantara 
dengan hanya berbekal peralatan namun tanpa sebuah peta, tetap 
bisa terlaksana namun dimungkinkan buta arah. Pemerintah ten- 
tunya tidak menghendaki bahwa pengertian “penguasaan teknologi 
informasi” lulusan SMK atau milenial lebih umunya, hanya sebatas 
mengoperasikan dan menari dengan diiringi lagu “Ampun Bang Jago” 
pada aplikasi TikTok, bukan? 
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A. CUITAN PAKAR 


“Harus saya akui kadang mereka mengatakan tidak mudah mengubah 
kurikulum. Akibatnya kita selalu terlambat. Begitu terlambat, kita 
menciptakan pengangguran terdidik. Seperti kasus lulusan SMK,” 
tutur Bambang Brodjonegoro, Menteri Perencanaan Pembangunan 
Nasional/Kepala Bappenas Periode 2016-2019, sebagaimana diliput 
harian Kompas (Sukmana, 2019). Apakah hanya kurikulum yang men- 
jadi biang kerok penyebab gendutnya angka pengangguran lulusan 
SMK? Pada 2019, Indonesia tercatat memiliki 14.427 SMK negeri dan 
swasta (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam Lokadata, 
2019). Namun, dari banyaknya jumlah tersebut, kapasitas murid 
yang dapat tertampung relatif kecil (Brodjonegoro dalam Sukmana, 
2019). Yayasan pengelola SMK secara umum juga tidak mempunyai 
kapasitas pengembangan guru: pengembangan kurikulum pun tak 
terintegrasi dengan perusahaan. Alhasil, SMK lebih banyak mencetak 
lulusan dibandingkan tenaga kerja. Brodjonegoro juga mengeluhkan 
banyaknya guru SMK yang kontraproduktif, bahkan tak sedikit guru 
yang mengajar di bidang kejuruan SMK bukanlah yang ahli di bidang- 
nya: “Persentase (guru bidang kejuruan) bahkan kalah dengan guru 
normatif. Guru normatif itu guru agama, guru bahasa, guru untuk 
pelajaran yang bukan inti dari SMK itu.” (Sukmana, 2019). 


Hamid Muhammad, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan 
Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mengemukakan 
pendapat dari sisi lain. Muhammad menyatakan bahwa oversupply— 
alias terlalu berlebihnya jumlah lulusan SMK dari jurusan tertentu — 
menjadi permasalahan tersendiri bagi lulusan SMK. Kontras dengan 
oversupply, mismatch merupakan ganjalan selanjutnya. Mismatch 
yang dimaksudkan oleh Muhammad adalah ketidaksesuaian antara 
jurusan SMK dan kebutuhan industri di daerah SMK tersebut berada. 
Kualitas hingga usia lulusan turut menjadi catatan; masih banyak 
kualitas lulusan yang dinyatakan tidak sesuai dengan standar industri 
serta usia mereka yang dianggap “belum siap kerja” (Oebaidillah, 
2018). Rerata usia lulusan SMK adalah 17 tahun. Hanif menyatakan 
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mereka harus menunggu satu tahun lagi untuk dinyatakan sebagai 
layak usia kerja. 


B. USAHA PEMERINTAH 


Istana tidak tinggal diam. Gegap-gempita digitalisasi serta sejumlah 
strategi dalam rangka revitalisasi sudah mulai digodok sejak zaman 
Muhajir Effendy. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 menggantikan Peraturan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 
59 Tahun 2014 terkait kurikulum 2013 bagi sekolah menengah atas 
(SMA) atau madrasah aliyah (MI); perhatian pemerintah terhadap 
era digitalisasi sudah tersirat sejak awal paragraf inti: 


“Menimbang: a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan dasar peserta 
didik dalam mengembangkan kemampuannya pada era digital, perlu 
menambahkan dan mengintegrasikan muatan informatika pada kom- 
petensi dasar dan struktur kurikulum 2013 pada Sekolah Menengah 
Atas/Madrasah Aliyah” (Permendikbud No. 36, 2018). 


Implementasi konkret perubahan tersebut tertuang pada Pasal 
1 Ayat 2: 


“Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah sebagaima- 
na tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah 
Atas/Madrasah Aliyah diubah dengan menambahkan mata pelajaran 
Informatika pada Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah sehingga 
menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini” (Permendikbud 
No. 36, 2018). 


Masih dalam Pasal 1, inisiatif pelajaran informatika diperuntuk- 
kan bukan hanya bagi pelajar SMA, melainkan pemerintah secara 
khusus menyelipkan satu pasal antara Pasal 10 dan 11 agar mata 
pelajaran informatika bisa dimulai sejak taraf sekolah menengah 
pertama: 
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“Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Ke- 
budayaan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah 
Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 955) diubah sebagai berikut: 1. Di antara 
Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 10A sebagai 
berikut: Pasal 10A (1) Pelaksanaan pembelajaran Informatika sebagai 
mata pelajaran pilihan dilaksanakan mulai tahun ajaran 2019/2020 
sesuai dengan kesiapan sekolah” (Permendikbud No. 36, 2018). 


Pergantian kiblat ke arah industri sebagaimana diutarakan se- 
belumnya menjadi paket kebijakan terkini di bawah kepemimpinan 
Nadiem Makarim demi maksud sinkronisasi. Wikan Sakarinto, 
Dirjen Pendidikan Vokasi Kemendikbud, menyebutkan bahwa “ke- 
merdekaan” siap diberikan kepada SMK dalam rangka menentukan 
sendiri kurikulumnya (Larasati, 2020), sekalipun pemerintah tetap 
memberikan imbauan agar kurikulum tersebut dibuat lebih “ramping” 
SMK dengan otonomi kurikulumnya diharapkan mampu menyasar 
kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) sehingga kom- 
petensi hard skill dan soft skill yang menjadi tujuan dari keleluasaan 
kurikulum ini dapat terpenuhi. 


Murid bukan sasaran tunggal pembuatan kebijakan. Program 
upskilling dan reskilling diluncurkan bagi guru kejuruan SMK dengan 
harapan agar peran guru bukan hanya sebagai pengajar, melainkan 
juga menjadi fasilitator hingga motivator (Larasati, 2020). Amanah 
yang diberikan kepada guru SMK pun tidak tanggung-tanggung, yaitu: 
“diharapkan dapat mengubah dari yang nobody menjadi superstar” 
(Larasati, 2020), terdengar utopis, namun patut untuk dinanti. 


Pihak lain turut berpartisipasi demi tercetaknya talenta SDM 
level teknisi bidang digital. Politeknik Elektronik Negeri Surabaya 
(PENS) sepanjang Juli 2019 menggelar program Vocational School 
Graduated Academy (VSGA) yang merupakan program pelatihan 
TIK bagi 350 lulusan SMK yang belum bekerja. Materinya mencakup 
kewirausahaan digital dan pengembangan kecakapan professional. 
PENS merupakan satu dari 23 politeknik negeri lain yang digan- 
deng Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk 
menyelenggarakan program serupa (Sofiana, 2019). 
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Selain bekerja sama dengan beberapa politeknik, Kominfo melalui 
Badan Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi (BPPTIK) 
rutin menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi kompetensi bidang 
TIK. Tema pelatihan tahun 2021 tergolong istimewa karena berbasis 
pada Kerangka Kualitas Nasional Indonesia (KKNI) (BPPTIK Ke- 
menterian Komunikasi dan Informatika, 2021). KKNI merupakan 
kerangka penjenjangan kualifikasi sumber daya manusia Indonesia 
yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor 
pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam 
suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan dengan 
struktur di berbagai sektor pekerjaan (Masruroh, 2021). Konkret 
KKNI dalam pelatihan yang diselenggarakan BPPTIK ini adalah 
pemberian materi yang masuk “Peta Okupasi Nasional pada Area 
Fungsi TIK”, meliputi desain grafis, pemrograman, pengembang WEB, 
animator, teknisi jaringan komputer, serta jaringan administrator 
(Masruroh, 2021). 


C. LUBANG HITAM SINKRONISASI-DIGITAL 


Acuan arah industri melalui kurikulum serta berbagai pelatihan TIK 
sudah mumpuni, tetapi sayang jangkauannya masih lemah. Ketika 
lulusan SMK diberi hanya pelatihan TIK yang berorientasi pada in- 
dustri, pertanyaan pertama: seberapa banyak perusahaan berbasis TIK 
atau perusahaan lain yang membutuhkan tenaga TIK di Indonesia? 
Sekadar mengingatkan, perusahaan TIK di Indonesia bukan industri 
padat karya yang bisa menampung ribuan pekerja, sebaliknya dalam 
sebuah perusahaan, divisi TIK hanya diisi oleh beberapa orang ahli 
yang rata-rata telah menghabiskan waktu tak sebentar menggeluti 
dunia TIK. Mudah untuk menyebut tidak ada perusahaan sebesar 
Facebook ataupun TikTok di Indonesia. Google dan Microsoft me- 
mang memiliki kantor di Indonesia, tetapi kantor perwakilan untuk 
marketing dan bukannya untuk pembuatan perangkat lunak. Tentu 
ada perusahaan berbasis TIK yang sudah mencapai valuasi besar, 
seperti Tokopedia dan Gojek, tetapi jumlahnya hanya bisa dihitung 
jari. Artinya, jika hendak masuk perusahaan berbasis TIK, lulusan 
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SMK beserta ragam pelatihannya akan bersaing dengan para sarjana 
TIK, master TIK, atau bahkan pemegang sertifikasi TIK tingkat lanjut. 
Persoalannya: apakah lulusan SMK yang diberi pelatihan TIK dengan 
kiblat industri bisa bersaing dengan mereka? Jawabannya jelas sulit. 


Pertanyaan selanjutnya adalah seberapa besar daya tampung 
yang disediakan perusahaan TIK bagi lulusan SMK bahkan yang 
kurikulumnya sudah mengacu pada industri? Harus diakui bahwa 
perusahaan tidak banyak dan tidak setiap saat membutuhkan tenaga 
TIK; yang mereka butuhkan hanya tenaga TIK “siaga” untuk men- 
jalankan sistem yang sudah ada. Implikasinya, slot pekerjaan akan 
menjadi sebatas rutinitas dan pengulangan yang pastinya sudah 
biasa dilakukan oleh pekerja lama. Pendidikan dan pelatihan TIK 
pada tamatan SMK bakal hanya membantu skala kecil atau bahkan 
tidak sama sekali menurunkan angka pengangguran. Opini tersebut 
mungkin dapat menyahut pernyataan Muhammad yang mengutara- 
kan bahwa jurusan TIK dan teknik komputer jaringan (TKJ) adalah 
jurusan yang menyumbang oversupply, keduanya menciptakan lulusan 
yang tidak seimbang dengan dunia industri (Awaliyah, 2018). Kem- 
bali penulis menekankan, bergantung semata pada dunia industri 
bukanlah pilihan yang tepat. 


D. KEMBALI PADA LOKAL 


Refleksi sudah dihantarkan, lalu apa solusi yang tepat? Bagaimana jika 
lulusan SMK diberi pelatihan teknis TIK yang berkait dengan potensi 
kewilayahan? Penulis dalam hal ini pro terhadap basis kelokalan. Ide 
kelokalan sebenarnya bukan hal baru. Modul Pendidikan Teknologi 
dan Kejuruan dari Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta yang 
disusun pada 2013 berkali-kali menekankan hal serupa. Teranyar, 
Presiden Joko Widodo melalui Rencana Pembangunan Jangka Me- 
nengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 menyisipkan satu bab khusus 
tentang pembangunan kewilayahan. 


“Pembangunan kewilayahan merupakan salah satu prioritas nasional 
dalam RPJMN 2020-2024 yang diarahkan untuk menyelesaikan isu 
strategis utama, yaitu ketimpangan antarwilayah dengan sasaran 
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antara lain: (i) meningkatnya pemerataan antarwilayah (KBI-KTI, 
Jawa-luar Jawa); (ii) meningkatnya keunggulan kompetitif pusat-pusat 
pertumbuhan wilayah; (iii) meningkatnya kualitas dan akses pelayanan 
dasar, daya saing, serta kemandirian daerah; (iv) meningkatnya sinergi 
pemanfaatan ruang wilayah” (Lampiran 1 Peraturan Presiden Nomor 
18 Tahun 2020). 


Pelatihan TIK basis lokalitas mungkin tidak sekonyong-ko- 
nyong mendobrak pertumbuhan ekonomi wilayah tertentu secara 
langsung, tetapi kembali pada RPJPN, perlu dicatat kutipan Bab III 
di atas bersinergi dengan bab lain mengenai revolusi mental dan 
pembangungan kebudayaan (Bab V). Memberikan arahan TIK bagi 
lulusan SMK dengan basis kelokalan, mengasumsikan pesertanya 
dapat lebih “sadar” terhadap lingkungan sekitar sehingga diharapkan 
pembangunan kebudayaan turut terangkul melalui penekanan pada 
kewilayahan tersebut. 


Penulis berpendapat setidaknya ada dua efek domino yang 
dapat dicapai melalui basis lokalitas. Pertama, dengan kelokalan 
problematika guru sebagaimana yang dikeluhkan oleh dua pakar di 
atas dapat diminimalkan. Ingat, yang dikeluhkan bukan kecakapan, 
melainkan mutu guru yang, bisa jadi, jika hal ini hanya permasalahan 
“tempat”. Guru, sekalipun bukan warga setempat, dapat dipastikan 
kesehariannya berbaur dengan budaya lokal. Bukan sebuah apriori 
jika guru tersebut dimungkinkan lebih menghayati budaya dan situ- 
asi lokal daripada teori atau wacana industrial yang penyebarannya 
mungkin belum merata di Indonesia. “Pendidikan atau pelatihan 
efektif dikerjakan jika guru atau instrukturnya mempunyai pengalaman 
dalam penerapan skill dan pengetahuan (kompetensi) pada proses dan 
operasi kerja yang telah dilakukan”, setara dengan Theory Craftsperson 
Teacher dalam Prinsip Pokok Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi 
yang digagas Charles Prosser (Prosser dalam Djatmiko dkk., 2013). 

Kedua, dengan basis lokalitas bukan hanya guru ataupun murid 
yang berdaya, melainkan juga penduduk lokal. Hasil survei Penduduk 
2020 menyatakan bahwa Generasi Milenial (rentang usia 24-33 tahun 
pada 2020) sebesar 25,87%, Generasi X (rentang usia 40-55 tahun 
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pada 2020) adalah 21,88%, serta Generasi Z (rentang usia 8-23 tahun 
pada 2020) adalah 27,9496. Artinya, pada 2045, populasi Generasi 
Milenial dan X jumlahnya masih lebih besar dari Generasi Z. Melihat 
realita bahwa angka pengangguran masih tinggi di Indonesia pun 
ditambah dengan situasi Covid-19, rasanya tidak apatis jika mem- 
prediksi lebih banyak wirausahawan daripada pekerja yang terserap 
industrial. Melibatkan warga lokal tentunya tidak hanya berpotensi 
meningkatkan sumber daya manusia dari lulusan, tetapi juga terhadap 
warga sekitar. 


Basis lokal juga mengandaikan para lulusan untuk jeli mencer- 
mati ekosistem sekitar. Lulusan SMK yang berada di daerah dengan 
potensi pertanian tinggi, seperti di Kabupaten Kediri, bisalah diberi 
bekal untuk membuat aplikasi yang memungkinkan distribusi produk 
pertanian sampai ke tangan konsumen tanpa harus melalui banyak 
perantara. Sementara itu, lulusan yang tinggal di daerah wisata bisa 
diajari membuat aplikasi digital yang menyediakan layanan informasi 
dan pemesanan untuk para turis asing ataupun lokal. Masih banyak 
surga wisata Indonesia yang belum terkabarkan. Wilayah yang berada 
di kaki pegunungan semisal Kabupaten Salatiga dan Malang yang 
tinggi dengan hasil kopi dan perkebunan, peserta pelatihan TIK dapat 
diajari membuat program dan aplikasi yang bertujuan memastikan 
kualitas kopi dari panen hingga penjualan. Lulusan SMK dengan 
pelatihan TIK yang tepat turut berpotensi menjadi agen perubahan 
untuk daerah masing-masing. 


Penulis dalam hal ini sekaligus menekankan bahwa pemerintah 
harus berani berganti cara pandang tentang indikator keberhasilan 
dari sebuah pendidikan. Kiblatnya diharapkan tidak melulu hanya 
pada acuan global (sekalipun benar Indonesia berada dalam per- 
saingan yang standar mutunya sudah ditetapkan luar), tetapi juga 
penguatan dari “dalam” juga patut menjadi prioritas. Jika dalamnya 
(dalam hal ini mutu lokal) masih terseok-seok di rumah sendiri, 
mengapa kita harus repot-repot merias diri hanya semata untuk 
predikat “setara”? Bukankah itu sama saja dengan menyuruh anak 
yang masih merangkak untuk berlari? Sebagaimana yang berkali-kali 
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penulis tekankan, kurikulum pendidikan Indonesia sudah dirancang 
mumpuni sejak zaman baheula, tetapi hasilnya serasa masih jalan di 
tempat. Agaknya pantas jika sejenak merenungkan nasihat Socrates: 
“before we surmount or circumvent a phenomenological impasse, we 
need to examine the intellectual failure that led us to it” (Socrates dalam 
Migotti & Wyatt, 2017, 18). Arahnya diharapkan tidak semata pada 
pragmatisme, sebagaimana para pakar vokasi menyetujui pendapat 
Thomson: “filosofi pendidikan vokasi yang paling sederhana dan 
pragmatis adalah ‘matching’: what job was need and what needed to 
the job” (Thomson dalam Djatmiko dkk., 2013), tetapi juga idealisme; 
merapikan struktur serta menguatkan fondasi. Dinding dan rangka 
atap pastinya lebih mantap ditegakkan jika dasarnya sudah kokoh 
bersinergi. 


E. PENDIDIKAN ETIS 


COMPAS, sebuah perangkat lunak yang dipergunakan oleh banyak 
pengadilan di Amerika Serikat, mewarnai sejumlah pemberitaan pada 
2016. Alat tersebut ditugasi untuk “membaca” siapa dari para terdak- 
wa yang dapat dibebaskan di setiap tahap sistem peradilan pidana, 
“memberi skor” dari jumlah uang jaminan, hingga “menilai peluang” 
terdakwa melakukan kejahatan di masa depan yang turut menjadi 
dasar keputusan rehabilitasi (Larson dkk., 2016). Algoritma COMPAS 
terbukti mengandung bias. COMPAS “meramal” terdakwa berkulit 
hitam sebagai penjahat masa depan, peluang mereka melakukan ke- 
jahatan disebut dua kali lipat lebih besar dibandingkan terdakwa kulit 
putih yang dianggap berisiko rendah melakukan kejahatan berulang 
(Larson dkk., 2016). Rasisme bukanlah poin utama dalam paragraf 
ini, melainkan bias yang menjadi salah satu permasalahan etis yang 
tersembunyi di balik produk teknologi. 

Sebagaimana terulas, digitalisasi adalah buah dari TIK era 
otomatisasi. Perpanjangan tangannya mewujud ke berbagai bentuk, 
dari robot hingga kecerdasan buatan dengan COMPAS sebagai salah 
satu contoh. COMPAS memang tidak dan agaknya tidak mungkin 
digunakan dalam sistem peradilan di Indonesia, tetapi pandangan 
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tersebut tidak lantas menutup kemungkinan “nol masalah etis” 
melalui pemanfaatan produk TIK di Indonesia. 


Jual-beli data yang dilakukan Facebook kepada pihak ketiga 
bukanlah isu baru; salah satu kalimat refleksi dalam film “The Social 
Dilemma’, yaitu “if you are not paying for the product, then you are 
the product” juga bukan sekadar isapan jempol. Jika keduanya terlalu 
berbau teoretis, lalu bagaimana dengan face recognition yang dikemas 
dalam bentuk aplikasi, diiklankan oleh para model dan selebritas, 
lalu ditawarkan kepada generasi muda dengan konsep yang meng- 
atasnamakan kekinian, padahal di balik hal manis tersebut data 
pengguna diformulasi lalu dapat dijadikan acuan serta dijual dan 
digunakan untuk kejahatan di dunia maya? Bahaya yang tersembunyi 
tersebut tampaknya kurang terlihat oleh generasi muda, khususnya 
Genz Z. Agaknya benar pernyataan Mark Coeckelbergh, si filsuf 
teknologi kontemporer, yang berpendapat: “AI is already happening 
today and it is pervasive, often invisibly embedded in our day-to-day 
tools” (Coecklbergh, 2020, 4). 


Autonomi juga menjadi catatan tersendiri, bukan hanya autonomi 
pengguna atau dalam hal ini autonomi manusia yang patut diper- 
hatikan (semisal dilema autonomi pasien demensia yang menolak 
“perawat” berbentuk robot anjing laut bernama Paro), melainkan 
juga autonomi bagi produk itu sendiri, yaitu seberapa besar “tang- 
gung jawab” yang dapat diserahkan pada sebuah program. Trolley 
Problem alias Percobaan Troli dapat menjadi contoh ideal. Smart 
car (mobil tanpa pengemudi) dalam Trolley Problem diharuskan 
“memilih” pihak mana yang harus diselamatkan: penumpang yang 
dibawanya atau pejalan kaki yang menyeberang. Eksperimen tersebut 
menyajikan paling tidak dua dilema etis, satu sisi sang programmer 
bak dituntut membuat sebuah inovasi yang didasarkan urgensi kebu- 
tuhan masyarakat luas (etik deontologi), tetapi di sisi lain jika terjadi 
sebuah kecelakaan (seperti yang sudah terjadi di Arizona, Amerika 
Serikat pada 2018) akan sulit menentukan siapa yang patut dibawa ke 
meja pengadilan karena too many hands alias terlalu banyak tangan 
dalam sebuah produk, baik desainer, programmer, perusahaan, atau 
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undang-undang setempat tempat produk tersebut dibuat. Smart car 
dan produk-produk digital terkini akhirnya mau tidak mau harus 
diakui turut andil dalam mengubah konsep tradisional tentang tang- 
gung jawab; yang awalnya “hanya” membutuhkan tanggung jawab 
seorang individu atau sebuah kelompok menjadi tanggung jawab 
kolektif dari beberapa grup. 


Pendidikan etis teknologi era digital dengan demikian patut untuk 
diselipkan, baik untuk menumbuhkan kewaspadaan terhadap bahaya 
teknologi yang seolah-olah tertutup dengan rasa kagum maupun 
karena tingkat kebutuhan yang tinggi terhadap produk digital terse- 
but. Laju digitalisasi Indonesia memang masih belum membutuhkan 
kecerdasan buatan secara masif, tetapi penjadiannya hanya tinggal 
menunggu tanggal. Persiapan mental para programmer Indonesia 
melalui pendidikan etis TIK era digitalisasi wajib diadakan kembali 
agar mereka dapat menimbang seberapa jauh fungsionalitas manusia 
dapat digantikan oleh sebuah program, semisal apakah melalui prinsip 
top-bottom atau bottom-up, juga jenis machine learning mana yang 
patut dikembangkan, supervised, unsupervised; melalui pendekatan 
inklusif atau subjek-objek. Ketika sebuah program dapat melakukan 
semuanya, apa yang “tersisa” bagi manusia? “What are ‘we’? Are we 
just machines? Are we inferior machines with too many bugs? What is 
to become us?” (Coeckelbergh, 2020, 2). 


F. REKOMENDASI 


Tulisan ini tidak mengutarakan formulasi konkret jenis pelatihan TIK 

bagi lulusan SMK, melainkan mengartikulasikan beberapa pendapat: 

1. Pelatihan TIK yang mengacu pada industrialisasi bukan solusi 
tepat dalam memperkecil jumlah pengangguran, mengingat pe- 
rusahaan TIK di Indonesia bukanlah perusahaan industri padat 
karya. 

2. Pelatihan TIK yang dikiblatkan pada kebutuhan lokal tidak 
hanya berpotensi meningkatkan SDM murid, tetapi juga warga 
sekitar, serta dimungkinkan mengatasi problematika guru yang 
sering dikeluhkan tentang masalah mutu. Murid yang diberi 
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pelatihan TIK dengan basis lokalitas juga berpotensi menjadi 
agen perubahan tiap daerah. 


3. Pemerintah harus berani bergeser posisi terkait indikator ke- 
berhasilan sebuah pendidikan, yaitu tidak hanya berfokus pada 
luaran demi persaingan global, tetapi juga menguatkan fondasi 
lokalitas. Filosofi pragmatis dalam pendidikan vokasi seyogianya 
diganti dengan pendekatan idealisme demi menguatkan potensi 
diri. 

4. Pendidikan etis wajib disematkan dalam pelatihan TIK, meng- 
ingat bukan hanya bahaya digitalisasi yang kurang disadari 
pengguna, melainkan juga di tangan programmer-lah nantinya 
hal tersebut serta cara pandang seseorang di era digital salah 
satunya digantungkan. 


REFERENSI 


Awaliyah, G. (2018, Agustus 16). SMK diimbau segera tutup jurusan yang 
tidak laku. Republika. https://republika.co.id/berita/pdjjf430/smk- 
dimbau-segera-tutup-9620jurusan-yang-tidak-laku 

Coeckelbergh, M. (2020). AI ethics. MIT Press. 

Djatmiko, W. I., Siswanto, B. T., Sudira, P., Hamidah, & Widarto. (2013). 
Modul pendidikan teknologi dan kejuruan. Fakultas Teknik UNY. 
http://staffnew.uny.ac.id/upload/131629061/pendidikan/bahan-ajar- 
pendidikan-teknologi-kejuruan-2013.pdf 

Larasati, C. (2020, Juni 30). Kemendikbud rancang kurikulum baru 
untuk SMK. Medcom. https://www.medcom.id/pendidikan/news- 
pendidikan/0KvXjW 9b-kemendikbud-rancang-kurikulum-baru-untuk- 
smk 

Larson, J., Mattu, S., Kirchner, L. & Angwin, J., (2016). How we analyzed 
COMPAS recidivism algorithm. Pro Publica. https://www.propublica. 
org/article/how-we-analyzed-the-compas-recidivism-algorithm 

Lokadata (2019). Jumlah SMK Swasta dan Negeri di Indonesia 2019. https:// 
lokadata.beritagar.id/chart/preview/jumlah-smk-negeri-dan-swasta-di- 
indonesia-2018-1563945848 


Kiblat Lokal sebagai... 171 


Masruroh, E (2021) Dibuka, pendaftaran pelatihan dan sertifikasi komputer 
bidang TIK berbasis SKKNI online tahun 2020 gelombang 1. BPPTIK 
KOMINFO. https://bpptik.kominfo.go.id/2021/01/08/8514/dibuka- 
pendaftaran-pelatihan-dan-sertifikasi-kompetensi-bidang-tik-berbasis- 
skkni-online-tahun-2021-gelombang-ke-1/ 

Migotti, M., & Wyatt, N. (2017). On the very idea of sex with robots. Dalam 
John Danaher & Neil McArthur, Robot Sex. MIT Press. 

Oebaidillah, S. (2018, Mei 11). Ini penyebab tingginya pengangguran SMK. 
Media Indonesia. https://mediaindonesia.com/humaniora/160233/ini- 
penyebab-tingginya-pengangguran-smk 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 
36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 
Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah. (2018). Jakarta. https:// 
jdih.kemdikbud.go.id/arsip/36%20TAHUN%202018.pdf 

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. (2020). https:// 
peraturan.bpk.go.id/Home/Details/131386/perpres-no-18-tahun-2020 

Sofiana, S. (2019, Juni 12). PENS gelar pelatihan teknologi informasi dan 
komputer untuk lulusan SMK, ini syaratnya. Tribunnews. https:// 
surabaya.tribunnews.com/2019/06/12/pens-gelar-pelatihan-teknologi- 
informasi-dan-komunikasi-untuk-lulusan-smk-ini-syaratnya 

Sukmana, Y. (2019, Januari 15). Lulusan banyak yang menganggur, 
apa salah SMK kita? Kompas. https://ekonomi.kompas.com/ 
read/2019/01/15/060600226/lulusan-banyak-yang-menganggur-apa- 
salah-smk-kita?page=all 

Victoria, A. (2020, Mei 5). Tingkat pengangguran lulusan SMK paling tinggi. 
Katadata. https://katadata.co.id/agustiyanti/finansial/5eb12802ca798/ 
tingkat-pengangguran-lulusan-smk-paling-tinggi 


172 Indonesia Emas Berkelanjutan ... 


m 


| 


IE { BANI 
Program Pendidikan Vokasi untuk 
Kesiapan Kerja di Indonesia: 
Keselarasan Kurikulum 
Pengajaran dengan Kebutuhan 
Industri 
Nur Musyafak 


Pendidikan adalah sektor yang memiliki peran sangat penting dalam 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan sumber daya 
manusia di suatu negara dapat dilakukan melalui pendidikan agar 
rakyatnya mau dan mampu memanfaatkan potensi diri sehingga bisa 
memiliki keterampilan dan pekerjaan yang sesuai dengan bidang yang 
diminati. Pada kenyataannya, tidak sedikit di antara mereka yang telah 
mengenyam pendidikan, tetapi tidak mampu masuk ke dunia kerja, 
apalagi menciptakan lapangan kerja. Hal ini terjadi, salah satunya, 
karena produk pendidikan yang tidak selaras dengan dunia kerja atau 
pasar tenaga kerja. 


Program pendidikan vokasi (kejuruan) sebagai salah satu jenis 
pendidikan memiliki peran yang cukup penting dalam membangun 
sumber daya manusia (SDM) yang kreatif, inovatif, dan produktif. Hal 
ini bisa diwujudkan dengan melihat peluang apa saja yang dibutuhkan 
dunia industri sehingga para pemangku kebijakan pendidikan vokasi 
bisa membuat sebuah kurikulum yang relevan dengan kebutuhan 
dan perkembangan dunia industri, baik di dalam negeri maupun di 
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luar negeri. Hal ini didukung oleh pernyataan Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim, sebagaimana 
dikutip oleh Banu (2020) pada laman harian JawaPos.com. Beliau 
mengatakan bahwa kurikulum pendidikan vokasi akan berfokus 
pada keselarasan industri. Hal ini karena industri memiliki peran 
pada pendidikan vokasi yaitu menciptakan kompetensi lulusan sesuai 
dengan kebutuhan yang mereka (industri) miliki. Menurut Supriadi 
(2002), pendidikan kejuruan bertujuan menghasilkan manusia yang 
produktif, yaitu manusia pekerja, bukan beban manusia untuk kelu- 
arga, masyarakat, dan bangsa. 


Pemerintah melalui Peraturan No. 19 Tahun 2005, Pasal 26 ayat 3 
telah mengatur Standar Pendidikan Nasional mengenai tujuan Sekolah 
Menengah Kejuruan (SMK). Adapun lulusan SMK diharapkan dapat 
dididik untuk: 


a) memasuki pekerjaan dan mengembangkan sikap profesional 
dalam lingkup keahlian bisnis dan manajemen; 


b) mampu memilih karier serta siap bersaing dan mampu mengem- 
bangkan diri dalam lingkup bisnis dan manajemen; 


c) menjadi tenaga kerja tingkat menengah untuk mengisi kebutuhan 
bisnis dan industri saat ini dan masa depan dalam bidang bisnis 
dan manajemen, serta 


d) menjadi warga negara yang produktif, adaptif dan kreatif. 
Berdasarkan pada peraturan pemerintah tersebut, pendidikan 
vokasi memiliki peran yang cukup strategis dalam ikut serta 
memberdayakan sumber daya manusia di Indonesia untuk 
menjadi seorang warga Indonesia yang kreatif, inovatif, produktif, 
dan siap memasuki dunia kerja. 


Realita yang terjadi adalah sebaliknya, masih banyak permasa- 
lahan yang ada pada lulusan sekolah kejuruan ataupun politeknik 
yang akan memasuki dunia kerja. Kualitas lulusan dari pendidikan 
vokasi tidak selalu memenuhi kualifikasi penyedia kerja sehingga 
mereka yang tidak terserap dunia kerja menambah angka jumlah 
pengangguran. Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Perencanaan 
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Pembangunan Bambang Brodjonegoro sebagaimana dikemukakan 
oleh Ambarinie (2019) pada laman Kompas.com. Beliau memaparkan 
bahwa tingkat pengangguran lulusan SMK lebih tinggi daripada 
lulusan sekolah menengah atas (SMA). Seperti halnya lulusan SMK 
jurusan mekanik yang melamar pekerjaan bidang mekanik juga 
meskipun bidang yang diambil sama dengan jurusan yang dipelajari, 
kenyataannya kemampuan yang dimilikinya dianggap kurang oleh 
pemberi kerja. 


Permasalahan selanjutnya adalah lulusan pendidikan kejuruan 
kebanyakan mengambil jurusan yang tidak terlalu sesuai dengan 
kebutuhan dunia kerja. Seperti halnya jurusan perangkat lunak, multi- 
media, teknik komputer, dan sebagainya, banyak sekali lulusan sekolah 
kejuruan dengan jurusan tersebut, tetapi tidak ada pengembangan 
berkelanjutan sehingga mereka tidak mampu bersaing memasuki 
dunia kerja dengan berbekal jurusan yang dipelajari. 


Pendidikan kejuruan antara kota besar dan daerah masih terdapat 
ketimpangan. Salah satu contoh acara bursa kerja di Istora Senayan 
yang setiap tahun dipadati ribuan pencari kerja yang tidak hanya 
berasal dari Jakarta, tetapi juga dari beberapa daerah lain. Kebanyakan 
lulusan sekolah kejuruan di daerah akan lari ke kota besar untuk men- 
dapatkan pekerjaan karena ilmu yang dipelajari tidak bisa digunakan 
di daerah sendiri dan lapangan pekerjaan di daerah terlalu sedikit. 


Permasalahan yang terjadi pada lulusan sekolah vokasi ini bisa 
diselesaikan dengan kemauan dan komitmen yang kuat untuk mengu- 
bah pola pikir dalam menyelaraskan kurikulum, mengembangkan 
sistem pendidikan, dan melakukan pelatihan kejuruan. Masa sekarang 
ini adalah saat yang tepat untuk menyelaraskan dan mengembangkan 
kurikulum pendidikan kejuruan serta memperbaiki bidang-bidang 
yang dirasa kurang agar bisa mendidik lulusan yang memiliki kete- 
rampilan dan kemampuan yang dibutuhkan dunia kerja. Seperti yang 
dilansir oleh Muhammad (2019) pada halaman Republika, Presiden 
Joko Widodo menyampaikan bahwa target Indonesia emas 2045 
harus disiapkan mulai sekarang dengan berfokus pada dua hal, yakni 
infrastruktur dan sumber daya manusia. Salah satu upaya dalam 
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membangun SDM yang andal dan unggul ialah memajukan sektor 
pendidikan. Apalagi, penduduk Indonesia akan mengalami bonus 
demografi, yaitu penduduk Indonesia akan didominasi oleh penduduk 
usia produktif atau usia kerja. Menyambut bonus demografi tersebut, 
sektor pendidikan memiliki peran yang cukup vital dalam menuju 
Indonesia emas tahun 2045. SDM yang unggul dan berkualitas men- 
jadi target dari pembangunan jangka panjang tersebut. 


A. PENDIDIKAN VOKASI DAN DUNIA KERJA 


Globalisasi saat ini telah mengubah kebutuhan akan pengetahuan 
tentang lingkungan pendidikan. Oleh karena itu, lingkungan pen- 
didikan dituntut untuk selalu melakukan perubahan dan beradaptasi 
agar dapat memenangkan persaingan. Globalisasi juga menuntut 
ketersediaan pekerja yang terampil, inovatif, kreatif, dan produktif 
untuk bisa bersaing di dunia kerja yang sebenarnya, baik secara 
regional, nasional, maupun internasional. 


Lembaga pendidikan seperti pendidikan kejuruan dituntut untuk 
menghasilkan lulusan yang siap bekerja, memiliki sikap yang baik, 
memiliki jiwa wirausaha, serta mempunyai kemampuan untuk bekerja 
di berbagai bidang yang diminatinya dan yang dibutuhkan dunia 
usaha dan industri (DUDI) di era sekarang ini. Lembaga-lembaga 
pendidikan, agar mampu berjalan secara bersamaan, harus memiliki 
komunikasi yang baik dengan orang-orang yang sudah terjun di dunia 
usaha dan industri. Lebih baik lagi jika antara keduanya bekerja 
sama berkomitmen mengembangkan dan membangun sumber daya 
manusia demi kemajuan bersama. 


Lembaga pendidikan vokasi antarjenjang sebaiknya memper- 
timbangkan potensi serapan dunia kerja terhadap lulusan mereka. 
Membuka jurusan teknik berciri keunggulan lokal dapat menjadi 
salah satu pendekatan yang baik. Menyerap tenaga kerja lokal dan 
mengembangkan kebutuhan industri lokal dapat menjadi penopang 
peningkatan perekonomian daerah tersebut. Kebudayaan lokal se- 
harusnya menjadi kekuatan dalam pembangunan yang berkelanjutan. 
Sebagai contoh, pemerintah atau masyarakat dapat membuka pen- 
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didikan vokasi perikanan di daerah pesisir dengan potensi limpahan 
hasil laut. Dengan begitu, pendidikan vokasi bisa membuka peluang 
kerja yang lebih luas untuk lulusannya. 


Menyelaraskan pendidikan vokasi dan DUDI berbasis lokal dapat 
menjadi salah satu solusi untuk mewujudkan mimpi dalam mene- 
kan angka pengangguran lulusan SMK. Para pelaku industri dapat 
dilibatkan dalam pengembangan kurikulum pendidikan vokasi agar 
siswa belajar pengetahuan dan keterampilan yang memang langsung 
dibutuhkan di lapangan industri. Pun terkait pengajar, para praktisi 
industri yang sudah berpengalaman di bidangnya dapat menjadi 
instruktur atau pengajar di lembaga-lembaga pendidikan vokasi, 
termasuk SMK. Tabel 12.1 merupakan rangkuman permasalahan 
yang penulis angkat dan solusi berbasis DUDI. 


Tabel 12.1 Permasalahan dan Solusi Pendidikan Vokasi Permasalahan dan Solusi 
Pendidikan Vokasi 


Permasalahan Solusi 
Kemampuan siswa tidak sesuai Pengelola lembaga bekerja sama dengan 
dengan permintaan DUDI. DUDI membuat kurikulum yang bisa 


menunjang kemampuan siswa. 
Jurusan yang dipelajari tidak Sebaiknya melihat kebutuhan pasar untuk 
sesuai dengan kebutuhan DUDI. membuka jurusan yang banyak dibutuhkan. 
Ketimpangan pendidikan vokasi membuka jurusan teknik berciri keunggulan 
antara kota besar dan daerah. lokal. 


B. PENDIDIKAN VOKASI DI ERA TEKNOLOGI 


Menghadapi revolusi industri 4.0, pendidikan vokasi perlu memper- 
hatikan ketangkasan dan kemampuan peserta didik dalam meng- 
gunakan dan memanfaatkan teknologi. Paduan kemampuan manusia 
(human skill) dan kemampuan teknologi (technology skill) menjadi 
hal yang sangat diperlukan. Di samping memiliki keahlian spesifik, 
para lulusan juga dituntut untuk menguasai kemampuan teknologi. 
Kemampuan teknologi cukup penting bagi para peserta didik yang 
akan memasuki dunia industri yang tidak terlepas dari pemanfaatan 
kerja alat berbasis teknologi seperti sekarang ini. 
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Perkembangan teknologi ini membuat pekerjaan manusia men- 
jadi serba digital. Sistem konvensional sudah mulai ditinggalkan oleh 
banyak orang. Hal inilah yang perlu diperhatikan oleh pemerintah, 
lembaga, pengajar, dan praktisi agar bisa membentuk para pelajar 
menjadi SDM yang multikompetensi dan berpengetahuan luas. 
Gambar 12.1 menunjukkan korelasi penyusunan kurikulum dan 
kompetensi teknologi sebagaimana yang dijelaskan penulis. 


Penyusunan 
Kurikulum 


VOKASI 


Kerja sama dengan 


berbagai pihak 


Technology 


/ A 
Skill | 


Gambar 12.1 Membentuk Kemampuan Peserta Didik 


Seperti halnya toko virtual yang sudah sangat populer di 
Indonesia tidak bisa diabaikan begitu saja. Sistem teknologi yang 
digunakan di beberapa bidang industri membuat pelaku dunia kerja 
merasa lebih mudah dan praktis sehingga ketika mereka akan mencari 
karyawan mungkin akan menjadikan kemampuan teknologi sebagai 
nilai tambah lembaga pendidikan vokasi sehingga juga harus mema- 
sukkan perkembangan teknologi pada kurikulumnya. Jika tidak, para 
peserta didik hanya terpaku menggunakan sistem konvensional dan 
sulit bersaing ketika akan memasuki dunia kerja. Tenaga pendidik, 
pengelola lembaga, dan unsur terkait pendidikan vokasi ketika sudah 
memasukkan kemampuan teknologi pada kurikulum harus mampu 
mengikuti pesatnya perkembangan teknologi di era sekarang ini. 

Menyesuaikan kurikulum dengan perkembangan teknologi bisa 
dilakukan dengan bekerja sama antarpihak seperti lembaga vokasi 
lainnya, pemerintah, pelaku industri, dan lembaga terkait di luar 
Indonesia. Penyesuaian kurikulum dengan melibatkan beberapa 
pihak sudah dilakukan oleh universitas di China yang setiap tahun 
mengadakan diskusi pada Forum on Development of China-Indonesia 
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People-To-People. Diskusi ini bertujuan mengembangkan hubungan 
kerja sama Indonesia dan Tiongkok, khususnya di bidang pendidikan 
dan budaya. Diskusi pada 2020 dalam forum tersebut membahas 
pendidikan vokasi di Indonesia dan Tiongkok yang diadakan secara 
daring. Kegiatan seperti ini perlu dilakukan oleh lembaga pendidikan 
vokasi di Indonesia agar terus memperbarui kurikulum pembelajaran, 
terutama kaitannya dengan pengembangan kemampuan teknologi 
peserta didik. 


Tantangan bagi pengelola lembaga pendidikan dan para guru di 
sisi lain adalah melatih kemampuan teknologi peserta didik. Implikasi 
era industri 4.0 bagi pendidikan vokasi dengan demikian tidak hanya 
mencetak SDM unggul yang dapat bersaing dengan perkembangan 
teknologi, tetapi juga membuka peluang besar bagi lulusan sekolah 
vokasi untuk dapat bersaing di era industrial tersebut. 


C. RELEVANSI DAN IMPLEMENTASI KURIKULUM 


Billett (2011) mengemukakan bahwa kurikulum adalah dokumen 
yang dikembangkan dalam bentuk tertulis serta digunakan untuk 
merencanakan dan mengatur pengalaman yang akan dikelola untuk 
pembelajaran peserta didik. Oleh karena itu, kurikulum pendidikan 
vokasi harus lebih menonjolkan karakteristik pendidikan kejuruan 
yang terpampang dalam beberapa aspek yang memiliki hubungan erat 
dengan kurikulum. Secara keseluruhan, kurikulum yang digunakan 
dalam pendidikan kejuruan telah menampakkan keberhasilannya 
dengan berorientasi pada proses pembelajaran dan hasil lulusannya. 


Terkait keberhasilan kurikulum, Oemar (2007) mengemuka- 
kan bahwa pendidikan vokasi tidak hanya diukur dengan keber- 
hasilan pendidikan peserta didik di sekolah, tetapi juga dilihat dari 
pengembangan kurikulum. Kurikulum dianggap berhasil apabila 
secara berkala disesuaikan dengan kebutuhan industri yang terus 
berkembang. Pengembangan kurikulum dalam pendidikan vokasi 
dilaksanakan untuk menjadikan pendidikan selalu selaras dengan 
perkembangan DUDI. 
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Hal lain yang patut diperhatikan di samping kurikulum yang seja- 
lan dengan perkembangan DUDI adalah tenaga pengajar. Para pengajar 
harus mampu membahasakan kurikulum dengan sebuah metode pe- 
ngajaran yang baik dan menghasilkan hasil yang nyata. Dengan begitu, 
lulusan yang diharapkan tidak hanya mampu bersaing dengan peserta 
lain di dalam negeri, tetapi juga unjuk gigi dalam persaingan global. 

Seiring dengan perkembangan zaman, banyak aspek mengalami 
transformasi. Teknologi merupakan salah satu aspek yang terus 
mengalami perkembangan. Perkembangan yang terus-menerus ini 
menjadikan pelaku DUDI membutuhkan sumber daya manusia yang 
lebih unggul. Oleh karena itu, pendidikan vokasi sebagai lembaga 
pendidikan yang mencetak lulusan yang siap terjun ke dunia kerja 
harus memperhatikan perkembangan DUDI agar memiliki daya saing. 


Penyelarasan kurikulum dengan dengan perkembangan dan 
kebutuhan DUDI dapat dilakukan jika lembaga pendidikan vokasi 
bekerja sama dengan para praktisi DUDI. Untuk menyelaraskan 
kurikulum dengan perkembangan dan kebutuhan DUDI, lembaga 
pendidikan vokasi bisa bekerja sama dengan para praktisi DUDI. 
Pelaku-pelaku DUDI dalam masa sekarang ini seharusnya tidak hanya 
menjadi “penonton” dalam membangun SDM yang unggul, tetapi juga 
harus bisa berperan menjadi “pemain” yang terjun langsung untuk 
ikut serta memajukan pendidikan vokasi. Perlu diperhatikan juga 
bahwa penyelarasan kurikulum harus mengintegrasikan nilai-nilai 
budaya luhur, perilaku yang bermoral, dan jiwa kebangsaan. 


Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum meliputi penentuan 
tujuan atau keluaran pendidikan vokasi dan rencana proses pem- 
belajaran dalam usaha mencapai keluaran tersebut. Pengajar atau 
guru memiliki peran yang penting dalam merancang proses belajar 
mengajar (PBM), pemilihan media, serta alat pembelajaran dan 
penilaian siswa. Menurut Heider (2016), partisipasi guru dalam 
proses pengembangan kurikulum akan membantu dapat menggiring 
pengajaran yang lebih baik dan efektif yang dapat memberi dampak 
positif kepada peserta didik. 


180 Indonesia Emas Berkelanjutan ... 


Sebenarnya perubahan sebuah kurikulum di Indonesia sering 
sekali dilakukan, tetapi hanya terfokus pada perubahan dokumen 
saja. Adapun pelaksanaan pembelajaran, penciptaan suasana belajar, 
cara evaluasi, atau penilaian sering kali bergeming. Pengembangan 
kurikulum pendidikan vokasi yang sudah selaras dengan perkem- 
bangan dunia kerja perlu melibatkan guru profesional yang tidak 
hanya terpaku pada satu cara pengajaran yang sama maupun isi materi 
yang tidak pernah diperbarui. Salah satu peran krusial guru dalam 
menerapkan PBM adalah kemampuannya dalam menerjemahkan 
pengajaran dengan cara yang menarik. 


Jalan proses implementasi kurikulum di lembaga pendidikan 
vokasi sangat mungkin menemui penggunaan prinsip-prinsip yang 
berbeda dengan kurikulum yang digunakan di lembaga pendidikan 
lainnya sehingga akan ditemukan banyak sekali prinsip-prinsip yang 
digunakan dalam suatu pengembangan kurikulum. Seorang tenaga 
pengajar harus paham prinsip-prinsip mengimplementasikan kuri- 
kulum dalam bentuk pengajaran yang bermutu. Guru bisa membaca, 
mengamati prinsip-prinsip yang diterapkan oleh guru lainnya sebagai 
referensi, tetapi tetap harus menyesuaikan dengan kebutuhan dan 
keunggulan peserta didik. Konfusius, filsuf China, mengungkap 
bahwa mengajar harus menyesuaikan dengan ciri khas murid. 


Selain peran penting praktisi DUDI dan guru, penyelarasan 
dan pengembangan kurikulum pendidikan vokasi harus melibatkan 
pemerintah dan pengelola lembaga pendidikan. Selain ikut serta 
dalam penyusunan kurikulum, pemerintah dapat memberikan pen- 
dampingan kepada para pengajar dalam bentuk pelatihan-pelatihan. 
Tujuan pelatihan ini adalah meningkatkan kompetensi guru dalam 
mentransfer kurikulum kepada peserta didik dengan baik. Gambar 
12.2 menjelaskan proses implementasi kurikulum terhadap peserta 
didik hingga menghasilkan goal, sebagaimana yang penulis jelaskan. 
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Pemerintah, PBM 


. . Lulusan yang 
Pengelola Lembaga, | Media Pembelajaran tat . 
memiliki daya saing 


DUDI bersama Penilaian Siswa . . 
. dan siap terjun ke 
merelevankan Workshop, Diklat . . 
. dunia kerja 
kurikulum Magang, PKL 


Gambar 12.2 Proses Implementasi Kurikulum 


Bukan hanya pengajaran di dalam lembaga pendidikan atau 
kelas, pelaksanaan pembelajaran dan praktik di perusahaan juga 
sangat diperlukan guna para peserta didik tidak lagi canggung ketika 
sudah memasuki dunia kerja. Sistem seperti ini di pendidikan vokasi 
disebut dengan dual system, yakni pendidikan paralel di perusahaan 
dan sekolah kejuruan. Adapun pembelajaran dan praktik di luar 
lembaga bisa berupa praktik kerja lapangan (PKL) dan magang un- 
tuk siswa, diklat untuk guru, pelaksanaan uji kompetensi produktif, 
penyelenggaraan kelas industri, rekrutmen calon tenaga kerja, dan 
pengembangan teaching factory. 


Masih terkait penyelarasan kurikulum, pengembang kurikulum 
pendidikan vokasi harus terus melakukan evaluasi kurikulum yang 
berkelanjutan. Evaluasi kurikulum merupakan tahap akhir dari 
pengembangan kurikulum guna menentukan seberapa besar hasil 
pembelajaran, tingkat ketercapaian program yang telah direncanakan, 
dan hasil kurikulum itu sendiri. Evaluasi ini juga bertujuan mengum- 
pulkan informasi yang dapat dipakai untuk memperbarui kurikulum 
sebelumnya dan menyesuaikannya dengan perkembangan DUDI dan 
pengalaman belajar peserta didik. 


D. REKOMENDASI 

Pendidikan vokasi merupakan salah satu lembaga pendidikan yang 
memiliki peran penting dalam membangun sumber daya manusia 
yang kreatif, inovatif, produktif, dan siap terjun ke dunia kerja. Masih 
terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengelola 
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pendidikan vokasi, seperti mencetak lulusan pendidikan vokasi yang 
masuk kualifikasi kebutuhan DUDI. Hasil ini bisa dicapai dengan 
menyelaraskan kurikulum yang diterapkan di lembaga dengan per- 
kembangan dan kebutuhan DUDI. Selain itu, peran seorang tenaga 
pengajar sangat penting dalam mengimplementasikan kurikulum 
sehingga peningkatan mutu para pengajar terus dibutuhkan. 


Jurusan yang diampu di lembaga pendidikan vokasi sebisa 
mungkin berciri khas keunggulan lokal. Hal tersebut dapat ikut men- 
jadi penopang peningkatan perekonomian daerah tersebut. Dengan 
begitu, diharapkan ketimpangan perkembangan antara kota besar dan 
daerah bisa diminimalisasi karena potensi sumber daya (alam ataupun 
manusia) di tiap daerah dapat dikelola dengan baik. 


Hal penting yang patut diperhatikan demi mencapai tujuan pen- 
didikan kejuruan dalam membangun SDM yang berkualitas dan siap 
terjun dalam dunia kerja adalah kerja sama serta komitmen antara 
pemerintah, pengelola lembaga, praktisi DUDI, dan para pengajar. 
Pihak-pihak tersebut harus duduk bersama-sama menyusun, me- 
ngembangkan, dan mengevaluasi kurikulum. Pemerintah pun dapat 
memprioritaskan pelatihan-pelatihan pengajaran kepada para penga- 
jar atau guru dari lembaga pendiidkan vokasi. Pengembangan profesi 
guru pun dapat difokuskan pada metode penerjemahan kurikulum 
berbasis DUDI di kelas-kelas vokasi dan meilbatkan praktisi DUDI 
dan perserta didik di dalam penelitian. 
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Pendidikan anak usia dini (PAUD) merupakan ruang bermain dan 
belajar yang dapat membantu anak mengoptimalkan tumbuh kem- 
bang anak-anak. Dengan berinteraksi dan bermain bersama teman 
sebaya dan lingkungan sekitar, anak-anak dapat berlatih mengasah 
kemampuan kognitif-motorik dan sosial-emosional mereka. Di 
beberapa negara maju di Eropa, seperti Italia, layanan PAUD secara 
antusias diinisiasi oleh para orang tua (terutama ibu). Setelah Perang 
Dunia Kedua berakhir, mereka (orang tua dan Serikat Wanita Italia) 
bersama pakar pendidikan, pakar tata ruang, dan pemerintah kota 
sekitar menginisiasi pembangunan layanan PAUD di Kota Reggio 
Emilia (Reggio Emilia Approach, 2012). Saat ini, Reggio Emilia 
dikenal sebagai salah satu model pendekatan pembelajaran PAUD 
yang mendunia. 

Bagaimanakah kondisi pelaksanaan PAUD di Indonesia? 
Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menyebutkan bahwa pendidikan 
merupakan hak segala bangsa. Secara terperinci, Undang-Undang 
(UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 
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menyuratkan sistem pendidikan di Indonesia. Penandatanganan 
Deklarasi Pendidikan untuk Semua di Bangkok pada 1990 menanda- 
kan keseriusan pemerintah dalam upaya mengadakan pendidikan 
yang bermutu bagi semua kalangan, tanpa terkecuali. 


Walaupun pendidikan anak usia dini (PAUD) tidak termasuk 
dalam pendidikan dasar. Jenjang pendidikan ini merupakan jenjang 
penting dalam mempersiapkan anak sebelum memulai pendidikan 
dasar. Tujuan mempersiapkan anak-anak sebelum memulai pen- 
didikan wajib belajarnya merupakan salah satu Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan (TPB) pada target nomor 4.2, indikator 4.2.1, dan 
4.2.2 (lihat bab pendahuluan—ed.). Indikator-indikator tersebut 
menjelaskan jaminan terhadap pendidikan anak di bawah usia lima 
tahun terkait perkembangan kesehatan, pembelajaran, kesejahteraan 
psikososial sesuai (berdasarkan pada jenis kelamin), dan tingkat 
partisipasi dalam pembelajaran yang terorganisasi (pendidikan resmi 
satu tahun prasekolah dasar). 


Di Indonesia, penyelenggaraan PAUD dipayungi oleh tiga kemen- 
terian, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian 
Keuangan, serta Kementerian Dalam Negeri. Meskipun PAUD tidak 
termasuk dalam pendidikan dasar yang diwajibkan, sejak 2008 peme- 
rintah berupaya meningkatkan partisipasi anak untuk menyelesaikan 
pendidikan minimal satu tahun prasekolah dasar dan melalui prog- 
ram Satu Desa Satu PAUD. Kedua program itu dilaksanakan untuk 
memperluas aksesibilitas partisipasi PAUD (Direktorat Pendidikan 
Pembinaan Anak Usia Dini, 2019). 


Tulisan ini akan membahas seberapa signifikan capaian upaya 
pemerintah dalam pelebaran akses PAUD di Indonesia. Beberapa 
aspek terkait program Satu Desa Satu PAUD, program 1 Tahun Pra- 
Sekolah Dasar, dan PAUD Holistik Integratif juga akan menjadi topik 
bahasan pada bab ini. Pada akhir tulisan, penulis akan memberikan 
rekomendasi terkait pemerataan akses PAUD di Indonesia. 
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A. PEMERATAAN AKSES PAUD DI INDONESIA 


Meskipun PAUD sudah menjadi salah satu prioritas pendidikan 
nasional, belum semua anak-anak di Indonesia mampu meng- 
akses layanan PAUD. Dari jumlah total 84.250 desa di Indonesia, 
setidaknya terdapat 24.742 desa yang belum memiliki layanan PAUD 
di Indonesia. Kebanyakan desa-desa yang belum memiliki layanan 
PAUD ini terletak di Provinsi Papua dan Aceh, dua provinsi terluar 
wilayah Indonesia. Tabel 13.1 merangkum jumlah PAUD di desa-desa 
Indonesia. 


Tabel 13.1 Satu Desa Satu PAUD (per Oktober 2020) 


No Nama Peon Jumlah Jumlah Desa % Desa 
Desa ada PAUD ada PAUD 
Total Nasional 84.338 61.479 72,90 
1 Prov. D.K.I Jakarta 267 266 99,63 
2 Prov. D.I. Yogyakarta 439 435 99,09 
3 Prov. Jawa Barat 5.994 5.749 95,91 
4 Prov. Jawa Tengah 8.622 8.024 93,06 
5 Prov. Jawa Timur 8.534 8.048 94,31 
6 Prov. Nusa Tenggara Barat 1.159 1.071 92,41 
7 Prov. Kepulauan Bangka Belitung 392 345 88,01 
8 Prov. Bali 717 629 87,73 
9 Prov. Sumatera Barat 1.140 999 87,63 
10 Prov. Banten 1.554 1.346 86,62 
11 Prov. Jambi 1.580 1.370 86,71 
12 Prov. Lampung 2.679 2.277 84,99 
13 Prov. Sumatera Selatan 3.371 2.713 80,48 
14 Prov. Riau 1.909 1.533 80,30 
15 Prov. Kalimantan Selatan 2.033 1.623 79,83 
16 Prov. Gorontalo 741 575 77,60 
17 Prov. Sulawesi Barat 658 524 79,64 
18 Prov. Sulawesi Selatan 3.112 2.378 76,41 
19 Prov. Sulawesi Tengah 2.013 1.544 76,70 
20 Prov. Kalimantan Timur 1.037 793 76,47 
21 Prov. Kepulauan Riau 454 336 74,01 
22 Prov. Kalimantan Tengah 1.584 1.120 70,71 
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Jumlah Jumlah Desa % Desa 


No Nama Provinsi Desa adaPAUD ada PAUD 
23 Prov. Sulawesi Utara 1.865 1.316 70,56 
24 Prov. Nusa Tenggara Timur 3.299 2.292 69,48 
25 Prov. Bengkulu 1.567 1.055 67,33 
26 Prov. Maluku Utara 1.219 789 64,73 
27 Prov. Sulawesi Tenggara 2.653 1.611 60,72 
28 Prov. Sumatera Utara 6.305 3.836 60,84 
29 Prov. Kalimantan Barat 2.114 1.244 58,85 
30 Prov. Kalimantan Utara 486 253 52,06 
31 Prov. Aceh 6.528 3.171 48,58 
32 Prov. Maluku 1.414 817 57,58 
33 Prov. Papua Barat 1.892 470 24,84 
34 Prov. Papua 5.007 927 18,51 


Sumber: Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas (2021) 


Tabel 13.1 menunjukkan ketimpangan dalam pemerataan layanan 
PAUD. Dari 34 provinsi, terlihat bahwa hampir semua provinsi di 
Pulau Jawa memiliki persentase cakupan layanan PAUD lebih dari 
90% dari total jumlah desa di tiap provinsi. Untuk Pulau Sumatra, 
lebih dari setengah provinsi mencapai cakupan di atas 8096. Begitu 
juga di Pulau Kalimantan, tiga dari dua provinsi mencapai persentase 
cakupan lebih dari 70%. Persentase ini sama dengan jumlah cakupan 
di Pulau Sulawesi. Sayangnya, Aceh, Sumatra Utara, dan Papua masih 
memiliki cakupan layanan di bawah 7096. Aceh dan Sumatra Utara 
hanya memiliki 40-6096 cakupan layanan PAUD, sedangkan Papua 
berkisar maksimum tidak lebih dari 2596. 


Dari data tersebut, prioritas pembangunan dan percepatan 
penyediaan fasilitas pendidikan tampaknya masih terpusat di Pulau 
Jawa. Walaupun secara nasional percepatan penyediaan layanan 
PAUD sudah mengalami kemajuan, pembangunan di luar Pulau Jawa 
tetap menjadi isu. Sebanyak 7096 desa yang belum memiliki layanan 
PAUD tersebar di luar Pulau Jawa. 


Adapun aspek lain, seperti realisasi dan komitmen pemerintah 
daerah dalam membantu percepatan pembangunan, juga perlu dilihat. 
Dua program yang diinisiasi pemerintah di antaranya adalah program 
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Satu Desa Satu PAUD dan program Pendidikan Satu Tahun Pra- 
Sekolah Dasar yang mengupayakan meningkatnya angka partisipasi 
kasar (APK) anak. Partisipasi anak merupakan hal esensial, selain dari 
penyediaan layanan PAUD itu sendiri, animo dan angka partisipasi 
anak tentunya menjadi komponen penting yang memerlukan komit- 
men segala pihak (pemerintah pusat, daerah, dan desa). 


1. Program Satu Desa Satu PAUD 


Pemerintah telah melaksanakan program Satu Desa Satu PAUD sejak 
2012. Program ini menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam 
memperluas angka partisipasi dan aksesibilitas PAUD di Indonesia. 
Pada awal penyelenggaraan program, dua hal utama yang dilakukan 
ialah pengadaan Bantuan Rintisan Lembaga PAUD Baru dan keterli- 
batan Bunda PAUD (Tsani, 2018). Bantuan Rintisan Lembaga PAUD 
Baru diberikan satu kali untuk mendorong terbentuknya fasilitas 
pendidikan di desa yang belum memiliki layanan PAUD. 


Penganugerahan predikat Bunda PAUD kepada istri-istri kepala 
pemerintah pada tingkat nasional dan desa juga merupakan upaya 
untuk meningkatkan keterlibatan pemerintah daerah. Tujuannya 
adalah membangun kesadaran kepada orang tua terkait pentingnya 
partisipasi PAUD bagi perkembangan anak usia 0-6 tahun (Tsani, 
2018). Beberapa peranan penting Bunda PAUD, antara lain, adalah 
memberikan pembinaan, motivasi, membantu pencarian pendanaan 
melalui beberapa sumber dana, seperti APBN (Anggaran Pendapatan 
Belanja Nasional), APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah), 
CSR (corporate social responsibility) dan sumber daya lain, serta peran- 
peran aktif dalam upaya peningkatan kualitas mutu pendidikan dan 
tenaga pendidik PAUD. 


Beberapa daerah di Indonesia juga secara aktif membagikan 
publikasi perkembangan kemajuan Program Satu Desa Satu PAUD 
di daerahnya. Beberapa program pengembangan mutu pendidikan 
PAUD melalui program Holistik Integratif. Program tersebut 
secara menyeluruh melengkapi layanan PAUD melalui pengadaan 
layanan kesehatan, makanan bergizi, kegiatan pendampingan dan 
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pengembangan profesional bagi tenaga pendidik, serta kelas pe- 
ngasuhan untuk orang tua. Provinsi Kalimantan Timur, salah satunya, 
mengintegrasikan PAUD dengan pos pelayanan terpadu (posyandu). 
Hal ini melihat peranan posyandu yang dekat dengan masyarakat, 
dan adanya prasarana posyandu di setiap desa, menjadikan integrasi 
PAUD-posyandu sebagai salah satu solusi yang efisien (Humas Prov. 
Kalimantan Timur, 2014). 


2. Pendidikan 1 Tahun Pra Sekolah Dasar 


Peningkatan jumlah layanan PAUD tentunya tidak cukup. Partisipasi 
anak dalam mengenyam pendidikan di usia dini merupakan inti dari 
upaya-upaya lain yang telah dilakukan. Dengan demikian, untuk 
membantu menjalankan program Satu Tahun Pra-Sekolah Dasar, 
pemerintah menerbitkan Petunjuk Teknis Bantuan Penyelenggaraan 
Koordinasi Penuntasan Pendidikan Anak Usia Dini Pra-Sekolah 
Dasar pada 2018. Kesuksesan program pendidikan nasional perlu 
kerja sama yang nyata dan kuat di setiap tingkatan pemerintahan 
sehingga petunjuk dan langkah-langkah nyata perlu diambil demi 
terjalinnya komitmen berkelanjutan di setiap daerah. 


Penandatanganan komitmen oleh pemerintah daerah (Dinas 
Pendidikan Kabupaten) telah diinisiasi, dan kemudian pemerintah 
mengoordinasikan program dengan pihak-pihak terkait, seperti tokoh 
masyarakat, camat, kepala desa/kelurahan, Bunda PAUD, dan instansi 
terkait di wilayah kerja kabupaten atau kota madya (Direktorat Jen- 
deral PAUD dan Dikmas, 2018). Karena program ini memerlukan 
bantuan dana dari pemerintah pusat demi mendukung pengadaan 
sarana-prasarana dan kebutuhan lainnya, tersurat di dalam dokumen 
prosedur standar pelaksanaan program hal-hal terkait bantuan dana 
yang dapat diterima dan diajukan oleh kabupaten/kota. 


Data menunjukkan bahwa terjadi peningkatan angka partisipasi 
kasar (APK) PAUD pada anak-anak berusia 3-6 tahun di Indonesia. 
Hal ini menunjukkan bahwa program yang dijalankan pemerintah 
memperlihatkan peningkatan akses yang baik. Gambar 13.1 memuat 
tren perkembangan APK dari 2015 hingga 2019 untuk anak usia 3-6 
tahun. 
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Tren Capaian APK PAUD 3 - 6 Tahun 
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Sumber: Direktorat Pendidikan Pembinaan Anak Usia Dini (2019) 
Gambar 13.1 Tren Capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) Anak Usia 3-6 Tahun 


Gambar 13.1 menunjukkan peningkatan bertahap yang cukup 
signifikan dari angka partisipasi kasar anak usia 3-6 tahun. Angka 
di atas menunjukkan persentase dari target yang telah ditetapkan 
pemerintah yang tercapai setelah melalui beberapa pencapaian target 
kerja, antara lain pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan 
(BOP) PAUD, penyelenggaraan PAUD Satu Tahun Pra-Sekolah Dasar, 
pemberian Bantuan Sarana Pembelajaran (termasuk alat permainan 
edukatif (APE)), pembangunan ruang kelas, dan beberapa program 
lainnya (Direktorat Pendidikan Pembinaan Anak Usia Dini, 2019). 


Laporan Kinerja Direktorat PAUD tahun 2019 menunjukkan 
bahwa empat di antara 68 kabupaten/kota belum mampu menyelesai- 
kan penyusunan peraturan daerah terkait layanan PAUD. Perbedaan 
implementasi standar pelayanan minimal (SPM) PAUD dan proses 
pembuatan kebijakan merupakan kendala yang teridentifikasi. Untuk 
mengatasi kendala ini, dua upaya dilakukan. Pertama, kabupaten- 
kabupaten tersebut diminta untuk mengadaptasi implementasi SPM 
PAUD di tingkat daerah (dengan tetap mengacu pada Peraturan 
Pemerintah Nomor Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal). 
Kedua, mereka diminta mencontoh pengadaan draf peraturan bupati/ 
peraturan wali kota yang dapat disesuaikan oleh daerah masing- 
masing (Direktorat Pendidikan Pembinaan Anak Usia Dini, 2019). 


Perluasan dan Pemerataan ... 193 


Pada 2020, beberapa pemerintah kabupaten/kota menerbitkan 
(melalui laman resmi mereka) perbup/perwali untuk mendukung 
program Satu Tahun Pra-Sekolah Dasar. Dinas Pendidikan OKU 
Selatan, misalnya, melakukan sosialisasi Perbup Nomor 43 Tahun 
2020 tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini 
Minimal Satu Tahun Pra-Sekolah Dasar. Program tersebut dihadiri 
oleh Bunda PAUD, Ketua PGRI Kabupaten OKU Selatan, Ketua Fo- 
rum Camat, Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten, Ketua Pokja, serta 
beberapa Pengawas dan Penilik PAUD (Pemerintah Kabupaten OKU 
Selatan, 2020). 


Di Kalimantan, pada 2020, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
Tanbu melakukan rapat koordinasi untuk menyosialisasi Peraturan 
Bupati Tanah Bumbu Nomor 33 Tahun 2019. Sebuah tim koordinasi 
dibentuk dan bertugas untuk melakukan pendataan dan melaporkan 
hasil pendataan anak usia 6 tahun yang belum memasuki PAUD. 
Berita acara sosialisasi yang diterbitkan menyatakan bahwa APK 
PAUD per 2018 di Kabupaten Tanbu masih berkisar 57,28%. Salah 
satu kendala utama ialah orang tua tidak mau memasukkan anaknya 
ke layanan PAUD. Banyak orang tua yang masih mempertimbangkan 
kemampuan anak mereka terkait partisipasi anak-anak mereka dalam 
membaca dan menghitung (calistung). Padahal, dalam beberapa ta- 
hun terakhir, kemampuan calistung tidak lagi menjadi acuan standar 
masuk ke sekolah dasar (Pemkab Tanah Bumbu, 2020; Embas, 2019). 


Masih rendahnya animo orang tua untuk memasukkan anaknya 
ke PAUD juga ditemukan di Sorong, Papua Barat. Para pendiri PAUD 
mengaku kesulitan untuk memberikan kesadaran kepada orang tua 
tentang pentingnya pendidikan di usia dini bagi anak-anak. Zefanya, 
salah satu pendiri PAUD di Kabupaten Sorong (PAUD Alfa Omega), 
menginisiasi sosialisasi PAUD kepada orang tua melalui pemberian 
vitamin kepada anak. Dalam acara itu, ia memberikan penjelasan 
terkait pentingnya pendidikan usia dini. Pendekatan ini mampu mem- 
bawa beberapa anak untuk akhirnya bersekolah di PAUD. Kemajuan 
yang luar biasa positif pada anak-anak pun didapatkan. Anak-anak 
mengalami peningkatan, baik secara karakter maupun kemampuan 
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sosial, selama belajar dan berinteraksi dengan rekan sebaya mereka 
(Kruglinski, 2019). 

Meningkatkan kesadaran orang tua terkait manfaat PAUD adalah 
hal yang krusial. Pendekatan ini bisa menjadi salah satu usaha untuk 
meningkatkan AKP PAUD di Indonesia. Secara statistik, Angka 
Partisipasi Kasar (APK) PAUD Indonesia masih jauh dibandingkan 
negara-negara tetangga, seperti Filipina dan Thailand. Filipina me- 
miliki AKP 80,7%, sedangkan Thailand 73,6%. AKP tersebut jauh 
melampaui AKP Indonesia yang hanya bertengger di angka 37,9% 
(Dokumen Roadmap Pendidikan, 2020, dalam Direktorat Jenderal 
PAUD dan Dikmas, 2020). 


3. PAUD Holistik Integratif 


Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Aceh Besar merupakan satu 
daerah di luar Jawa yang melakukan sosialisasi terkait program 
Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI) (Dis- 
dikbud Aceh Besar, 2020). Model PAUD Holistik Integratif bertujuan 
menyediakan layanan menyeluruh mendukung aspek-aspek di atas 
melalui program belajar di dalam kelas, layanan kesehatan, penye- 
diaan makanan bergizi dan vitamin, program pembelajaran terkait 
pola pengasuhan bagi orang tua, serta kesejahteraan anak secara 
menyeluruh. 


Berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebu- 
dayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD, 
cakupan program pengembangan di PAUD terdiri atas pengembangan 
anak-anak pada beberapa aspek. Aspek-aspek tersebut mencakup 
penanaman nilai agama dan moral, pengembangan kemampuan fisik- 
motorik, kognitif, bahasa, dan sosial-emosional, serta pengenalan seni 
(Pasal 5 ayat 1). Dalam model PAUD Integratif Holistik, aspek-aspek 
di atas dilibatkan di dalam pembelajaran kelas yang merupakan salah 
satu komponen yang dipegang oleh sekolah. 


Gambar 13.2 dan Gambar 13.3 memuat model Integratif Holistik 
(HI) yang dapat dilakukan secara mandiri oleh layanan PAUD atau 
diintegrasikan dengan layanan posyandu. Keduanya memungkinkan 
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dilakukan bergantung pada kemampuan dan ketersediaan fasilitas di 
daerah. Implementasi program PAUD HI memerlukan kerja sama 
yang erat antarpihak dan pendanaan serta sarana-prasarana yang 
mumpuni (ketersediaan air bersih, sanitasi, serta ruang kesehatan 
bagi anak dan ibu) (Direktorat Pembinaan PAUD, 2015). 


Pendidikan Pengasuhan 


Kesejahteraan dan Kesehatan, gizi, dan 
perlindungan perawatan 


Sumber: Direktorat Pembinaan PAUD dan Dikmas (2015) 
Gambar 13.2 Model Pertama (Diadakan Mandiri Oleh Satuan Layanan PAUD) 


Satuan Layanan Posyandu 
PAUD 
Kesehatan, 


Pendidikan gizi, perawatan, 
& pengasuhan 


Perlindungan & 
Kesejahteraan 


Sumber: Direktorat Pembinaan PAUD dan Dikmas (2015) 


Gambar 13.3 Model Kedua (Secara Terintegrasi Diadakan oleh PAUD dan 
Posyandu) 


Beberapa indikator pencapaian perkembangan anak secara ho- 
listik dikembangkan oleh UNESCO (2014) dalam dokumen mereka 
berjudul “Holistic Early Childhood Development Index (HECDI): 
Framework a Technical”. HECDI menjelaskan beberapa kerangka 
tujuan program yang meliputi: 
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1) Anak-anak bertahan hidup dan menunjukkan perkembangan 
dan pembelajaran yang sesuai dengan usia; 


2) Anak-anak mendapatkan stimulasi secara kognitif dan menda- 
patkan dukungan emosi di lingkungan rumah dengan dengan 
sumber daya yang memadai; 


3) Anak-anak dan keluarga memiliki akses ke program dan layanan 
berkualitas yang menangani perawatan kesehatan, gizi yang baik, 
pendidikan dan perlindungan sosial; serta 


4) Hak anak dilindungi dan ditegakkan melalui pelaksanaan 
kebijakan dan program untuk mendukung anak dan keluarga 
(UNESCO, 2014). 


Banyak pihak yang telah membantu pelebaran akses PAUD di 
wilayah-wilayah Indonesia. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, 
serta beberapa lembaga kemanusiaan seperti UNICEF dan swadaya 
masyarakat berperan dalam memulai dan mengembangkan imple- 
mentasi PAUD HI. Kabupaten Kupang, contohnya, bekerja sama 
dengan pembuat kebijakan PAUD HI untuk menggandeng 100 satuan 
PAUD HI di daerah pedesaan dan terpencil di seluruh 24 kecamatan 
di Kabupaten Kupang. Kerja sama ini bertujuan mengembangkan 
pengajaran dan pembelajaran, mengintegrasikan kesehatan, gizi, air, 
sanitasi dan kebersihan, perlindungan anak, serta pengasuhan anak. 
Program kerja sama ini juga bertujuan meningkatkan lingkungan 
belajar, meningkatkan pendanaan dan dukungan dari pemerintah 
daerah, meningkatkan keterlibatan masyarakat dan orang tua, serta 
mengembangkan alat dan sumber daya untuk mendukung implemen- 
tasi dan keberlanjutan (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
Indonesia dan UNICEF Indonesia, 2020). 


B. Rekomendasi 


Melalui program-program yang telah dicanangkan terkait layanan 
PAUD, tampaknya pemerintah telah menjadikan akses PAUD sebagai 
salah satu prioritas pendidikan. Untuk itu, dalam mengatasi keterting- 
galan pemerataan akses, Indonesia tampaknya harus berfokus pada 
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pemerataan akses PAUD di luar daerah Jawa. Keterlibatan kepala 
suku di daerah-daerah yang masih kental kesukuannya bisa men- 
jadi salah satu upaya. Pemberian predikat Bunda PAUD juga dapat 
dikembangkan dengan melibatkan struktur pemerintahan yang lebih 
kecil. Di daerah-daerah luar Jawa, yang sistem kesukuannya masih 
kuat, pemerintah daerah dapat menunjuk ketua setiap suku untuk 
mengemban peran yang sama dengan Bunda PAUD di level nasional, 
provinsi, atau desa. Para ketua suku dan orang tua sendiri sebaiknya 
dilibatkan dalam pembuatan kurikulum pendidikan agar mereka 
menyadari manfaat pendidikan bagi suku dan pelestarian budaya 
mereka (Rupavath, 2016). Di samping itu, kurikulum PAUD juga 
bisa tetap terintegrasi dengan budaya atau nilai-nilai lokal. Nilai-nilai 
budaya, sebagaimana nilai-nilai agama, masuk ke aspek PAUD HI. 
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BAB XIV 


Peran Keluarga, Komunitas, dan 
Pemerintah dalam Kesiapan 
Pendidikan Anak Prasekolah 


Anita Mediana & Amelya Dwi Astuti 


Usia dini merupakan masa yang sangat penting. Pada usia tersebut, 
manusia mengalami tumbuh kembang dengan sangat pesat, baik 
secara fisik, kognitif, emosional, maupun sosial. Secara fisik, dalam 
periode yang sangat singkat, perubahan tersebut dapat terlihat secara 
jelas, baik dari tinggi dan berat badan, postur tubuh, maupun kemam- 
puan motorik, seperti berdiri, berjalan, dan berlari. Pada usia tersebut 
pula kemampuan berbahasa dan berkomunikasi berkembang dengan 
sangat cepat, dari berceloteh hingga menyampaikan kalimat yang da- 
pat dipahami lawan bicara. Dengan pertumbuhan dan perkembangan 
yang sangat pesat tersebut, pendidikan di masa prasekolah ini sangat 
penting untuk mengoptimalkan tumbuh kembang anak yang menjadi 
awal bagi proses tumbuh kembang selanjutnya hingga ia dewasa. 
Kendati tidak termasuk program wajib belajar dan bukan meru- 
pakan syarat untuk mengikuti pendidikan dasar sebagaimana tertuang 
pada Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar, 
pendidikan pada anak usia dini merupakan jembatan untuk transisi 
anak menuju jenjang pendidikan sekolah, sebagaimana disebutkan 
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dalam penjelasan mengenai Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 
dalam Pasal 1 UU No. 20 Tahun 2003 (Pemerintah Pusat, 2003) bahwa 
pendidikan anak usia dini ditujukan untuk anak sejak lahir hingga 
berusia enam tahun agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki 
pendidikan lebih lanjut. Transisi merupakan salah satu karakteristik 
utama dari kesiapan sekolah (UNICEF 2012). Di Amerika, lebih dari 
70% anak mengalami kendala dalam transisi ke Taman Kanak-kanak, 
dengan dua kendala terbesar adalah pemenuhan tuntutan akademis 
dan kerapian (Jiang dkk., 2021). Dengan transisi yang lancar, anak 
dapat dengan mudah beradaptasi di lingkungan sekolah sehingga 
dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Sebaliknya, anak yang 
tidak memiliki kesiapan sekolah berpotensi memiliki kendala dalam 
pembelajarannya di sekolah. 


Ada banyak sekali definisi kesiapan sekolah, tetapi setidaknya 
terdapat tiga dimensi yang berkaitan satu sama lain dalam kesiapan 
sekolah, yakni kesiapan anak untuk sekolah, kesiapan sekolah untuk 
anak, serta kesiapan keluarga dan komunitas untuk sekolah (UNICEF, 
2012). Kesiapan ini tidak datang secara tiba-tiba dalam diri sang anak. 
Anak tidak terlahir siap ataupun tidak siap untuk sekolah (Maxwell 
& Clifford, 2004). Ada faktor eksternal yang bisa memengaruhi 
kesiapan anak untuk memasuki lingkungan pendidikan, yakni tidak 
hanya aspek kognitifnya yang perlu disiapkan, tetapi juga kematangan 
psikologis serta sosial-emosional menjadi elemen penting yang harus 
disiapkan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik pun 
menyebutkan pentingnya tujuh elemen dalam ekosistem pendidikan, 
yaitu sekolah, guru, orang tua, masyarakat, industri, organisasi profesi, 
dan pemerintah, dalam mencapai visi pendidikan Indonesia, Rencana 
Strategis Pendidikan Indonesia 2015-2019 (Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan, 2015). Dalam kesiapan pendidikan anak prasekolah, 
peran keluarga, komunitas atau masyarakat, dan pemerintah akan 
dibahas lebih lanjut dalam tulisan ini. 
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A. PERAN KELUARGA 


Anak usia prasekolah membutuhkan kesiapan yang matang untuk 
memasuki fase kehidupan baru ketika memasuki lingkungan pen- 
didikan. Dalam hal ini, faktor penguatan pada anak yang paling dekat 
dan berpengaruh pada perkembangan kemampuan anak usia prase- 
kolah ini tidak lain adalah lingkungan keluarga. Keluarga menjadi 
elemen dasar dalam mendukung implementasi parenting yang dapat 
memengaruhi anak prasekolah dan pencapaian akademik (Guhn & 
Goelman, 2011). Guhn dan Goelman (2011) juga menyebutkan dalam 
penelitiannya bahwa pencapaian akademik anak dalam lingkungan 
pendidikan akan berpengaruh juga terhadap hasil tes yang akan 
diperoleh. Ketika hasil tes ini baik, tentu saja ini akan membuat anak 
termotivasi untuk mempertahankan hasil yang diperoleh dan dapat 
membanggakan keluarga. Namun, hal ini tidak berarti penerapan pola 
asuh yang baik hanya berorientasi pada hasil, tetapi implementasi 
ini dapat memberikan dampak jangka panjang bagi anak dalam hal 
kognitif, sosial-emosional, dan psikologis. 

Pada kenyataannya, tak semua keluarga, dalam hal ini khususnya 
orang tua, dapat menjalankan peran penguatan pada anak dengan 
maksimal berdasarkan pada tiga aspek yang telah disebutkan di para- 
graf sebelumnya. Peran penguatan ini tentunya tidak terlepas dari pola 
asuh yang diterapkan pada anak. Terdapat orang tua yang mengguna- 
kan pola asuh yang tidak mendukung perkembangan anak sesuai de- 
ngan usianya sehingga perkembangan anak terhambat. Padahal, setiap 
anak pasti memiliki potensi yang besar jika stimulus dari lingkungan 
terkecilnya, yakni keluarga, bertolak belakang dengan kebutuhan sang 
anak, misalnya terdapat orang tua yang mengadopsi pola asuh anak 
berdasarkan pada pengalaman turun-temurun (Siahaan & Fauziah, 
2020). Padahal, tidak semua pola asuh bisa diterapkan kepada semua 
anak karena setiap anak memiliki potensi yang bermacam-macam. 

Hal yang memengaruhi orang tua untuk menerapkan pola asuh 
tertentu kepada anaknya, di antaranya orang tua tidak memiliki pe- 
ngalaman sama sekali dalam mendidik anak. Orang tua bahkan tidak 
memiliki akses untuk belajar bagaimana menerapkan ilmu mengenai 
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pola asuh yang baik. Meskipun saat ini teknologi sudah berkembang 
sangat pesat dan mutakhir, tidak bisa dimungkiri bahwa masih ada 
orang tua yang tinggal di pedalaman atau tinggal di daerah yang sulit 
mendapat akses untuk belajar sehingga kelompok orang tua ini hanya 
bisa mengadopsi apa yang diwariskan dan apa yang mereka dapat 
dari leluhurnya tanpa memperhatikan apakah pola asuh terhadap 
anak tersebut masih relevan dan sesuai dengan kebutuhan penguatan 
perkembangan anak. 


Faktor lain yang dapat memengaruhi orang tua dalam menyi- 
apkan pendidikan anak usia dini adalah kemiskinan. Sering kali 
faktor kemiskinan memengaruhi cara orang tua dalam mendidik dan 
menerapkan pola asuh bagi anak. Dalam keadaan ekonomi keluarga 
yang sulit, sering kali kita jumpai terdapat orang tua yang menerapkan 
pola asuh otoriter kepada anaknya. Tujuan orang tua sebetulnya baik 
karena ingin menyiapkan anaknya untuk menjadi manusia yang lebih 
mandiri dan tangguh ketika dewasa kelak (Siahaan & Fauziah, 2020). 
Namun, pendekatan pengasuhan ini belum bisa dianggap efektif. 
Alih-alih menjadikan anak lebih mandiri dan tangguh, hal ini malah 
memicu anak untuk bertindak agresif dan semena-mena terhadap 
orang lain (Siahaan & Fauziah, 2020). 


Dengan melihat faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya pola 
asuh yang kurang efektif bagi anak-anak usia prasekolah, yakni aspek 
kognitif, psikologis, dan sosial-emosional, setidaknya ada tiga aspek 
dalam diri anak yang perlu didukung oleh orang tua dimulai dengan 
cara-cara yang sederhana. Dilihat dari perkembangan kognitif anak, 
anak-anak yang mendapatkan pola asuh yang demokratis, yakni ketika 
orang tua memberikan keleluasaan dan kendali kepada anak sesuai 
dengan porsinya dan orang tua memberikan respons positif kepada 
anak dengan cara yang tepat, perkembangan kognitifnya akan terpe- 
ngaruh pula (Neel dkk., 2018). Contoh sederhana yang bisa dilakukan 
orang tua kepada anak adalah membuat jadwal bermain dan belajar 
yang teratur. Hal ini juga akan melatih anak untuk menghargai waktu 
dan menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Selain itu, dengan 
diberlakukannya jadwal tersebut secara berkesinambungan, anak 
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memperoleh haknya untuk bermain. Pengawasan dalam penerapan 
hal ini perlu dilakukan juga oleh orang tua secara khusus sehingga 
anak perlahan-lahan dapat mengerti figur seperti apa yang melekat 
pada orang tua. Dengan demikian, anak diharapkan dapat mengambil 
nilai-nilai kebaikan, baik pada diri orang tua maupun dari hal-hal 
kecil yang dilakukan orang tua kepada sang anak. 


Orang tua juga hendaknya memberikan apresiasi, baik secara 
verbal maupun dengan cara lain, ketika anak berhasil menyelesaikan 
tugas-tugas kecil yang diberikan kepadanya dan atas pencapaian- 
pencapaian sekecil apa pun untuk memenuhi kebutuhan akan peng- 
hargaan yang ada pada diri anak. Ketika apresiasi tersebut didapatkan 
anak, anak cenderung akan termotivasi untuk melakukan hal yang 
lebih baik dibandingkan sebelumnya. Kalaupun tidak dapat melaku- 
kan yang lebih baik, anak setidaknya mengetahui dan perlahan-lahan 
memahami bahwa apa yang dilakukannya adalah hal baik dan ia harus 
menjaga hal baik tersebut agar tetap bisa dilakukan olehnya. Selain itu, 
anak cenderung akan dengan mudah menghargai hal baik apa yang 
sudah dilakukan orang lain. Orang tua tentunya mesti memberikan 
apresiasi yang sewajarnya dan tidak berlebihan agar anak tidak merasa 
cepat puas diri dan merasa tinggi hati terhadap apa-apa yang telah 
dicapainya. 

Dari aspek psikologis, orang tua dapat memberikan perhatian 
yang cukup kepada anak. Sikap hangat dan responsif orang tua dapat 
membantu meningkatkan rasa aman terhadap anak. Penelitian me- 
ngenai hal ini menunjukkan perkembangan anak yang baik berkaitan 
dengan kognitif jangka pendek dan keterampilan bahasa (Hirsh-Pasek 
& Burchinal, 2006). Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Downer 
dan Pianta (2006) menunjukkan adanya peningkatan kemampuan 
akademik positif jangka panjang. Dengan begitu, dapat dikatakan 
bahwa kehadiran orang tua, baik secara fisik maupun psikologis, akan 
sangat berdampak pada kemampuan dan keterampilan yang ada pada 
diri anak. Jika hal ini bisa dilakukan dengan penuh kesadaran oleh 
seluruh anggota keluarga, khususnya orang tua, anak memiliki kesiap- 
an yang cukup matang secara psikologis untuk berada di lingkungan 
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sekolah. Selain itu, anak dengan kondisi psikologis yang baik akan 
lebih percaya diri dalam bergaul di lingkungan barunya serta dapat 
segera beradaptasi dengan orang-orang yang akan ditemuinya (Raver 
& Knitzer, 2002). 


Dari sisi sosial-emosional anak, ketika anak mendapatkan stimu- 
lus yang baik dari orang tua dan anggota keluarganya, hal ini dapat 
menyebabkan kebiasaan dan tingkah laku yang baik pula pada diri 
anak. Skinner (1953) menyebutkan dalam bukunya bahwa penguatan 
stimulus yang diberikan dari lingkungan sekitar memengaruhi ting- 
kah laku yang tertanam pada anak. Selain itu, anak yang dibesarkan 
di tengah keluarga yang memiliki komunikasi baik dengan intensitas 
yang tinggi, anak cenderung memiliki pemahaman akan peran sosial 
yang relatif kompleks (Fitzpatrick dkk., 1996, 383). Contoh kecilnya 
adalah orang tua bisa membiasakan anak untuk meminta izin ke- 
tika hendak pergi ke luar rumah, membiasakan diri agar orang tua 
mengetahui manakala anak menggunakan uang tabungannya untuk 
membeli sesuatu yang anak butuhkan, serta melibatkan anak dalam 
pengambilan keputusan dari hal yang terkecil, misalnya memilih 
warna baju dan makanan kesukaannya, dimungkinkan akan mem- 
bangun kemampuan dan keterampilan anak dalam berkomunikasi 
secara terbuka dengan orang lain, khususnya dengan orang-orang 
yang akan ditemuinya di lingkungan pendidikan. 

Nilai-nilai dan perilaku yang terdapat dalam sebuah keluarga, 
khususnya perilaku dan nilai-nilai yang ada pada orang tua, baik 
secara langsung maupun tidak, dan disadari atau tidak, lambat laun 
akan melekat pula pada diri anak. Maka dari itu, sebagai landasan 
utama bagi kesiapan pendidikan anak usia dini, keluarga seyogianya 
berhati-hati dalam memberikan perlakuan yang layak pada anak, serta 
menghindar dari segala tindak tanduk yang mungkin bisa mendorong 
anak untuk berperilaku tidak semestinya yang bisa memengaruhi per- 
forma anak ketika anak memasuki lingkungan pendidikan. Keluarga 
dalam hal ini hendaknya berfokus pada penerapan nilai-nilai yang 
bisa bermanfaat, terlebih dalam tiga aspek pengembangan yang sudah 
dijelaskan di atas sehingga anak bisa merasakan dampak baiknya tak 
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hanya dalam jangka pendek, tetapi juga bisa menjadi bekal berharga 
bagi anak dalam jangka waktu yang panjang. 


B. PERAN KOMUNITAS 


Pepatah Afrika yang mengatakan bahwa dibutuhkan orang sekam- 
pung untuk membesarkan seorang anak nampaknya relevan di 
berbagai belahan bumi lainnya, termasuk Indonesia. Seorang anak 
mempunyai tumbuh kembang tidak hanya dipengaruhi oleh keluarga, 
tetapi juga orang lain di sekitarnya. Apa yang tersedia di lingkungan 
itulah yang dapat digunakan oleh keluarga ataupun anak itu sendiri 
untuk tumbuh dan berkembang. Ketersediaan sarana pendidikan 
yang baik dan memadai serta karakteristik masyarakat yang inklusif 
untuk memberikan kesempatan yang sama bagi semua anak terlepas 
dari kondisi fisik, latar belakang keluarga, status sosial ekonomi, dan 
sebagainya, menjadikan lingkungan tersebut siap dalam menyediakan 
pendidikan untuk anak. Hal tersebut akan sangat membantu anak 
untuk belajar dengan baik dibandingkan lingkungan lain yang tidak 
memiliki kesiapan tersebut. Oleh karena itu, keterlibatan banyak 
pihak, dan yang paling penting sinergi antarpihak tersebut, tentunya 
diperlukan untuk menciptakan lingkungan masyarakat yang siap 
dalam mendukung pendidikan anak, termasuk anak usia dini. 


Dalam rencana strategis pendidikan (Kemendikbud, 2015), dise- 
butkan bahwa masyarakat dapat berperan dengan menyelenggarakan 
satuan pendidikan mandiri atau mendukung satuan pendidikan 
milik pemerintah. Beberapa kalangan masyarakat, baik individu 
maupun kelompok, telah mendirikan sekolah ataupun satuan pen- 
didikan lainnya yang keberadaannya sangat membantu pemerintah 
dalam menyediakan tempat belajar, termasuk untuk anak usia dini. 
Aisyiyah yang merupakan sayap organisasi perempuan dari organisasi 
masyarakat Muhammadiyah, misalnya, telah mendirikan lebih dari 
20 ribu institusi pendidikan PAUD sejak pertama kali mendirikan 
Frouble Aisyiyah Kindergarten, yang kemudian berganti nama 
menjadi Taman Kanak-kanak Aisyiyah Busthanul Athfal (TK ABA) 
seabad lalu (Nurcahyadi, 2019). Selain dapat menyelenggarakan 
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satuan pendidikan mandiri, masyarakat dapat mendukung satuan 
pendidikan milik pemerintah dalam bentuk materi, tenaga, ataupun 
pikiran (Renstra Kemendikbud, 2015). Salah satu bentuk keterlibatan 
masyarakat dalam satuan pendidikan milik pemerintah adalah dalam 
penyelenggaraan Pos PAUD. Pos PAUD merupakan Satuan PAUD 
Sejenis yang penyelenggaraannya diintegrasikan dengan layanan Bina 
Keluarga Balita (BKB) dan pos pelayanan terpadu (posyandu) yang 
pengelolaannya di bawah pembinaan pemerintah desa/kelurahan 
(Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pos PAUD, 2011). Salah satu 
prinsip penyelenggaraan Pos PAUD adalah berbasis masyarakat, 
sehingga peran masyarakat sangat penting dalam satuan pendidikan 
ini. Dengan menyelenggarakan satuan pendidikan mandiri ataupun 
mendukung satuan pendidikan milik pemerintah untuk anak usia 
dini, masyarakat dapat mendukung ketersediaan akses pendidikan 
prasekolah sebagai bentuk kesiapan dari masyarakat. 


Di samping berperan dalam ketersediaan akses pendidikan prase- 
kolah, masyarakat juga berperan dalam menciptakan lingkungan so- 
sial yang berpengaruh terhadap keikutsertaan anak dalam pendidikan 
prasekolah. Peran tersebut dapat dilakukan, antara lain, dengan saling 
memberikan informasi mengenai hak anak dan peraturan tentang 
anak, memberi masukan dalam perumusan kebijakan, memantau, 
mengawasi, juga melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi 
pelanggaran hak anak, bahkan berperan aktif dalam proses rehabilitasi 
dan reintegrasi sosial bagi anak (Direktorat Pembinaan Pendidikan 
Anak Usia Dini, 2017). Masyarakat yang dapat menerima setiap anak 
dan melindungi hak-haknya untuk bertumbuh kembang secara opti- 
mal dari kekerasan dan diskriminasi juga merupakan bentuk kesiapan 
masyarakat dalam mendorong keikutsertaan anak untuk mengikuti 
pendidikan. 

Masyarakat yang sadar akan pentingnya peran mereka dalam 
mendukung pendidikan anak prasekolah memang sangatlah pen- 
ting. Selain penerapannya masih perlu terus dioptimalkan, sinergi 
peran masyarakat sebagai bagian dari ekosistem pendidikan masih 
menjadi tantangan yang perlu dihadapi. Pos PAUD merupakan salah 
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satu bentuk keterlibatan masyarakat dalam pendidikan anak usia dini 
yang penyelenggaraannya di beberapa lokasi masih belum optimal 
karena kurangnya antusiasme dan sosialisasi (Pamungkas, 2011). 
Melibatkan elemen masyarakat lain, seperti pemuda, dapat dijadikan 
peluang untuk menyinergikan peran masyarakat untuk meningkatkan 
kesiapan komunitas dalam pendidikan anak prasekolah. Dengan 
tenaga, semangat, dan gagasannya, pemuda dapat menjadi agen-agen 
dalam melakukan, di antaranya, sosialisasi pentingnya kesiapan pen- 
didikan anak prasekolah. Elemen lain dalam ekosistem pendidikan, 
seperti industri dan organisasi profesi, juga dapat dilibatkan untuk 
menguatkan program-program pendidikan untuk anak prasekolah 
dalam menyediakan sumber daya material ataupun keahlian. Tenaga 
kesehatan, misalnya, dapat dilibatkan bersama orang tua untuk pen- 
didikan kesehatan keluarga (Ningsih, 2018). 


Penyediaan akses terhadap satuan pendidikan dan pembentukan 
lingkungan yang suportif dan inklusif merupakan peran-peran yang 
dapat dilakukan masyarakat untuk menciptakan kesiapan masyarakat 
dalam mendukung pendidikan anak prasekolah. Peran-peran dari 
masyarakat tersebut akan makin berdampak dan kesiapan masyarakat 
akan makin kuat dengan adanya sinergi masyarakat dengan berbagai 
pihak, baik antar-elemen masyarakat sendiri maupun dengan elemen 
lain dalam ekosistem pendidikan. Kuatnya kesiapan masyarakat ini 
akan sangat mendukung terciptanya kesiapan pendidikan untuk anak 
prasekolah. 


C. PERAN PEMERINTAH 


Dengan salah satu cita-cita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa 
sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Ne- 
gara Republik Indonesia, kesiapan pendidikan untuk anak prasekolah 
pun menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah. Dalam Pasal 11 
ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003, disebutkan bahwa pemerintah pusat 
dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, 
serta menjamin penyelenggaraan pendidikan yang bermutu bagi 
setiap warga negara tanpa diskriminasi. Hal ini menunjukkan bahwa 
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kesetaraan kualitas pendidikan yang baik bagi setiap warga negara 
merupakan kewajiban yang harus disediakan pemerintah. 


Di antara bentuk peran pemerintah dalam kesiapan tersebut 
adalah memperhatikan sistem anggaran dan kebijakan. Pendanaan 
pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, 
pemerintah daerah, dan masyarakat (Pasal 46 ayat (1) UU No. 20 
Tahun 2003 Sisdiknas). Pemerintah pusat dan pemerintah daerah 
bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana 
diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Re- 
publik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 46 ayat (2) UU No. 20 Tahun 
2003 Sisdiknas). Alokasi anggaran pendidikan ini tentunya mesti 
dilakukan secara terbuka dan transparan. Selain itu, pemerintah mesti 
menerapkan sistem pengawasan atas segala bentuk pemakaian ang- 
garan dan menjamin bahwa setiap pihak yang terlibat dalam berjalan- 
nya sistem pengawasan tersebut adalah pihak-pihak yang jujur dan 
amanah dalam mengemban tugasnya serta bersih dari segala tindakan 
yang berpotensi menimbulkan manipulasi pada pelaporan terhadap 
pengawasan tersebut. 


Pemerintah juga perlu memastikan bahwa kebijakan yang 
diimplementasikan tidak bersifat kapital-sentris. Betapa pun meng- 
untungkannya sistem ini, sebesar apa pun materi yang bisa diraih 
dari kebijakan kapital-sentris yang bergulir, namun hal tersebut tidak 
bisa menjadi tolok ukur keberhasilan pendidikan. Jika hal ini terjadi, 
orientasi utama dalam ranah pendidikan bukan lagi seberapa berhasil 
menciptakan pendidikan yang mampu mencerdaskan kehidupan 
bangsa, melainkan lebih condong pada seberapa banyak keuntung- 
an materi dan finansial yang bisa diraup sehingga fokus dan tujuan 
menjadi kabur dan tumpang-tindih dengan kepentingan-kepentingan 
tertentu yang tidak mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat. 
Selain pengimplementasian sistem anggaran pendidikan, yang perlu 
diawasi secara ketat adalah sistem kebijakan ini agar kebijakan yang 
disahkan dan diterapkan tidak serta-merta berdasarkan pada kepen- 
tingan pihak-pihak tertentu saja, tetapi juga harus berlandaskan atas 
kepentingan peserta didik dan kondisi yang terdapat di lapangan. 
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Di akhir masa periode, pemerintah mesti menerapkan sistem 
evaluasi yang transparan terhadap bergulirnya sistem kebijakan dan 
anggaran pendidikan yang sudah diterapkan sehingga hal ini bisa 
menjadi catatan dan bahan perbaikan untuk periode berikutnya. 
Pemerintah harus menjamin bahwa data-data yang menunjukkan 
berhasil atau tidaknya kebijakan yang diambil serta selesai atau 
tidaknya program-program yang berkaitan dalam bidang pendidikan 
disampaikan secara transparan tanpa ada manipulasi atau kepalsuan 
yang terselip di dalamnya. Jika sistem evaluasi ini dilakukan secara 
transparan dan keabsahan data-data yang disajikan dapat dipertang- 
gungjawabkan, hal ini setidaknya menjadi analisis kebutuhan bagi 
periode mendatang, misalnya apa saja komponen-komponen yang 
harus menjadi prioritas perbaikan di masa yang akan datang serta 
kebijakan mana yang mesti direvisi dan diubah sehingga hal tersebut 
dapat dengan rinci disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan dan 
dampak positifnya bisa secara langsung dirasakan oleh masyarakat 
yang menjalankan peran komunitas dalam upaya mendukung pelak- 
sanaan pendidikan anak usia dini. 


D. REKOMENDASI 


Upaya mempersiapkan pendidikan anak prasekolah menjadi bagian 
penting dalam perjalanan anak menuju lingkungan barunya, yakni 
lingkungan pendidikan. Kesiapan pendidikan ini tak hanya menjadi 
tanggung jawab keluarga sebagai lingkup terkecil dalam upaya men- 
dorong dan mengembangkan potensi kognitif, sosial emosional, dan 
psikologis anak dari hal-hal yang mendasar dari dalam rumah, tetapi 
ada pula tanggung jawab komunitas yang senantiasa berkontribusi 
dalam memastikan terselenggaranya pendidikan pada anak di ling- 
kungan terdekat. Peran aktif masyarakat dalam menyediakan akses 
terhadap satuan pendidikan dan lingkungan yang suportif dan inklusif 
dengan melibatkan berbagai elemen dalam ekosistem pendidikan juga 
penting dalam menyiapkan pendidikan anak prasekolah yang layak 
dan memadai. 
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Selain itu, peran pemerintah dalam upaya mencerdaskan kehidup- 
an bangsa sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia menjadi bagian yang tak kalah 
penting dalam menyukseskan kesiapan pendidikan anak usia dini. 
Tidak hanya berperan sebagai pembuat kebijakan, pemerintah juga 
bertanggung jawab atas sistem pengawasan terhadap keberlangsungan 
dan pengelolaan sistem pendidikan anak usia dini, transparansi ang- 
garan yang memadai, serta menjamin dan menerapkan kebijakan yang 
tidak berorientasi pada kapital-sentris, ketika semua penyelenggaraan 
pendidikan hanya bertujuan mencari keuntungan bagi pihak-pihak 
tertentu. 


Maka dari itu, peran keluarga, komunitas, dan pemerintah tak 
bisa dipisahkan satu sama lain dalam upaya mempersiapkan pendidik- 
an anak prasekolah. Upaya ini mesti dilakukan secara terperinci dan 
diselenggarakan dengan penuh kesadaran dan transparan sehingga 
tiap sektor bisa dengan maksimal dalam mematangkan kesiapan 
pendidikan anak prasekolah. 
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Inklusivitas dan pendidikan inklusi secara global terus mengalami 
perubahan kebijakan ke arah positif. Perkembangan yang telah terjadi, 
baik di tingkat Internasional maupun nasional, telah mendorong 
untuk tersedianya pendidikan yang lebih inklusif (Black-Hawkins, 
2012). Dengan demikian, diperlukan juga kebijakan-kebijakan yang 
mendukung pendidikan inklusif. Beberapa negara di dunia sudah 
mengambil kebijakan nasional terkait pendidikan inklusi. Salah sa- 
tunya adalah Bangladesh. Negara di Asia Selatan ini telah membuat 
berbagai inisiatif sebagai reformasi kebijakan pendidikan untuk 
kesetaraan. Hal ini tidak hanya dilakukan untuk meningkatkan pen- 
didikan inklusi, tetapi juga mengurangi angka putus sekolah (Malak, 
2013). 

Hampir semua negara di dunia telah menyadari betapa penting- 
nya pendidikan inklusi, termasuk di negara negara berkembang. 
Pendidikan inklusi saat ini menjadi salah satu agenda internasional 
yang bertujuan memperluas akses pendidikan bagi semua anak 
tanpa terkecuali (Syamsurrijal, 2019). Dalam dua dekade terakhir, 
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pendidikan inklusi diakui sebagai kunci utama untuk memastikan 
pendidikan bagi semua orang (Malak, 2013). Kesuksesan pendidikan 
suatu negara dapat diukur dengan terselenggaranya pendidikan 
inklusi dengan baik. Konsekuensinya, Indonesia sebagai salah satu 
negara yang meratifikasi Sustainable Development Goals (SDGs) 
atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) juga harus ikut 
berperan aktif untuk meningkatkan inklusivitas dalam pendidikan 
nasional. Salah satu upaya pertama yang dilakukan Indonesia untuk 
mengatur tentang pendidikan inklusi adalah dengan dikeluarkannya 
Permendiknas No. 70 Tahun 2009 yang mengatur tentang pembinaan 
peserta didik dengan kelainan dan/atau memiliki potensi kecerdasan 
serta bakat istimewa (Lukitasari dkk., 2017). Tonggak peraturan ini 
kemudian diratifikasi di setiap periode tertentu agar sesuai dengan 
penyelenggaraan pendidikan inklusi pada masanya. 


Dalam satu dekade terakhir, berbagai macam riset telah dihasil- 
kan untuk menganalisis kesiapan infrastruktur pendidikan, misalnya 
sekolah, para guru, dan kurikulum dalam menghadapi pendidikan 
inklusif. Dalam sebuah penelitian di Irlandia Utara, arsitek dan de- 
sainer dituntut untuk menciptakan dan mendesain ruang kelas yang 
nyaman dan ramah bagi anak dengan gangguan spektrum autisme 
(McAllister & MaGuire, 2012). Para guru pun juga dituntut untuk 
lebih siap menghadapi inklusivitas di kelas. Dibutuhkan guru yang 
profesional untuk terlibat dengan siswa berkebutuhan pendidikan 
khusus di ruang kelas umum (Raphael & Allard, 2013). Berbagai 
pelatihan juga dilakukan untuk meningkatkan kompetensi guru dan 
menghilangkan hambatan hambatan yang mereka hadapi dalam 
mengajar anak-anak disabilitas (Norwich & Nash, 2011). 


Sayangnya, riset sebelumnya tidak sepenuhnya membandingkan 
dan/atau menyelaraskan hasil riset dengan kebijakan dari tiap negara 
tempat riset dilakukan. Dengan demikian, dampak dari riset itu 
belum terlalu dirasakan dalam implementasi kebijakan pemerintah 
negara masing-masing. Begitu pula soal isu yang ada di Indonesia. 
Riset-riset terkait pendidikan inklusi masih jarang dikaitkan dengan 
arah kebijakan pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan 
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Kebudayaan. Padahal, perlunya kesinambungan yang baik antara 
riset yang dilakukan dengan arah kebijakan yang akan diambil oleh 
pemerintah Indonesia. 


Penulisan ulasan riset-riset terdahulu untuk melihat tren 
pendidikan inklusi di dunia dan hasilnya yang ditawarkan menjadi 
salah satu alasan fundamental penulisan studi ini sehingga diharapkan 
kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia lebih sesuai dengan 
kondisi dan tren yang terjadi di dunia pendidikan inklusi sekarang. 
Studi ulasan yang dilakukan secara sistematis telah dipahami sebagai 
salah satu cara untuk melihat perkembangan sesuatu yang hasilnya 
bisa dijadikan tolok ukur penelitian dan kebijakan di bidang pendidik- 
an, khususnya pendidikan inklusi. 


Karena berbagai alasan di atas, studi ini menawarkan ka- 
jian ulasan sistematik yang membahas penelitian-penelitian terkait 
pendidikan inklusi di dunia selama satu dekade terakhir. Studi ini 
bertujuan menganalisis riset terbaru dunia dalam pendidikan inklusi 
(2010-2020) tentang sebaran kata kunci yang sering digunakan, 
negara yang paling aktif menghasilkan riset, jenjang pendidikan 
yang paling sering diteliti, serta tema riset pendidikan inklusi yang 
paling sering dipublikasikan. Selain itu, semua artikel dianalisis dan 
dikelompokkan ke berbagai rumpun untuk mencari tahu ruang ling- 
kup pembahasan terkait infrastruktur pendidikan inklusi berdasarkan 
pada TPB. Sebagai penutup, studi ini juga memberikan rekomendasi 
implementasi kebijakan pendidikan inklusi yang bisa direkomendasi- 
kan ke pemerintah Indonesia. 


A. IMPLEMENTASI PENDIDIKAN INKLUSI DALAM 
TPB 


Pelaksanaan pendidikan inklusi benar-benar siap untuk memberi 
energi pada perbaikan sifat pengajaran bagi warga. Memiliki tujuan 
besar memenuhi hak istimewa setiap penduduk untuk mendapatkan 
administrasi yang instruktif dan memenuhi program sekolah yang 
diperlukan, pendidikan inklusi bergerak cepat ke setiap periode 
pemerintahan dan kota di Indonesia. Pengalaman baru untuk dae- 
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rah setempat tentang pendidikan inklusi, dari anggapan negatif ke 
bantuan terbaik muncul di antara daerah setempat, bahkan individu 
sekolah yang diikutsertakan. 


Perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap anak memiliki pilihan untuk 
mendapatkan pengajaran yang setara dan sah. Menghitung anak muda 
dengan kebutuhan unik, standar yang masuk akal, dan keseragaman 
menjadi aturan dalam pelaksanaan pendidikan inklusi. Secara khusus, 
terdapat perbedaan mendasar pada anak-anak dengan kebutuhan 
yang unik jika dibanding dengan kondisi normal pada anak-anak 
pada umumnya (Sakti, 2020). Kegiatan sekolah pada anak-anak 
dengan kebutuhan luar biasa membutuhkan materi atau segmen yang 
lebih terperinci karena pada dasarnya anak memiliki kualitas dan 
kontrasnya sendiri dalam menyikapi pembelajaran. 


Kamillia (2020) menyatakan bahwa implementasi kebijakan pen- 
didikan inklusi di Indonesia saat ini masih belum terlaksana dengan 
baik. Data sekolah inklusi yang hanya mencapai 11% dari total sekolah 
formal lainnya. Beberapa alasannya, antara lain adalah penerimaan 
sekolah, lingkungan, dan orang tua dari anak berkebutuhan khusus. 
Pemerintah Indonesia sebenarnya sudah melakukan upaya dengan 
menerapkan kebijakan nasional untuk pendidikan anak berkebutuhan 
khusus sehingga masyarakat sudah seharusnya menerapkan kebijakan 
ini, tidak hanya sekolah dan orang tua. Tantangan terbesar dalam 
melaksanakan kebijakan ini adalah pola pikir masyarakat yang selama 
ini tidak adil terhadap penyandang disabilitas. 


Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang bertujuan untuk 
pembangunan berkelanjutan dari agenda keempat tahun 2030, tentang 
pelatihan yang berarti menjamin sekolah berkualitas yang kompre- 
hensif dan tidak memihak serta pembukaan pembelajaran kehidupan 
untuk semua. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai pencetus 
TPB bahkan telah memberikan jalan keluar untuk mencapai tujuan in- 
struktif tersebut. Demikian pula ada penasihat untuk pemerintah dan 
kaki tangannya tentang metode paling mahir untuk mengubah hak ini 
menjadi itu. Panduan tersebut berjudul “Kerangka Aksi Pendidikan 
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2030”. Dalam panduan ini, yang sebenarnya menjadi masalah adalah 
pemerintah memiliki tugas mendasar dalam memahami hak istimewa 
untuk mengajar dan dukungan dari akuntabilitas yang terbuka dan 
eksekutif yang cakap, masuk akal dan kuat (UNESCO, 2010). Meski- 
pun pemerintah adalah pemegang kewajiban utama, semua lapisan 
masyarakat dan yayasan, misalnya, masyarakat umum, area pribadi, 
pemuda, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan lembaga multilateral lain- 
nya juga diharapkan untuk mengambil bagian dan berperan dalam 
membangun pelatihan komprehensif. 


Kerangka pendidikan inklusif didefinisikan sebagai sistem pe- 
nyelenggaraan pendidikan yang menawarkan kepada semua peserta 
didik tanpa melihat perbedaan dan potensi kecerdasan dan/atau bakat 
istimewa untuk mengikuti proses pembelajaran dalam satu lingkung- 
an pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik lainnya 
(Kamillia, 2020). Diketahui bahwa ada aksesibilitas tinggi kualitas 
yang diidentifikasi dengan sekolah umum. Misalnya, mitra yang 
berbeda, pemerintah, partisipasi masing-masing dan multilateral, 
serta organisasi masyarakat lokal telah mengumpulkan informasi 
yang berbeda melalui strategi yang tertib dan dapat diandalkan. 


Kemajuan pelatihan dan pendidikan inklusif yang komprehensif 
di Indonesia pada kenyataannya agak tertinggal dibandingkan pelak- 
sanaan pengajaran komprehensif yang reformis di berbagai negara. 
Hal ini dapat dilihat dari aset yang terbatas serta kemampuan dan 
penggunaan yang bermanfaat dari pelatihan komprehensif. Saat ini, 
penyelenggaraan pelatihan komprehensif di Indonesia pada dasarnya 
hanyalah program eksplorasi (Saputra, 2016). Hal ini menjadi sulit. 
Badan publik harus berfokus pada masalah ini dengan tulus dan andal. 
Pelaksanaan tahapan pelatihan komprehensif, dari sosialisasi hingga 
asesmen, harus diselesaikan dengan andal. Anak-anak penyandang 
disabilitas harus segera memiliki akses sederhana kepelatihan sama 
seperti anak-anak seusia mereka secara keseluruhan. Kehadiran anak- 
anak penyandang disabilitas di sekolah-sekolah yang dibiayai negara 
juga akan membangun rasa kasih sayang peserta didik yang berbeda. 
Tugas instruktur diharapkan bisa memilah akhlak mulia yang harus 
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tertanam sejak awal. Filosofi sekolah komprehensif menggabungkan 
aturan bahwa segala sesuatu yang dapat dipelajari bersama oleh anak- 
anak dalam iklim belajar yang stabil (Haney & Cavallaro, 1996). 


Poin TPB yang diuraikan dalam Gambar 15.1 menekankan pen- 
tingnya elemen infrastruktur dalam mewujudkan pendidikan inklusif. 
Walaupun strategi pendidikan inklusif di Indonesia mengalami 
elemen perbaikan yang sangat cepat, perubahan tersebut baru dilak- 
sanakan setelah 2015. Pemerintah baru memiliki satu pendekatan 
eksplisit di bidang pendidikan inklusif, yaitu Peraturan Menteri No. 
70 Tahun 2009. Kemudian, pada 2016, pemerintah memulihkan 
Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. 
Pedoman ini makin memperkuat keistimewaan untuk bersekolah, 
khususnya bagi anak berkebutuhan khusus (ABK). Undang-undang 
tersebut menggambarkan secara rinci hak-hak penyandang disabilitas. 
Berkenaan dengan pelatihan, UU tersebut juga merujuk pada be- 
berapa masalah khusus, misalnya kantor buku Braille untuk individu 
lingkungan sekolah (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 
Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, 2016). 
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Sumber: United Nations (2015) 
Gambar 15.1 Infrastruktur Pendidikan Inklusi Berdasarkan TPB 4.a.1 
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B. PENDIDIKAN INKLUSI DALAM KAJIAN ILMIAH 


Dalam studi ini, penulis menggunakan analisis konten dan biblio- 
metrik. Proses seleksi artikel dibagi menjadi dua tipe berdasarkan 
pada analisis konten dan analisis bibliometrik. Penulis mengumpulkan 
artikel-artikel ilmiah terkait pendidikan inklusi yang dipublikasikan 
pada rentang 2010-2020. Sumber pengumpulan artikel adalah Scopus 
karena dianggap memiliki basis data lengkap. Bahasa artikel terpilih 
adalah bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, serta tipe dokumen yang 
dipilih adalah hanya artikel jurnal agar kualitas dan konsistensi terjaga 
(Arici dkk. 2019). Kata kunci utama yang terpilih adalah inclusive 
education, disability, dan professional development. Kata-kata kunci 
ini kemudian ditambahkan dengan kata-kata kunci sekunder lainnya. 
Selanjutnya, kata kunci tersebut di-input dalam basis data Scopus 
dalam bentuk boolean. 


Hasil pencarian awal adalah kumpulan 112 artikel ilmiah yang 
berkorelasi dengan kata kunci utama. Semua artikel kemudian diulas 
oleh ketiga penulis. Beberapa artikel kemudian tidak dimasukkan 
karena tidak terkait dengan tujuan studi ini. Pada akhirnya, hanya 106 
artikel yang lulus uji kriteria inklusi dan eksklusi. Artikel hasil seleksi 
ini kemudian dianalisis dengan data coding serta analisis bibliometric 
mapping. Studi ini menggunakan publication classification form (Hsu 
dkk., 2012) untuk menganalisis artikel-artikel terpilih. Format ini 
terdiri atas beberapa dimensi, seperti judul penelitian, nama penulis, 
dan metodologi penelitian. Untuk dimensi kata kunci serta negara, 
penulis menggunakan analisis bibliometrik yang diolah menggunakan 
VOSviewer, sedangkan dimensi lainnya menggunakan data coding 
yang kemudian hasilnya ditampilkan dalam bentuk statistik deskriptif. 


Dari hasil pencarian, ditemukan hal menarik terkait perubahan 
paradigma riset pendidikan inklusi sepanjang satu dekade terakhir 
(Gambar 15.2). Di awal dekade, para peneliti dalam bidang inklusi 
berfokus dalam pengembangan kurikulum (f = 6), kebutuhan akan 
pendidikan khusus (f = 16), serta perilaku siswa dalam pendidikan 
inklusi (f= 31). Paradigma pendidikan inklusi kemudian berubah di 
akhir dekade dengan fokus penelitian sikap dan perilaku siswa dan 
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atau individu dalam pendidikan inklusi (f = 19), serta bagaimana 
peran inklusivitas di masa remaja (f= 6) dan dewasa (f= 5). Hasil ini 
mengindikasi terjadinya pergeseran terhadap kebijakan pendidikan 
inklusivitas secara global. Pada awalnya, para peneliti menitikberatkan 
bagaimana implementasi pendidikan inklusi secara sistematis di 
institusi-institusi pendidikan. Akan tetapi, akhir-akhir ini kecende- 
rungan atas implementasi pendidikan inklusi sudah bukan lagi 
masalah utama, fokus beralih bagaimana penanganan siswa dengan 
kebutuhan belajar yang khusus di dalam kelas. Selain itu, kebutuhan 
pendidikan inklusi di usia-usia awal sudah dianggap terpenuhi, 
berbanding terbalik dengan pendidikan inklusi di masa remaja serta 
dewasa. 
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Gambar 15.2 Kata Kunci yang Paling Sering Disebut dalam Riset Pendidikan 
Inklusi (2010-2020) 
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Gambar 15.3 Negara Paling Aktif Dalam Riset Pendidikan Inklusi (2010-2020) 


Hasil kedua yang didapatkan dari analisis bibliometrik adalah asal 
negara penelitian tentang pendidikan inklusi teraktif selama sepuluh 
tahun terakhir. Dari analisis mapping, terlihat bahwa, di awal-awal 
dekade, Inggris Raya (f= 14) menjadi negara teraktif yang menelurkan 
riset terbaru terkait pendidikan inklusi. Akan tetapi, Spanyol (f = 
6) dan Italia (f = 2) menjadi negara yang menghasilkan penelitian- 
penelitian termutakhir di bidang pendidikan inklusi. 

Selama 10 tahun terakhir, penelitian bidang pendidikan inklusi 
berfokus ke jenjang pendidikan tinggi (f = 43) yang dititikberatkan 
ke pelatihan calon guru. Di urutan selanjutnya adalah jenjang sekolah 
dasar (f = 21) dan pendidikan nonformal (f = 13). Dari hasil anali- 
sis ini, jenjang perguruan tinggi melalui program pendidikan dan 
pelatihan guru menjadi tonggak berjalannya pendidikan inklusi yang 
berkelanjutan. Beberapa penelitian terbaru menunjukkan pentingnya 
program pendidikan dan pelatihan guru dalam meningkatkan profe- 
sional para calon pendidik dalam memberikan lingkungan inklusif 
di setiap kelas pembelajaran. Studi di negara-negara seperti Australia 
(Gigante & Gilmore, 2020), Arab Saudi (Aldabas, 2020), dan Kanada 
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(McCrimmon, 2015) menekankan pentingnya para calon guru untuk 
mengambil mata kuliah pendidikan inklusi di program pelatihan guru 
mereka selama menempuh jenjang perguruan tinggi. Hal ini ditujukan 
agar para calon guru memiliki pengetahuan dan keterampilan yang 
memadai agar dapat membawa suasana inklusi di kelas-kelas mereka 
nantinya (McCrimmon, 2015). 


Esensi dari pembahasan riset-riset terbaru agar mengacu sesuai 
dengan poin yang direkomendasikan TPB, dapat dianalisis dengan 
menganalisis hubungan timbal balik dan pengelompokan berdasarkan 
pada terminologi yang paling sering digunakan dalam artikel. Gambar 
15.5 dibuat dengan menggunakan analisis teks di VOSViewer. Analisis 
co-occurrence diidentifikasi sehingga memudahkan untuk mencari 
hubungannya satu sama lain (Waltman dkk., 2010). Hasil analisis 
tersebut kemudian dihitung persamaannya dengan melihat hubung- 
an kata dengan kata yang lain (conceptual clustering). Hubungan 
antarkata dijadikan landasan dalam melihat terminologi yang paling 
sering digunakan dalam abstrak riset-riset pendidikan inklusi terbaru 
(lihat Gambar 15.5). Dengan tujuan visualisasi hubungan antarkata, 
penghitungan biner diterapkan dalam menganalisis korpus di setiap 
dokumen (Perianes-Rodriguez dkk., 2016). Hasil analisis yang diinter- 
pretasikan kemudian dibuat dengan membaginya menjadi beberapa 
rumpun. Hanya rumpun berukuran besar yang dipilih, sedangkan 
rumpun berukuran kecil tidak digambarkan secara detail, tetapi 
digabung dengan rumpun-rumpun besar. Pengelompokan rumpun 
secara tematik menyimpulkan beberapa segmen yang bisa dikaitkan 
dengan ruang lingkup infrastruktur pendidikan inklusi yang diajukan 
oleh TPB (Tabel 15.2) 


Terdapat lima rumpun yang ditemukan serta merepresentasi- 
kan fenomena tren dalam riset terbaru. Rumpun-rumpun tersebut 
meliputi; implementasi kebijakan pendidikan inklusi/disabilitas, 
materi memadai, serta pengaturan inklusivitas dan pembelajaran, 
problematika program keguruan dan profesi guru sebagai pelengkap 
infrastruktur pendidikan inklusi, pengembangan dan penerapan 
strategi instruksional, media dan alat pembelajaran inklusi, serta 
persepsi peserta didik terhadap infrastruktur pendidikan inklusi. 
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Gambar 15.4 Jenjang Pendidikan yang Diteliti Selama Kurung Waktu 2010-2020 
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Gambar 15.5 Terminologi yang Paling Sering Digunakan dalam Abstrak Riset 
Pendidikan Inklusi (2010-2020) 
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Dengan mengklasifikasikan terminologi ke berbagai rumpun, 
evolusi tren riset pendidikan inklusi bisa dikelompokkan ke beberapa 
ruang lingkup infrastruktur pendidikan inklusi berdasarkan pada 
rekomendasi TPB. 


Tabel 15.1 Pembagian Rumpun Pembahasan Berdasarkan Ruang Lingkup In- 


frastruktur Pendidikan Inklusi 


Warna 


Rumpun 


Contoh Kata yang 
Muncul 


Ruang Lingkup 
Infrastruktur 
Pendidikan ilnklusi 


Implementasi ke- 
bijakan pendidikan 
inklusi/disabilitas 


hubungan; konteks; 
praktik inklusivitas; 
pendidikan berhu- 
bungan khusus 


Infrastruktur dan materi 
memadai 


Materi memadai dan 
pengaturan inklusivi- 
tas dalam pembela- 
jaran 


dukungan; interaksi; 
intervensi; pendidik 
inklusi; peran; rekan; 


Infrastruktur dan materi 
memadai 


Problematika prog- 
ram keguruan dan 
profesi guru sebagai 
pelengkap infrastruk- 


calon guru; isu; pe- 
ngetahuan; pengajar- 
an; pembelajaran; 
pelatihan; pembela- 


tur pendidikan inklusi jaran; kelas inklusi 


Infrastruktur dan materi 
memadai 


Pengembangan dan 
penerapan strategi 
instruksional, media, 
dan alat pembelajar- 
an inklusi 


dukungan; instruksion- 
al; interaksi; pendidik 
inklusi; praktek inklu- 
sivitas; rekan 


Listrik; internet untuk 
tujuan pengajaran; 
komputer untuk tujuan 
pengajaran 


Persepsi peserta didik Individu; pengaturan 


terhadap infrastruk- 


inklusivitas; rekomen- 


tur pendidikan inklusi dasi; pengukuran; 


pembelajar; 


Air minum layak; sani- 
tasi dasar; fasilitas cuci 
tangan 


Lebih lanjut, pada Tabel 15.2 kembali menekankan pentingnya 
program pendidikan dan pelatihan guru terhadap keberlangsungan 
pendidikan inklusi yang sesuai. Tercatat sebanyak 37 publikasi riset 
terkait pelatihan para calon guru dengan berbagai permasalahan yang 
diteliti. Sementara itu, penelitian pendidikan inklusi secara umum (f= 
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32) dan disabilitas (f= 17) juga masih menjadi tema yang paling diteliti 
oleh para peneliti dunia. Kedua tema tersebut juga menjadi tema yang 
umum diteliti di lingkup peneliti Indonesia. Sebagai contoh, Agustin 
(2019) meneliti permasalahan penyelenggaraan pendidikan inklusi di 
sebuah sekolah dasar dan menemukan faktor utama permasalahan- 
nya, yaitu kurangnya kompetensi guru. Hasil studi ini menjadi salah 
bukti alasan para peneliti dunia merujuk ke program pendidikan dan 
pelatihan guru yang harus disesuaikan dengan kebutuhan di dunia 
pendidikan inklusi. 


Tema menarik lainnya adalah strategi pembelajaran inklusi (f = 
11) yang masih terkait dengan guru. Strategi pembelajaran inklusi 
yang tepat bisa direspons positif oleh guru (Diaz-Vega dkk., 2020), 
pendamping guru (Sobeck dkk., 2020), dan siswa (Katz dkk., 2019). 
Salah satu contohnya adalah model kelas three-block yang meng- 
gabungkan para siswa, siswa dengan disabilitas, dan siswa dari suku 
minoritas. Hasil penerapan model ini memperlihatkan ketercapaian 
kompetensi yang majemuk antarketiga kategori siswa tersebut. Selain 
itu, studi ini menganjurkan tersedianya program yang menggabung- 
kan sosial dan emosional para siswa, sehingga spektrum ketercapaian 
pembelajaran makin luas (Katz dkk., 2019) 


Tabel 15.2 Tema Riset Pendidikan Inklusi Dalam Kurung Waktu 2010-2020 


No Tema Riset n % 
1 Pendidikan dan pelatihan guru untuk pendidikan inklusi 37 34,9 
2 Diskusi infrastruktur pendidikan, inklusi umum 32 30,2 
3 Pendidikan disabilitas 17 16 
4 Strategi pembelajaran inklusi 11 10,4 
5 Pendidikan inklusi di lingkungan sekitar 3 2,8 
6 Alat pembelajaran/pengajaran inklusi 3 2,8 
7 Kepemimpinan dalam pendidikan inklusi 2 1,9 
8 Pendidikan inklusi untuk keluarga/orang tua 1 0,9 


C. REKOMENDASI 


Dalam studi ini, sejumlah publikasi riset terkait pendidikan inklusi 
dikumpulkan dari jurnal-jurnal bereputasi tinggi. Analisis konten dan 
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bibliometric mapping digunakan untuk memperlihatkan paradigma 
infrastruktur pendidikan dalam pendidikan inklusi yang sering di- 
diskusikan oleh para peneliti dunia selama kurun 2010-2020. Hasil 
analisis menunjukkan beberapa perubahan paradigma yang terjadi 
dalam riset pendidikan inklusi. 


Hasil analisis pertama adalah distribusi kata kunci dalam riset. 
Di paruh waktu pertama (2010-2015) terlihat fokus masalah terletak 
di kurikulum dan pendidikan inklusi secara umum. Akan tetapi, isu 
dalam pembelajaran inklusi dan inklusivitas di usia remaja serta 
dewasa menjadi hal yang lebih spesifik dan diutamakan dalam paruh 
waktu kedua (2016-2020). Perubahan paradigma ini mengharuskan 
perubahan kebijakan dalam pendidikan inklusi yang semakin 
mengerucut ke akar permasalahan dalam pendidikan inklusi dengan 
tidak hanya melemparkan kebijakan inklusivitas secara umum. Hasil 
ini seirama dengan Moswela dan Mukhopadhyay (2011) yang berargu- 
men bahwa kurikulum dideskripsikan “satu ukuran untuk semua” 
siswa. Padahal, aturan seperti ini bisa memberikan kesulitan kepada 
para siswa, misalnya disabilitas, yang membutuhkan lingkungan yang 
lebih inklusif. Karena alasan ini, kata kunci yang lebih spesifik menjadi 
tren dalam tahun-tahun terakhir. 


Analisis kedua menarik kesimpulan bahwa Inggris Raya menjadi 
negara yang paling aktif dalam membahas isu-isu pendidikan inklusi 
selama satu dekade terakhir. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, 
Spanyol dan Italia menjadi pusat riset dan publikasi pendidikan 
inklusi dunia. Hasil analisis ini menempatkan negara-negara Eropa 
dan Australia sebagai negara yang fokus mengimplementasikan 
kebijakan pendidikan inklusi yang terstruktur. Salah satu contohnya 
adalah Spanyol. Negara ini menjadi salah satu pusat riset pendidikan 
inklusi karena adanya kebijakan oleh pemerintah Spanyol sebelumnya. 
Dalam Spanish Royal Decree 1392/2007, dijelaskan bahwa setiap 
pendidikan tinggi di Spanyol wajib berkontribusi secara luas dengan 
prinsip aksesibilitas dan desain pengajaran untuk semua (Diaz-Vega 
dkk., 2020). Hal ini memberikan kesempatan yang luas kepada para 
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peneliti untuk mendiskusikan masalah pendidikan inklusi yang lebih 
spesifik. 

Analisis ketiga menyimpulkan bahwa pendidikan tinggi menjadi 
lokasi riset pendidikan inklusi yang paling populer. Hal ini terkait 
dengan banyaknya riset yang berfokus pada para mahasiswa kegu- 
ruan, program pendidikan, dan pelatihan guru. Fokusnya riset pada 
pelatihan para calon guru ini membuktikan pentingnya peran para 
pendidik dalam membuat lingkungan pembelajaran yang inklusif 
dan diversifikatif. Salah satu negara yang menaruh perhatian ke pen- 
didikan calon guru adalah Australia. Negara ini telah mengeluarkan 
beberapa kebijakan pemerintah federal (Ruddock, 2005) dan negara 
bagian (Queensland Government, 2019) yang mendukung pengajaran 
inklusivitas di seluruh program pendidikan calon guru. Standar 
akreditasi para guru (AITSL, 2013) di Australia pun mengharuskan 
setiap universitas untuk memastikan para calon guru memahami 
peraturan perundang-undangan tentang pendidikan inklusi serta 
berbagai strategi untuk mendukung pembelajaran inklusif, khusus 
dengan para siswa dengan kebutuhan khusus (Gigante & Gilmore, 
2020). 


* Kepala sekolah / institusi pendidikan 

* Guru, guru pendamping, dan guru 
pembimbing khusus (GPK) 

* Keluarga 

* Lingkungan sekitar 


# Pendikan inklusi di usia dini 

* Pendidikan inklusi di pendidikan dasar dan 
menengah 

* Pendidikan inklusi di pendidikan tinggi 

+ Pendidikan inklusi di usia dewasa 


Rekomendasi | 
Kebijakan P 
Pendidikan 


Inklusi 


* Strategi pembelajaran Pemberian mata kuliah wajib “pendidikan 
* Alat pembelajaran inovatif inklusi' bagi seluruh mahasiswa keguruan dan 
* Linkungan belajar yang PPG 


diversifikasi dan ramah inklusi 


Gambar 15.6 Kerangka Rekomendasi Kebijakan Pendidikan Inklusi Nasional 
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Selain itu, hasil ini berbanding lurus dengan hasil analisis kelima 


di studi ini terkait tema riset terpopuler. Riset pendidikan inklusi 
untuk pendidikan dan pelatihan guru juga menjadi topik yang pa- 
ling sering dimunculkan selama 10 tahun terakhir. Keempat hasil 
analisis ini kemudian menjadi fondasi untuk rekomendasi kebijakan 
pendidikan inklusi kepada pemerintah Indonesia. 


Berdasarkan pada hasil analisis yang didapatkan, beberapa 


rekomendasi kebijakan pendidikan inklusi nasional dideskripsikan 
sesuai Gambar 15.6, sebagai berikut. 


1. 
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Pendidikan inklusi sebaiknya diterapkan dan diimplementa- 
sikan secara menyeluruh dari pendidikan di usia dini sampai 
dengan pendidikan inklusi di usia dewasa (gerontologi). Hal ini 
selaras dengan strategi pendidikan inklusi yang berupaya untuk 
memajukan serta mewujudkan masyarakat inklusif. Selama ini 
pendidikan inklusi hanya bertumpu di masa-masa awal pertum- 
buhan individu. Akan tetapi, makin tinggi jenjang pendidikan 
dan usia, makin kurang inklusivitas dalam infrastruktur pen- 
didikan. Dalam kenyataannya, pendidikan inklusi adalah proses 
terstruktur dan dinamis yang secara evolusi harus berkembang 
sejalan dengan perubahan di masyarakat. 


Mata kuliah “pendidikan inklusi” sebaiknya diberikan kepada 
seluruh mahasiswa keguruan dan ilmu pendidikan serta kepada 
mahasiswa Program Profesi Guru (PPG). Hal ini ditujukan agar 
para calon guru dan mahasiswa PPG menjadi andal dalam 
mengelola dan menyelenggarakan kelas-kelas inklusi. Pemerintah 
Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
telah merancang induk pengembangan pendidikan inklusif 
tingkat nasional tahun 2019-2014. Akan tetapi, rencana induk 
ini hanya berfokus pada perluasan dan penguatan budaya dan 
mutu inklusi di sekolah secara nasional. Kemendikbud, sebagai 
perpanjangan tangan pemerintah Indonesia, belum menyentuh 
ke penyelenggaraan program pendidikan keguruan dan profesi 
guru. Aktualisasi budaya inklusi tidak akan bisa dicapai jika para 
calon guru tidak diberi kompetensi pedagogis dan profesio- 
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nalisme dalam melaksanakan mutu inklusi di sekolah dan 
menjaga infrastruktur pendidikan agar tetap inklusif nantinya. 


3. Proses pembelajaran dalam kelas harus berlandaskan inklu- 
sivitas dengan menerapkan strategi pembelajaran yang inklusif 
dengan dibantu media dan alat pembelajaran inklusif. Tujuan 
utamanya adalah menciptakan lingkungan belajar yang ramah 
inklusi dan diversifikasi. Selama ini, terjadi kekeliruan dalam 
praktik inklusivitas di institusi pendidikan dipahami dengan 
kebijakan “menerima semua peserta didik” sebagai bagian 
dari sekolah menjadi inklusif. Padahal, akomodasi pendidikan 
sudah selayaknya memiliki infrastruktur dan menerapkan proses 
pembelajaran yang inklusif. 


4. Perlunya pendidikan inklusi kepada para pemangku kepenting- 
an yang terkait. Kepala sekolah dan atau institusi pendidikan 
sebaiknya menerapkan pola kepemimpinan yang inklusif. 
Patut dipahami bahwa kepala sekolah ataupun pengawas belum 
terbiasa dengan peserta didik yang beragam. Begitu pula para 
guru, guru pendamping, dan guru pembimbing khusus (GPK) 
yang harus memiliki kompetensi pedagogis dan profesionalisme 
yang inklusif. Guru dan guru pendamping harus lebih terampil 
dalam menghadapi peserta didik yang lebih heterogen. Akan 
tetapi, para GPK kebanyakan hanya diperankan sebagai guru 
untuk peserta didik berkebutuhan khusus, bukan sebagai tenaga 
pendamping dalam meningkatkan kompetensi guru di sekolah 
atau institusi pendidikan lainnya. Selain itu, para orang tua dan 
lingkungan sekitar perlu responsif dan memahami pendidikan 
inklusi sehingga tercipta inklusivitas terpadu antarsekolah, ru- 
mah, dan lingkungan sehingga sinergi ini diharapkan menjadi 
perpanjangan tangan dalam penerapan infrastruktur pendidikan 
inklusi yang berdasarkan pada rekomendasi TPB. 


Rekomendasi kerangka kebijakan pendidikan nasional ini 
diharapkan dapat menjadi salah satu landasan dalam menyiapkan 
pendidikan inklusi yang berkualitas di Indonesia. Selain itu, kerangka 
rekomendasi ini dapat menjadi bahan referensi bagi para peneliti 
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pendidikan inklusi di Indonesia untuk dijadikan sebagai topik-topik 
isu yang spesifik sehingga tercipta riset-riset yang dinamis dalam 
membantu pendidikan inklusi nasional makin terstruktur dan tepat 
sasaran. 
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Peran Civitas Academica dalam 
Peningkatan Akses Pendidikan 
Bagi Mahasiswa Penyandang 
Disabilitas di Perguruan Tinggi 


Afifah Muharikah 


Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta mening- 
katkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua merupakan 
arah kebijakan global pendidikan Indonesia. Salah satu di antara lima 
poin pengarah yang tertuang di dalam Peraturan Presiden Nomor 59 
Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan (TPB) adalah menjamin akses yang sama untuk semua 
jenjang pendidikan bagi masyarakat rentan, termasuk akses pendidik- 
an masyarakat penyandang disabilitas. Sejak 2017, melalui UU No. 
46 Tahun 2017 tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan 
Khusus di Perguruan Tinggi yang diterbitkan oleh Kementerian Riset, 
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, pemerintah telah menjamin akses 
pendidikan untuk penyandang disabilitas pada jenjang perguruan 
tinggi (PT). 

UU No. 46 Tahun 2017 mendefinisikan dua kelompok penyan- 
dang disabilitas. Kelompok pertama mengacu pada mereka yang 
memiliki kesulitan belajar karena keterbatasan fisik, emosional, 
mental, dan sosial. Mereka terdiri atas tunanetra, tunarungu, tuna- 
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daksa, tunagrahita, gangguan komunikasi, lamban belajar, kesulitan 
belajar spesifik, gangguan spektrum autis, serta gangguan perhatian 
dan hiperaktif. Adapun kelompok kedua terdiri atas individu dengan 
potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Perlu diperhatikan dengan 
saksama, definisi penyandang disabilitas yang tertuang pada undang- 
undang ini memiliki definisi yang lebih luas dari kelompok disabilitas 
yang didefinisikan oleh UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang 
Disabilitas yang diterbitkan oleh pemerintah pusat. Dalam undang- 
undang tersebut, mereka yang mengalami keterbatasan sosial dan 
bakat istimewa tidak dimasukkan ke kategori penyandang disabilitas. 
Tulisan ini mengacu pada kelompok penyandang disabilitas sesuai 
dengan UU No. 46/2017, yang memasukkan mahasiswa dengan 
keterbatasan sosial dan bakat istimewa sebagai kelompok peserta 
didik yang rentan. 


Pada hakikatnya, UU No. 46/2017 memuat regulasi khusus terkait 
teknis penyelenggaraan pendidikan khusus di PT yang dirancang oleh 
Kementerian Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi. Salah satu poin 
yang menjadi sorotan penting adalah tentang akomodasi belajar yang 
wajib diberikan PT kepada setiap individu penyandang disabilitas. 
Penyusunan petunjuk teknis ini menunjukkan keseriusan pemerintah 
dalam mewujudkan akses pendidikan tinggi bagi kelompok rentan 
tersebut. Namun, apakah keseriusan pemerintah mendapat dukungan 
penuh dari berbagai pihak, terutama para civitas academica di PT? 


Tulisan ini akan mengulas beberapa hal terkait dengan pendidik- 
an tinggi bagi penyandang disabilitas. Pertama, penulis akan meng- 
gambarkan secara umum peran civitas academica yang digambarkan 
literatur tentang implementasi pendidikan tinggi bagi penyandang 
disabilitas setelah empat tahun penerbitan UU No. 46/2017. Kedua, pe- 
nulis juga akan memberikan rekomendasi singkat tentang bagaimana 
civitas academica dapat memperkuat peran mereka berdasarkan pada 
literatur yang ada. Pada akhir tulisan, penulis akan menyimpulkan 
hal-hal utama yang harus dilakukan bagi PT untuk meningkatkan 
akses pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas sebagaimana 
dituju oleh Pembangunan Berkelanjutan untuk Pendidikan Indonesia. 
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A. SEBUAH GAMBARAN REALITA 


1. Absennya monitoring layanan disabilitas kampus 


Pengawasan terhadap regulasi jaminan hak pendidikan tinggi bagi 
penyandang disabilitas di Indonesia belum sepenuhnya didukung 
oleh berbagai pihak. Terdapat kurang dari 10% PT di Indonesia 
yang melaporkan telah menerima mahasiswa penyandang disabilitas 
(Ristekdikti, 2017). Itu pun tidak semua prodi di PT yang melaporkan 
menerima mahasiswa disabilitas. Tidak sedikit calon mahasiswa pe- 
nyandang disabilitas pada akhirnya harus memilih prodi yang tidak 
mereka minati karena program studi (prodi) yang mereka tuju tidak 
membuka akses kuota untuk penyandang disabilitas (Saputri dkk., 
2019). Ini menunjukkan bahwa akses pendidikan bagi penyandang 
disabilitas masih sangat terbatas. 


Selain keterbatasan akses memasuki prodi pada PT yang jum- 
lahnya juga masih minim tersebut, mahasiswa penyandang disabilitas 
tersebut masih harus berjuang keras dalam menempuh proses pen- 
didikan di PT. Tidak sedikit dari mereka yang belum menerima 
akomodasi pendidikan yang layak karena terbatasnya sarana dan 
prasarana PT. Dari jumlah kecil PT yang membuka akses pendidikan 
bagi penyandang disabilitas, tidak semuanya memiliki unit disabilitas 
(Soleh, 2014). Unit ini bertanggung jawab memastikan ketersediaan 
sarana dan prasarana yang memfasilitasi kebutuhan khusus penyan- 
dang disabilitas dalam proses pembelajaran. Termasuk di dalam tugas 
unit ini adalah membekali pengetahuan tentang pendidikan khusus 
kepada para civitas academica, seperti dosen dan tenaga kependidikan. 
UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mewajibkan 
seluruh PT di Indonesia untuk memiliki unit disabilitas dan dapat 
menutup PT yang tidak memiliki unit disabilitas. Namun, tampaknya 
regulasi ini masih perlu digalakkan oleh monitor implementasi. 

Perlu disadari pula bahwa tidak semua mahasiswa penyan- 
dang disabilitas mengungkapkan kebutuhan khusus mereka secara 
terang-terangan kepada PT ketika mereka mendaftar. Ini dapat 
terjadi ketika mahasiswa tersebut mendaftar PT melalui jalur umum 
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atau merupakan penyandang disabilitas tidak tampak, seperti anak 
dengan gangguan pemusatan, perhatian, dan hiperaktif atau attention 
deficit hyperactivity disorder (ADHD), autisme, dan disleksia. Tidak 
seperti penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas tampak 
sulit dikenali secara kasatmata. Fakultas biasanya baru menyadari 
ini setelah kasus-kasus terjadi di dalam proses pembelajaran, seperti 
nilai dan tingkat kehadiran yang rendah (Collins & Mowbray, 2005). 


2. Pengetahuan dan sikap civitas academica 


Minimnya pengetahuan dosen dalam menghadapi mahasiswa penyan- 
dang disabilitas merupakan satu faktor kontribusi yang memengaruhi 
kualitas pembelajaran mahasiswa berkebutuhan khusus. Para dosen di 
PT yang sudah dikenal mumpuni dalam memberikan akses perguruan 
tinggi bagi penyandang disabilitas pun masih mengaku memiliki 
pengetahuan yang minim tentang pengajaran inklusif (Feriani, 2017; 
Michael, 2020). Tidak sedikit dosen yang masih belum memahami 
konsep disabilitas dan tidak mengetahui cara berinteraksi dengan 
mahasiswa penyandang disabilitas. Hal tersebut tentunya dapat 
merugikan mahasiswa penyandang disabilitas. 


Feriani (2017) mengemukakan bahwa terdapat empat interaksi 
antara dosen dan mahasiswa penyandang disabilitas berdasarkan pada 
tingkat pengetahuannya tentang disabilitas di sebuah PT pionir yang 
menerima mahasiswa penyandang disabilitas di Yogyakarta. Pertama, 
terdapat interaksi yang bersifat asosiatif, yaitu terdapat kesepakatan 
tentang akomodasi pembelajaran oleh dosen untuk mahasiswa pe- 
nyandang disabilitas berdiskusi mengenai akomodasi yang dibutuhkan 
mahasiswa tersebut. Mahasiswa tunanetra, misalnya, membutuhkan 
seorang juru tulis dalam ujian dan sang dosen mengizinkannya. Kedua, 
terdapat juga interaksi dalam bentuk disosiatif, yakni dosen tidak 
memedulikan kebutuhan khusus mahasiswa penyandang disabilitas. 
Ia menyamaratakan kebutuhan semua mahasiswa yang malah meru- 
gikan mahasiswa yang membutuhkan akomodasi khusus. Interaksi 
ini biasanya terjadi akibat dosen tidak peka dan atau tidak memiliki 
pengetahuan tentang disabilitas. Ketiga adalah bentuk interaksi 
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asosiatif-disosiatif. Interaksi ini terjadi ketika dosen pada awalnya 
memberikan akomodasi yang sudah disepakati namun dilanggar 
oleh mahasiswa penyandang disabilitas tersebut (misalnya, sudah 
diberi tambahan waktu tugas tapi tetap tidak mengumpulkannya). 
Bentuk terakhir adalah disosiatif-asosiatif, yaitu dosen pada awalnya 
acuh tak acuh dan kemudian menyadari selama proses pembelajaran 
bahwa ia harus mengakomodasi kebutuhan mahasiswanya. Sebagai 
contoh, awalnya ia meluluskan saja mahasiswa penyandang disabilitas 
tanpa memeriksa hasil ujian karena menganggap akan sia-sia me- 
meriksanya. Kemudian, ia menyadari bahwa hal itu dapat merugikan 
mahasiswa tersebut dan mulai mencari metode asesmen yang cocok 
untuk mahasiswa tersebut. 


Data wawancara Feriani (2017) menunjukkan bahwa bentuk 
interaksi berkaitan erat dengan tingkat pengetahuan dosen terhadap 
pendidikan disabilitas. Makin baik pengetahuan seorang dosen ten- 
tang disabilitas, makin asosiatif interaksi yang terbentuk. Begitupun 
sebaliknya. Maka, melihat gambaran pada PT tersebut mengenai 
bentuk interaksi di atas, tidak berlebihan untuk menyimpulkan 
bagaimana interaksi kebanyakan para dosen dan mahasiswa penyan- 
dang disabilitas. Mengingat banyaknya PT di Indonesia yang masih 
belum membuka akses pendidikan bagi penyandang disabilitas. 


3. Dukungan teman sejawat 


Pandangan teman sejawat terhadap disabilitas sangat memengaruhi 
keadaan psikis mahasiswa penyandang disabilitas. Stigmatisasi se- 
ring menjadi akar perundungan dan perasaan terisolasi mahasiswa 
penyandang disabilitas. Kita mungkin sudah mendengar kasus perun- 
dungan verbal dan fisik terhadap seorang mahasiswa autis di sebuah 
kampus swasta di Jawa Barat beberapa tahun lalu (Hariyadi, 2017). Itu 
adalah salah satu perundingan eksplisit yang terungkap. Sebuah studi 
menunjukkan bahwa perundungan terselubung dapat terjadi di dalam 
proses pembelajaran (Bolourian dkk., 2018; Denhart, 2008). Teman 
sejawat yang menolak untuk satu kelompok dalam tugas kelompok, 
tuduhan curang saat meminta akomodasi tambahan waktu saat ujian, 
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dan kesulitan mengakses dosen di luar jam mata kuliah adalah con- 
toh perundungan terselubung. Bentuk perlakuan ini sangat rentan 
menciptakan perasaan terisolasi yang dapat menyebabkan tekanan 
psikis yang besar bagi penyandang disabilitas, terutama penyandang 
disabilitas mental. Kessler dkk. (1997) menemukan bahwa faktor 
psikis menjadi faktor penyumbang terbesar dalam andil putus belajar 
mahasiswa di tingkat PT. 


Terdapat literatur terbatas terkait teman sejawat dan mahasiswa 
penyandang disabilitas di Indonesia. Satu studi terbaru oleh Rosydi 
dan Dwi (2020) menemukan bahwa disabilitas bukan merupakan fak- 
tor penentu harmonis atau tidak harmonisnya pertemanan antar ma- 
hasiswa disabilitas dan non-disabilitas. Adapun beberapa responden 
penelitian mengaku mendapatkan perlakuan diskriminasi dari teman 
sejawat non-disabilitas mereka, tetapi bukan karena disabilitas yang 
mereka miliki, melainkan masalah kepribadian. 


B. PERAN CIVITAS ACADEMICA PERGURUAN 
TINGGI 


1. Eksistensi Unit Disabilitas: Jembatan antara Fakultas dan 
Mahasiswa 


Keberadaan unit disabilitas berkorelasi positif dengan capaian aka- 
demis yang positif bagi mahasiswa penyandang disabilitas. Herbert 
dkk. (2014) menemukan bahwa hampir tingkat kelulusan mahasiswa 
dengan penyandang disabilitas di Amerika Serikat yang mengakses 
unit disabilitas di kampus mereka mencapai 70%. Temuan ini sejalan 
dengan Newman dkk. (2019) yang menyatakan bahwa mahasiswa 
disabilitas dengan kesulitan belajar lebih persisten dalam menye- 
lesaikan kuliahnya ketika menerima dukungan dari staf atau unit 
disabilitas di kampus. 

UU No. 8/2016 dan UU No. 46/2017 mencatat bahwa tugas unit 
disabilitas mencakup tugas terkait perencanaan, koordinasi, evaluasi, 
dan pengawasan pelaksanaan layanan khusus bagi mahasiswa disabili- 
tas. Di antara tugas-tugas tersebut, sebagaimana juga dijabarkan secara 
detail di dalam Panduan Layanan Mahasiswa Disabilitas di PT, adalah 
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mengadvokasi kebutuhan khusus mahasiswa, mengoordinasikan la- 
yanan dan pendampingan, melakukan koordinasi dan sosialisasi, serta 
melakukan evaluasi terhadap layanan disabilitas (Kemenristek, 2017). 
Mengacu pada tugas-tugas yang ada pada unit disabilitas, khususnya 
mengadvokasi kebutuhan mahasiswa penyandang disabilitas, unit 
disabilitas merupakan jembatan yang mengoordinasi kedua unit la- 
yanan lainnya dalam mendukung proses pembelajaran. Francis dkk., 
(2018) mencatat bahwa bentuk dukungan yang paling dibutuhkan 
siswa dalam pembelajaran meliputi: 1) waktu ujian yang diperpanjang, 
2) alternatif lingkungan ujian: 3) perpanjangan waktu pada peker- 
jaan rumah, 4) bantuan teknologi, dan 5) bimbingan akademis. Ia 
juga mencatat bahwa perpanjangan waktu pada ujian merupakan 
dukungan yang paling efektif bagi mahasiswa penyandang disabilitas. 
Kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat terpenuhi, terpantau, terevaluasi 
apabila unit disabilitas berkoordinasi dengan pihak fakultas sehingga 
pihak terkait, seperti dosen dan/atau staf administratif kampus, mene- 
rima informasi terkait kebutuhan mahasiswa penyandang disabilitas 
yang terdaftar di fakultas mereka. 


Salah satu masalah terkait unit disabilitas di PT Indonesia adalah 
minimnya kesadaran PT untuk membentuk unit ini. Padahal, mereka 
juga harus menyadari bahwa peran unit disabilitas bukanlah hanya 
karena adanya mahasiswa penyandang disabilitas yang mendaftar, 
melainkan karena adanya potensi mahasiswa non-disabilitas meng- 
alami kesulitan belajar di tengah proses pembelajaran yang membuat 
mereka berpotensi menjadi mahasiswa penyandang disabilitas mental 
sementara. Seperti yang sudah dikemukakan sebelumnya, faktor psikis 
sangat memengaruhi kesuksesan peserta didik di PT (Kessler dkk., 
1997). Dengan adanya unit disabilitas, terputusnya akses pendidikan 
di PT akibat faktor psikis pada mahasiswa penyandang atau bukan 
penyandang disabilitas dapat dicegah. 

Mengingat begitu krusialnya eksistensi unit disabilitas dalam 
mempertahankan akses pendidikan bagi semua mahasiswa, peme- 
rintah harus bertindak tegas dalam menyikapi PT yang belum me- 
miliki unit disabilitas. UU No. 08/2016 menyatakan akan memberi 
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sanksi administratif dengan penutupan kampus sebagai sanksi 
terberat apabila menemukan kampus tersebut tidak memiliki unit 
disabilitas. Sebagai alternatif, pemerintah bisa memasukkan pendirian 
unit disabilitas sebagai syarat pembukaan prodi atau fakultas dan 
penilaian akreditasi PT. 


2. Peran Dosen sebagai Jembatan Akses Menuju Kurikulum 


Dosen memiliki peran yang sangat krusial dalam membantu ma- 
hasiswa disabilitas mencapai target pembelajaran. UU No. 46/2017 
menyatakan bahwa pendidikan khusus pada jenjang perguruan tinggi 
menggunakan pendekatan pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif 
pada awalnya merupakan pendekatan pengajaran yang menentang 
pendidikan segregasi yang memisahkan pendidikan penyandang disa- 
bilitas dan non-disabilitas (Dalkilic & Vadeboncoeur, 2016). Kemu- 
dian, pendekatan inklusif diadopsi oleh organisasi seperti UNESCO 
Salamanca Statement (1994) yang mengedepankan kesetaraan hak 
pendidikan bagi penyandang disabilitas. 

Terdapat dua pendekatan yang sering diadopsi dalam pendidikan 
inklusif. Pertama adalah pendekatan yang dikenal dengan sebutan 
differentiated instruction (DI) atau diferensiasi instruksi. Adapun 
pendekatan yang kedua disebut universal design learning (UDL) atau 
desain universal untuk pembelajaran. Keduanya merupakan pen- 
dekatan yang mengedepankan pendekatan pengajaran untuk semua 
(one-size-fit-all) dan memiliki definisi yang beririsan dan bersifat 
saling melengkapi (Griful-Freixenet dkk., 2020). 


Tomlinson (2014) menggambarkan DI sebagai pendekatan 
yang menghargai keberagaman siswa. Pendekatan ini tidak hanya 
sesuai untuk siswa berkebutuhan khusus, tetapi juga secara umum 
untuk semua siswa dengan kebutuhan unik mereka sendiri. DI dapat 
melibatkan diferensiasi yang direncanakan sebelumnya pada konten, 
proses, produk, dan lingkungan berdasarkan pada pola pikir pengajar 
dan disesuaikan dengan kondisi siswa yang terlibat dalam kesiapan, 
minat, dan profil pembelajaran mereka. Karena juga berfokus pada 
produk, pengajar diharapkan mampu merespons kebutuhan yang 
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muncul sebagaimana terefleksi dari produk yang dihasilkan peserta 
ajar. Misal, seorang dosen sangat mungkin memberikan bentuk ases- 
men lisan daripada tulisan kepada seorang mahasiswa yang memiliki 
kemampuan motorik halus yang kurang sehingga membuatnya tidak 
dapat mengungkapkan ide secara maksimal dalam tulisan. Hal ini 
sang dosen ketahui melalui hasil asesmen tertulis sebelumnya. Ten- 
tunya, setelah melakukan investigasi seperti menanyakan keadaan 
sang mahasiswa. 


Lain halnya dengan DI, yang memungkinkan pendekatan 
proaktif-reaktif pada kebutuhan siswa, yakni diferensiasi dapat 
dilakukan dalam proses sebagai bentuk respons terhadap kebutuhan 
peserta didik, UDL lebih menekankan pada pendekatan proaktif un- 
tuk meminimalisasi kebutuhan khusus yang mungkin muncul selama 
proses belajar (Griful-Freixenet dkk., 2020). Rose dan Meyer (2000) 
mendefinisikan UDL sebagai salah satu pendekatan yang mencakup 
rancangan pembelajaran yang dapat diakses oleh peserta ajar dengan 
berbagai kebutuhan. Rose dan Meyer menggambarkan adopsi prinsip 
arsitektur, yang dikenal sebagai universal design. Dengan prinsip ini, 
bangunan dirancang untuk diakses oleh semua orang dengan berbagai 
kebutuhan, termasuk mereka yang tidak memiliki disabilitas fisik. 
Pada 1990-an, prinsip ini diadopsi menjadi pendidikan oleh pendidik 
di bawah organisasi bernama The Center for Applied Special Tech- 
nology (CAST), yang mulai menyediakan materi pendidikan yang 
dapat diakses oleh semua peserta didik, termasuk peserta didik berke- 
butuhan khusus. Materi yang dirancang termasuk teknologi bantuan 
yang memungkinkan pelajar penyandang disabilitas mengaksesnya 
dengan mengaktifkan mode ucapan ke teks atau membaca dengan 
keras. Konsep kemudian dibenamkan tidak hanya pada materi fisik, 
tetapi juga untuk metode pembelajaran dan penilaian, yang saat ini 
dikenal sebagai UDL. 

Gambar 16.1 menggambarkan arah fokus antara pendekatan 
UDL dan DI. UDL menitikberatkan pada rancangan kurikulum yang 
dapat menjangkau semua mahasiswa, berkebalikan dengan DI yang 
berfokus pada cara memenuhi kebutuhan mahasiswa dalam proses 
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belajar agar mampu mencapai tujuan pembelajaran yang ada pada 
kurikulum. 


Dalam kurikulum, UDL adalah pendekatan yang menitikberat- 
kan pada lingkungan belajar, bukan pada kebutuhan khusus siswa 
tertentu (Rose & Meyer, 2002). Alat bantu tersebut bukan bagian dari 
kurikulum, tetapi diperlukan untuk mengakses kurikulum. Dalam 
UDL, pendekatan dan alat khusus tersebut dibangun sesuai dengan 
kurikulum. Sebagai contoh, seorang dosen mempersiapkan presentasi 
dengan melibatkan visual dan audio secara bersamaan sehingga pre- 
sentasi tersebut dapat diakses oleh mahasiswa tunanetra, tuli, ataupun 
yang tidak memiliki kebutuhan khusus pada indera mereka. Begitu- 
pun ketika memberikan bahan bacaan, dosen dapat memberikannya 
dalam bentuk dokumen yang hurufnya dapat diperbesar atau dapat 
diterjemahkan ke dalam bentuk audio. 


Para dosen dapat mengadopsi satu dari dua pendekatan penga- 
jaran inklusif di atas bergantung pada keadaan kelas yang diampu. 
Apabila dosen mendapati mahasiswa dengan kebutuhan khusus pada 
fisik, misalnya mahasiswa tuli, tunanetra, dan tunadaksa, pendekatan 
UDL bisa jadi tepat untuk diadopsi. Dosen dapat menentukan alat 
bantu apa saja yang akan dibutuhkan untuk mengakomodasi kebutuh- 
an khusus tersebut sebelum perkuliahan dimulai, sehingga pada saat 
proses pembelajaran berlangsung, kebutuhan khusus yang mungkin 
muncul dari mahasiswa dengan kebutuhan khusus tersebut sudah 
dapat dipenuhi sejak awal. Namun, apabila seorang dosen mendapati 
beberapa mahasiswa dengan kebutuhan mental, komunikasi, atau 
kognisi, seperti tunagrahita dan autisme, pendekatan DI bisa jadi 
lebih tepat untuk digunakan. Pendekatan ini memungkinkan sang 
dosen untuk mengubah konten atau cara penyampaian bergantung 
pada respons mahasiswa-mahasiswa tersebut terhadap pembelajaran. 
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3. Peran Teman Sejawat 


Pengajaran yang inklusif akan makin maksimal apabila didukung 
oleh lingkungan yang juga inklusif. Selain dosen, teman sejawat 
merupakan aktor akademis yang berperan sangat krusial dalam mem- 
bantu menciptakan lingkungan yang akomodatif bagi penyandang 
disabilitas. Lombardi dkk. (2016) menemukan korelasi yang positif 
antara dukungan sosial teman dengan pencapaian prestasi mahasiswa 
penyandang disabilitas di Amerika Serikat. Dukungan sosial dari te- 
man sejawat dapat mengurangi perasaan terisolasi akibat kesulitan 
berbaur secara sosial sehingga mahasiswa dengan disabilitas dapat 
“betah” berada di kampus (Spassiani dkk., 2017). 


Peer mentoring program atau program teman sejawat adalah salah 
satu kegiatan yang paling sering dilaksanakan. Walau terkesan formal, 
kegiatan ini merupakan wadah yang baik untuk mengenalkan satu 
sama lain di antara sesama kawan dan penyandang disabilitas maupun 
nondisabilitas. Athamanah dkk. (2020) menggambarkan sebuah prog- 
ram bernama Project SEARCH di sebuah kampus di Amerika Serikat. 
Program ini melibatkan mahasiswa nondisabilitas sebagai mentor 
bagi mahasiswa penyandang disabilitas intelektual dan perkembangan 
mental. Seminggu sekali para mentor teman sejawat bertemu dengan 
mahasiswa penyandang disabilitas tersebut untuk membahas ke- 
giatan yang mereka telah lakukan selama seminggu. Berbagai topik 
diangkat, baik topik yang akademis maupun yang nonakademis. 
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Kemudian, para mentor membuat laporan dan memberikannya 
kepada koordinator mentor yang akan mengevaluasi perkembangan 
dari mahasiswa penyandang disabilitas. Hasilnya, semua mahasiswa 
yang terlibat dalam program teman sejawat SEARCH, baik sebagai 
mentor maupun yang dimentori, merasakan manfaat yang luar biasa 
(Athamanah dkk., 2020). Bagi para mentor, sikap dan empati mereka 
berubah kepada teman-teman penyandang disabilitas menjadi lebih 
positif karena mereka bisa mendengar secara langsung pendapat 
teman-teman penyandang disabilitas mereka. Bahkan, beberapa di 
antara mereka mengakui adanya peningkatan karena terbiasa mem- 
bantu teman mereka. Sementara bagi para mahasiswa penyandang 
disabilitas, mereka merasa bahwa kemampuan mengorganisasi dan 
mengendalikan diri meningkat seiring dengan pertemuan terjadwal 
tersebut. Walaupun secara akademis mereka tidak terlalu signifikan, 
kemampuan dalam mengelola diri yang justru lebih dibutuhkan dalam 
kehidupan sehari-hari dapat lebih terasah. 


Program yang melibatkan intervensi teman sejawat juga dianggap 
mampu meningkatkan motivasi untuk berkomunikasi mahasiswa 
penyandang autisme. Individu autis dikenal memiliki hambatan dalam 
berkomunikasi secara sosial, sehingga mereka sering sekali merasa 
terisolasi karena kesulitan memulai komunikasi dengan orang lain. 
Platos dan Wojaczek (2018), dalam kajiannya tentang program berba- 
sis teman sejawat untuk individu autis, mengatakan bahwa program 
pertemanan terstruktur seperti ini sangat diminati oleh para remaja 
autis. Tidak sedikit peserta dari program ini melanjutkan hubungan 
pertemanan. Salah satu faktor keberhasilan program berbasis teman 
sejawat, menurut mereka, adalah karena profil dari para relawan 
yang biasanya sudah memiliki motivasi menolong dan sikap yang 
baik terhadap penyandang disabilitas. Karakteristik tersebut biasanya 
menjadi salah satu syarat bergabung di dalam program berbasis teman 
sejawat untuk para penyandang disabilitas. 
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C. REKOMENDASI 


Peran fakultas, dosen, dan teman sejawat sangat krusial dalam mem- 
perluas akses pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas di PT. 
Mendirikan unit disabilitas dapat menjadi fondasi awal bagi PT untuk 
mematuhi regulasi pemerintah yang tertuang pada UU No. 8/2016 
tentang Jaminan Pendidikan bagi Penyandang Disabilitas. Dengan 
adanya unit tersebut, implementasi layanan pendidikan, meliputi 
pendaftaran, administratif, pengajaran, dan lingkungan inklusif dapat 
dimonitor. Dosen yang belum familiar dengan pengajaran inklusif 
dapat berkonsultasi atau meminta bantuan ahli dari tim unit. Selain 
itu, unit tersebut memiliki kapasitas untuk menjalankan program 
berbasis teman sejawat. 


Berikut ini merupakan rangkuman rekomendasi penulis terkait 
memaksimalkan peran civitas academica dalam membuka akses 
pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas: 1) Peningkatan 
pengawasan pemerintah terkait sebagian besar PT yang belum 
memiliki unit disabilitas; 2) Pendekatan inklusif dalam pengajaran 
sebagai jembatan antara mahasiswa dan kurikulum oleh dosen; serta 
3) Perancangan program teman sejawat sebagai bentuk dukungan 
sosial bagi mahasiswa penyandang disabilitas. 


Penulis berharap rekomendasi singkat dalam tulisan ini dapat 
menggapai pihak-pihak terkait pun termasuk pihak-pihak pen- 
ting yang belum dibahas di dalam tulisan ini. Penulis berharap 
kesinambungan peran antar-civitas academica dapat menjamin hak 
pendidikan yang pantas untuk mahasiswa penyandang disabilitas 
untuk membantu kelompok masyarakat rentan ini mendapatkan 
akses pendidikan yang layak dan setara sesuai dengan spirit tujuan 
pembangunan berkelanjutan di Indonesia. 
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BAB XVII 


Meneropong Arah Kemajuan 
Pendidikan Indonesia 2045: 
Siapkah Kita Bergerak Maju? 


Afifah Muharikah, Athifah Utami, & Randi Proska Sandra 


Melalui kacamata pelajar yang sedang hidup di negeri orang, kami 
mencoba mengambil peran sebagai bagian dari Tri Pusat Pen- 
didikan Indonesia dalam usaha meningkatkan kualitas pendidikan 
yang berkelanjutan dalam usaha menyongsong tahun keemasan 
Indonesia 2045. Mengacu pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 
(TPB) No. 4, yaitu kualitas pendidikan (sebagaimana tertuang pada 
Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan dan 
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Perpres TPB), kami 
mengapresiasi, mengkritik, dan membuat komparasi terkait dengan 
program-program yang telah dilakukan Indonesia untuk bergerak 
maju. Kemudian, kami berusaha mengisi celah-celah dengan me- 
nyumbangkan pemikiran untuk memperkecil jarak ketimpangan yang 
melulu menjadi isu pendidikan di Indonesia. Beberapa pembahasan 
terkait pendidikan di daerah 3T, kemampuan numerasi dan literasi, 
kesiapan menopang pendidikan terintegrasi teknologi digital, imple- 
mentasi pendidikan inklusif, dari pendidikan dini hingga perguruan 
tinggi, tersurat di dalam bab-bab buku ini. Beberapa hasil diskusi kami 
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menunjukkan adanya upaya nyata yang berkelanjutan dan bergerak 
maju, tetapi masih terdapat ruang perbaikan yang perlu terus diu- 
sahakan dan lambat laun menjadi prioritas peta jalan pendidikan di 
Indonesia selanjutnya. 


Kualitas pendidikan bertumpu erat pada pendidik dan birokrasi 
(EFA, 2002). Sebabnya, peran aktif dan komprehensif pihak-pihak 
terkait merupakan penopang utama dalam usaha meningkatkan 
pendidikan yang berkualitas. Sebagaimana telah disebutkan pada bab 
pembuka, para penulis artikel buku ini berfokus pada pemerintah 
terkait pemegang birokrasi tertinggi di negara dan para pendidik 
sebagai ujung tombak penentu kualitas pendidikan. Bab penutup 
ini akan mengulas secara umum temuan yang diangkat para penulis 
dan rekomendasi utama yang diajukan. Ulasan akan dikelompokkan 
menjadi empat sub-tema, sebagaimana jumlah tema dalam buku ini 
dan ditutup oleh rekomendasi umum yang disusun oleh para editor. 


A. PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH 
DI INDONESIA 


Pengembangan profesi guru merupakan satu hal krusial dalam pe- 
ningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Hal ini diangkat 
oleh Ramdani pada Bab II tulisan ini serta Maftukhah dan Ariani 
pada Bab III. Sementara Ramdani berfokus pada manfaat Explora- 
tory Practice (EP), yaitu proses pendekatan evaluatif yang melibatkan 
partisipasi komprehensif guru, siswa, dan pihak lain seperti orang 
tua dan sekolah, Maftukhah dan Ariani menekankan soal peran guru 
dalam pengajaran pendidikan karakter melalui konsep Merdeka 
Belajar. EP dan Merdeka Belajar pada dasarnya mengusung prinsip- 
prinsip dasar yang sama. Keduanya menuntut kemandirian para guru 
dan kemampuan mengevaluasi serta mengambil keputusan secara 
mandiri terkait hasil evaluasi yang mereka buat. Terkait konsep 
Merdeka Belajar, Maftukhah dan Ariani masih menyayangkan jumlah 
proporsi pengajar di Tanah Air yang mencapai 40% lebih tercatat 
belum mengikuti pelatihan (Dapodik, 2021). Akselerasi sosialisasi 
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pelatihan terkait penerapan konsep Merdeka Belajar untuk para guru 
perlu dilakukan, terutama untuk para pengajar di daerah terpencil. 


Terkait dengan daerah-daerah di Indonesia yang masuk kategori 
terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), tidak sedikit upaya pemerin- 
tah dari masa ke masa untuk menyeimbangkan ketimpangan akses 
pendidikan melalui beberapa program. Sahirul dkk. dalam Bab IV 
mengulas beberapa program pemerintah terkait pengembangan 
profesi guru di daerah 3T. Sayangnya, dunia pendidikan yang juga 
makin disruptif masih meninggalkan lubang yang masih harus diisi 
terkait pemerataan akses pendidikan di daerah 3T. Faktor-faktor 
seperti lokasi geografis yang tidak menguntungkan bagi siswa untuk 
mengakses sarana dan prasarana dasar pendidikan serta latar belakang 
sosial dan budaya para pengajar yang sepertinya terpusat di Pulau 
Jawa. Peran pemerintah menjadi sangat krusial, terutama terkait 
dengan kebijakan prioritas pembangunan pendidikan dan kebijakan 
penempatan guru terutama pada daerah-daerah yang menjadi priori- 
tas pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional (RPJMN) 2020-2024. 


Berbeda dengan Sahirul dkk. yang menekankan akselerasi peran 
pemerintah dalam pemerataan akses pendidikan di daerah 3T, Natsir 
mengajukan perluasan wewenang bagi pihak nonpemerintah. Hasil 
ulasan penulis Bab V ini mengindikasikan bahwa pemerintah belum 
maksimal dalam melibatkan pihak nonpemerintah dalam peningkat- 
an pendidikan di daerah-daerah 3T. Ia mengangkat sebuah contoh 
tentang bagaimana negara lain seperti Jepang melibatkan perusahaan 
komersial dalam membantu meningkatkan sarana dan prasarana 
pendidikan di negara tersebut. 


B. PENDIDIKAN LITERASI DAN NUMERASI 

Kemampuan literasi dan numerasi warga negara usia produktif 
merupakan salah satu tolok ukur kualitas pendidikan yang dijabarkan 
dalam Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017. RPJMN 2020-2024 
memasang kenaikan rata-rata skor Programme for Internasional 
Student Assessment (PISA) pada bidang membaca, matematika, dan 
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sains dalam kisaran 25, 8, dan 6 untuk tiap bidang secara berurutan. 
Rangkuti, dalam analisis komparasi skor PISA siswa Indonesia dengan 
negara-negara lain, menemukan bahwa skor PISA siswa Indonesia 
masih di bawah rata-rata dunia. Rangkuti menekankan pentingnya 
respons pemerintah dalam menyikapi hasil PISA. Respons pemerintah 
negara-negara maju dengan nilai skor PISA yang tinggi dapat menjadi 
contoh bagi pemerintah Indonesia dalam menyikapi posisi Indonesia 
sekarang ini. Peran pendidikan anak usia dini (PAUD) dan lembaga 
pendidikan tenaga kependidikan (LPTK). 


Temuan dan rekomendasi Rangkuti juga didukung oleh Limanta, 
yang mengulas kebijakan-kebijakan pemerintah terkait upaya pe- 
ningkatan kemampuan literasi dan numerasi siswa di Indonesia. 
Hasil ulasannya menemukan bahwa masih ada ranah pendidikan 
yang belum dijajaki oleh pemerintah. Sama halnya dengan Rangkuti, 
Limanta membahas pentingnya menumbuhkan kemampuan lite- 
rasi dan numerasi pada usia dini. Ketidakmerataan akses PAUD 
(sebagaimana dijelaskan secara terperinci oleh A. Utami pada bab 
selanjutnya) dapat mengancam akses pendidikan literasi dan numerasi 
siswa. Kemudian, Limanta juga mengangkat isu tentang pengajaran 
yang menarik. Hal ini kembali menekankan bahwa pengajar memiliki 
peran sentral dalam peningkatan kualitas pendidikan, termasuk pen- 
didikan literasi dan numerasi. Terakhir, Limanta memberi masukkan 
terkait pengasahan nalar siswa melalui pengajaran matematika. 


Terkait pengajaran, dua artikel dalam tema pendidikan literasi 
dan numerasi mengangkat secara khusus metode pengajaran yang 
dinilai efektif dalam membantu meningkatkan kemampuan literasi 
dan numerasi siswa. Oisti dkk. membahas secara detail prosedur 
pengajaran kemampuan membaca melalui metode membaca lantang, 
yang dapat dilakukan oleh orang tua di rumah dan guru di sekolah. 
Kemudian, mereka juga membahas bagaimana Penggunaan model 
mental pada teks bacaan yang menekankan pada makna sebuah teks 
dibandingkan bentuk teks tersebut. Terakhir mereka menjabarkan 
prosedur metode Question-Answer Relationship (QAR) yang 
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meminta siswa melibatkan pengetahuan mereka di luar teks dalam 
memahami teks yang sedang dibaca. 


Adapun terkait pengajaran numerasi, Matualesy secara kompre- 
hensif menjabarkan pendekatan-pendekatan yang dapat diadopsi oleh 
para pengajar Ketika mendesain pengajaran numerasi. Pendekatan- 
pendekatan tersebut meliputi pendekatan analisis perilaku terapan, 
penerapan kerangka kerja response to intervention (RTI) dan penerapan 
precision teaching (PT) dalam RTI. Pendekatan-pendekatan tersebut 
membutuhkan analisis dan evaluasi pengajar dalam prosesnya, yang 
mengusung kemandirian para pengajar dalam memecahkan masalah 
yang mungkin dihadapi dalam proses penerapan intervensi. 


C. PENDIDIKAN VOKASI DAN KEJURUAN 


Berbicara tentang pendidikan vokasi atau kejuruan tidak akan lepas 
dari keterkaitan antara pendidikan dan industri. Begitu juga ketika 
berbicara tentang industri di era internet of things, kemampuan im- 
plementasi teknologi menjadi sorotan. Tiga penulis artikel dalam 
tema pendidikan vokasi dan kejuruan dalam buku ini membahas 
pendidikan vokasi dengan perspektif yang saling melengkapi. 

Dalam tulisannya, Sandra mengemukakan fakta-fakta yang 
berkaitan dengan pendidikan teknologi informasi dan komunikasi 
(TIK) di Indonesia. Ia menemukan bahwa kompetensi literasi digital 
pendidik masih merupakan isu yang patut menjadi sorotan utama. Di- 
bandingkan tingkat ketersediaan sarana akses TIK tinggi dan jumlah 
siswa yang mengakses informasi melalui internet cukup tinggi, tingkat 
guru yang mengajar TIK atau menerima pelatihan TIK sangatlah ren- 
dah. Artinya, tingkat kompetensi guru di Indonesia belum memadai 
untuk membekali siswa kemampuan digital dan literasi informasi. 
Perlu sebuah upaya untuk meningkatkan kualitas interaksi peserta 
didik dengan teknologi. Sandra menjabarkan secara rinci bagaimana 
negara-negara dengan pendidikan maju, seperti Finlandia dan Inggris, 
menerapkan pendidikan TIK dan implikasinya dengan kemampuan 
literasi siswa. 
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Berbeda dengan Sandra, yang menawarkan kiblat negara-negara 
maju sebagai contoh dalam meningkatkan akses pendidikan TIK, D.F. 
Utami menawarkan pendidikan TIK dengan “kiblat loka?” Ia meng- 
kritisi pemerintah yang menjadikan industri sebagai kiblat pendidikan 
vokasi, termasuk di dalamnya menjadikan kiblat industri TIK, yang 
dinilainya sebagai industri tidak padat karya. Mendidik siswa TIK 
dengan pengetahuan budaya lokal dapat memberikan dampak positif 
pada kualitas SDM di daerah setempat dengan cara menggali potensi 
siswa tersebut sebagai agen-agen pemaju daerah. 


Perubahan arah kiblat pendidikan vokasi dari industri ke 
lokal juga dibenarkan oleh Musyafak. Pendidikan vokasi, menurut 
Musyafak, sebaiknya mengacu pada kebutuhan industri lokal. Komu- 
nikasi integratif antarpihak diperlukan dalam mendesain kurikulum 
pengajaran vokasi. Pihak-pihak tersebut mencakup pemerintah, 
pengelola pendidikan, serta praktisi dunia usaha dan dunia industri 
(DUDI). Pendidikan teknologi merupakan hal yang tak terpisah di 
dalam kurikulum, apa pun jurusan vokasi berbasis industri lokal yang 
ditawarkan kepada siswa. Kurikulum yang dirancang harus membe- 
kali sisa dengan pengetahuan teknis terkait industri yang dituju dan 
kemampuan teknologi. 


D. PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN INKLUSI 


Salah satu laman milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
bernama Ayogurubelajar merupakan satu upaya pemerintah yang 
luar biasa dalam mengamini arah kebijakan strategis pendidikan 
Indonesia sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024. Pada 
laman tersebut, para guru di seluruh Tanah Air dapat mengakses 
beberapa seri pendidikan, di antaranya, adalah seri PAUD dan seri 
pendidikan inklusif. Dua program seri ini merupakan program baru 
yang ditawarkan Kemendikbud. Kebaruan program tersebut men- 
dukung temuan yang dikemukakan oleh beberapa penulis artikel di 
buku ini. 


A. Utami menemukan upaya aktif pemerintah daerah dalam 
meningkatkan akses PAUD. Akan tetapi, seperti temuan pada pe- 
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nulis terkait daerah 3T, masih banyak desa di luar Pulau Jawa dan 
Sumatera yang belum memiliki akses pendidikan pradasar ini. Sosiali- 
sasi yang masih minim pada ruang lingkup masyarakat yang lebih 
kecil dianggap menjadi salah satu penyebabnya. Dalam tulisannya, 
A. Utami merekomendasikan pemerintah untuk melibatkan struktur 
masyarakat dan budaya yang lebih kecil untuk membuka akses PAUD 
lebih lebar dengan menyadarkan masyarakat dalam ruang lingkup 
yang lebih intim seperti suku dan keluarga. 


Hal yang sama direkomendasikan oleh Mediana dan Astuti dalam 
ulasan mereka terkait integrasi peran dari beberapa pihak, seperti 
keluarga, komunitas, dan pemerintah. Kedua penulis tersebut mene- 
mukan bahwa pola asuh keluarga, terutama mereka yang berasal dari 
keluarga miskin, sangat tidak menguntungkan pendidikan pradasar 
anak-anak. Terkait dengan peran komunitas, Mediana dan Astuti 
mengapresiasi beberapa upaya organisasi masyarakat yang telah secara 
aktif membukakan akses PAUD, seperti Muhammadiyah dengan 
Frouble Aisyiyah Kindergarten (yang kemudian berganti nama men- 
jadi Taman Kanak-kanak Aisyiyah Busthanul Athfal). Mereka juga 
menyarankan keterlibatan pemuda di lingkungan dalam memonitor 
akses PAUD. Adapun peran pemerintah, dengan segala upaya mak- 
simal yang telah tampak, diharapkan dapat meminimalisasi sistem 
birokrasi kapital-sentris, terutama dalam pemberian, pengawasan, 
dan evaluasi dana pendidikan. 


Selain PAUD, pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas kini 
telah dilirik pemerintah. Walaupun belum menjadi prioritas dalam 
RPJMN 2020-2024, yang masih memprioritaskan pendidikan inklusif 
dalam ranah gender, naiknya tema pendidikan inklusif sebagai salah 
status seri pelatihan guru oleh Kemendikbud menunjukkan bahwa 
ada upaya perjalanan menuju peningkatan akses pendidikan inklusif 
bagi penyandang disabilitas. Hasil kajian sistematis Darmawansah 
dkk. menemukan bahwa negara-negara yang mendominasi penelitian 
terkait pendidikan inklusif selama satu dekade terakhir berasal dari 
negara-negara Eropa dan Australia. Temuan ini dapat menjadi masuk- 
an bagi pemerintah dalam memilih kiblat pendidikan inklusif di masa 
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mendatang. Salah satu kebijakan luar biasa yang diambil pemerintah 
di Australia adalah mewajibkan semua mahasiswa keguruan untuk 
mendapatkan mata kuliah terkait pendidikan inklusif (Queensland, 
2019). Sejalan dengan temuan lain dalam kajian sistematis mereka, 
Darmawansah dkk. menemukan bahwa pengajar dan kurikulum 
adalah dua poin utama yang menjadi fokus dalam peningkatan akses 
pendidikan inklusif. Jika mengaitkan dengan konsep Merdeka Belajar 
sebagaimana diulas di awal-awal bab buku ini, tidak mengherankan 
apabila pelatihan guru atau pendidik merupakan hal paling mendasar 
yang harus ditingkatkan dalam meningkatkan akses pendidikan pada 
ranah apa pun, termasuk pendidikan inklusif. 


Terakhir, Muharikah membahas pendidikan inklusif lebih jauh 
pada jenjang yang lebih jauh. Sama halnya dengan kebijakan pada jen- 
jang sekolah, kebijakan pada pendidikan tinggi sudah mengarah pada 
inklusivitas. Terbukti, pada 2017, melalui UU No. 46/2017, Kemente- 
rian Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi memuat regulasi khusus 
terkait teknis penyelenggaraan pendidikan khusus untuk penyandang 
disabilitas. Namun, implementasi regulasi tersebut tampaknya masih 
terhalang oleh faktor-faktor terkait kepedulian dan pengetahuan 
civitas academica terkait pendidikan inklusif. Integrasi peran fakultas, 
dosen, dan mahasiswa perlu diwujudkan dalam meningkatkan akses 
pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas. Pelatihan terkait peng- 
ajaran inklusif untuk para dosen dan program pendampingan oleh 
teman sejawat dapat menjadi upaya dalam meningkatkan kepedulian 
dan pengetahuan masyarakat kampus terkait hak akses pendidikan 
bagi penyandang disabilitas. 


E. REKOMENDASI 

Berikut ini adalah rekomendasi yang kami bisa tarik secara umum 

dari rekomendasi-rekomendasi yang dijabarkan oleh para penulis 

terkait peningkatan kualitas pendidikan untuk Indonesia Emas 2045. 

1. Perlunya akselerasi intensitas, kualitas, dan jangkauan pada 
program pengembangan profesi pendidik di segala bidang ilmu 
dan jenjang pendidikan. 
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2. Urgensi peran Tri Pusat Pendidikan dalam meningkatkan akses 
pendidikan yang merata di semua bidang dan jenjang pendidikan 
untuk semua daerah. 


3. Khususnya pada isu pendidikan vokasi, industri lokal merupakan 
kiblat yang ideal dalam perancangan kurikulum. 


Tiga poin di atas merupakan benang merah dari rekomendasi- 
rekomendasi para penulis di buku ini. Kami sebagai pelajar Indonesia 
di luar negeri, dengan kontribusi pikiran yang tertuang dalam bab- 
bab di buku ini, berharap ini dapat memberikan perspektif terkait 
langkah-langkah upaya meningkatkan pendidikan Indonesia yang 
berkelanjutan. 


Kami datang dari berbagai latar belakang keilmuan dan jenjang 
pendidikan beragam. Keberagaman ini menyadarkan kami bahwa 
perlu “gotong-royong” dari banyak pihak dengan latar belakang dan 
peran yang berbeda-beda dalam memajukan pendidikan Indonesia. 
Buku ini menjadi bukti pembelajaran dan semangat kami, pelajar 
Indonesia di luar negeri, untuk terus melangkah mengambil bagian 
dari Tri Pusat Pendidikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan 
Indonesia yang berkelanjutan untuk menyongsong Indonesia Emas 
2045. 
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Hologram Digital Proyektor Tenaga Surya 
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Program Studi 

Perguruan Tinggi 

Question-Answer Relationship 
Raudhatul Athfal 

Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
Response to Intervention 

Standard Celeration Chart 

Sekolah Dasar 

Sustainable Development Goals 
Sumber Daya Manusia 

Sarjana Mendidik di daerah 3T 
Sekolah Menengah Atas 

Sekolah Menengah Kejuruan 
Sekolah Menengah Pertama 

Sekolah Menengah Umum 
Teknologi Informasi 

Teknologi Informasi dan Komputer 
Taman Kanak-Kanak 

Teknik Komputer Jaringan 

Taman Penitipan Anak 

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 
Tingkat Pengangguran Terbuka 
Universal Design Learning 

Uji Kompetensi Guru 

United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization 

Ujian Sekolah Berstandar Nasional 
Undang-undang 

Undang Undang Dasar 

Vocational School Graduate Academy 
website 


Daftar Singkatan 263 


veyipgjenkradrp yepn tur nyng 


3T, 9, 11, 251, 261, 263, 272 

ABA, 123, 136, 207, 261, 275 

Adaptasi kurikulum, 9, 20, 21, 23, 
26, 27 

Algoritma COMPAS, 168 

Angka Partisipasi Kasar, 3, 4, 99, 
191, 193, 195, 261 

Applied behaviour analysis, 123, 
275 
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pertamanya bergabung di organisasi di tingkat 
Internasional menjadi anggota Direktorat 
Penelitian dan Kajian di Komisi Pendidikan 
Persatuan Pelajar Indonesia Dunia tahun 2021- 
2022 (PPI Dunia). 


FATIMAH AZZAHRA SYAUKAH 


Merupakan mahasiswi S1 jurusan Syariah 
dan Studi Islam di King Abdulaziz University. 
Pada 2020, ia telah menyelesaikan pendidikan 
diploma bahasa Arab di Arabic Language 
Institute for Speakers of Other Language 
di kampus yang sama dan menyelesaikan 
rangkaian pelatihan Duta Besar dengan 
predikat Excellent yang diselenggarakan oleh 
King Abdulaziz University, Umm Al-Oura University, dan The Isaad Wagf 
Centre Foundation. Ia merupakan guru paruh waktu di SDIT Wahdah 
Islamiyah 01, Tahfidz Ulul Ilmi, dan Markaz Tahfidz Al-Agsha. Ia juga 
aktif berkontribusi dalam berbagai kegiatan sosial dan akademik sejak 
masanya sebagai anggota Komisi Pendidikan PPI Dunia 2020-2021, Dewan 
Penasehat Aliansi Keputrian Timur Tengah dan Afrika (PPI AKTA) tahun 
2020-2021, dan Divisi Media Raidah PPMI Arab Saudi tahun 2019-2021. 
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SARY MATUALESY 


Seorang psikolog klinis anak yang 
menyelesaikan pendidikan master di jurusan 
Behaviour Analysis and Therapy di University 
of South Wales, United Kingdom untuk 
menjadi seorang BCBA (Board Certified 
Behavior Analyst) di tahun 2018, kemudian 
dilanjutkan dengan praktikum selama 1.5 
tahun di universitas yang sama. Keahlian dan 
minatnya dalam implementasi ABA di bidang 
intervensi anak berkebutuhan khusus telah menyatukannya dengan delapan 
orang kolega behaviour analyst untuk membangun sebuah komunitas yang 
bernama Agents of Behaviour Change (ABC). Bersama dengan tim ABC, 
ia membuat gerakan menyebarluarkan pemahaman pendekatan intervensi 
ABA yang berbasis bukti. Salah satu kegiatan ABC adalah bekerjasama 
dengan Universitas Indonesia mengembangkan pendidikan applied 
behaviour analysis pada program master, dan membangun centre intervensi 
autisme untuk anak usia dini. Ia dapat dihubungi di sary.matualesy@gmail. 
com 


DIAH FEBRI UTAMI 


Merupakan mahasiswa Filsafat dan Cognitive 
Science, Vienna University, Austria, dengan 
fokus Philosophy of Mind dan Philosophy 
of Technology. Utami menjadi salah satu 
pemakalah pada Simposium Nasional Filsafat 
Nusantara yang digagas Fakultas Filsafat, UGM, 
November 2020 silam dengan materi seputar 
direct perception terhadap antropomorfisasi 
robot yang dapat menimbulkan erosi-persepsi. Karya terbaru adalah 
Filsafat Manusia Waria di Yogyakarta serta Mozaik Filsafat, dan Telaah 
Filsafat Manusia Drijarkara terhadap Konsep Hidup Waria di Yogyakarta di 
mana Utami menulis relasi antara sains dan magi. Saat ini Utami terlibat 
dalam penelitian The Intelligence of Motor Control yang berfokus pada 
independensi representasi motorik sebuah aksi terhadap intensi serta 
mempersiapkan tesis terbarunya dengan tema body: machines-evolution 
and technology. Ia dapat dihubungi di utamid90@univie.ac.at 
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NUR MUSYAFAK 


Adalah wakil ketua umum PPI Tiongkok. 
Sekarang sedang menempuh pendidikan 
doktor jurusan Linguistic and Applied 
linguistic di Central China Normal University, 
Wuhan. Sebelumnya mengenyam pendidikan 
Strata Satu di Huagiao University, Xiamen 
dan master di Universitas Nurul Jadid 
Probolinggo. Beberapa tahun terakhir telah 
mempublikasikan tulisan dengan judul: 
“Chinese Learning Anxiety on Foreign Students”, “Chinese Pesantren and 
Chinas Acceptance to Islam A study on Counseling Spirit in Chinese 
Pesantren Hu Dengzhou Jingtang Jiaoyu”, “JARO A RIN AED JE 
GENERAL: DOIG (Nurul Jadid) TAHU PAB, dan 
sebagainya. Ia dapat dihubungi di nurmusyafak29@gmail.com. 


ANITA MEDIANA 


Merupakan mahasiswa S2 jurusan TESOL 
(Teaching English to Speakers of Other 
Languages) di University of Glasgow, UK. 
Penulis terlibat sebagai pengurus dalam divisi 
Development, PPI Greater Glasgow, UK. Penulis 
merupakan salah satu moderator Webinar Studi 
dan Beasiswa 100 Jam yang diselenggarakan 
PPI Dunia tahun 2020. Ia merupakan salah 
satu penulis dalam buku Aku dan Indonesiaku 
yang diselenggarakan PPI TV pada tahun 2020. Di awal tahun 2021, ia 
juga salah satu penulis sebuah buku dengan judul “8/21: Sebuah Catatan 
Perjalanan seleksi beasiswa pendidikan Indonesia LPDP dari Hulu ke Hilir. 
Penulis dapat dihubungi melalui alamat surel anitamediana96@gmail.com 
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AMELYA DWI ASTUTI 


Merupakan mahasiswa program International 
Master in Adult Education for Social Change 
(IMAESC) di University of Glasgow (UK), 
Maynooth University (Irlandia), Tallinn 
University (Estonia), dan Open University of 
Cyprus (Cyprus). Kepala bidang Aksi Sosial 
PPI Dunia 2020-2021 ini telah beberapa 
tahun berkecimpung di dunia pendidikan dan 
sosial, di antaranya sebagai salah satu perintis 
program Serambi Inspirasi, sebuah program pendidikan untuk anak-anak 
pemulung di Bantar Gebang dari Dompet Dhuafa Volunteer Jabodetabek, 
karena ia percaya bahwa lingkungan berperan penting untuk tumbuh 
kembang anak. Penulis dapat dihubungi melalui alamat surel ke amelya. 
dwia@gmail.com 
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DARMAWANSAH 


Adalah seorang guru yang memiliki 
pengalaman mengajar di beberapa institusi 
pendidikan sejak 2010. Pengalaman terakhirnya 
adalah sebagai wakil kepala sekolah di sebuah 
SMA swasta di kota Samarinda, Kalimantan 
Timur. Selain sebagai guru, beliau juga aktif 
sebagai sekretaris di MGMP Bahasa Inggris dan 
Ikatan Guru Indonesia (IGI) kota Samarinda. 
Tahun 2018, beliau melanjutkan pendidikan ke 
jenjang pascasarjana (S2) di Universitas Negeri Yogyakarta dan National 
Central University, Taiwan (Dual Degree Program) dengan beasiswa penuh 
dari Kemdikbud Republik Indonesia. Hasil penelitiannya tentang online 
learning, dan gamification sudah dipublikasikan diberbagai jurnal ilmiah. 
Saat ini menjadi mahasiswa PhD di Graduate Institute of Digital Learning 
and Education, Taiwan Tech, dengan fokus penelitian tentang AI, robot, 
dan visual argumentasi dalam pembelajaran STEM dan bahasa asing. Ia 
dapat dihubungi di darmawansahlavoe@gmail.com 
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MUHAMMAD ALTALARIK 
ANUGRAH 


Alias Alta merupakan mahasiswa disalah satu 
kampus yang berada di negeri Jiran, beliau 
mendapatkan full beasiswa dari sekolah 
asalnya yaitu Assalam Islamic Boarding 
School pada tahun 2019. Semasa sekolahnya, 
beliau mendapatkan amanah untuk menjadi 
bagian informasi di salah satu organisasi yang 
bernama OPPMA (Organisasi Pelajar Pondok Modern Assalam) dan 
menjadi siswa terbaik dalam praktik mengajar pada tahun 2018. Tidak 
langsung melanjutkan studinya di jenjang perguruan tinggi melainkan ia 
mengajar selama kurang lebih 1 setengah tahun sebagai guru bahasa Arab 
dan Inggris di sekolahnya. Dari situlah saudara mulai mengembangkan 
bahasa Inggrisnya dan akhirnya ia bisa melanjutkan studinya di salah satu 
kampus ternama di Malaysia yaitu Management and Science University 
(MSU). Ia dapat dihubungi di altalarikanugrah@gmail.com 


NIZAM ALFARISY 


Adalah seorang mahasiswa asal Bengkulu yang 
sekarang sedang menempuh pendidikan S1 
di International University of Africa, Sudan, 
melalui jalur beasiswa Kementerian Agama 
Republik Indonesia. Selain sebagai mahasiswa, 
ia juga aktif di berbagai organisasi seperti BEM 
IUA, PPI Sudan, dan Komisi Pendidikan PPI 
Dunia. Ia juga terlibat sebagai pengurus di 
sebuah platform pendidikan online. Pemuda 
berdarah minang ini juga pernah mewakili Indonesia dalam ajang 
perlombaan debat bahasa Arab tingkat Internasional di Malaysia tahun 
2018. Aktif dan mencintai dunia pendidikan, sosial kemanusiaan, dan 
pernah terjun dalam mengajar anak-anak di pedesaan. Ia dapat dihubungi 
di nizamalfarisy20@gmail.com 
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